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Kata Pengantar Editor 
 
 
Pengkajian tentang politik Islam semakin berkembang 
setelah munculnya fenomena baru dalam kehidupan 
ketatanegaraan Islam. Negara-negara yang ada di kawasan 
Timur Tengah tidak semuanya berpegang pada ideologi 
Islam, karena dalam praktiknya, ketatanegaraan dalam Islam 
secara kontekstual ditimbulkan oleh berbagai penafsiran 
terhadap nash al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual. 
Ayat-ayat al-Quran hanya menyiratkan kewajiban 
ijtihadiyah untuk mendirikan negara yang demokratis 
melalui praktik musyawarah, pengangkatan pemimpin yang 
adil, perlindungan masyarakat, hubungan yang tidak 
menyatakan keharusannya mendirikan negara Islam antar 
negara, dan sebagainya. 
Untuk memahami pesan-pesan Allah Swt. dalam 
firman-Nya dan praktik politik ketatanegaraan Islam yang 
dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat, 
terutama Al-Khulafah Ar-Rasyidun, diperlukan kajian 
historis yang mendalam, sehingga pengetahuan mengenai 
hal ini dipahami secara sistematis dan berdasarkan pada 
fakta-fakta yang akurat. Buku Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam dalam Fiqh Siyasah karya Saudara Dr. 
Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. ini merupakan 
pengantar untuk memahami sejarah politik ketatanegaraan 
Islam yang disusunnya berdasarkan kurikulum dan silabus 
yang berlaku di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tentu 
saja, buku ini menghantarkan pemahaman teoretis dan 
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praktis agar mahasiswa tidak “loncat-loncat” dalam kajian 
politik Islam, terutama untuk menghindarkan kesalahan 
pemahaman tentang sejarah ketatanegaraan dalam Islam. 
Saya sangat mendukung sepenuhnya kehadiran buku ini. 
Buku ini berisi penjelasan mulai dari era masa Nabi sampai 
istilah-istilah produk hukum dari Fiqih Siyasah Syar‟iyah. 
Dalam beberapa bab kita dapati kajian yang mendalam dan 
ada kajian yang berbasis pada ayat dan hadist ada juga kajian 
pada logika Ijtihad dan dasar sejarah yang penting dalam 
kajian fiqh Siyasah dari klasik sampai modern.  
Sebagai editor buku ini merupakan karya penting 
sebagai pelengkap buku-buku Fiqih Siyasah sebelumnya. 
Pemaparan berbasis pendekatan sejarah menjadi sangat 
kentara, dan ini merupakan sumbangsih penulis buku ini 













Apakah sistem politik diatur dalam Islam? Pertanyaan 
ini menjadi menarik diungkapkan, sebab hingga saat ini 
perbedaan pendapat di kalangan umat Islam belum mampu 
menjawab permasalahan ini. Setelah wafatnya Rasulullah, 
Muhammad Saw., umat Islam menghadapi pemasalahan 
yang cukup krusial. Permasalahan mengenai siapa yang 
akan menggantikan beliau sebagai khalifah di bumi. 
Perdebatan di kalangan ulama terjadi karena al-Qur‟an dan 
Sunnah tidak menjelaskan bentuk sistem suksesi dan bentuk 
pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh umat 
Islam setelah beliau. Peristiwa ini menciptakan beragam 
interpretasi dan perbedaan pendapat yang pada akhirnya 
melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam seperti 
Sunni, Syi'ah, Khawarij dan Mu`tazilah. Di sisi lain, dalam 
perkembangan sejarah Islam, keragaman aliran politik juga 
melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda 
antara umat Islam di satu tempat dan masa yang berbeda. 
Perbedaan ini semakin bergejolak ketika Islam menghadapi 
beragam ideologi politik dari masing-masing aliran. 
Perbedaan ini mendapat beragam respons dari umat Islam, 
ada yang menerima secara utuh, menolak mentah-mentah 
dan ada yang mengapresiasinya dengan kritis. Wujud 
apresiasinya dilakukan dengan mengambil nilai-nilai yang 
positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Tiga sikap ini 
lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan 
ketatanegaraan. Sikap pertama lahir dari suatu pandangan 
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bahwa al-Qur'an tidak memiliki sistem politik yang jelas. 
Sedangkan Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan oleh 
Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Nabi 
Muhammad Saw. ialah menyampaikan wahyu tanpa 
pretensi untuk mendirikan negara. Mekanisme pemikiran ini 
lahir di kalangan para sahabat, Khulafaur Rosyidin, dan 
firqoh. Oleh karenanya, umat Islam sangat dianjurkan 
meniru peradaban Barat untuk mencapai kemajuan dan 
kesejahteraan. Sedangkan sikap kedua lahir dari pandangan 
bahwa Islam adalah agama yang universal mengatur seluruh 
aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an diibaratkan seperti 
supermarket yang menyediakan sistem politik yang mesti 
diikuti oleh umatnya. Hal ini juga dijelaskan oleh praktik di 
antara kedua kutub di atas, pemikiran ketiga menyatakan 
bahwa Islam tidak menyediakan sistem politik yang jelas 
yang dapat diterapkan oleh umat Islam. Di sisi lain, Islam 
juga tidak akan membiarkan umatnya berkehidupan tanpa 
adanya pedoman dalam bernegara dan mengatur 
pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat tata 
nilai yang seharusnya dikembangkan oleh umatnya sesuai 
dengan situasi serta permasalahan yang sedang dihadapi. 
Islam tidak melarang umatnya untuk mengadopsi 
pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Barat, selagi 
pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Islam itu sendiri. Seandainya Islam tidak menolak 
pemikiran tentang hak asasi manusia, pembatasan 
kekuasaan negara atau tentang prinsip-prinsip demokrasi.  
Dalam buku ini, penulis akan mengelaborasi praktik 
dan pemikiran ketatanegaraan yang pernah berkembang 
dalam sejarah Islam. Kajian ini diawali dari pemerintahan 
pada masa Nabi Muhammad Saw., Khulafaur Rasyidin, dan 
beberapa firqoh setelahnya. Selanjutnya pembahasan 
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diarahkan pada teori-teori dan konsep penting dalam 
pemerintahan dan ketatanegaraan. Pada bagian berikutnya 
dilanjutkan pembahasan pada aspek-aspek kajian fiqh 
siyasah dalam bidang perundang-undangan negara, 
hubungan internasional dan keuangan negara. Dari 
pembahasan bebeapa teori dan konsep, penulis berharap 










KATA PENGANTAR EDITOR __ v 
KATA PENGANTAR __ vii 
DAFTAR ISI __ x 
 
Kajian Fiqh Siyasah dan Perkembangannya __ 1 
Hukum Islam dan Fiqh Siyasah: Kedudukan Keduanya __ 8 
Hukum Islam dan Sistematika Fiqh Siyasah __ 20 
Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah __ 26 
Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah __ 28 
Praktik Tata Negara pada Masa Nabi Muhammad Saw. __ 38 
Madinah dan Konsep Politik Nabi __ 40 
Nabi dan Implementasi Konsep Musyawarah __ 52 
Konsep Ummah di Masa Kepemimpinan Rasulullah __ 59 
Posisi Muhammad pada Periode Madinah __ 73 
Konsep Ketatanegaraan Khulafa‟ur Rasyidin __ 81 
Konsep Dasar Kekhalifahan __ 97 
Hukum Produk Siyasah Syar‟iyyah __ 101 
Sejarah Lahirnya Firqoh dan Latar Belakang Siyasahnya __ 107 
Aliran Syiah __ 112 
Aliran Khawarij __ 115 
Aliran Murji‟ah __ 118 
Aliran Mu‟tazilah __ 122 
Aliran Jabariyah __ 125 
Aliran Qadariyah __ 131 
Ahli Sunnah wal Jama‟ah __ 133 
Pemikiran Politik Asy„ariyah atau Sunni __ 140 
 xi 
 
Pemikiran Politik Khawarij __ 146 
Pemikiran Politi Mu‟tazilah __ 150 
Politik Ketatanegaraan Syiah __ 152 
Imamah dan Negara __ 155 
Ahl Al-Hall wa Al-Aqd __ 173 
Praktik Ahl Al-Hall wa Al-Aqd di dalam Islam __ 176 
Wizarah __ 183 
Siyasah Dusturiyah __ 198 
Ummah __ 203 
Syura __ 214 
Syura dan Demokrasi: Perbandingan dan Perbedaan __ 220 
Negara Hukum dan Siyasah Syariyah __ 227 
Siyasah Syar‟iyyah __ 234 
Siyasah Dauliyah __ 238 
Hubungan Internasional Siyasah Dauliyah __ 243 
Pembagian Penduduk dalam Islam __ 248 
Dasar-Dasar Hukum Internasional dalam Islam __ 252 
Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Islam dan 
Realitasnya__ 254 
Negara dalam Pandangan Islam dan Pembagiaan __ 273 
Siyasah Maliyah __ 277 
Sumber Keuangan Negara Islam__ 288 
Pengeluaran dan Belanja Negara Islam__ 298 
Kebijakan Fiskal Negara Islam __ 306 
Fiqh Siyasah di Indonesia __ 310 
 





















Hukum Islam terbagi menjadi dua pokok pembahasan, 
yaitu hukum tentang manusia dengan Tuhannya („ibadah) 
dan hukum muamalah. Hukum pertama berkaitan dengan 
sholat, puasa, zakat, haji. Hukum kedua berkaitan beberapa 
hal namun yang terpenting adalah terkait 1) Muamalah 
suatu hukum syara‟ yang berkaitan dengan perekonomian 
seperti jual beli, perjanjian dan hutang piutang, 2) Jinayah 
berkaitan dengan hukum pidana, 3) Hukum pernikahan.  
Peran dan kedudukan hukum Islam secara 
keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah 
mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara 
efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan 
sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan 
pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu 
banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun 
terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat 
membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya. 
Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang 
lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat 
terdapat lima bidang. Namun, terdapat pula yang 
menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, 
bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. 
Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja 
teknisnya yang membedakan.  
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Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah 
dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup 
pembahsan. 1) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik 
perundang-undangan, 2) Al-siyasah al-kharijiyah, yaitu 
politik luar negeri, 3) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik 
keuangan dan moneter. Selain bersumber dari al-Qur‟an dan 
hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran 
manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar 
politik, ‘urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, 
pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah 
dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad 
Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam 
mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan 
objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud 
meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, 
hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta 
kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasululullah pada 
saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah 
dan sebagai kepala negara Madinah.1 
Identitas perkembangan kajian fiqh siyasah pada periode 
klasik yakni kemapanan dalam dunia Islam. Islam disebut-
sebut pemegang kekuasaan dan berpengaruh dalam bidang 
politik hingga kancah Internasional. Pada masa itulah lahirlah 
dinasti Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbasiyah (750-
1258 M). Kajian fiqh siyasah pada masa dinasti Bani Umayyah 
belum ada. Sedangkan pada masa Bani Umayyah lebih 
condong ke ranah politik yaitu pada pengembangan wilayah 
kekuasaan. Pada masa yang bersamaan juga terbentuk 
kelompok oposisi Khawarij dan Syi‟ah namun tidak memiliki 
pengaruh yang kuat. Kajian fiqh siyasah muncul pada masa 
                                                 
1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) 
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dinasti Bani Abbasiyah. Namun, pengaruh negara membuat 
kajian yang semula dikembangkan oleh para ulama menjadi 
condong mendukung kekuasaan.2 
Pada 1258 M Kerajaan Abbasiyah hancur di tangan 
tentara Mongol. Ibn Taimiyah (1263-1328 M) merupakan tokoh 
yang menyaksikan tragedi penyerangan tentara Mongol ke 
kota Baghdad. Pada periode ini, menjadi awal masa 
kemunduran politik Islam. Peradaban yang kaya dengan 
khazanah keilmuan keislaman lenyap dalam waktu yang 
bersamaan. Ibn Taimiyah, tokoh yang mempunyai pemikiran 
yang berbeda dengan ulama sunni memandang institusi 
imamah sebagai praktis saja bukan sebagai kewajiban syar‟i. 
Surat Quraisy pun tidak diungkapkan secara tegas oleh Ibn 
Taimiyah. Ibn Taimiyah hanya mengungkapkan bahwa syarat 
menjadi kepala negara harus memiliki dua hal utama yakni 
kejujuran dan kewajiban atau kekuatan. Kedua hal tersebut 
akan menjadi fondasi dan tujuan utama syariat Islam yakni 
dan terciptanya keadilan dalam masyarakat. 
Ibn Khaldun3 (1332-1406 M) ialah salah satu tokoh yang 
membahas tentang siyasah. Dalam karyanya Muqaddimah 
                                                 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 23.  
3 Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin 
Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan 
yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia 
pada 1 Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M adalah dikenal sebagai sejarawan 
dan bapak sosiologi Islam yang hafal al-Qur‟an sejak usia dini. Sebagai 
ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena 
pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis 
jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David 
Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan 
ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke 
mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena 
studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat 
yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup 
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telah menjelaskan pandangan politik menurutnya yang 
membedakan dengan yang lain yakni dalam tesisnya terkait 
penafsiran kontekstualnya terhadap hadis Nabi bahwa untuk 
menjadi kepala negara haruslah suku Quraisy. Hadis tersebut 
bersifat kondisional. Suku apapun memiliki kemampuan 
untuk memegang kekuasaan selama ia mampu dan cakap. 
Sehingga bagi Ibn Khaldun suku Quraisy bukanlah “harga 
mati”. Selanjutnya yaitu Syah Waliyullah Al-Dahlawi (1702-
1762 M). Ia membenarkan pembangkangan rakyat terhadap 
kepala negara yang tiran dan zalim. Bahkan Syah Waliyullah 
Al-Dahlawi menegaskan bahwa pada periode pasca al-
Khulafa‟ al-Rasyidun corak khilafah hanya berbeda sedikit dari 
kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia. 
Kemunduran peradaban Islam yang melemahkan Islam 
itu sendiri merupakan suatu tanda dari awal periode modern. 
Keberadaan Islam semakin mengkhawatirkan sebab berada di 
bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Tindakan 
imperialisme dan kolonialisme barat mewabah hampir seluruh 
lapisan masyarakat di negeri muslim. Islam yang dipahami 
sebagai agama yang komplit mengatur segala aspek kehidupan 
manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Dalam ranah 
politik, sikap kedua akan melahirkan aliran yang 
                                                                                                         
di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain 
itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai 
peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting 
di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di 
Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. 
Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. 
Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. 
Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun 
ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalan hidup 
beliau. Periode pertama, masa di mana Ibnu Khaldun menuntut berbagai 
bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar al-Qur‟an, tafsir, hadis, usul 
fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu 
balaghah, fisika dan matematika. 
Kajian dan Perkembangan Fiqh Siyasah |5 
 
 
berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat 
tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. 
Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang 
memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah 
yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer.4 
Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala 
kebutuhan hidup manusia serta manusia hanya sebagai 
pelaksana ketentuan. Hal ini menurut pemikir tokoh aliran 
pertama. Selain hal tersebut juga diungkapkan bahwasanya 
adanya keinginan untuk mempersatukan dunia Islam secara 
universal. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terlahir dari 
barat harus ditolak, karena bertolak dengan kepribadian umat 
Islam. Tata aturan politik tidak diatur dalam Islam. Nabi 
Muhammad Saw. diperintah tidak lain hanya untuk menjadi 
Rasul dan tidak berpretensi untuk membentuk negara dan 
kekuatan politik, hal ini dikatakan oleh pemikir kelompok 
kedua yakni Ali „Abd Al-Raziq. Kepala negara adalah 
penguasaan sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh 
manusia, hal ini menurut pemikir ketiga yakni Abduh. Selain 
hal tersebut Abduh juga mengatakan bahwa Islam mengatur 
hukum muamalah. Agar hukum tersebut berjalan efektif maka 
perlu adanya kepala negara yang melaksanakan dan 
mengawasi pelaksanaannya. Kepala negara bukan wakil 
Tuhan, hanya sebagai pemimpin politik. Sehingga tidak 
mempunyai hak kekuasaan keagamaan ketentuan yang diakui 
dalam agama Kristen. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi 
siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan 
bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan 
kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 
mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Fiqh siyasah dapat 
                                                 
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 24.  
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disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Antara lain, 
pertama mengenai politik perundang-undangan, kedua politik 
luar negeri dan yang ketiga politik keuangan dan moneter.5 
Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai 
paham yang mendalam. Secara terminologi fiqh adalah ilmu 
atau pemahaman tentang hukum-hukum syari‟at yang 
bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci 
(tafsili). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena 
bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ 
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan 
sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 
kondisi manusia itu sendiri.6 
Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata sasa 
yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau 
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka 
dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah 
untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.  
Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan 
sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah 
terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama 
mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum 
Islam berupa al-Qur‟an dan Hadis untuk menggali hukum 
yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat.  
Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang 
membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa 
                                                 
5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 56. 
6 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 51 
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pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara 
pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang 
diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 
mempertanggungjawabkan kekuasaannya. 
Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam 
menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur‟an 
dan Hadis. Secara global bahwa sumber hukum yang 
digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam 
dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh 
siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga 
sumber yaitu al-Qur‟an, sunnah, dan sumber hukum berupa 
peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses 
perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni 




                                                 
7 Awaluddin dan Basri, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian (Pekanbaru: 
Pusbangdik Universitas Riau, 2010) 








Keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan 
masyarakat. Cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan 
menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara adalah rumah 
tangga. Berkaitan dengan negara, hukum Islam pun mengatur 
bagaimana sebuah negara harus dikelola dengan baik. Dalam 
kajian ini pokok pembahasannya seputar masalah perundang-
undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan 
rakyat dan hubungan dengan negara lain. Dari sistematika ini 
dapat disimpulkan bahwa pertama, pemegang peranan dan 
kedudukan penting dalam penerapan dan aktulisasi hukum 
Islam secara keseluruhan adalah fiqh siyasah. Bagaimana 
sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif 
dalam masyarakat Islam telah diatur dalam fiqh siyasah. Tanpa 
keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan 
hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Bagi 
persoalan kemasyarakatan, umat Islam memerlukan fiqh 
siyasah.1 Kedua, fiqh siyasah menetapkan keberlakuan 
kebijakan politik secara praktis agar berguna bagi 
kemaslahatan masyarakat. Tanpa kebijakan politik pemerintah, 
bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang 
mereka miliki. Fiqh siyasah diumpamakan sebagai akar pohon 
yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun untuk bisa 
                                                 
1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik 
Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  hlm. 9-11. 
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menghasilkan buah yang dapat dinikmati.2 Makna yang 
tersirat dengan fiqh siyasah akan mencegah umat Islam dari 
perkara yang dapat merugikan dirinya. Pemerintah dapat 
menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam 
nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini 
dan telah diatur dalam fiqh siyasah. Contohnya di Indonesia 
dengan dikeluarkan UU No. 1/1974 yang berbicara tentang 
pernikahan, UU No. 2/1989 yang berbicara tentang sistem 
Pendidikan Nasional, UU No. 7/1989 berbicara tentang 
Peradilan Agama yang dapat dikatakan sebagai bagian dari 
fiqh siyasah syar‟iyyah pemerintah Indonesia. Adanya 
undang-undang tersebut berarti umat Islam mendapat fasilitas 
dan kesepakatan untuk mengembangkan instuisi tentang 
keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan 
hukum Islam. Selain itu juga dalam bidang ekonomi seperti 
adanya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bentuk 
praktik fiqh siyasah dengan tujuan untuk mengangkat taraf 
hidup umat lebih baik.3 
Praktik dari fiqh siyasah ini mementingkan 
kemashlahatan untuk rakyat umum, dan berusaha untuk 
menolak segala hal yang dianggap nyeleweng atau kurang 
baik. Dalam penerapannya, kaidah fiqhiyah menjadi dasar 
yang harus diperhatikan dalam praktik fiqh siyasah. Kaidah 
yang terkenal adalah “حلاصملا بلجو ذسافملا عفد”. Dan suatu 
kemaslahatan dibatasi oleh kaidah “ ةحلصملا ىلع ةمذقم ةماعلا ةحلصملا
ةصاخلا”, yang dapat dijadikan batasan untuk suatu 
pemerintahan dari sekedar mementingkan sebuah kekuasaan. 
Meski bagaimanapun kebijakan pemerintah yang jelas-jelas 
                                                 
2 http://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertian-
ruang-lingkup.html 
3 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 
Islam ... hlm. 7. 
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untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Oleh karena, itu 
terdapat kaedah “ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت” Secara 
aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali 
bagi orang yang dibunuh (لتاقلا يلاو), maka pemerintah (jaksa) 
dapat menjadi wakil bagi mangsa sebagai penuntut. Bahkan 
jaksa memiliki hak untuk qishash atau mengambil diyat jika 
dianggap lebih bermaslahat. Namun jaksa tidak berwenang 
memberi maaf dari pemberlakuan qishâsh layaknya 
wewenang yang dimiliki wali asli. 
T.M. Hasbi4 menekankan dalam penjelasanya bahwa 
objek kajian fiqh siyasah ialah seputar pekerjaan dan urusan 
                                                 
4 Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 
Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, 
hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja 
Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su‟ud, adalah seorang ulama terkenal 
di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya 
bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi 
Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut 
silsilah, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar Ash-Shiddieq 
(573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah 
tersebut melekatkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang namanya. Pendidikan 
agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 
tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. 
Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim 
Al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat 
ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah 
organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-
1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern 
ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam 
bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-
Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk 
pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi Ash-
Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi 
Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif 
mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam 
perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di 
Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada 
tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman 
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mukallaf. Dari urusan penadbirannya, mengingat 
penyesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah. Tidak 
didapatkannya dalil khusus dan tidak berlawanan dengan 
nash. Pernyataan ini serupa dengan pendapat Adbul 
Wahhab5 bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi 
                                                                                                         
pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama 
terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti 
dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan 
Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat 
sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Lihat 
lebih lanjut di ekpedia ulama di Indonesia.  
5 Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi 
buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari'ah. Selain pakar di 
bidang Ushul Fiqh, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab 
dan yurisprudensi. Berikut ini akan kita bahas sedikit tentang biografi 
kehidupan beliau. Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 
1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal 
al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. 
Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai 
pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi 
Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha' al-Syar'i) yang juga bernaung di 
bahwa Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana 
pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, 
beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam 
tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul 
Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi 
tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di 
sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Mesir. Beliau 
diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula 
menjadi Direktur urusan masjid yang berada di bawah Kementerian 
Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga 
kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada 
tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University 
untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau 
mengabdi hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati 
sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-
1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang 
dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-
negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta 
manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic 
Language Academy (Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah). Beliau sering 
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pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh 
hal-hal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok-
pokok agama, merupakan real dari kemaslahatan manusia 
serta memenuhi kebutuhannya.6 
Secara global bahwa objek kajian ini menjadi tiga. 
Pertama, peraturan dan perundang-undangan. Kedua, 
pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. Ketiga, 
pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan 
hubungan antara rakyat dengan penguasa. Kemudian hak 
dan kewajiban. Fiqh siyasah dalam menentukan hukum 
menggunakan metode yang tidak jauh beda dengan fiqh lain 
yakni menggunakan ilmu ushul fiqh, qowaidul fiqh. Selain 
itu, secara umum, metode yang digunakan adalah Ijma‟, 
Qiyas, Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari‟ah dan Fath al-
Dzari‟ah, „Adah, Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah 
fiqhiyah. Adapun perincianya sebagai berikut. 
 
Ijma’ 
Ijma‟ diartikan sebagai kesepakatan para ahli fiqh pada 
suatu kasus. Seperti pada kasusnya Khalifah Umar Ra. 
Dalam mengatur jalannya pemerintahan. Beberapa hal mulai 
diberlakukan seperti hukum perdata, menggaji tentara, 
administrasi negara, dan lain-lain. Para sahabat bersepakat 
dengan ijma‟ tersebut. Seperti pada suatu masa Umar Ra. 
memerintahkan salat tarawih jama‟ah dengan jumlah 20 
rakaat di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak 
diprotes oleh sahabat lain. 
                                                                                                         
pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama 
bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium 
Darul Hikmah, Kairo. 
6 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum 
Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30. 




Qiyas diartikan sebagai upaya menyamakan suatu 
permasalahan di mana hukumnya tidak terdapat dalam al-
Qur‟an dan menyamakan hukum yang ada dalam al-
Qur‟an karena terdapat persamaan illat hukum pada 
keduanya. Qiyas ini dapat dilakukan jika terdapat 
kesamaan hukum baru dengan hukum yang lama. Untuk 
melaksanakan qiyas harus terpenuhinya empat unsur: al-
ashl (pokok) suatu hukum asal yang menjadi landasan 
hukum qiyas, al-far‟ (cabang) yakni suatu masalah yang 
tidak ada hukumnya dalam nash dan membutuhkan 
penetapan hukumnya, hukm al-ashl (hukum asal) hukum 
syara‟ yang menjadi nash bagi asal, „illat hukm al-ashl yakni 
sifat yang menjadikan alasan penetapan hukum, dan 
dengan alasan tersebut dapat diketahui hukum bagi far‟. 
Qiyas ini dapat digunakan dalam masalah baru dalam 
dimensi ruang dan waktu yang berbeda, namun ilat 
hukumnya lama. Misalnya pada waktu itu Nabi mengirim 
surat kepada penguasa untuk diajak mengamalkan ajaran 
tauhid. Upaya tersebut dilakukan kembali pada masa 
Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya.  
 
Mashlahah al-Mursalah 
Maslahah al-Mursalah merupakan segala hal yang 
menjadi kebutuhan manusia namun tidak dijelaskan di 
dalam al-Qur‟an ataupun Hadis. Contohnya pembukuan al-
Qur‟an yang dilakukan oleh Usman bin Affan Ra. Yang 
kemudian dibukukan dan menjadi pedoman bagi beberapa 
daerah, sehingga menjadi Rasm Usmani, dengan tujuan agar 
ayat-ayat al-Qur‟an tidak hilang dan dibaca seragam. 
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Sadd al-Dzari’ah dan Fathal-Dzari’ah 
Sadd al-Dzari'ah merupakan upaya pengendalian atau 
tindakan preventif bagi masyarakat untuk menghindari 
kemafsadatan. Sedangkan Fath al-Dzari‟ah ialah upaya 
perekayasaan masyarakat dalam mencapai kemaslahatan. 
Sadd al-Dzari‟ah dan Fath al-Dzari‟ah merupakan "alat", 
bukan "tujuan", contohnya yaitu pelaksanaan jam malam, 
larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. 
Pengendalian dan perekayasaan berdasarkan sadd al-
dzari‟ah dan Fath al-dzari‟ah dapat dikendalikan sesuai 
situasi. Artinya, dapat diubah maupun dikuatkan.  
 
A’dah 
„Adah juga disebut dengan „Urf secara bahasa berarti 
adat atau kebiasaan. „Urf lebih mudah dipahami sebagai 
sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang 
berlaku di sekitar lingkungannya, baik berupa ucapan, 
perbuatan atau meninggalkan sesuatu. 
 
Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah 
Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah merupakan teori ulama 
yang sering digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan 
fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, 
dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian 
dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah yang sering 
digunakan dalam fiqh siyasah, antara lain: 
 
امدعو ادوجو هتلع عم ورودي مكْلا 
“Hukum berputar bersama illatnya, ada dan tidaknya 
hukum bergantung atas ada dan tidaknya illat hukum 
tersebut”. 
 




“Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, 
keadaan”. 
 
Pada masa Nabi, sahabat, bani Umayyah, bani 
Abbasiyah politik Islam pada dasarnya sumber yang 
digunakan tetap al-Qur‟an dan Hadis juga rasio dan 
praktek kenegaraan. Pada tahun 218-228 M yakni pada 
masa kepemimpinan Al-Mu‟tasim ini terjadi pembukuan 
fiqh siyasah baru dengan dibuktikannya buku suluk al-
Malik fi Tadbir yang ditulis oleh Ibn Abu Rabi‟7 tepat di 
tahun 227 H atau 842 M kemudian disusul dengan adanya 
                                                 
7 Penulis buku yang berjudul Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik 
(perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan), yang dipersembahkan untuk 
Mu'tashim, Khalifah Masehi. Buku itu bisa digunakan untuk manual atau 
“buku pintar” oleh kepala negara itu. Karena buku itu oleh Ibnu Abi 
Rabi' ditulis untuk dipersembahkan kepada kepala negara yang sedang 
berkuasa. Dapatlah dipastikan penulis buku itu tidak akan 
mempertanyakan sistem monarki bawah temurun Abbasiyah, dan juga 
mendukungnya. Sementara itu memang dinasti Abbasiyah semasa 
pemerintahan Mu'tashim masih berada di puncak kejayaannya. Dalam 
kata pendahuluan buku itu, Ibnu Abi Rabi' mengatakan “adalah satu 
kebahagiaan bagi umat pada zaman ini bagi para pemimpin mereka, para 
pengemban kekuasaan politik mereka dan raja mereka adalah para 
pengawal yang mendukung kenyamanan yang baik, tambang dari semua 
watak luhur dan pengumpul dari semua yang terpuji, panutan mereka, 
pemimpin dan raja mereka, khalifah Allah bagi hamba-hambanya dan 
yang berjalan atas jalan yang benar, Mu'tashim bi-Allah, Amir al-
Mu'minin, Al-Khulafa al-Rasyidin, yang diundang hukum dan benar, 
yang memiliki semua persyaratan untuk jabatan khalifah dan imamah, 
dan yang karena meratanya keadilan dan keamanan maka semua bangsa 
setuju, semua kerajaan takluk meminjamkan, dan lawan baik kawan dari 
bangsawan-bangsawan hormat dan seganormati”. Juga sesuai dengan 
judulnya, sebagaian besar dari isi buku itu terdiri dari nasihat-nasihat 
kepada khalifah tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah 
kenegaraan, termasuk bagaimana memilih pembantuan dan pejabat 
negara, serta hubungan kerja khalifah dengan mereka. Namun, dapat 
dilihat alur-alur berpikir tentang tata negara. 
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kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19. Di antaranya 
karangan Al-Mawardi8 yang berjudul al-Ahkam al-
Sulthaniyyah pada masa pemerintahan Al-Qodir. Terdapat 
juga karangan Ibnu Taimiyah9 yang berjudul Al-Siyasah Al-
                                                 
8 Beliau dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 386 H/975 M, 
ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa keemasannya di tangan para 
Khalifah Daulah Abbasiyah. Imam Al-Mawardi adalah seorang ilmuwan 
Islam yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad 
bin Habib Al-Basri Asy-Syafi'ie. Beliau lahir dalam salah satu keluarga Arab 
yang membuat dan mendagangkan air mawar, karena itu beliau mendapat 
julukan Al-Mawardi yang berasal dari kata Al-Wardu (mawar). Kota kedua 
tempat Al-Mawardi belajar, setelah Basrah adalah Bagdad. Di sinilah seorang 
anak penyuling dan penjual air mawar ini belajar hadits dan fiqh pada Al-
Hasan bin Ali Bin Muhammad Al-Jabali seorang pakar hadits di zamannya 
dan Abi Al-Gasim, seorang hakim di Basrah saat itu, kemudian beliau 
melanjutkan studinya ke kota Bagdad di kampus "Al-Zafami". Di kota 
peradaban ini, Al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadits 
dan fiqh pada seorang guru yang bernama Abu Hamid Ahmad bin Tahir bin 
Al-Isfirayini (wafat pada 406 H). Abu Ali Hasan Ibn Daud menceritakan 
bahwa penduduk Basrah selalu membanggakan tiga orang ilmuan negeri 
mereka dan karya-karyanya yaitu Syaikh Khalid Ibn Ahmad (wafat 174 H) 
dengan karyanya kitab Al-Amin, Syaikh Sibawaih (wafat 180 H) dengan 
karyanya kitab Al-Nahw, dan Al-Jahiz (wafat 225 H) dengan karyanya Al-
Bayan, dari tiga orang ini masih bisa ditambah nama keempat yaitu Imam 
Al-Mawardi, seorang penasehat hukum yang terpelajar dan ahli politik 
ekonomi dari basrah. 
9 Ibnu Taimiyah lahir di Haran pada tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H. 
Beliau tinggal di sana hingga berusia tujuh tahun. Kemudian ayahnya 
membawanya ke Damaskus. Beliau tumbuh dengan baik di sana. Tanda-
tanda kepandaian telah tampak pada dirinya sejak masa kecilnya. Pada masa 
kecilnya ketika Ibnu Taimiyah hendak pergi ke tempat belajarnya, seorang 
Yahudi yang rumahnya dilaluinya menghadangnya dengan beberapa 
pertanyaan. Karena tampak adanya kecerdasan pada diri Ibnu Taimiyah dan 
dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cepat, orang Yahudi 
itu pun kagum padanya. Tiap kali Ibnu Taimiyah melewatinya, dia 
memberitahu hal-hal yang menunjukkan kesesatan keyakinan orang Yahudi 
tersebut. Tidak lama kemudian orang Yahudi itupun masuk Islam. Sejak 
kecil Ibnu Taimiyah menghabiskan waktunya dengan kesungguhan, 
mengkhatamkan al-Qur‟an, menghafal hadits, fiqh, dan bahasa Arab hingga 
menguasai semua bidang itu. Beliau juga rajin mengikuti majelis-majelis 
dzikir serta mendengarkan hadits dan atsar. Beliau tidak hanya menyimak 
satu kitab dari seorang guru yang mempunyai riwayat yang shahih. Kitab-
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Syariah fi Islah Al-Rai‟iyah.10 Seiring dengan 
perkembangan zaman tepat di abad ke 20 muncul beberapa 
disiplin ilmu baru yakni „ilmu al-siyaysah al-syai‟ah, al-fikr 
al-siyasi al-islami dan lainnya.11 
Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 
ditarik kesimpulan bahwasanya fiqh siyasah merupakan 
disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat 
dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari 
pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 
kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk 
                                                                                                         
kitab induk Islam seperti Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Shahih 
Muslim, Jami‟ at-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa‟i, Sunan Ibnu 
Majah, dan Sunan Ad-Daruquthni, beliau menyimaknya beberapa kali. Kitab 
hadits pertama yang beliau hafal adalah kitab al-Jam‟u baina ash-Shahihain 
oleh Imam Al-Humaidi. Berbagai jenis kitab keilmuan telah beliau telaah. 
Allah Swt. menganugerahinya kecepatan hafalan. Di antara keluasan ilmu 
beliau adalah pengetahuan beliau tentang ilmu-ilmu al-Qur‟an, pengambilan 
hukum beliau dari detail-detail al-Qur‟an, dan kutipan-kutipan beliau 
terhadap pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkannya dengan 
dalil-dalilnya, serta keajaiban-keajaiban dan hikmah-hikmah yang 
disembunyikan oleh Allah Swt. di dalamnya. Ketika di dalam majelis beliau 
dibacakan beberapa ayat al-Qur‟an beliau bergegas menafsirkannya hingga 
majelis tersebut usai padahal beliau baru menafsirkan sebagian ayatnya. 
Sedangkan majelis beliau berkisar selama seperempat hari. Beliau 
melakukannya secara spontanitas tanpa ada yang membantu membacakan 
tulisan tertentu yang telah dipersiapkannya. Orang yang hadir membaca 
beberapa ayat kemudian beliau mulai menafsirkannya. Biasanya beliau tidak 
akan berhenti kecuali orang-orang yang mendengarkannya telah paham. 
Andaikata bukan karena waktu berlalu seperti biasa, beliau akan 
menerangkan hal-hal lain yang termasuk dalam tafsir ayat tersebut. Namun 
beliau melihat kemaslahatan orang-orang yang hadir. Beliau mendikte satu 
jilid besar hanya untuk menafsirkan “Qul huwallahu ahad.” (QS. 112: 1). Dan 
menafsirkan firman Allah, “ar-Rahman „ala al-„Arsy istawa,” sekitar 35 jilid. 
Beliau juga menafsiri al-Qur‟an yang andaikata beliau selesaikan, kitab tafsir 
tersebut mencapai 50 jilid. 
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik 
Islam ... hlm. 30. 
11 Ibid., hlm. 32. 
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mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara fiqh dan 
fiqh siyasah dalam konteks hukum Islam yakni hukum-hukum 
Islam yang digali di dalamnya merupakan dari sumber yang 
sala dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.  
Di sisi lain bahwasanya fiqh siyasah dipandang juga 
sebagai fiqh. Yang membedakan antara keduanya yakni 
hanya proses dalam penetapannya. Fiqh ditetapkan oleh 
para mujtahid dan fiqh siyasah ditetapkan oleh pemegang 
kekuasaan.12 Siyasah secara sederhana diartikan sebagai 
ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan 
yang mana konsensus kenegaraan berdasarkan syariat. 
Rumusan fiqh siyasah yang diungkapkan oleh Khallaf 
bahwasanya fiqh siyasah ini merupakan pengelolahan 
masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang 
menjamin adanya kemaslahatan umat, meskipun pada 
hakikatnya tidak sejalan dengan para mujtahid.13 Siyasah 
sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. 
Mengorganisir permasalahan umat sesuai dengan syariat 
dan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat meskipun konten hukumnya tidak 
termaktub dalam al-Qur‟an dan hadis.14 
Selain itu, Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa 
siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan umat manusia 
yang berdasarkan syara. Para fuqaha mengutip dari 
pendapatnya Khallaf bahwasanya siyasah syar‟iyah ini 
mempunyai kewenangan penguasa untuk melakukan 
                                                 
12 Ahmad Saebani, Fiqi Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 65. 
13 Wahbah Al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dâr al-Fikr, 2004), hlm. 15. 
14 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar‟iyah wa al-Fiqhal Islami, 
(Mesir: Mathba‟ah Daral-Ta‟lif, 1993), hlm. 10. 
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kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada peraturan 
meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.15 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwasanya 
hakikat siyasah sebagai berikut:26 
1. Siyasah berhubungan dengan pengaturan hidup 
manusia 
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang 
oleh penguasa 
3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk 
kemaslahatan umat 
4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan 
syariat Islam.  
Berdasarkan uraian di atas juga diperoleh kesimpulan 
bahwasanya fiqh siyasah ini tetap berlandasan al-Qur‟an dan 
Hadis. Dua sumber hukum ini yang menjadi pegangan 
pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-
undangan dan mengatur kehidupan negara.  
 
↜oOo↝  
                                                 
15 Ibid., hlm. 11. 




HUKUM ISLAM  
DAN SISTEMATIKA FIQH SIYASAH 
 
 
Sebelum mengetahui pembahasan kedudukan fiqh 
siyasah, alangkah baiknya memahami sistematika dalam 
fiqh siyasah itu sendiri. Terdapat tiga aspek penting yang 
harus dimiliki yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, 
manusia dengan dirinya dan manusia dengan masyarakat.1 
Terdapat keterkaitan hukum-hukum Islam untuk bisa 
melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak 
melupakan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah 
Swt. serta dapat menghormati hak-hak insan untuk 
memiliki, merasa aman, bahagia, seluruh kehidupan yang 
ada di dunia ini. Hal tersebut disebabkan karena hukum 
Islam hanya untuk dunia dan akhirat, agama, negara, dan 
makhluk yang ada di bumi secara keseluruhan.2 
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, fiqh akan 
berhubungan langsung dengan segala yang ada dalam diri 
mukallaf. Segala sesuatu tersebut meliputi ucapan, pekerjaan 
yang dapat meliputi dua perkara pokok.31 Pertama, Fiqh 
‘Ibâdah (hukum peribadatan): Hukum yang mengatur 
persoalan yang terikat dengan urusan akhirat.32 Seperti 
bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan 
sebagainya. Kedua, Fiqh Mu’âmalât (hukum muamalah): 
hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia 
                                                 
1 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1 (Damaskus: 
Dâr al-Fikr, 2004), hlm. 33. 
2 Ibid. 
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dalam masalah duniawi. Seperti segala jenis akad, akibat, 
jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain. 
Dari pembagian tersebut, maka Dr. Wahbah al-
Zuhaylî3 telah membagi hukum tentang muamalah kepada 
                                                 
3 Beberapa jabatan keilmuan di beberapa negara Timur Tengah 
pernah ia pegang. Ia menjabat sebagai Dewan Fiqh di Mekkah, Jeddah, 
India, Amerika dan Sudan. Wahbah Az-Zuhaily mengarang lebih dari 200 
kitab. Mulai dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai artikel-artikel 
melebihi 500 buah. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia 
adalah; al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu dan Tafsir al-Munir. Al-Fiqh al-
Islamiy wa Adillatuh, adalah kitab fikih kontemporer yang sangat 
penting dalam pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama 
kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984, terdiri 
dari 9 jilid besar. Mayoritas kitab yang ditulisnya menyangkut fiqh dan 
ushul fiqh. Namun, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid. 
Karena keseriusannya dalam ilmu, Dr.Badi` As-Sayyid Al-Lahham dalam 
biografi Syeikh Wahbah dalam buku yang berjudul, Wahbah Az-Zuhaili 
al-`Alim, Al-Faqih, Al-Mufassir mengumpamakannya seperti Imam As-
Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau. 
Menurut kabar dari murid-murdinya, Syeikh Wahbah meluangkan 
waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Sehingga 
beliau mampu membuahkan karya-karya yang monumental setingkat 
ensiklopedi. Syeikh Wahbah lahir tanggal 6 Maret 1932, daerah Qalmun, 
Damaskus, Suriah dari orangtua yang terkenal dengan kesalehan dan 
ketakwaannya. Ayahnya, Musthafa Az-Zuhaili dikenal seorang penghafal 
al-Qur’an, ibunya Fathimah binti Musthafa Sa`dah, dikenal dengan sosok 
yang kuat berpegang teguh pada ajaran Islam. Syeikh Wahbah belajar al-
Qur’an dan menghafalnya dalam waktu relatif singkat. Setelah 
menamatkan sekolah dasar, ayahnya menganjurkan kepada Wahbah 
untuk melanjutkan sekolah di Damaskus. Pada tahun 1946, Wahbah 
pindah ke Damaskus untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Tsanawiyah 
dan Aliyah. Setelah itu, ia melanjutkan ke perguruan tinggi dan meraih 
gelar sarjana mudanya di jurusan Ilmu-ilmu Syari`ah di Suriah. Ia pindah 
ke Mesir, dan kuliah di dua universitas sekaligus, yakni Universitas Al-
Azhar (pada jurusan syari`ah dan bahasa Arab) dan Universitas Ain 
Syams (jurusan hukum). Setelah menyelesaikan di dua universitas 
tersebut, ia melanjutkan jenjang magister Universitas Cairo, (jurusan 
Hukum Islam). Hanya dalam waktu dua tahun, program magisternya 
dengan judul tesis adz-Dzara’i` fi as-Siyasah asy-Syar`iyyah wa al-Fiqh al-
Islamiy sudah diselesaikan. Syeikh Wahbah kemudian melanjutkan 
pendidikannya doktoral dan lulus dengan disertasi Atsar al-Harb fi al-
Fiqh al-Islamiy: Dirasatan Muqaranatan tahun 1963 dengan predikat 
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beberapa hukum yang memiliki sifat yang sangat berbeda. 
Hal tersebut dikarenakan fiqh mu’âmalât ini dikatakan sangat 
luas. Sehingga pembagian tersebut adalah:4 
Pertama, hukum yang berhubungan dengan suatu 
keadaan manusia yang meliputi: seperti pernikahan, nafkah, 
warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan 
keluarganya secara privat. Kedua, hukum kebendaan yang 
meliputi: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, 
perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
kepentingan hak suatu kebendaan seseorang. Ketiga, hukum 
jinayah (pidana) yang meliputi: seperti kriminal serta akibat 
darinya, dan lain-lain yang pada dasarnya memiliki tujuan 
untuk menjaga kedamaian manusia serta harta benda yang 
mereka miliki. Keempat, hukum acara perdata atau pidana 
yang menjelaskan bahwa hukum yang bertujuan untuk 
menegakkan suatu kesalahan dalam mengatur proses 
peradilan yang memiliki sifatnya pidana maupun perdata 
bagi kalangan umat manusia. Kelima, hukum dustûriyyah 
yang menjelaskan bahwa segala hukum yang mengatur 
tentang konsep suatu penetapan hukum dan suatu dasar-
dasarnya. Dalam hukum dusturiyyah, fiqh membahas tentang 
cara membatasi suatu hukum dengan subyek hukum. 
Keenam, hukum pemerintahan (dauliyyah): hukum yang 
mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan 
lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, 
international affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan 
pemerintah Islam dalam pemerintahannya. Ketujuh, hukum 
perekonomian dan keuangan yang menjelaskan bahwa: 
hukum yang mengatur hak-hak suatu warga negara dan 
                                                                                                         
“Sangat Memuaskan” (Syaraf ula), dan direkomendasikan dicetak dan 
dikirim ke universitas-universitas luar negri. 
4 Al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, Vol. 1, hlm. 33. 
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pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak 
negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana 
sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan kebendaan antara warga negara dan pemerintah. 
Kedelapan, akhlak dan adab: sebuah konsep dalam fiqh yang 
mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Hal tersebut 
dikarenakan fiqh adalah produk wahyu Tuhan, sehingga 
nilai-nilai moral sangat diutamakan. 
Kedudukan fiqh siyasah berada di dalam fiqh mu’âmalât. 
Ini apabila fiqh mu’âmalât jika diartikan dalam arti luas. 
Tetapi, apabila fiqh mu’âmalât dapat diartikan secara sempit; 
maka fiqh siyasah tersebut bukanlah fiqh mu’âmalât. Karena 
fiqh mu’âmalât ialah fiqh yang bersifat privat yaitu mengatur 
hubungan manusia dengan kebendaan, bukan publik, 
walaupun kemungkinannya ada campur tangan dari 
pemerintah. Dalam arti sempit, terjadi suatu percampuran 
yang bukan esensial. Menurut Khudlarî Beik, muamalah 
dapat diartikan sebagai semua akad yang dapat 
mengizinkan manusia untuk saling bertukar manfaat.5 
Oleh karena itu, dapat dibandingkan perbedaan 
definisi fiqh siyasah sesuai pada bab sebelumnya, sehingga 
fiqh siyasah dapat dimasukkan ke dalam fiqh mu’âmalât secara 
arti luas, bukan dalam arti sempit. Dari sistematika hukum 
Islam seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah 
memainkan suatu peranan penting dalam hukum Islam. 
Karena fiqh siyâsah-lah merupakan sebuah disiplin ilmu yang 
mengatur suatu pemerintah dalam menjalankan hukum 
Islam. Tanpa keberadaan pemerintah yang islami yang 
menjalankan konsep fiqh siyasah, maka sangat sulit untuk 
terjamin suatu keberlakuan dalam hukum Islam itu sendiri 
                                                 
5 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 
hlm. 15. 
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bagi suatu masyarakat dalam muslimnya. Imam al-Ghazâlî6 
juga berpendapat sama dalam kitabnya yang berjudul al-
`Iqtishâd fî al-I’tiqad.  
Buktinya, jika pemerintah tidak peduli dengan fiqh 
siyâsah, maka tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu 
produk hukum Islam yang menjadi sebagai suatu hukum 
positif bagi suatu rakyatnya yang muslim. Misalnya di 
                                                 
6 Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin 
Muhammad bin Ahmad At-Thusi Al-Ghazali, digelar Hujjah al-Islam. Ia 
lahir di Ghazaleh suatu desa dekat demikian, bagian dari kota Khurasan, Iran 
pada tahun 450 H/1056 M. Ayahnya seorang fakir dan saleh serta hidup 
sangat sederhana sebagai pemintal benang, memiliki religius yang tinggi dan 
beruntung berubah menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada 
umat. Sebelum diundang meninggal, Al-Ghazali dan saudaranya dititipkan 
kepada seorang sufi untuk dipelihara dan didik. Karena meminta yang tidak 
berkecukupan dan harta warisan yang dikembalikan untuk yang tidak perlu 
maka sufi ini menyekolahkan mereka ke sebuah madrasah yang 
menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Guru Al-Ghazali yang paling 
utama di madrasah ini adalah Yusuf Al-Nassaj, seorang sufi 
populer. Tentang Ilahi, Margareth Smith mentransfer Ilahi masih hidup dan 
berada di Baghdad kompilasi ia dan saudaranya, Ahmad, sudah terkenal. 
Pada masa kecilnya, Al-Ghazali juga belajar pada Ahmad bin Muhammad 
Ar-Razikani di Thusi ahli tasawuf dan fikih di kota kelahirannya, setelah 
mempelajari dasar-dasar fikih ia akan melacak ke Jurjan sebuah kota di 
Persia di antara kota Tabristan dan Nisabur. Di Jurjan, ia memberikan 
wawasannya tentang fikih dengan berguru kepada seorang fakih yang 
bernama Abu Al-Qasim Ismail bin Mus'idah Al-Ismail (Imam Abu Nasr Al-
Ismaili). Pada masa mudanya, berangkat lagi ke Nizabur (tahun 473 H) 
belajar untuk Imam Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Pusat ilmu pengetahuan 
penting di dunia Islam, kemudian menjadi murid pada Imam Al-Haramain 
Al-Juwaini, seorang guru besar di Madrasah Al-Nizhamiyah. Ia belajar 
teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan sains-ilmu alam, Ilmu 
kalam, ilmu fiqh, filsafat, ilmu debat, dan mantik. Al-Ghazali dikenal sebagai 
teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, ahli tasawuf dengan julukan sebagai 
hujjah al-Islam. Al-Ghazali juga belajar untuk sejumlah ulama. Setelah Imam 
Al-Haramain meninggal dunia (478 H/1085 M) Ghazali pergi ke majelis 
Wazir Nidham Al-Mulk Al-Saljuqi, yaitu Wazir dari Sultan Maliksyah di 
Naisabur. Sang Wazir sangat takjub akan ilmunya, terkhusus ilmu kalam dan 
filsafat yang ia kuasai. Hingga Sang Wazir meminta Ghazali untuk menjadi 
guru besar universitas Nidhamiyah yang dibangun di kota Baghdad (484 
H/1091 M). 
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Indonesia pada tahun 1974 sudah berhasil melahirkan 
undang-undang yang ada pada No. 1. Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa semua penduduk asli 
Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan 
perkawinan yang dapat terbentuk dari dasar-dasar Islami. 
Jika tanpa konsep, tentu fiqh munâkahah tidak dapat 
diimplementasikan secara positif di Indonesia. Contoh lain 
sebagai bukti pentingnya fiqh siyasah di dalam suatu 
pemerintahan. Dengan adanya fiqh siyasah yang lebih 
mementingkan suatu kebaikan untuk rakyat umum, serta 
berusaha menolak segala sesuatu yang memiliki suatu jenis 
kerusakan.38 Ini juga didasari oleh salah satu akar fiqh 
siyâsah, yang berbentuk kaidah fiqhiyyah. Untuk suatu 
mangsa sebagai penuntut. Untuk jaksa boleh menuntut 
untuk diqishâsh jika perlu, atau mengambil diyyat kalau 
dianggap lebih maslahat. Tetapi, seorang jaksa tidak 
diharuskan untuk memberikan suatu ampunan dari dasar 
pemberlakuan qishâsh seperti yang dimiliki wali yang asli.39 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan 
fiqh siyasah penting dan strategis dalam masyarakat Islam. 
Pemerintah jelas membutuhkan fiqh siyasah dalam 
memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik 
praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat.7 
 
↜oOo↝  
                                                 
7 Ibid., hlm. 12. 




RUANG LINGKUP  
DAN KAJIAN FIQH SIYASAH 
 
 
Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam 
menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada 
yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang 
menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. 
Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 
kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-
Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:1 
1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 
perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah) 
2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah) 
3. Peradilan (Siyasah Sadha’iyah) 
4. Hukum perang (Siyasah Harbiah) 
5. Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 
Sedangkn Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat 
bidang kajian yaitu: 
1. Peradilan 
2. Administrasi negara 
3. Moneter 
4. Serta hubungan internasional. 
Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya 
menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: 
1. Peradilan 
2. Hubungan internasional, dan 
                                                 
1 Ibnu Syarif Mujar, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 
(Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 36. 
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3. Keuangan negara. 
Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi 
membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang 
yaitu: 
1. Politik pembuatan perundang-undangan 
2. Politik hukum 
3. Politik peradilan 
4. Politik moneter/ekonomi 
5. Politik administrasi 
6. Politik hubungan internasional 
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan 
8. Politik peperangan. 
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan 
bahwa kajian tentang fiqh siyasah dapat dikategorikan menjadi 
tiga bagian penting. Pertama, al-Siyasahal-Dusturiyah atau 
politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang 
penetapan hukum (tasyri’iyah) oleh lembaga legislatif, 
peradilan (qadha’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 
pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif. Kedua, 
politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). Bagian ini mencakup 
hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga 
negara non-muslim (al-Siyasahal-Dualial-‘Am) atau disebut juga 
dengan hubungan internasional. Ketiga, al-Siyasah al-Maliya 
atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang 
termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, 
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 
pajak dan perbankan. 
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PENDEKATAN KAJIAN FIQH SIYASAH 
 
 
Dalam mengkaji Islam dan politik ada tiga pendekatan, 
yaitu pendekatan Normatif, Sosio-Historis, serta Filosofis. 
Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang 
memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa 
dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fiqh. 
Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik 
dalam sejarah Islam yang menjadikan fiqh sebagai suatu alat 
optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu 
kedisiplinan yang dominan, yaitu fiqh sebagai optiknya 
sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut 
teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam 
Islam bersifat normatif. Artinya mendarasnya dalam bingkai 
fiqh dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau 
pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. 
Sementara pendekatan sosio-historis yang dapat 
menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu sosiologis 
dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka 
sosio-historis dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan 
dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek 
sosial (berupa interaksi, struktur, simbol, institusi) dan 
kesejarahan (berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-
unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku). 
Yang terakhir adalah pendekatan filosofis yang dimaksudkan 
untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap 
bidang formasi politik Islam.  
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Suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji 
politik Islam adalah fiqh. Pendekatan fiqh baru digunakan 
setalah pendekatan teologi yang membahas tema politik. 
Para mutakallim yang pertama mengangkat isu politik. 
Misalnya yang terefleksikan dalam bahasa imamah.1 Dalam 
wilayah teologi pendekatan normatif dapat digunakan 
misalnya melihat respon ketika masa setelah Nabi. Belum 
terdapat madzab yang betul-betul bisa menyikapi 
persoalaan tersebut. 1) Golongan Syiah mengatakan 
bahwasanya imamah atau pemimpin yang wajib 
menggantikan posisi kepemimpinan hanya dari keturunan 
Nabi, 2) Golongan Muawiyah juga mempunyai pandangan 
lain yakni pemerintah atau pemimpin adalah pilihan 
manusia dan campur tangan Tuhan, 3) Golongan Khawarij 
menganggap bahwasanya yang patut untuk menjadi 
pemimpin harus dikembalikan pada dalil al-Qur‟an.  
Selanjutnya pendekatan normatif merupakan normatif-
fiqhiy. Sesuai dengan pembahasan awal, ajaran fiqh tentang 
suatu politik baru dapat dituliskan kira-kira pada 4-5 abad 
yang kemudian setelah perdebatan tentang imamah. Al-
Mawardi, sebagai peletak pokok dasar ajaran fiqh politik 
Islam, sehingga bertujuan untuk berusaha menguraikan 
tentang bagaimana masyarakat dan bidang politik yang 
dapat berdiri sendiri. Dalam fiqh menjelaskan tentang 
bagaimana mekanisme suatu kepemimpinan negara atau 
khalifah, yang kemudian menjadi tema sentralnya.2  
Berbicara pendekatan fiqh, bahwasanya pendekatan fiqh 
juga meniscayakan politik sebagai sesuatu yang Ilahi. Artinya, 
sebuah politik dijadikan sebagai perintah Tuhan. Hal ini yang 
                                                 
1 Asy Syaukani, Nailul Author (Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, TT) 
hlm. 251.  
2 Asy Syaukani, Nailul Author ... hlm. 253. 
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menjadi patokan dalam gagasan politik Islam yang sangat 
eksklusif. Seperti halnya pemimpin yang harus beragama 
Islam, bahkan yang bersuku quraisy seperti yang ditulis oleh 
Al-Mawardi. Selanjutnya pembagian wilayah darul Islam dan 
darul kufr, konsep ad-Dzimah, dan lain-lain. Sebagai proyeksi 
pada masa itu, fiqh mencerminkan kegiatan sosial politik pada 
masanya. Ketika dalam relevansinya itu tidak ditemukan atau 
sulit dicari. Hal tersebut karena tidak dipahami secara 
konstektual melainkan tekstual.  
Dalam memahami politik terdapat cara pandang yakni 
sosio-historis. Sebagai objek penelitian, sebetulnya politik 
hanya berbicara tentang pergantian kepemimpinan semata. 
Menurut pendapat Madzab Annales,3 berbicara terkait sejarah 
politik yang sebetulnya memberikan analisis terhadap struktur 
jangka panjang yang di dalamnya mencakup bahasan sistem 
semilogical yang artinya studi tentang tanda dan simbol. Hal ini 
dapat berupa ritual, peristilahan, sikap mental politik dan 
lainnya. Di sini bahwasanya politik harus menjadi bagian dari 
general history. 
Di sini terdapat beberapa karya yang menunjukkan 
politik bagian dari general history: Marsal G.S. Hodgson 
dalam bukunya yang berjudul The Venture of Islam: 
Conscience and History in a World Civilization dan Ira M. 
Lapidus dalam A History of Islamic Societies. Hodgson 
menggambarkan bahwa sejarah Islam merupakan pinggir 
dari sejarah dunia. Memahami Islam harus ditempatkan 
dalam sejarah peradaban dunia. Lapidus berbicara tentang 
heterogenitas masyarakat muslim di berbagai dunia. 
Bagaimana muslim itu berdialog di dunia dan bagaimana 
muslim itu berinteraksi antara pengalaman mereka dengan 
                                                 
3 Azyumardi Azra, Indonesian Islam and Democracy, (London: Soltic 
Publishing, 2006), hlm. 26.  
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nilai-nilai Islam. Menurut Azra (2014) bahwasanya dua 
karya tersebut menunjukkan general history yang 
menunjukkan sejarah dari pinggir. Sejarah dengan model 
seperti ini dapat dilihat pada sejarah sosial. Berbicara sejarah 
Islam dari pusat yang lebih banyak berbicara tentang instuisi 
politik, misalnya bagian dari sejarah Islam dari “pinggir”. 
The Crisis of Muslim History: Religion and Politics in Early Islam 
adalah salah satu karya Mahmoud Musthafa Ayoub, yang 
membahas sejarah Islam dari “pusat”.  
Pembahasan politik Islam bisa dilihat secara filosofis. 
Pendekatan fiqh lebih banyak berbicara pada siapa yang 
menjadi pemimpin sedangkan filsafat lebih menekankan 
pada kondisi ideal pada sebuah negara. Di dalam al-Qur‟an 
merupakan substansi yang tujuannya terbaca dalam term-
term al-Qur‟an terkait kejujuran, akuntabilitas, keadilan, 
persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, 
persamaan, permusyawaratan dan lainnya. Akan tetapi, 
ihwal bentuk dari suatu negara, al-Qur‟an tidak 
mengkajinya secara detail. Negara atau pemerintahan yang 
ideal terdapat di kota utama yakni Madina al-Fadhila. Hal 
ini diungkapkan oleh Al-Farabi. 
Adanya perbedaan pendekatan fiqh dan filsafat dalam 
pembahasan politik dapat dilihat dan digambarkan secara 
sederhana. 1) Fiqh akan menyikapi pemikiran politik di mana 
sebagai struktural peristiwa sejarah mengenai pembentukan 
negara dan ketiadaan negara. 2) Filsafat lebih tertuju pada 
pemikiran ke depan, fiqh berbicara mengenai pemahaman dan 
membenarkan pada masa lalu. 3) Filsafat bisa menerima 
gagasan yang bersifat universal. Sementara fiqh berkutat pada 
tradisi perpolitikan masyarakat muslim.4  
                                                 
4 Asy Syaukani, Nailul Author ... hlm. 253.  
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Dengan berpusat pada ide universal terkait politik, 
maka perdebatan filsafat tidak terlalu mempermasalahkan 
wacana syariat Islam sebagai dasar hukum sebuah negara. 
Namun penekanan pada aspek substansial lah yang menjadi 
aspek sentral dalam pendekatan ini. 
Berbicara tentang ilmu pastinya tidak terlepas dengan 
objek kajian ilmu dan metode. Sehingga dalam mempelajari 
ilmu maka kita harus mengetahui objeknya, pembahasannya 
serta metode-metodenya. Objek kajian fiqh siyasah adalah 
membuat peraturan dan perundang-undangan yang 
dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-
pokok ajaran Islam. Hal ini realitasnya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia. Ibnu Taimiyah ini mengatakan 
bahwa fiqh siyasah ini tentang hubungan antara penguasa 
dengan rakyatnya, tentang pemerintah yang mempunyai 
hak dan kewajiban mereka dalam mencapai tujuannya, 
sesuai yang ada dalam QS. an-Nisa‟ ayat 58-59. 
Secara umum bahwasanya, pertama, peraturan dan 
perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan 
pengaturan kemaslahatan. Ketiga, hubungan antara rakyat 
dengan penguasa serta hak dan kewajiban dalam mencapai 
tujuan negara. Fiqh siyasah dalam menentukan hukum 
menggunakan metode yang tidak jauh beda dengan fiqh lain 
yakni menggunakan ilmu Ushul Fiqh, Qowaidul Fiqh. Selain 
itu, secara umum, metode yang digunakan adalah al-Ijma‟, al-
Qiyas, al- Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari‟ah dan Fath 
al-Dzari‟ah, al-„Adah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah 
fiqhiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut. 
Luasnya lingkup kajian fiqh siyasah, maka dalam 
tahap perkembangannya, fiqh siyasah diklasifikasikan 
menjadi beberapa bidang, di antaranya yaitu: 
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1. Fiqh Siyasah Dustury adalah siyasah yang berhubungan 
dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, 
dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, 
ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan 
masyarakat, serta hubungan penguasa dan rakyat. 
2. Fiqh Mally (Departemen Keuangan) adalah siyasah yang 
mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur 
sumber mata air, dan perbankan. 
3. Fiqh Dawliy (Departemen Luar Negeri) yaitu siyasah 
yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek 
yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. 
Metode fiqh siyasah dalam pelaksanaan hukumnya tidak 
berbeda dengan fiqh-fiqh pada umumnya yakni metode ushul 
fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Implementasi dari kaidah 
kulliyah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu dan 
memiliki makna universal. Kaidah ini dijadikan sebagai 
landasan alat kontrol terhadap ketetapan produktif berfikir. 
Metode yang ada ini harus menyelesaikan problematika yang 
ada saat ini yang bermoral agama dan menyesuaikan nilai-nilai 
ketuhanan. Metode ushul fiqh dan qawa‟id al-fiqhiyyah 
digunakan pada bidang fiqh siyasah lebih penting daripada 
fiqh-fiqh lain, karena fiqh siyasah ini tidak diatur secara rinci 
dan jelas di dalam al-Qur‟an ataupun Hadis.  
Metode secara umum ada beberapa metode ushul fiqh 
yang dapat diaplikasikan dalam mempelajari fiqh siyasah di 
antaranya adalah: 
1. Qiyas (Analogi) 
Qiyas menyamakan suatu masalah yang konses 
hukumnya tidak ada dalam al-Qur‟an dan menyamakan 
hukum yang ada dalam al-Qur‟an karena terdapat 
persamaan illat hukum pada keduanya. Qiyas ini dapat 
dilakukan jika terdapat kesamaan hukum baru dengan 
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hukum yang lama. Untuk melaksanakan qiyas harus 
terpenuhinya empat unsur: al-ashl (pokok) suatu hukum 
asal yang menjadi landasan hukum qiyas, al-far’ 
(cabang) yakni suatu masalah yang tidak ada hukumnya 
dalam nash dan membutuhkan penetapan hukumnya, 
hukm al-ashl (hukum asal) hukum syara‟ yang menjadi 
nash bagi asal, ‘illat hukm al-ashl yakni sifat yang 
menjadikan alasan penetapan hukum, dan dengan 
alasan tersebut dapat diketahui hukum bagi far’. Qiyas 
ini dapat digunakan dalam masalah baru yang terdapat 
kesamaan dengan illat hukum lama dalam dimensi 
ruang, waktu yang berbeda. Contoh, Nabi Saw. 
melakukan dakwah islamiyyah dengan mengirimkan 
beberapa surat pada penguasa tetangga negara, untuk 
diajak menjalankan ajaran tauhid. Upaya tersebut 
diwujudkan dalam bentuk ekspansi ke negara-negara 
tetangga oleh Umar bin Khattab Ra. dan khalifah-
khalifah sesudahnya. 
2. Al-Ijma‟ 
Al-Ijma‟ diartikan sebagai kesepakatan para ahli 
fiqh pada suatu kasus. Seperti pada kasusnya khalifah 
Umar Ra. Dalam mengatur jalannya pemerintahan. Hal 
yang baru pada masa itu yakni dengan diberlakukannya 
hukum perdata, menggaji tentara, administrasi negara, 
dan lain-lain, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat 
itu. Bahkan Umar Ra. mengintruksikan untuk salat 
tarawih jama‟ah 20 rakaat di masjid, merupakan 
keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. 
3. Al-Istihsan 
Al-Istihsan dapat diartikan sebagai pengambilan 
suatu hukum dengan mengambil satu dalil dari dua 
dalil yang dianggap paling kuat. Ibnu Al-‟Arabiy 
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mengartikan al-Istihsan adalah melaksanakan hukum 
yang dianggap paling kuat dari dua dalil yang ada. Hal 
tersebut bertujuan untuk memililh yang lebih baik untuk 
memenuhi tuntutan kebaikan dan tujuan syariat. 
Pentadbirannya, dengan mengingat. 
4. Al-Maslahah al-Mursalah 
Al-Maslahah al-Mursalah merupakan segala hal 
yang menjadi kebutuhan manusia namun tidak 
dijelaskan di dalam al-Qur‟an ataupun Hadis. 
Contohnya pembukuan al-Qur‟an yang dilakukan oleh 
Usman bin Affan Ra. dan menjadi pedoman bagi 
beberapa daerah, sehingga menjadi Rasm Usmani, 
dengan tujuan agar ayat-ayat al-Qur‟an tidak hilang dan 
dibaca seragam. 
5. Istishhab 
Istishhab merupakan suatu hukum yang mana 
memberlakukan hukum yang ada sebelum didatangkan 
hukum yang baru atau adanya ketentuan dalil yang 
mengubahnya. Artinya semua hukum dikembalikan 
pada asalnya selama belum ada nash yang 
mengharamkan atau melarangnya.  
6. „Urf 
„Urf secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. „Urf 
juga diartikan apa yang dikenal oleh manusia dan 
menjadi kebiasaannya, baik berupa ucapan, perbuatan 
atau meninggalkan sesuatu. 
7. Kaidah fiqhiyyah 
Kaidah ini banyak digunakan dalam menetapkan 
problem siyasah. aplikasinya harus memperhatikan 
pengecualian-pengecualian dan syarat-syarat tertentu 
karena kaidah ini bersifat umum.  
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Contoh; kaidah-kaidah fiqhiyyah dipergunakan 
dalam fiqh siyasah adalah: 
 
 مكلحا رودي عم هتلع ادوجو امدعو  
”Hukum selalu konsisten dengan illatnya (alasan-
alasannya), ada dan tidak adanya hukum tergantung 
dengan ada dan tidak adanya alasan tersebut” 
 
Contoh lain yang diungkapkan oleh Abduh, ketika 
pada suatu desa masih terdapat perjudian dan dana 
tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin, dana 
tersebut digunakan untuk kebutuhan primer mereka. 
Kemudian Umar bin Khattab juga tidak memvonis 
bahwasanya pencuri dipotong tangannya, hal tersebut 
diakibatkan pada hari itu masa paceklik. Muallaf 
qlubuhum pada saat itu dipandang tidak ada, sehingga 
asnaf tidak diberi jatah zakat.  
 
يرغت ماكحلأا يرغتب ةنمزلأا ةنكملأاو لاوحلأاو دئاوعلاو تاــــينلاو  
”Perubahan hukum sejalan dengan dimensi ruang dan 
waktu, keadaan, kebiasaan dan niat (hukum adalah 
bersifat kondisional)”. 
 
Contoh pada saat orde baru UUD 45 tidak adanya 
perubahan hanya pada saat reformasi diberlakukannya 
perubahan karena pertimbangan kepentingan rakyat 
Indonesia.  
 
عفد دساـــــفلما مّدقم ىلع بلج لحاــصلما  
”Menghindari bahaya agar dapat memperoleh maslahat 
(kebaikan secara umum), memperoleh maslahat itu lebih 
didahulukan daripada menghindari bahaya”  
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Di Indonesia UU pernikahan menggunakan asas 
monogami yakni suatu keinginan bangsa Indonesia agar 
menghargai terhadap perempuan. Illegal-gami 
dilakukan karena kepentingan seks dan dilakukan oleh 
laki-laki dalam bentuk main kucing-kucingan.  
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PRAKTIK TATA NEGARA PADA MASA 
NABI MUHAMMAD SAW. 
 
 
Masa kenabian disebut masa yang ideal, masa puncak 
berwujudnya keagungan Islam yang menjadi agama yang 
mulia. Masa kenabian terbagi menjadi dua periode yang 
dipisahkan oleh hijrah. Di antara kedua periode, tidak ada 
perbedaan. Periode pertama menjadi perintis jalan bagi yang 
kedua. Dalam periode pertama, lahirlah benih masyarakat 
Islam. Pada periode ini ditetapkan dasar-dasar Islam yang 
pokok dan menjadi panutan. Kemudian periode kedua, 
disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta 
dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara global, 
disempurnakan oleh perundang-undangan dengan melahirkan 
sebuah prinsip baru, serta mengimplementasikan prinsip 
tersebut ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah 
terbentuknya kemasyarakatan sebagai kesatuan yang bergerak 
menuju kepada satu tujuan. 
Hijrah Rasulullah Saw. merupakan awal dari 
berjalannya periode kedua masa kerasulan. Pada umumnya 
disebut al-Ahad al-Madani atau periode Madinah.1 
Secara umum politik Rasulullah Saw. di Mekkah ialah 
sebagai berikut. Pertama, mempusatkan gerakan Islam pada 
satu tempat yang bernama (Darul Arqam) agar aktivitas dan 
gerakan dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya 
gangguan dari kelompok-kelompok lain (Quraisy). Kedua, 
                                                 
1 Elwa, Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya: Kisah Sufi dari Madura 
(Yogyakarta: Mojok, 2016), hlm. 19. 
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melaksanakan hijrah demi keselamatan para pengikut dari 
penindasan kafir Quraisy, serta menjalin kerja sama dengan 
pemimpin-pemimpin setempat untuk mendapatkan bala 
bantuan. Hijrah tersebut menuju ke Habsy dan Thaif. Ketiga, 
membuat perjanjian dengan pemuda Yatsrib di Aqabah I 
dan II agar mereka mengakui Muhammad sebagai Nabi dan 
Rasul Allah Swt. yang ditugaskan untuk menyebarkan 
pesan-pesan Ilahiyah kepada masyarakat. 
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MADINAH DAN KONSEP POLITIK NABI 
 
 
Penduduk kota Yatsrib terdiri atas bangsa Arab dan 
Yahudi. Dan suku-suku Arab terkemuka adalah Aus dan 
Khazraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan (Yaman) di 
samping suku Arab Pribumi. Sedangkan golongan Yahudi 
mempunyai dua puluh suku yang menetap di wilayah itu 
dan sekitarnya. Seperti Taima’, Khaibar, dan Fadak. Mereka 
adalah Yahudi imigran yang terusir dari Palestina oleh 
Jenderal Titus dan Kerajaan Romawi Timur. Dengan 
demikian, masyarakat Yahudi dari segi etnis bercorak 
majemuk. Begitu juga dari segi keyakinan dan agama. 
Komunitas Yahudi beragama Yahudi, komunitas Arab 
terdiri atas penganut Paganisme (musyrik), Yahudi dan 
Kristen minoritas di kalangan bangsa Arab. Heterogenitas 
semakin kompleks setelah sebagian dari orang Arab 
memeluk Islam yaitu kaum Anshar dan Nabi Muhammad 
Saw. bersama pengikutnya yaitu kaum Muhajirin hijrah ke 
kota sehingga muncul golongan baru, ialah golongan 
munafik yang sering berperilaku sebagai provokator.1 
Masyarakat yang bercorak pluralistik seperti Yastrib di 
atas menyebabkan setiap golongan memiliki cara berfikir 
dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya 
menurut filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh 
keyakinan, kultur, dan tuntutan situasi. Karakter manusia 
yang demikian menyebabkan mudah timbul konflik. Karena 
                                                 
1 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 16. 
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masyarakat yang terdiri atas beberapa komunitas 
mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam 
bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya sehingga 
cenderung terjadi konflik dalam mewujudkan kepentingan. 
Nabi Muhammad Saw. sangat memahami corak 
masyarakat Yatsrib yang mempunyai potensi timbulnya 
konflik. Karena itu, Nabi Muhammad Saw. mengadakan 
penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur 
hubungan antar golongan dalam kehidupan ekonomi, sosial, 
agama, dan budaya. Untuk itu ia melakukan tiga langkah 
politik. Pertama, membangun masjid yang berfungsi sebagai 
tempat beribadah, pusat pengajaran dan penyiaran Islam, 
pembinaan akhlak dan kultur umat Islam dan sarana 
mempererat ikatan di antara sesama jamaah. Berdirinya 
Masjid juga menjadi tonggak terbentuknya masyarakat Islam 
serta merupakan titik awal pembangunan kota. Sebagai 
pemimpin masyarakat Nabi Muhammad sangat 
memperhatikan perkembangan dan kemajuan perdagangan. 
Pembangunan jalan serta tempat khusus untuk 
mempermudah transaksi perdagangan. Sehingga akhirnya 
Madinah tampil sebagai salah satu kota besar sekaligus 
pusat perdagangan di Jazirah Arabia.2 Kedua, mewujudkan 
persaudaraan nyata dan efektif antara kaum Muhajirin dan 
Anshar. Ketiga, ditujukan kepada seluruh penduduk 
Madinah dengan cara membuat perjanjian tertulis yang 
menekankan pada persatuan yang erat di antara kaum 
muslimin dan Yahudi serta sekutunya dalam kehidupan 
sosial politik3. 
                                                 
2 Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT Rajawali Press, 2004), 
hlm. 119-120.  
3 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... hlm. 17-18. 
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Menurut Muhammad Tahir Azhary,4 peristiwa itu 
membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah 
melaksanakan doktrin Islam yang pokok yaitu hubungan 
manusia dengan Allah Swt., dan hubungan manusia dengan 
manusia. Perilaku Nabi Muhammad Saw. pada permulaan 
periode Madinah itu membuktikan bahwa sejak semula 
Islam mempertautkan erat antara agama dan negara. 
Perjanjian tertulis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad 
Saw. sendiri disebut shahifah (lembaran tertulis) dan kitabah 
(tertulis) atau lebih populer disebut Piagam Madinah (Mitsaq 
al-Madinah atau Dustur al-Madinah, The Constitution of 
Medina). Piagam Madinah itu diterima oleh semua 
komunitas menjadi acuan bagi Nabi untuk mempersatukan 
seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial 
politik bersama kaum muslimin dan non-muslim. Piagam 
Madinah juga merupakan landasan pembentukan negara 
Madinah dengan Nabi Muhammad Saw. sebagai 
pemimpinnya. Negara Madinah ini selanjutnya menjadi 
dasar perkembangan peradaban Islam. 
Jika dilihat dari kacamata politik, perjanjian tertulis 
tersebut dapat disejajarkan dengan teori ”kontrak sosial”, yang 
menyebutkan bahwa rakyat sepakat untuk memberikan 
sebagian haknya kepada pihak lain untuk diperintah dan 
diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Sebagai 
kompensasinya, pihak pemimpin harus dapat melaksanakan 
kewajibannya melindungi rakyat.5 Isi teks Piagam Madinah 
menyatakan bahwa di samping orang-orang muslim-mukmin 
sebagai satu umat, juga dinyatakan kaum Yahudi dan 
                                                 
4 Muntaha Azhari, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Press, 2010) hlm. 157-158. 
5 Bukhari, Shahih Bukhari (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, TT) hlm. 
20.  
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sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah umat yang 
satu bersama orang-orang muslim-mukmin. Untuk keutuhan 
umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya 
persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan 
antar golongan dengan menjalin kerja sama untuk mencapai 
tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Persatuan dan 
persaudaraan ini tentu tidak akan eksis dalam realitas sosial 
jika masing-masing komunitas tidak memiliki persamaan hak 
dan kewajiban. Piagam Madinah menetapkan adanya 
persamaan di antara anggota masyarakat, yakni persamaan 
dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan hak hidup, 
hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih agama atau 
keyakinan dan tanggung jawab dalam mewujudkan 
perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah. 
Persamaan yang telah ditetapkan tersebut menjadi 
fondasi hak-hak asasi manusia secara personal dan kolektif, 
serta untuk menghendaki adanya hak kebebasan. Dalam teks 
Piagam Madinah ditetapkan adanya kebebasan melakukan 
adat kebiasaan yang baik, kebebasan dari kemiskinan dan 
kemelaratan, kebebasan menuntut hak, kebebasan beragama 
dan kebebasan bagi antar pemeluk agama untuk bekerja sama 
dalam berbagai aspek baik kehidupan sosial maupun politik 
demi terwujudnya kehidupan yang harmonis antar pemeluk 
agama. Maksud tersirat dalam poin kebebasan bekerja sama, 
agar setiap anggota keluarga dan komunitas menghormati 
hak-hak dasar komunitas manapun. Keharmonisan dalam 
hidup bertetangga akan terwujud apabila saling bekerja sama 
dan tolong menolong. Sebagaimana prinsip yang ditetapkan 
dalam Piagam Madinah. Prinsip menanamkan sikap 
kepedulian sosial.6 
                                                 
6 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... hlm. 18-19. 
44| Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah 
 
Untuk menghendaki terwujudnya prinsip tersebut, maka 
diperlukan hal lain seperti ikut serta dalam membicarakan 
berbagai problem yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
Sesuai dengan teks Piagam Madinah yang menetapkan prinsip 
musyawarah. Institusi musyawarah penting ditegakkan 
sebagai sistem kehidupan masyarakat, karena menjadi sarana 
untuk menghormati hak berbicara dan berpendapat setiap 
individu atau kelompok dalam menciptakan masyarakat yang 
terbuka, berbudaya serta menghindari tirani suatu kelompok 
terhadap kelompok lainnya.  
Selain itu, tujuan ditetapkannya prinsip musyawarah 
agar setiap individu maupun kelompok sosial dapat berlaku 
adil terhadap siapa saja. Implementasi keadilan dalam 
pandangan ajaran Islam mengandung dua sisi, yaitu sisi 
religius sebagai cerminan takwa orang yang 
melaksanakannya, dan sisi kemanusiaan sebagai 
penghormatan terhadap hak asasi manusia.7 
Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam 
kehidupan sosial jika tercipta suasana aman dan damai yang 
kondusif. Dalam hal ini, piagam Madinah menetapkan 
prinsip pertahanan dan perdamaian. Prinsip pertahanan 
menegaskan adanya kewajiban umum bagi penduduk 
Madinah untuk mewujudkan keamanan bersama dan 
mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. 
Berkaitan dengan prinsip perdamaian ditegaskan adanya 
kewajiban umum dan kewajiban khusus untuk mewujudkan 
perdamaian di kota Madinah. Kewajiban umum berlaku 
bagi semua penduduk Madinah, sedangkan kewajiban 
khusus berlaku bagi orang-orang mukmin. Teks piagam 
Madinah menyatakan bahwa seorang tidak dibenarkan 
                                                 
7 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... hlm. 19-20.  
Madinah dan Konsep Politik Nabi |45 
 
 
membuat perdamaian dengan pihak lain secara terpisah 
dengan meninggalkan mukmin lain, melainkan melibatkan 
semuanya sehingga perdamaian itu untuk semua dan 
mengikat mereka. Ini dimaksudkan agar persatuan umat 
Islam tidak terpecah belah. Pada teks lain dinyatakan bahwa 
apabila orang-orang mukmin mengajak pihak musuh 
berdamai, orang-orang mukmin wajib menerimanya dan 
melaksanakannya kecuali terhadap musuh yang memerangi 
agama. Prinsip ini jelas untuk menanamkan ke dalam diri 
setiap orang mukmin agar cinta perdamaian dan menjadi 
pelopor perdamaian dengan golongan manapun. 
Keberhasilan Nabi Muhammad mempersatukan penduduk 
Madinah dan membuat Piagam Madinah diterima oleh 
semua komunitas sosial di kota itu serta pengaruhnya 
meluas dan diterima di Jazirah Arab, merupakan 
keberhasilan kepemimpinannya. Untuk itu dibutuhkan 
pemikiran, kemampuan negoisasi dan pendekatan untuk 
meyakinkan penduduk Madinah bahwa perjanjian tertulis 
itu penting bagi upaya mempersatukan mereka dalam 
tatanan kehidupan sosial yang berbudaya.8 
Nabi Muhammad Saw. dalam meningkatkan sumber 
daya manusia untuk melaksanakan suatu tugas seperti jabatan 
wali di daerah, panglima perang, hakim dan sebagainya, 
didasarkan pada prinsip ashlah (yang lebih patut) dan afdhal 
(lebih utama), amanah dan mashlahah serta musyawarah sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang ada. Aplikasi semua prinsip 
ini berakibat pada tegaknya keadilan. 
Penerapan prinsip ashlah tampak ketika Nabi 
Muhammad Saw. berhasil menguasai kota Mekkah dan 
menerima kunci Ka’bah dari Bani Syaibah, pamannya Abbas 
                                                 
8 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... hlm. 22-23.  
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menuntut kepadanya agar diserahkan kunci itu dan urusan air 
untuk keperluan jamaah haji. Nabi tidak memenuhinya, karena 
Bani Syaibah lebih ashlah (patut, cakap) daripada Abbas, dan ia 
mengembalikan kunci itu kepada Bani Syaibah. Seorang 
pemimpin dapat dikatakan arif dan berlaku adil apabila 
memilih seseorang untuk menduduki suatu jabatan, ia 
memperhatikan kepatutannya untuk jabatan itu. 
Nabi Muhammad Saw. dalam memilih seorang untuk 
menduduki suatu jabatan, ia juga menerapkan prinsip afdhal 
dan amanah yaitu orang yang mempunyai keahlian yang 
sesuai dengan bidang jabatan itu dan dapat dipercaya 
(amanah). Kesesuaian keahlian dengan bidang tugas 
merupakan modal kekuatan dalam memimpin. Nabi Saw. 
sering mempercayai Khalid bin Walid sebagai panglima 
perang karena ia lebih utama dari sahabat lain. Ia tidak 
mengangkat Abu Dzar yang lebih amanah, tapi lemah dalam 
kepemimpinan. Prinsip mashlahah (kepentingan, kebaikan, 
efektivitas) dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan 
tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang 
dalam berbagai jabatan dan mashlahah-nya bagi masyarakat 
dengan memberi jabatan itu kepada seseorang. Jika motifnya 
untuk kepentingan duniawi lebih menonjol ketimbang 
motivasi agama, maka sang pemimpin akan mengangkat 
orang-orang yang mendukung dalam mencapai motifnya 
itu. Dan jika sang pemimpin mempunyai ambisi pribadi 
untuk berkuasa, ia akan mengangkat siapa saja yang dapat 
mempertahankan kekuasaannya. Sebab itu Nabi Saw. dalam 
mengangkat wakilnya di daerah sebagai wali (gubernur) 
sangat memperhatikan prinsip mashlahah bagi masyarakat 
setempat. Prinsip inilah yang diterapkannya ketika 
mengangkat para wali, seperti ’Attab bin Asad untuk kota 
Mekkah, Usman bin Abi Al-’Ash untuk kota Thaif, Ali bin 
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Abi Thalib, Muadz bin Jabbal dan Abu Musa untuk Yaman, 
dan Umar bin Hazam untuk kota Najran. Ada satu 
kebiasaan Rasulullah Saw. setiap mengangkat seseorang 
menjadi panglima perang, diperintahkannya agar panglima 
perang yang diangkatnya itu menjadi imam shalat bagi 
tentaranya dan khatib dalam shalat Jum’at. Hal yang sama 
juga ia perintahkan kepada para wali yang diangkatnya. 
Kepada mereka juga diberi wewenang untuk membuat 
undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. serta hasil ijtihad mereka.  
Adapun mengenai musyawarah, dalam masa 
kepemimpinannya Rasulullah Saw. terkenal sebagai 
tauladan yang senang bermusyawarah bahkan 
menjadikannya budaya di kalangan sahabatnya dan kaum 
Yahudi dalam soal-soal kemasyarakatan dan urusan 
kenegaraan. Beliau tidak menentukan keputusan kecuali 
setelah memperoleh persetujuan dari kaum muslimin. 
Misalnya yang pernah dilakukan dengan sahabat-
sahabatnya untuk menghadapi kaum Quraisy dalam perang 
Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Dengan 
kaum Yahudi Rasulullah Saw. bersedia menerima mereka 
untuk bermusyawarah tentang hukuman bagi seorang laki-
laki dan perempuan Yahudi yang sudah berkeluarga 
melakukan zina. Kemudian ketika Nabi Qainuqa’ 
menghianati satu pasal dalam Piagam Madinah.9 
Nabi juga mengajak para sahabat bermusyawarah 
masalah perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyatakan 
bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak jadi masuk Mekkah 
pada tahun itu, tetapi orang-orang Quraisy berjanji untuk 
mengizinkan orang-orang Islam datang ke Mekkah dan tinggal 
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selama tiga hari tanpa senjata selain pedang yang tetap berada 
dalam sarungnya. Ternyata perjanjian tersebut membuat 
beberapa sahabat Rasul jengkel, termasuk Umar bin Khattab. 
Namun dalam prosesnya, Nabi mengambil sikap dengan 
mengabaikan pendapat dan keberatan dari banyak sahabat.10 
Dipandang dari sudut ilmu politik, sikap Rasulullah 
menunjukkan bahwa beliau telah mengambil kekuasaan 
seperti yang dimiliki oleh negara yaitu kekuasaan politik 
yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia 
dalam bermasyarakat, mengontrol dan menertibkan unsur 
atau gejala kekuasaan dalam masyarakat. Karena manusia 
hidup dalam suasana antagonistis, penuh konflik dan 
persaingan. Pengaturan hubungan-hubungan tersebut, 
walaupun ada unsur pemaksaan adalah untuk menetapkan 
tujuan-tujuan kehidupan bersama.11 
Dikatakan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh Nabi 
itu adalah negara, karena dari sudut ilmu politik telah 
memenuhi syarat untuk disebut negara. Syarat berdirinya 
negara adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan 
yang berdaulat.12 Semua unsur ini terdapat dalam negara 
Islam pertama yaitu Madinah. Wilayahnya adalah kota 
Madinah dan sekitarnya, rakyatnya terdiri dari unsur-unsur 
kaum Muhujirin, Ansor, dan kaum Yahudi yang menetap di 
Madinah, dan pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh 
Nabi Muhammad. Undang-undangnya berdasar syariat 
Islam yang diwahyukan oleh Allah dan Sunah Rasul 
termasuk Piagam Madinah. Nabi sebagai kepala negara 
                                                 
10 Munawir Sadzali, Islam Realitas baru dan Oreantasi Masa depan 
Islam (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993) hlm. 18-19.  
11 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka 
2014), hlm. 38. 
12 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ... hlm. 42-44.  
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untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan 
kemaslahatan umat secara keseluruhan, dalam rangka 
pelaksanaan Siyasah Syar’iyah. 
Dari uraian mengenai Negara Madinah pada periode 
Muhammad Saw., tampak aktivitas beliau tidak hanya 
menonjol di bidang risalah kenabian (dalam kapasitasnya 
sebagai Nabi dan Rasul) untuk mengajarkan wahyu yang 
diterimanya dari Allah Swt. kepada manusia. Akan tetapi 
terdapat pula yang menonjol di bidang keduniaan untuk 
membangun kebutuhan spiritual dan kebutuhan material 
masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan umat yang 
penganut agama dan keyakinan yang berada di bawah 
kepemimpinannya lebih banyak yang terampil dan pandai. 
Yang artinya Nabi Muhammad Saw. telah menampilkan 
dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan 
berbagai prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia 
dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksananya 
prinsip keseimbangan ini karena beliau menerapkan secara 
konsisten prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip 
kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, 
prinsip persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip 
keadilan sosial dan kesejahteraan sosial rakyat baik 
kesejahteraan materiilnya maupun kesejahteraan 
spiritualnya, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip 
amar ma’ruf dan nahi munkar, dan prinsip ketaqwaan.13 
Menurut Abu Ridha14 secara filosofis masyarakat 
Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw. dapat 
disebut sebagai masyarakat egaliter, yang ”bisa duduk sama 
                                                 
13 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... hlm. 101-
102.  
14 Ridha, Tafsir Rasyid Ridha (Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, TT) 
hlm. 109-110.  
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rendah dan berdiri sama tinggi”. Dalam masyarakat itu telah 
diperlihatkan aspek religius, sosial, dan siyasah yang 
egaliter. Di masyarakat Madinah, segala bentuk diskriminasi 
dihindari jauh-jauh. Semua penduduknya dijamin hak-
haknya, baik hak-hak individu dan sosial ataupun hak-hak 
siyasahnya. Masyarakat Madinah menjadi sebuah 
masyarakat yang saling menghargai dan masing-masing 
dapat memberikan pastisipasi dan kewajiban-kewajibannya 
sebagai warga negara dalam jagat siyasah. 
Selanjutnya, dipandang dari sudut praksis dan diukur 
dengan variabel-variabel politik di era modern tidak 
disangsikan lagi bahwa sistem yang dibangun oleh Rasulullah 
Saw. beserta kaum mukminin adalah sistem politik par 
excellence. Di dalam waktu yang sama beliau juga tidak 
menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem 
religius dan menyangkut dengan agama, jika dilihat dari 
tujuan-tujuannya sebuah perjuangan, yang memotivasinya, 
dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak dan 
menjadi sentral agama Islam yang bisa menjadi pusat 
perjuangan. Nabi Muhammad Saw. mengutip pernyataan 
Muhammad Tahir Azhary,15 sebagai kepala negara Madinah 
telah menetapkan dengan sukses prinsip-prinsip politik Islam 
sebagaimana diajarkan dalam al-Qur’an. Dalam melaksanakan-
nya prinsip-prinsip itu, beliau tidak mengalami sesuatu 
hambatan karena: Pertama, Nabi Muhammad Saw. sebagai 
tokoh panutan (uswatun hasanah) secara pribadi senantiasa 
memberikan contoh atau teladan kepada para pengikutnya 
tentang setiap hal yang ia ajarkan. Beliau tidak hanya sekedar 
berbicara atau menyampaikan sesuatu gagasan secara lisan, 
akan tetapi juga semua ajaran Islam beliau terapkan dalam 
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hlm. 172-175. 
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kenyataan. Kedua, karakter Nabi Muhammad Saw. sebagai 
kepala negara Madinah ketika itu selalu mencerminkan sikap 
dan watak sebagai pemimpin yang demokrat dan berwibawa 
sesuai dengan moral atau akhlak Islam. Beliau selalu 
memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan 
pribadi atau keluarga. Ketiga, kesadaran rakyat sangat tinggi 
terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Siapapun 
di antara penduduk berhak menuntut hak-hak mereka apabila 
dilanggar oleh pemerintah, tanpa membedakan apakah 
mereka dari kalangan Islam atau bukan. Sikap diskriminatif 
tidak pernah ada dalam watak dan pribadi serta perilaku 
kepada Negara Madinah terhadap warganya, karena dua 
alasan: (1) Pemerintah Madinah menyadari benar kewenangan 
dan sejauh mana batas-batas kewenangan mereka. (2) Watak 
rakyat saat itu sangat kritis terhadap setiap kebijakan 
pemerintah. Sikap kritis ini adalah suatu sikap yang diajarkan 
dalam al-Qur’an tentang bagaimana seharusnya rakyat harus 
bersikap terhadap pemerintahnya dalam kaitannya dengan 
hubungan masyarakat dan pemerintah yang mengandung dua 
ciri yaitu ketaatan rakyat terhadap pemerintah dan kewajiban 
pemerintah memperhatikan dan melindungi kepentingan 
rayat, karena prinsip-prinsip ketaatan dalam al-Qur’an (surah 
an-Nisa ayat 59) bukan merupakan suatu prinsip yang kaku, 
negatif dan absolut, tetapi ia adalah suatu prinsip yang timbal 
balik, artinya kewajiban rakyat mentaati pemerintah berlalu 
selama pemerintah telah melaksanakan tugas dan 
pemerintahannya sesuai dengan yang telah dibebankan 
kepadanya, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum 












Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memiliki 
otoritas penuh dalam kepemimpinan. Bagi penduduk Yatsrib 
(Madinah), sangat sukar bagi penduduk Yatsrib kala itu untuk 
membedakan petunjuk-petunjuk yang datang dari beliau, 
apakah petunjuk itu datang dari Allah atau justru petunjuk itu 
murni dari Nabi Muhammad yang sedang melakukan peran 
dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Begitu pula 
dalam perilaku Nabi, perilaku Nabi juga menjadi pedoman 
bagi para pemeluk agama Islam yang memiliki loyalitas dan 
ketaatan tinggi terhadap agama, dengan mengikuti dan 
mencontoh perilaku Nabi maka perilakunya akan cenderung 
terarah kepada hal-hal yang memang sesuai dengan ajaran 
Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad 
memang Allah utus salah satunya adalah sebagai uswah 
hasanah atau contoh yang baik. Maka dari itu, selain ungkapan 
dan perilaku-perilaku Beliau yang memang merupakan 
penjabaran dari apa yang diajarkan oleh Allah lewat al-Qur’an, 
sebenarnya lumayan sulit untuk menemukan pola kehidupan 
kepemimpinan yang dilakukan Nabi pada periode ini, salah 
satu pelajaran yang patut ditelusuri dan dipelajari dari 
kehidupan Nabi pada periode itu adalah bagaimana pola 
pengambilan keputusan yang Nabi gunakan ketika menjadi 
seorang pemimpin, termasuk sejauh mana Nabi melibatkan 
masyarakat umum dalam pengambilan keputusan yang beliau 
ambil ketika keputusan itu menyangkut dengan pengelolaan 
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urusan kenegaraan dan tentang siapa yang memiliki 
wewenang dalam memutuskan hasil akhir dari sebuah 
persoalan. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa perilaku 
Nabi merupakan perwujudan dari apa-apa yang diajarkan 
dalam al-Qur’an, termasuk dalam proses pengambilan 
keputusan, sesuai dengan petunjuk al-Qur’an, Nabi 
mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para 
sahabatnya. Meskipun beliau sendiri seorang Rasul yang 
sudah dijamin oleh Allah dalam setiap perilakunya, tak jarang 
Beliau berkonsultasi dalam pengambilan keputusan ketika 
menghadapi masalah-masalah tertentu. Pola pengambilan 
keputusan yang Beliau gunakan juga bukan hanya satu pola, 
terkadang beliau berkonsultasi dengan beberapa sahabat, dan 
terkadang hanya berkonsultasi pada sebagian kecil sahabat 
yang yang Beliau anggap ahlinya, bahkan juga dalam 
kesempatan yang lain beliau membawa masalah yang sedang 
dihadapi ke dalam forum skala besar untuk mendapat banyak 
masukan, biasanya hal tersebut dilakukan apabila masalahnya 
berkaitan pada kepentingan masyarakat umum. 
Di sisi lain Nabi juga tidak selalu mengikuti nasihat 
dari para sahabat. Hal ini tidak selalu karena beliau 
mendapat petunjuk dari Allah melalui wahyu. Dalam 
beberapa peristiwa, Nabi mengambil keputusan yang 
bertentangan dengan pendapat para sahabat, dan kemudian 
turun wahyu yang membenarkan pendapat yang tidak 
diterima oleh Nabi itu. Misalnya, ketika menjelang 
pertempuran hebat yang kita kenal dengan perang Badar, 
Nabi memutuskan posisi pasukan umat Islam diletakkan 
pada suatu tempat dekat suatu mata air, kemudian seorang 
dari kelompok Anshar, bernama Hubab bin Mundhir 
menghadap Nabi dan menanyakan apakah keputusan Nabi 
itu atas petunjuk Allah, sehingga beliau dan pasukan Islam 
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tidak boleh bergeser dari tempat itu, atau keputusan itu 
beliau ambil sebagai pemikiran strategi perang biasa. Nabi 
menjawab bahwa keputusan itu semata-mata perhitungan 
beliau dan tidak atas petunjuk Allah. Kalau memang bukan 
ketentuan dari Allah maka posisi pasukan perang tersebut 
bisa dipindah, Hubab kemudian berkata pada Nabi, “Wahai 
utusan Allah, tempat ini kurang tepat. Sebaiknya kita lebih maju 
ke muka, ke mata air yang paling depan. Kita bawa banyak tempat 
air untuk kita isi dari mata air itu, kemudian mata air kita tutup 
dengan parit. Kalau nanti misalnya terpaksa mundur, kita masih 
dapat minum, sedangkan musuh tidak". Nabi menerima dengan 
baik saran dari Hubab. Beliau kemudian berdiri dan 
bergerak maju beserta para pasukan Islam menuju lokasi 
yang ditunjukkan oleh Hubab. 
Contoh lainnya adalah pada tahun ketujuh setelah 
Nabi hijrah dan menetap di Madinah, beliau beserta kaum 
muslimin berangkat ke Mekkah dengan tujuan untuk 
melaksanakan ibadah Umrah, pengikut yang turut bersama 
Nabi waktu itu sekitar empat ratus orang. Maksud tersebut 
dihalangi oleh orang-orang Quraisy Mekkah, meskipun 
berkali-kali Nabi menegaskan bahwa tujuan satu-satunya 
dari kedatangan beliau dan para pengikutnya adalah untuk 
Umrah, dan akan segera kembali ke Madinah seusai ibadah 
itu. Dalam perjalanan beliau ke Mekkah, pakaian yang Nabi 
dan para pengikutnya kenakan pada perjalanan itu adalah 
pakaian ihram, dan masing-masing tanpa senjata selain 
sebilah pedang sebagaimana lazimnya musafir kala itu. 
Memerhatikan sikap orang-orang Mekkah yang enggan 
menerima kedatangan Nabi serta kaum muslimin, Nabi dan 
para pengikutnya berhenti dan berkemah di dataran 
Hudaibiyah yang terletak di sebelah selatan kota Mekkah, 
dan mulai mengadakan perundingan dengan orang-orang 
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Mekkah. Perundingan berlangsung sampai berhari-hari 
tanpa mencapai persetujuan. Orang Mekkah, meskipun 
berhasil diyakinkan bahwa maksud Nabi dan para 
pengikutnya masuk ke Mekkah itu semata-mata untuk 
ibadah. Pada tahun tersebut Nabi dan para pengikutnya 
tetap tidak diizinkan untuk masuk ke kota Mekkah, namun 
pada kasus tersebut terjadi sebuah kesepakatan antara Nabi 
dan orang-orang Quraisy Mekkah. Kesepakatan tersebut 
dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. 
Salah satu poin dari perjanjian Hudaibiah adalah antara 
lain menyatakan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak 
boleh masuk Mekkah pada tahun itu, akan tetapi orang-orang 
Quraisy berjanji akan mengizinkan Nabi beserta orang-orang 
Islam datang ke Mekkah pada tahun berikutnya dan tinggal di 
sana selama tiga hari tanpa senjata, selain pedang yang tetap 
dalam sarungnya. Yang hendak dikemukakan dalam kejadian 
ini ialah sewaktu merumuskan naskah perjanjian Hudaibiyah 
tersebut, Nabi menerima baik keberatan-keberatan yang 
diajukan oleh utusan orang-orang Quraisy, Suhail bin Amr. 
Namun sebaliknya, Suhail tetap tidak pernah mau mendengar 
keberatan, permintaan atau masukan yang diajukan oleh pihak 
Nabi, sehingga banyak sahabat Nabi merasa jengkel dan 
menahan marah, termasuk Umar bin Khaththab. Sebagai awal 
perjanjian, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk 
menuliskan, Dengan Nama Tuhan Maha Penyayang dan Maha 
Pengasih, namun Suhail justru memotongnya dengan 
mengatakan bahwa ia tidak mengenal sifat-sifat Maha 
Penyayang dan Maha Pengasih itu, dan dia minta supaya 
diganti menjadi: Dengan nama-Mu, ya Tuhan, dan Nabi 
memerintahkan kepada Ali untuk mengikuti keinginan Suhail. 
Ketika Nabi meminta Ali untuk menulis, Berikut ini adalah 
naskah perjanjian yang dicapai oleh Muhammad utusan Allah 
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dan Suhail bin Amr, Suhail juga memotongnya dengan 
mengatakan bahwa kalau ia menerima atau percaya bahwa 
beliau adalah utusan Allah, ia tidak akan memusuhinya, dan ia 
minta agar kata-kata Muhammad utusan Allah diganti dengan 
hanya Muhammad bin Abdullah, hal tersebut membuat marah 
para sahabat. Akan tetapi, Nabi sekali lagi meminta kepada Ali 
untuk menulis sesuai dengan yang diminta oleh Suhai. 
Berbeda dengan peristiwa penentuan posisi dalam 
Pertempuran Badar yang pada waktu itu Nabi mengikuti 
saran dari para sahabat, dalam proses perumusan naskah 
Perjanjian Hudaibiyah, Nabi mengambil kebijaksanaan atau 
sikap dengan mengabaikan pendapat dan keberadaan dari 
banyak sahabat. 
Contoh lainnya adalah ketika terjadi perang Badar. 
Pasukan Islam pulang ke Madinah dengan membawa 
kemenangan yang gemilang, pasukan muslim memperoleh 
kemenangan dan membawa tawanan perang sekitar tujuh 
puluh orang tawanan. Di antara mereka terdapat sejumlah 
keluarga Nabi seperti Abbas, paman beliau dan Aqil bin Abu 
Thalib, saudara kandung Ali bin Abu Thalib atau saudara 
sepupu Nabi. Beliau berkonsultasi dengan para sahabat 
mengenai langkah apa yang harus beliau lakukan terhadap 
para tawanan tersebut. Abu Bakar menyatakan, bukankah 
mereka itu berasal dari suku Nabi, bahkan keluarga Nabi. Oleh 
karena itu, ia mengusulkan agar mereka dilepaskan saja 
dengan imbalan tebusan tunai yang akan dimanfaatkan para 
sahabat. Akan tetapi, Umar bin Khaththab dengan nada tinggi 
menyarankan untuk membunuh mereka sebagai pembalasan 
atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang 
Islam di Mekkah dahulu. Umar juga menyatakan bahwa 
meskipun dalam keadaan serba kurang dalam segi ekonomi, 
umat Islam tidak perlu uang tebusan dari para tawanan itu. 
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Bahkan Umar mengusulkan agar Aqil diserahkan kepada Ali 
bin Abi Thalib untuk diselesaikan, Abbas paman Nabi kepada 
paman beliau yang lain, Hamzah, dan seorang dari keluarga 
Umar kepada dia sendiri. Dari dua pendapat itu, Nabi memilih 
untuk mengikuti pendapat yang pertama, dan kepada para 
sahabat, beliau memberikan hak untuk memilih, yaitu 
membunuh atau melepaskan para tawanan dengan imbalan 
tebusan. Hal ini karena umat Islam waktu itu serba 
kekurangan, sehingga para tawanan tidak akan dilepaskan 
tanpa imbalan tebusan atau fidyah. Mendengar petunjuk Nabi, 
para sahabat melepaskan tawanan mereka dengan meminta 
tebusan sebesar seratus dua puluh dinar setiap orang selain 
Abbas. Karena ia tergolong orang kaya, tebusan baginya 
sebesar dua ratus dua puluh dinar. 
Bagi yang tidak mampu membayar tebusan, mereka 
yang pandai membaca dan menulis diwajibkan mengajar 
penduduk Madinah. Seorang tawanan mengajar sepuluh 
murid. Tidak lama kemudian, turunlah wahyu, surat al-Anfaal 
ayat 67, yang tidak membenarkan pengambilan tebusan dari 
tawanan. Sewaktu Umar menemukan Nabi dan Abu Bakar 
menangis, ia menanyakan mengapa dua tokoh utama itu 
menangis. Nabi menjawab bahwa beliau menangisi mereka 
yang meminta tebusan dari para tawanan, dan seandainya 
turun azab hari itu, tidak seorang pun selamat, selain Umar 
dan Saad bin Mu'adz (yang mendukung pendapat Umar). 
Perumpamaan lain yaitu berkaitan dengan perlakuan terhadap 
jenazah seorang tokoh utama kelompok munafik bernama 
Abdullah bin Ubay bin Saul. Ketika Abdullah bin Ubay bin 
Saul meninggal, salah seorang anaknya menghadap Nabi 
untuk meminta Beliau agar mau menshalati jenazah bapaknya, 
dan Nabi pun menerima permintaan anak tersebut untuk 
menshalati jenazah Abdullah bin Ubay bin Saul. Mendengar 
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hal itu, dan mengingat pula perbuatan Abdullah semasa 
hidupnya yang banyak merugikan Islam dan bahkan Nabi 
sendiri, Umar menentangnya dan mengingatkan Nabi akan 
firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 80, yang 
menyatakan bahwa tidak ada faedahnya memintakan ampun 
orang-orang munafik, dan meskipun dimintakan ampun 
sampai tujuh puluh kali, Allah tidak akan mengampuni 
mereka. Namun, Nabi tetap pada pendirian beliau dan 
menshalati jenazah Abdullah. Tidak lama kemudian, turunlah 
wahyu seperti yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 84, 
yang melarang Nabi menshalati (jenazah) orang-orang 
munafik yang meninggal dan berdiri di atas kuburannya. 
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Istilah ummah dalam Konstitusi Madinah, yang 
ditetapkan pada tahun 627, bisa dijelaskan dengan adanya 
kenyataan bahwa isi berbagai artikel yang memuat istilah 
ummah merupakan pengulangan dari dokumen yang lebih 
awal. Penggunaan istilah untuk berbagai fenomena dalam 
al-Qur’an selama periode Madinah tampak mempunyai 
ikatan dengan agama tertentu. Muslim merupakan satu 
ummah yang berada di tengah-tengah (ummatan wasathan). 
Kenyataan lain bahwa Yahudi dan Kristen juga merupakan 
kelompok masyarakat, meskipun tidak jelas apakah 
keduanya merupakan satu kelompok atau terdiri dari 
beberapa kelompok masyarakat. Ketika istilah ini kemudian 
digunakan kembali dalam literatur Islam, penggunaannya 
mengandung konotasi keagamaan. 
Istilah yang lazim digunakan dalam bahasa Arab 
untuk 'suku atau rakyat' adalah qawm. Istilah ini 
menunjukkan satu kelompok kekerabatan yang membentuk 
satu unit politik dan sosial yang praktis, tetapi jumlah orang 
yang terlibat di dalamnya sangat bervariasi. Perluasan 
jaringan dari kekerabatan adalah menyebar. Yang tampak 
kurang praktis jika kelompok atau kumpulan dari berbagai 
kelompok tersebut bergerak sebagai satu unit operasi. Istilah 
bahasa Inggris tribe dan clan digunakan dalam studi untuk 
menunjukkan kelompok kekerabatan yang lebih besar dan 
kelompok kekerabatan yang lebih kecil, tetapi itu tidak 
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mutlak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Di 
dalam al-Qur’an sendiri, peristiwa-peristiwa tentang qawm 
lebih sering dikemukakan ketimbang peristiwa-peristiwa 
mengenai ummah. Dalam beberapa contoh yang 
dikemukakan pada masa-masa awal, terlihat ada rujukan 
keagamaan dalam pemakaian istilah ini secara jelas; 
penduduk Mekkah yang menolak Muhammad disebut qawm 
yang terlalu angkuh dan dalam sebuah penggambaran 
masyarakat pembangkang yang dimusnahkan dengan angin 
pun disebut qawm yang tampak tergeletak tak berdaya. 
Terdapat beberapa contoh pemakaian istilah qawm dalam 
berbagai ayat al-Qur’an pada periode awal. Istilah ini tidak 
pernah menunjukkan konotasi keagamaan secara khusus. 
Kesimpulan yang diperoleh dari pengujian materi ini 
diawali dengan gambaran adanya sedikit perbedaan antara 
istilah qawm dan ummah. Keduanya mewakili kelompok atau 
masyarakat alamiah. Nabi-nabi dianggap telah diutus oleh 
Allah kepada berbagai masyarakat alamiah seperti itu. Ini 
dimungkinkan karena pada masa Muhammad, Yahudi yang 
ada di Madinah bukan merupakan suatu masyarakat 
keagamaan, tetapi suatu masyarakat yang terbentuk 
berdasarkan etnik atau bahasa atau kelompok masyarakat 
yang digambarkan seperti itu. Ketika al-Qur’an berbicara 
tentang suatu ummah yang berasal dari kalangan penganut 
al-Kitab, istilah ini dipahami dengan cara yang persis sama. 
Asumsi umum di kalangan bangsa Arab pada masa itu 
adalah bahwa semua masyarakat alamiah bisa ikut serta 
dalam tata cara peribadatan yang sama dengan mereka 
lakukan. Jika terlihat ada perubahan makna pada istilah 
ummah, ini berkaitan dengan perkembangan sifat dasar 
masyarakat pengikut Muhammad dan para sekutunya serta 
saling keterikatan yang nyata di antara mereka. Pada masa 
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itu, pemakaian istilah ummah dirasakan lebih tepat 
dibandingkan istilah qawm untuk satu kelompok masyarakat 
yang memiliki tingkat kompleksitas. Di mata mereka, ummah 
merupakan suatu federasi dari berbagai kelompok 
kekerabatan, dan ini tidak dibatasi oleh batas-batas 
keagamaan. Al-Qur’an sendiri menjelaskan bahwa pada 
periode tertentu, Muhammad pernah bersekutu dengan 
kelompok non-muslim, bahkan mungkin dengan penganut 
politeisme; misalnya dalam salah satu ayat tentang 
pembayaran diyat atau uang tebusan, disebutkan kasus 
orang-orang beriman yang tergolong dalam satu qawm telah 
melakukan perjanjian atau perdamaian dengan orang-orang 
yang tidak beriman kepada Allah, bahkan politeisme. 
Bila diketahui bahwa bangsa Arab telah memiliki 
konsep “suku” dalam pola pemikiran politik mereka pada 
awal abad ketujuh, hal itu lahir dari kebiasaan mereka saja, 
istilah dewan yang tidak begitu jauh berbeda dengan dewan 
Syaikh, mereka terdiri dari sejumlah kepala suku yang 
sederajat dan tidak mempunyai pimpinan tunggal yang 
menguasai seluruh wilayah kota Mekkah. Di luar itu, 
beberapa saudagar Mekkah telah melakukan kontak dengan 
daerah-daerah kekuasaan Bizantiyum dan Persia. Mereka 
juga pernah berhubungan dengan pengadilan Ethiopia. 
Dalam kedua kasus pertama ini, hubungan yang dilakukan 
bersifat terbatas dan dangkal, dan dari sifat hubungan 
demikian, penduduk Mekkah memperoleh sedikit gagasan 
bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan bekerja. 
Sekalipun demikian, beberapa saudagar telah 
memahami, sulit untuk memindahkan pengetahuan mereka 
kepada rekan sesama Arab yang tidak mempunyai 
pengalaman perjalanan luas. Karena itu, tidak mengherankan 
jika ditemukan cerita-cerita naif dalam biografi Muhammad 
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tentang reaksi Kaisar Bizantyum terhadap surat Muhammad 
yang dikirimkan kepadanya. Tindakan Kaisar tersebut 
dilukiskan sebagaimana layaknya tindakan seorang Syekh, 
dia memanggil para pembantu utamanya untuk bersama-
sama mendengarkan bunyi surat Muhammad, menyimak 
protes-protes mereka sehubungan dengan isi surat, lalu 
menyetujui apa yang mereka inginkan secara bulat meskipun 
mereka semua bertindak atas dasar perasaan perseorangan 
yang murni. 
Digunakannya istilah lain yang mirip dengan ummah 
tidak berarti bahwa konsep suku dan solidaritas suku telah 
hilang dan pusat pemikiran politik bangsa Arab. Tak satu pun 
kata yang dapat menggantikan tempatnya, kecuali sebuah 
istilah qawm yang biasa digunakan untuk menyebut suku. 
Artikulasi istilah ini, dapat dicatat secara ringkas bahwa ia 
lebih banyak disebut disebut dalam al-Qur’an dibandingkan 
istilah muslim. Istilah jamaah yang juga mengandung arti 
“masyarakat”, tetapi berkonotasi banyak unit atau bagian yang 
terlibat secara bersama-sama di dalamnya. 
Pembuktian lebih jauh ditemukan dalam beberapa 
dokumen perjanjian pada masa Muhammad. Kebutuhan 
untuk memberikan nama secara khas kepada masyarakat 
menjadi tidak penting, artinya dengan digunakannya 
berbagai ungkapan tertentu seperti “perlindungan dan 
Tuhan” untuk pemeliharaan dan “perlindungan dari Tuhan 
dan Muhammad” bagi perlindungan yang diberikan oleh 
negara Islam. 
Konsep-konsep yang sudah ada sebelum Islam tidak 
lenyap begitu saja dari kehidupan masyarakat sekalipun 
perkembangan badan politik yang dipimpin oleh Nabi 
Muhammad semakin rumit. Proses perkembangan tersebut 
tentu saja dapat dipandang sebagai sesuatu yang telah terjadi 
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sesuai dengan prinsip-prinsip masa sebelum Islam. Suku-suku 
di Madinah sendiri yang diperkirakan Muhammad telah 
bergabung dalam satu persekutuan, sebelum itu juga telah 
melakukan persekutuan dengan beberapa suku pengembara 
Arab yang bertetangga. Ekspedisi atau serangan yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 623 gagal 
melumpuhkan kafilah di Mekkah, namun sekalipun serangan 
tersebut gagal Nabi Muhammad tidak menyerah dan hilang 
strategi, beliau justru berhasil dengan gemilang menggalang 
persekutuan dengan berbagai suku pengembara yang 
sebelumnya melakukan persekutuan antar suku di Madinah. 
Pada tingkat ini, dalam karir Muhammad, kerap kali yang 
paling penting dilakukan adalah membuat perjanjian non-
agresi sebab Muhammad masih terlalu lemah untuk memberi 
dukungan kepada berbagai suku dalam memerangi penduduk 
Mekkah, sehingga mereka belum dapat diharapkan untuk 
mengambil bagian dalam pertempuran melawan penduduk 
Mekkah. Suku-suku yang tergolong ke dalam kalangan orang-
orang kafir yang diajak Muhammad untuk mengadakan 
perjanjian atau hidup berdampingan secara damai (mitsaq). 
Tentu saja, setelah berkembang menjadi kuat, syarat-syarat 
perjanjian Muhammad semakin mengikat. Hal ini secara 
khusus terjadi pada tahun 630 setelah penaklukan atas kota 
suci Mekkah dan kemenangan di Hunayn. 
Pada periode berikutnya dikenal sebagai “tahun 
penaklukan”. Sebab, tidak lama berselang setelah kejadian 
tersebut, seluruh suku Arab yang belum bergabung dengan 
Muhammad mengirim utusan ke Madinah menyatakan takluk 
dan meminta bergabung dengan Muhammad. Aktivitas 
diplomatik seperti ini menciptakan suatu federasi suku-suku, 
yaitu mereka tergabung dalam perserikatan dengan 
Muhammad. Jika dibaca secara sepintas dari berbagai sumber, 
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federasi tersebut berasal dari seluruh suku yang ada di Jazirah 
Arab; padahal dalam pengkajian yang seksama tidak 
memperlihatkan keadaan demikian. Dalam berbagai kasus 
hanya sebagian saja yang ditaklukkan, ada kalanya mungkin 
ada satu kelompok yang mengharapkan memperoleh 
kedudukan yang lebih baik dalam perpolitikan suku-suku di 
Jazirah Arab, sebagai bentuk imbalan dari Muhamad melalui 
persekutuan tersebut. Jadi penaklukannya tidaklah meliputi 
seluruh suku yang ada. Dari pengamatan terhadap berbagai 
sumber tersebut, tampaknya terdapat dua bentuk persekutuan 
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bentuk yang normal 
adalah suatu suku setuju masuk Islam dan melaksanakan 
ibadat shalat serta membayar zakat, seperti yang diperintahkan 
al-Qur’an. Persekutuan seperti ini mengandung arti bahwa 
suku yang dimaksud menjadi bagian dari negara lslam atau 
badan politik Islam. Kebanyakan suku di masa akhir hidup 
Muhammad tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima 
persekutuan jenis ini. Bentuk persekutuan lainnya adalah apa 
yang telah dibuat oleh beberapa suku besar yang tinggal 
berbatasan dengan wilayah Kekaisaran Persia. Rusaknya tata 
pemerintahan Kekaisaran Persia sekitar tahun 628, 
menyebabkan beberapa suku itu memiliki kesempatan 
merampas daerah Irak Selatan, tanpa adanya bantuan dari 
Muhammad. Tentu saja, pada masa itu, sangat penting bagi 
golongan muslim untuk tidak menjadi saingan dari berbagai 
suku tersebut dalam penguasaan suatu wilayah. Beberapa 
waktu kemudian, terlihat beberapa di antara suku kuat 
tersebut menjadi sekutu Muhammad yang bebas. Artinya, 
persekutuan yang didasarkan pada landasan berpijak yang 
sederajat, mereka tidak termasuk bugian dari negara Islam dan 
tidak perlu menjadi muslim. 
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Sekalipun negara Islam telah berkembang luas, konsep 
persekutuan yang digunakan masih seperti konsep 
persekutuan pra-Islam. Persekutuan yang ada pada 
dasarnya merupakan federasi dari berbagai suku. Bertram 
Thomas menyebut federasi demikian sebagai suatu bentuk 
asli pemakaian istilah ummah dalam Konstitusi Madinah 
dapat dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, yang tidak 
seluruhnya dipengaruhi oleh gagasan masa pra-lslam, tetapi 
jika betul demikian, belum ditemukan penjelasan gamblang 
tentang hal tersebut. 
Para sarjana modern membenarkan pernyataan bahwa 
struktur politik negara Islam secara keseluruhan sesuai 
dengan gagasan-gagasan masa sebelum Islam. Sedikit 
gambaran tentang alasan yang mendukung pendapat ini 
adalah pada waktu itu Nabi Muhammad berkeinginan 
memiliki suatu masyarakat lokal atau badan politik yang 
melalui wadah itu Beliau dengan bebas dapat 
memproklamasikan agama yang dibawanya dan orang 
dapat menjalankan ibadah secara terbuka. Penduduk 
Madinah juga mungkin telah mempunyai tujuan lain, tetapi 
kebanyakan di antara mereka telah menjadi muslim dan 
tentunya berkepentingan memiliki tempat untuk secara 
bebas menjalankan perintah agamanya.  
Ketika Muhammad dan penduduk Madinah bersama-
sama memikirkan suatu struktur politik Islam yang dapat 
dipraktikkan, tidaklah wajar jika mereka akan menciptakan 
struktur dalam merancang suatu struktur politik yang baru 
secara sempurna seperti politik yang sudah mereka akrabi 
sebelumnya. Dengan kata lain, faktor-faktor keagamaan 
memang telah hadir sebagai motif yang menuntun 
Muhammad dan penduduk Madinah mencari kesepakatan, 
tetapi rincian dari kesepakatan tersebut masih dalam terma-
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terma gagasan politik sebelum Islam. Faktor-faktor 
keagamaan juga telah berhasil melahirkan keputusan untuk 
menyaring keanggotaan masyarakat terbatas muslim tetapi 
keputusan tersebut bukanlah keputusan yang penting 
dihubungkan dengan bangunan struktur. Kesimpulannya 
adalah asal usul negara Islam tersebut didasarkan pada 
gagasan-gagasan politik pra-Islam.1 
Setelah mengetahui bahwa masyarakat atau negara 
Islam didasarkan atas gagasan-gagasan yang berasal dan 
berbagai suku pengembara Arab sebelum Islam, ada yang 
mengira bahwa kedudukan Muhammad dalam masyarakat 
mempunyai landasan yang sama. Pemikiran seperti ini, 
tentunya didasari oleh kasus seperti yang digambarkan 
sebelumnya. Tetapi kenyataannya, kedudukan yang dimiliki 
Nabi Muhammad melebihi daripada kedudukan seorang 
kepala suku, atau bahkan melebihi kedudukan pimpinan 
federasi berbagai suku.2 Fungsi kepemimpinan pada 
masyarakat masa sebelum Islam tidak terpusat dalam tangan 
seseorang. Memang kepala suku atau sayyid memang ada, 
mereka dikenal dengan sebutan syaikh akan tetapi 
wewenangnya sanagat terbatas. Sayyid merupakan kepala 
sebagai primusinter pares pada dewan orang-orang 
terkemuka dalam sebuah suku. 
Sepanjang dia dihargai dengan kedudukannya 
tersebut, apa yang dikatakannya didengarkan dengan penuh 
perhatian dan hanya orang yang memiliki keistimewaan 
tertentu saja yang berani mengambil risiko berbeda 
pendapat dengannya. Biasanya keputusan akhir tentang 
gerakan di padang pasir ditentukan oleh Sayyid, dan 
                                                 
1 Helmy Ali, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1989) hlm. 21. 
2 Watt, Islam Politic and Thought (London Publiher, 1968), hlm. 30.  
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biasanya negosiasi dengan suku-suku lain dilakukan oleh 
sayyid. Dia tidak mutlak harus menjadi panglima perang 
yang secara langsung memimpin pasukan. Oleh karena itu, 
fungsi ini tentu saja seringkali berada dalam tangan orang 
lain yang dikenal dengan sebutan qa'id, Sayyid juga tidak 
bertanggung jawab atas urusan peradilan kecuali jika 
persoalan yang berkaitan dengan pengadilan telah 
dihadapkan pada dewan orang-orang terkemuka. 
Di setiap wilayah di Jazirah Arab, beberapa orang yang 
terkenal karena kebijaksanaannya, kecerdikan dan 
pengetahuan yang diterimanya secara turun-temurun dari 
nenek moyangnya diterima secara luas sebagai juru damai. 
Orang-orang seperti ini tidak memiliki kekuasaan eksekutif 
tetapi jika salah satu dari mereka dihadapkan pada suatu 
kasus maka orang yang bersangkutan akan berusaha 
memperoleh jaminan agar keputusan yang diambilnya 
ditaati, dengan cara mengharuskan setiap pihak yang 
bersengketa mengangkat sumpah secara bersungguh-
sungguh untuk menaati keputusannya serta menyerahkan 
sejumlah unta kepada seseorang (netral) yang berada di luar 
persengketaan tersebut. 
Apabila konstitusi Madinah diuji dengan 
menggunakan alam pikiran yang didasarkan pada berbagai 
poin di atas, akan ditemukan kenyataan bahwa Muhammad 
sama sekali bukanlah seorang kepala ummah atau 
masyarakat Islam. Memang, terlalu sedikit yang dapat 
dikemukakan sehubungan dengan posisi Muhammad. 
Dalam Mukaddimah Konstitusi Madinah, Muhammad 
disebut sebagai “Rasul Tuhan”, dan terdapat dua pendapat 
yang menetapkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam 
masyarakat diserahkan kepada Tuhan dan Muhammad. Jika 
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tidak mengikuti ketentuan ini, perselisihan tersebut tidak 
bisa diselesaikan. 
Berdasarkan ungkapan tersebut, kita ketahui bahwa 
Muhammad dihormati sebagai kepala atau sayyid oleh para 
muhajirin dari Mekkah, tetapi para Muhajirin Mekkah hanya 
dihitung satu suku dari sembilan suku yang ada. Terlepas dari 
kedudukannya sebagai “Rasul Tuhan”, Muhammad tidak 
memiliki kekuasaan terhadap kepala-kepala suku lainnya.3  
Berbagai sumber menyebutkan tentang perselisihan 
yang terjadi sepenuhnya diserahkan kepada Muhammad. 
Hal tersebut menunjukkan penempatan Muhammad yang 
menyerupai seorang hakim. Menjelang Nabi Muhammad 
hijrah ke Madinah sekitar tahun 622, telah terjadi 
pertempuran yang mengakibatkan banyak darah tertumpah. 
Kebanyakan suku Madinah, sesuai dengan pembagian 
menurut geneologi terdiri dari dua suku, yaitu Aus dan 
Khazraj. Dua suku tersebut ikut ambil bagian dalam 
pertempuran tersebut, tetapi tidak pernah ada kesepakatan 
dalam hal pembagian diyat di antara mereka, sehingga tidak 
pernah tercipta perdamaian nyata dan terus-menerus timbul 
ketegangan di kawasan ini. Oleh karena itu, banyak 
penduduk Madinah yang menaruh harapan kepada 
Muhammad yang kedatangannya diharapkan akan mampu 
menolong menciptakan dan menjaga perdamaian di 
kawasan ini. Melalui kegiatannya sebagai seorang hakim, 
kenabian Muhammad juga memperoleh keuntungan 
tersendiri, karena kegiatannya ini telah mendatangkan 
sugesti bahwa dia adalah seorang yang memiliki 
kebijaksanaan yang melampaui orang lain. Ungkapan 
tentang penyerahan perselisihan kepada Tuhan dan kepada 
                                                 
3 Muntaha Azhari, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Press, 2010), hlm. 31. 
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Muhammad, boleh jadi mengandung arti bahwa segala 
keputusan yang diambilnya hanya yang didasarkan pada 
kalam Tuhan yang tercantum dalam al-Qur’an, atau juga 
mengandung arti bahwa Muhammad telah memperoleh 
pertolongan llahi dalam membuat berbagai keputusan. 
Sebaliknya, dalam kasus penyerahan perselisihan kepada 
Tuhan dan kepada Muhammad tersebut, lingkaran dan 
pagar keagamaan yang mengelilinginya juga telah 
mempertinggi mutu Muhammad dalam menampilkan 
fungsinya sebagai seorang hakim.4 
Perbandingan lemahnya kedudukan Muhammad pada 
periode beberapa tahun pertama di Madinah, bisa dilihat 
melalui penggambaran beberapa kejadian. Salah satu di 
antaranya adalah peristiwa kebohongan seorang pria yang 
melibatkan istri termuda Muhammad dan yang paling 
dikasihi, yakni Aisyah, putri sahabat terdekatnya, Abu Bakar. 
Aisyah ketika itu menyertai Muhammad dalam satu 
pertempuran (sekitar tahun 628), tetapi pada pemberhentian 
terakhir menjelang tiba, Aisyah tertinggal tanpa ada yang 
mengetahui. Dia tiba di Madinah dengan mengendarai seekor 
unta milik seorang pemuda tampan. Hal ini menimbulkan 
pergunjingan. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh musuh 
Nabi Muhammad dari Madinah yang sangat membencinya 
dalam rangka mendiskreditkannya. Bahkan orang tersebut 
bertujuan untuk merusak hubungannya dengan Abu Bakar. 
Pada akhirnya, setelah melafalkan ayat-ayat al-Qur’an yang 
diwahyukan kepadanya yang diturunkan secara khusus 
menegaskan bahwa Aisyah tidak bersalah, Muhammad 
kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran kepada para 
pembuat onar tersebut. Namun, Beliau tidak memiliki 
                                                 
4 Watt, Islam Politic and Thought … hlm. 33. 
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wewenang untuk menghukum orang tersebut secara langsung. 
Untuk itu, Beliau mengundang seluruh kepala suku yang ada 
di Madinah untuk melakukan pertemuan dan meminta kepada 
mereka untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang 
telah memfitnah keluarganya, artinya, untuk menindak 
pembuat onar pun Nabi masih perlu bantuan kepala suku 
yang ada di Madinah. Tindakan semacam ini telah 
menelanjangi kelemahan musuhnya dan membuat mereka 
kehilangan dukungan dari kalangan penduduk Madinah. 
Tindakan ini juga telah memberi gambaran kepada kita bahwa 
Muhammad jauh dari posisi otokratik. Peristiwa serupa juga 
terjadi pada tahun 627, ketika Nabi hendak menghukum salah 
satu suku Yahudi Qurayza yang telah bekerja sama dengan 
musuh melakukan intrik selama berlangsungnya 
pengepungan Madinah. Namun, Muhammad tidak dapat 
memproses pelaksanaan hukum yang ingin dijatuhkannya 
secara langsung, karena itu dia meminta kepada pimpinan 
konfederasi suku Yahudi untuk mengumumkan hukumannya. 
Pada beberapa tahun periode awal hijrah tersebut, juga muncul 
perselisihan yang tidak diserahkan kepada Muhammad, sebab 
banyak ayat dalam al-Qur’an yang mendesak kaum muslim 
untuk menyerahkan perselisihan kepada Tuhan dan kepada 
Muhammad, atau mengkritik sebagian muslim yang tidak 
melakukan hal tersebut. 
Kedudukan Muhammad sebagai pimpinan militer 
sangat absah dan tidak pernah digugat. Gambaran jelas 
bahwa Nabi Muhammad telah diterima oleh seluruh 
masyarakat sebagai pimpinan militer terlihat dari berbagai 
ekspedisi. Sebenarnya tidak ada pernyataan eksplisit yang 
menerangkan bagaimana hal ini terwujud, akan tersebut 
dapat diketahui dengan membaca apa yang tersirat dari 
berbagai keterangan. Beberapa ekspedisi awal yang 
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dilakukan para Muhajirin (Mekkah) merupakan kegiatan 
penjarahan "berjuang di jalan Allah” yang merupakan suatu 
kegiatan yang membedakan mereka dari muslim Madinah 
dan untuk beberapa ekspedisi tersebut, para pengungsi 
Mekkah telah menerima Muhammad sebagai pemimpin 
atau paling tidak menyebutnya demikian, walaupun 
Muhammad tidak pernah mengambil bagian secara 
langsung dalam beberapa ekspedisi. Setelah beberapa 
ekspedisi awal tersebut, baik melalui undangan pribadi 
maupun karena dianjurkan oleh al-Qur’an, muslim Madinah 
ikut serta dalam berbagai ekspedisi berikutnya bersama 
Muhammad. Setelah dia dan para Muhajirin Mekkah 
merintis usaha perdagangan melalui berbagai ekspedisi 
sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya, komando 
tentu saja diletakkan dalam tangannya. 
Khususnya setelah secara gemilang pada tahun 624, 
orang-orang muslim memenangkan Perang Badar. Tak 
seorang pun dari mereka yang mencoba mengusulkan 
bahwa harus ada orang lain yang memimpin orang-orang 
muslim dalam pertempuran. Berbagai ekspedisi yang 
dilakukan belakangan, jika tidak oleh Muhammad, tentu 
berada di bawah komando seseorang yang ditunjuk olehnya. 
Dengan cara seperti ini, Muhammad tidak mengalami 
banyak kesulitan meraih kedudukan qa'id atau panglima 
perang al-Qur’an melarang pembayaran seperlima bagian 
dari keseluruhan hasil yang diperoleh dalam sebuah 
ekspedisi kepada Muhammad, yang secara formal 
disponsori olehnya dan oleh negara Islam. Hal ini 
disejajarkan dengan seperempat bagian yang secara 
tradisional diberikan kepada kepala suku dari keseluruhan 
hasil yang diperoleh sesudah terjadi sebuah penjarahan dan 
digunakan untuk tujuan bersama. Artikulasi al-Qur’an yang 
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menetapkan penggunaan dari bagian seperlima tersebut, 
yakni harus disimpan untuk kepentingan umum, dapat 
diartikan bahwa undang-undang Islam telah memodifikasi 
suatu bentuk praktek lama (masa sebelum Islam).5  
 
↜oOo↝  
                                                 
5 Watt, Islam Politic and Thought ... hlm. 34-35.  
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Tidak ada catatan yang jelas tentang perubahan 
kedudukan Muhammad dalam negara Islam. Satu 
pengecualian yang mungkin dijadikan pegangan dalam hal ini 
adalah “janji untuk memperoleh kesenangan yang baik” (Bai'at 
al-Aqabah). Catatan yang tercantum dalam berbagai sumber 
tidak menjelaskan apakah janji tersebut memberi pengaruh 
konstitusional. Dalam perundingan yang mendorong 
terjadinya perjanjian Hudaibiyah antara Muhammad dengan 
penduduk Mekkah sekitar tahun 628, muncul satu titik kritis. 
Ketika terlihat ada gejala penduduk Mekkah akan menyerang 
kaum Muslimin, Muhammad memanggil para pengikutnya 
untuk berkumpul di bawah sebuah pohon dan mengajak 
mereka berjanji. Beberapa versi menyatakan bahwa janji 
tersebut adalah bersedia berperang sampai mati untuknya, 
tetapi kebanyakan ahli yang memiliki pengetahuan luas 
menolak anggapan ini dan menyatakan bahwa janji tersebut 
adalah janji untuk tidak melarikan diri. Sementara beberapa 
sumber lain menyatakan bahwa isi janji tersebur adalah 
melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Muhammad; 
dan yang terakhir ini menarik perhatian banyak sarjana 
modern, sebab sangat mudah untuk melihat bagaimana 
kemudian janji yang berlaku umum ini dapat dibuat bersifat 
lebih khusus seperti yang sering dikisahkan secara berulang-
ulang dalam bentuk cerita. Nama janji untuk memperoleh 
kesenangan yang baik itu sendiri berasal dari ayat al-Qur’an, 
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Tuhan meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka 
telah berjanji setia kepada-Mu (Muhammad) di bawah pohon 
(48.18). Sekalipun janji tersebut adalah pernyataan untuk 
menerima keputusan yang telah dibuat Muhammad, harus 
ditafsirkan secara hati-hati dalam kaitannya dengan 
keseluruhan konteks sejarah, dan dalam menafsirkannya harus 
dipertimbangkan sematang mungkin untuk tidak 
menyandarkannya pada satu kejadian saja. 
Dalam konteks penafsiran tersebut, satu hal yang 
penting untuk diperhatikan adalah ungkapan “taat terhadap 
Allah dan kepada Rasul-Nya” atau padanannya, disebutkan 
sekitar 40 kali dalam al-Qur’an, dan pengungkapannya 
umumnya berlangsung di sekitar tahun 625. Dalam berbagai 
kasus, perintah tersebut kebanyakan bersifat sangat umum, 
ada kalanya diindikasikan bahwa yang tidak mengikuti 
perintah tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. 
Penyampaian ajaran seperti itu biasanya didukung oleh 
kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu. Namun, dalam 
beberapa kasus tertentu, ada petunjuk khusus sesuai dengan 
permasalahannya, dan ajaran ini mungkin ditujukan pada 
beberapa batas moral tertentu, seperti perintah untuk 
menghindari minuman anggur. Dakwaan khusus yang 
tampak paling menonjol adalah pada orang-orang yang 
tidak “taat terhadap Allah dan kepada Rasul-Nya” 
sehubungan dengan kebijaksanaan perang melawan 
penduduk Mekkah. Kebijaksanaan perang tentu saja bukan 
merupakan suatu keputusan pribadi Muhammad, tetapi 
telah ditentukan dalam al-Qur’an, Jadi, penafsiran terhadap 
kalimat taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak harus 
mengandung arti bahwa muslim taat kepada seluruh 
keputusan yang telah dibuat oleh Muhammad, tetapi harus 
diartikan bahwa ketaatan itu merujuk kepada apa yang telah 
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ditetapkan di dalam al-Qur’an. Termasuk di dalamnya 
berbagai keputusan penting yang diambil Muhammad 
dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada 
di dalam al-Qur’an. Ada satu ayat dalam al-Qur’an yang 
khusus berisi celaan terhadap orang-orang yang menolak 
apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tetapi 
ayat ini menunjuk pada ketentuan yang bersifat yuridis, 
yang agaknya dibuat oleh Muhammad dalam menjalankan 
fungsinya sebagai hakam atau juru damai.  
Kekuatan dan otoritas yang dicapai Muhammad 
berlangsung tidak melalui kesepakatan konstitusi yang baru, 
tetapi merupakan akibat dari kemenangan-kemenangan 
militernya di medan perang dan serangkaian keberhasilan di 
berbagai ekspedisi yang telah dilakukannya. Banyak suku 
pengembara, karena melihat rangkaian keberhasilan yang 
dicapai Muhammad, akhirnya bersedia bergabung dalam 
fakta persahabatan. Anggota beberapa suku yang relatif 
lemah datang untuk tinggal di Madinah kemudian diberi 
status ”muhajir”. Hal tersebut juga telah memperbanyak 
jumlah anggota suku Muhajirin Muhammad, sehingga 
mereka kemudian menjadi suku terkuat di Madinah. 
Bertambahnya jumlah anggota suku Muhajirin tersebut telah 
menambah otorítas Muhammad di kalangan para kepala 
suku lainnya dalam perundingan-perundingan, yang secara 
nominal sederajat dengannya. Beberapa suku atau orang per 
orang diberi status Muhajirin, meskipun tidak ikut hijrah ke 
Madinah. Pada masa-masa berikutnya, status ini semakin 
penting artinya, sebab dengan menyandang status tersebut, 
seseorang memperoleh upah tetap yang cukup besar, 
dananya bersumber dari harta masyarakat. Bahkan, di masa 
Muhammad, status ini dapat menunjukkan adanya 
hubungan khusus dengan Muhammad sendiri. 
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Keberhasilan yang tampak di permukaan tersebut pada 
saat yang sama menumbuhkan suatu sistem persekutuan, yang 
telah ikut memperkokoh kedudukan Muhammad. Dalam 
beberapa kasus, suku atau klan tertentu tampaknya telah 
mengadakan persekutuan dengan Muhammad sebagai 
individu. Hal seperti itu barangkali sudah umum terjadi pada 
lima atau tujuh tahun pertama Muhammad di Madinah. 
Dengan semakin bertambahnya jumlah sekutunya, kedudukan 
Muhammad semakin bertambah kuat melebihi kepala-kepala 
suku lainnya, walaupun mereka juga mempunyai sekutu di 
luar Muhammad. Di pihak lain, dalam beberapa dokumen 
yang berasal dari tahun-tahun yang lebih belakangan, tidak 
ditemukan keterangan adanya sistem persekutuan-
persekutuan seperti itu. 
Hanya dalam dokumen yang berbentuk deklarasi yang 
dibuat oleh Muhammad yang menerangkan bahwa jika telah 
memenuhi beberapa ketentuan tertentu (seperti melaksanakan 
peribadatan, membayar zakat dan taat kepada Muhammad), 
maka suku bersangkutan berhak memperoleh perlindungan 
dari Tuhan dan Rasulnya. Adanya dokumen dalam bentuk 
deklarasi tersebut menunjukkan bahwa Muhammad sudah 
memiliki kekuasaan yang diakui secara luas dalam masalah-
masalah seperti itu, tetapi perlu ditambahkan bahwa deklarasi 
tersebut dipandang sebagai sesuatu yang memiliki wawasan 
khusus yang hanya ada pada sang Rasul. Meskipun setiap 
pertambahan jumlah kelompok sekutunya semakin 
memperkokoh kedudukan Muhammad, namun deklarasi yang 
dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 
persekutuan, semakin mempertinggi kedudukan Muhammad. 
Agaknya, Muhammad dengan kedudukannya di pusat 
persekutuan/federasi suku, secara leluasa telah mengirim para 
pembantunya dan para pengumpul zakatnya ke suku-suku 
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sekutunya yang jumlahnya sangat banyak. Ada dua kejadian 
sehubungan dengan ekspedisi ke Tabuk dalam tiga bulan 
terakhir pada tahun 630, yang mengilustrasikan kejayaan 
Muhammad dalam menangani administrasi secara rinci. 
Ekspedisi Tabuk adalah ekspedisi terbesar yang pernah 
dilakukan oleh Muhammad, baik dari segi jarak yang 
ditempuh maupun dari jumlah pesertanya sekitar 30.000 
orang. Untuk membangun kekuatan sebesar itu, Muhammad 
mengharuskan setiap muslim yang sehat ikut ambil bagian 
dalam ekspedisi tersebut. Sekembalinya dari ekspedisi, orang-
orang muslim yang tidak ikut dalam ekspedisi diselidiki 
dengan saksama. Ada tiga orang yang secara hukum 
dinyatakan tidak dapat dimaafkan, atas kehendak seluruh 
anggota masyarakat dikirim ke medan pertempuran. Perintah 
pelaksanaan hukuman tersebut adalah wewenang 
Muhammad, karena itu agaknya dipandang sebagai 
implementasi perintah al-Qur’an, tetapi pencabutan hukuman 
tersebut lima puluh hari setelah pelaksanaannya, dikaitkan 
dengan kehendak Tuhan melalui satu ayat al-Qur’an. Peristiwa 
kedua berkaitan dengan intrik yang lebih serius yang ditujukan 
pada Muhammad. Sebelum berangkat ke Tabuk, Muhammad 
diundang oleh beberapa orang muslim untuk melaksanakan 
shalat dalam sebuah masjid yang dibangun di bagian Selatan, 
kira-kira lima kilometer dari Masjid Utama (Madinah). Akan 
tetapi, dia menangguhkan kunjungannya ke masjid tersebut 
sampai setelah dia kembali dari Tabuk. Dalam perjalanannya 
ke Tabuk dia mendengar cerita tentang adanya komplotan 
yang menentang ajarannya.  
Pada suatu malam yang gelap, seseorang yang berjalan 
terhuyung-huyung dengan sengaja telah menabraknya di 
sebuah jalan dan membuat luka yang seolah-olah akibat 
sebuah kecelakaan. Hal tersebut mendorong Muhammad 
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untuk memperoleh informasi yang menghubungkan 
komplotan-komplotan tersebut dengan para pembangun 
masjid tadi. Dia juga mendengar bahwa yang terakhir ini 
(para pembangun masjid) berharap dapat menjadikan 
masjid tersebut sebagai sebuah tempat yang sangat baik 
untuk merancang lebih lanjut kegiatan makar. Dalam 
keadaan seperti itu, Muhammad tidak berada pada posisi 
yang menguntungkan untuk menghadapi lebih lanjut 
komplotan tersebut secara terang-terangan. Oleh karena itu, 
dia mengirim dua orang secara diam-diam untuk 
menghancurkan masjid tersebut. Dengan cara seperti itu, 
persoalannya terselesaikan, sebab dari pihak lawannya pun 
tidak ada keberatan dan protes. Diperkirakan pada waktu 
yang bersamaan, sebuah ayat al-Qur’an diwahyukan untuk 
mengucilkan muslim yang tidak setia yang dikenal dengan 
istilah “munafik” dan ayat ini mungkin ditujukan kepada 
para pendiri masjid tersebut, yakni masjid Dhirar. 
Jika kembali mengkaji interpretasi Janji Tuhan Yang 
Maha Kuasa, jelas kalimat itu tidak dengan sendirinya 
menciptakan suatu posisi konstitusional. Di masa itu, setiap 
ukuran pemerintahan otokratik yang diterapkan di 
Madinah, untuk urusan-urusan dalam negeri masyarakat 
akan menimbulkan rasa jijik pada orang Arab, dan bahkan 
akan mengakibatkan timbulnya oposisi yang serius. Jadi, 
pada awalnya, janji tersebut mungkin hanya berpengaruh 
terbatas pada penerimaan berbagai keputusan Muhammad 
yang berkaitan dengan ekspedisi khusus. Akan tetapi, 
walaupun bersifat sangat terbatas, janji tersebut kemudian 
dijadikan sebagai landasan berpijak. Sejak saat itu, 
Muhammad berkali-kali memberi keputusan yang dikaitkan 
dengan kenabian yang dimilikinya, khususnya dalam 
rangka pelaksanaan perintah yang ada dalam al-Qur’an. 
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Perintah-perintah tersebut, mungkin berhubungan dengan 
hal-hal yang oleh pengamat Barat modern disebut sebagai 
masalah-masalah politik dan keduniawian. Akan tetapi, 
orang-orang Madinah sendiri tentunya sudah mempunyai 
gagasan yang jelas tentang apa yang termasuk sang Rasul.  
Madinah terdapat masalah-masalah penduduk yang 
tidak termasuk dalam jangkauan kenabian Muhammad, 
kecuali jika dia dibutuhkan sebagai hakim dan tampaknya dia 
sangat berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak 
menimbulkan dugaan bahwa dia mencari pengaruh. Namun, 
dengan daya pikat kepribadiannya, kekuatan yang 
diperolehnya dari pendukungnya di Madinah dan 
kedudukannya di pusat persekutuan yang luas, telah 
memberikan dia semacam kekuasaan yang tidak 
memungkinkan seseorang untuk mempertanyakan ruang 
lingkup kenabiannya. Dengan demikian, untuk masalah-
masalah luar negeri negara Islam, secara spiritual, dia adalah 
penguasa tunggal.1  
Dalam kedudukan Nabi sebagai Qadhi di samping 
Musyarri dan Munaffiz al-Ahkam dalam menghadapi 
masalah-masalah baru yang timbul pada zamannya, Nabi 
dapat menyelesaikannya dengan wahyu, sunnat dan ijtihad. 
Semua masalah itu diputuskan atas dasar meraih 
kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Apabila terbukti 
ada kemaslahatan dalam berbagai kasus yang diselesaikan 
oleh Nabi, dapat dipastikan kemaslahatan itu dikehendaki 
oleh syara'. Hanya saja, kemaslahatan semacam ini bukan 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh As-Siyasat Asy-Syar'i. 
Ayat ini, Sebagai bukti di antara contoh-contoh tersebut: 
                                                 
1 Watt, Islam Politic and Thought (London Publiher, 1968), hlm. 39-
41. 
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1. Nabi penah melarang sahabat untuk memadu istri dengan 
bibinya. Karena pernikahan ini akan mengakibatkan 
putusnya kekeluargaan. 
2. Nabi pernah melarang para sahabat untuk menyimpan 
daging qurban ketika para tamu berdatangan dari 
Madinah. Akan tetapi, setelah para tamu itu pulang, 
Nabi memerintahkan mereka untuk menyimpannya. 
3. Tercapainya perjanjian Hudaibiyah (628 M) antara 
Rasulullah dengan Suhael Ibn Amr, seorang utusan 
Quraisy. Perjanjian ini secara lahiriah tampak 
merugikan, tetapi terbukti kemudian menguntungkan 
dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.2 
 
↜oOo↝  
                                                 
2 Wahab Khalaf Ushul fiqh (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah TT), 
hlm. 3.  
  








A. Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq 
Nama asli Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Abdus Syam. 
Rasulullah Saw. menggantinya setelah masuk Islam. Sebuah 
Gelar Ash-Shiddiq diberikan padanya karena ia adalah orang 
yang pertama mengakui peristiwa Isra' Mi'raj yang telah nabi 
lalui pada saat itu. Makna Ash-Shiddiq adalah orang yang 
percaya. Dengan alasan ini Rasulullah menunjuknya untuk 
menggantikan kepemimpinannya. Bagi sebagian warga 
Madinah, ini merupakan tanda bahwa keberhasilan 
kepemimpinan Rasulullah Saw. diamanahkan kepada Abu 
Bakar Ash-Shiddiq. Ketika Rasulullah wafat, sebagian kaum 
muslim Anshar dan beberapa kaum Muhajirin mengadakan 
pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang menjadi peristiwa 
bersejarah. Dalam menentukan siapa yang akan melanjutkan 
estafet kepemimpinan terjadi perdebatan antara kaum 
Muhajirin dan Anshar. Namun pada akhirnya, terpilihlah Abu 
Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah Rasyidin yang pertama. 
Istilah Khalifah Rasyidin dapat dipahami para 
pemimpin umat Islam yang menjabat setelah Rasulullah 
Saw. wafat. Adapun sistem pemerintahan yang diterapkan 
adalah pemerintahan yang Islami karena berundang-
undangkan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah dan menjadi 
dasar umat Islam dalam memberikan suatu hukum. 
Nabi Muhammad Saw. tidak meninggalkan wasiat 
tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai 
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pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau 
nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum 
muslimin sendiri untuk menentukannya. Dan oleh karena 
itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan belum lagi 
jenazahnya dimakamkan oleh para sahabat, sejumlah tokoh 
Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah 
guna memberikan penghormatan terakhir di kota Madinah. 
Mereka melakukan musyawarah siapa yang akan dipilih 
menjadi pemimpin. Dan musyawarah itu berjalan cukup alot 
karena masing-masing pihak begitu bersikukuh, baik 
Muhajirin maupun Anshar yang hadir pada saat itu, sama-
sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam dalam 
menggantikan posisi Nabi Saw. Namun, dengan semangat 
ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar Ash-
Shiddiq Ra. terpilih menjadi khalifah setelah Rasul.  
Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. menjadi khalifah hanya dua 
tahun. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Pada masa yang 
cukup singkat itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan 
problematika dalam negeri terutama berkaitan dengan 
tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang 
tidak lagi tunduk terhadap pemerintah Madinah sepeninggal 
Rasulullah Saw. Dan mereka menganggap bahwa perjanjian 
yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad Saw., dengan 
sendirinya batal setelah Nabi Saw. wafat dan tidak berlaku lagi 
bagi anggapan mereka. Karena itu mereka menentang Abu 
Bakar Ash-Shiddiq Ra. Karena sikap keras kepala dan 
penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan 
pemerintahan pada saat itu yang lebih banyak orang yang 
membangkang kepada pemerintah, Abu Bakar Ash-Shiddiq 
Ra. menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut 
Perang Riddah (perang melawan kemurtadan) agar umat 
Islam kembali pada kebersamaannya dan tidak berpecah belah 
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karena banyaknya orang yang membangkang. Khalid ibn Al-
Walid Ra. adalah panglima yang banyak berjasa dalam Perang 
Riddah ini yang menjadi pemimpin yang menjadi sentral pada 
sat perang itu terjadi. 
Nampaknya, sebuah kekuasaan yang dijalankan pada 
masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. dan sebagaimana 
pada masa Rasulullah Saw., bersifat sentral dan menjadi 
utama dalam hal itu; kekuasaan legislatif, eksekutif dan 
yudikatif terpusat di tangan khalifah atau pemimpin pada 
saat ditinggal oleh nabi. Dan selain menjalankan roda 
pemerintahan yang menggantikan Nabi Saw., Khalifah juga 
melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dalam al-
Qur’an dan as-Sunnah yang menjadi sumber pokok hukum 
Islam. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad 
Saw., Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. selalu mengajak sahabat-
sahabatnya bermusyawarah sebelum mengambil keputusan 
mengenai sesuatu, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif 
pemerintahannya. 
Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, 
barulah Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. mengirim kekuatan ke 
luar Arabia. Yang kemudian Khalid ibn Walid Ra. dikirim ke 
Iraq dan dapat menguasai wilayah al-Hirah di tahun 634 M 
yang sebelumnya dikuasai oleh non muslim. Di kota Syria 
ekspedisi dikirim di bawah kuasa empat panglima di 
antaranya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul 'Ash, Yazid 
ibn Abi Sufyan dan Syurahbil Ra. yang sama-sama bertugas 
untuk berjuang di Syiria.  
Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Khalifah Abu 
Bakar Ash-Shiddiq untuk membentuk beberapa pasukan 
tersebut, dari segi tata negara, menunjukkan bahwa ia juga 
memegang jabatan panglima tertinggi tentara Islam. Hal ini 
seperti juga berlaku pada zaman modern ini di mana 
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seorang kepala negara atau presiden juga sekaligus sebagai 
pangima tertinggi angkatan bersenjata yang mengatur dan 
memberikan instruksi untuk selalu menjaga kesatuan 
negara. 
Adapun urusan pemerintahan di luar kota Madinah, 
khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq membagi wilayah 
kekuasaan hukum menjadi beberapa provinsi. Di setiap 
provinsi, Abu Bakar menugaskan wali atau amir (seperti pada 
jabatan gubernur). Dan mengenai praktek pemerintahan Abu 
Bakar Ash-Shiddiq di bidang pranata sosial ekonomi adalah 
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat yang 
salalu menjadi keinginan semua umat muslim. Dan untuk 
kemaslahatan rakyat ini ia mengolah dan mendistribusikan 
zakat, infaq, dan shadaqoh dari kaum muslimin, harta 
rampasan perang atau ghanimah, dan jizyah dari warga non-
muslim sebagai sumber pendapatan baitul mal yang 
kemudian menjadikan negara berkembang dengan 
pembayaran zakat itu. Penghasilan yang diperoleh ini 
dibagikan merata untuk kesejahteraan bala tentara, pegawai 
negara, dan kepada rakyat yang berhak menerima sesuai 
ketentuan al-Qur’an.  
Pada saat Abu Bakar wafat, sementara barisan depan 
dalam pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, 
dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh Umar bin Khatthab. 
Sebelumnya ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. sakit dan 
merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para 
pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khatthab 
Ra. sebagai penggantinya. Jalan musyawarah dilakukan 
untuk mencegah kemungkinan perselisihan dan perpecahan 
kesatuan umat Islam. Kebijaksanaan tersebut diterima 
masyarakat dan akhirnya secara beramai-ramai membaiat 
Umar bin Khatthab Ra. Umar bin Khatthab Ra. 
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memperkenalkan Amir al-Mu'minin yaitu petinggi orang-
orang yang beriman. 
Dari penunjukkan Umar bin Khatthab sebagai 
penggantinya, ada hal yang perlu dicatat: 
1. Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menunjuk Umar 
bin Khatthab tidak meninggalkan azas musyawarah. Ia 
terlebih dulu mengadakan konsultasi untuk mengetahui 
aspirasi rakyat melalui tokoh-tokoh kaum muslimin. 
2. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak menunjuk salah seorang 
putranya atau kerabatnya melainkan memilih seseorang 
yang disegani oleh rakyat karena sifat-sifat terpuji yang 
dimilikinya. 
3. Pengukuhan Umar bin Khatthab sebagai khalifah 
sepeninggal Abu Bakar Ash-Shiddiq berjalan baik dalam 
suatu bai’at umum dan terbuka tanpa ada pertentangan 
di kalangan kaum muslimin sehingga obsesi Abu Bakar 
Ash-Shiddiq sebagai bentuk mempertahankan keutuhan 
umat Islam dengan cara penunjukkan itu terjamin dan 
menjadi penjaga umat Islam. 
 
B. Khilafah Umar Bin Khatthab  
Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq merasakan sakitnya 
semakin berat, ia mengumpulkan para sahabat besar dan 
menunjuk Umar bin Khatthab sebagai Khalifah. Para sahabat 
setuju dan Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggalkan surat 
wasiat yang menunjuk Umar bin Khatthab sebagai 
penggantinya. Sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar 
bin Khatthab pun di bai’at di hadapan umat muslimin. 
Bagian dari pidatonya adalah: 
 
“Aku telah dipilih menjadi seorang khalifah. Dengan 
kerendahan hati Abu Bakar Ash-Shiddiq selaras dengan 
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jiwanya yang terbaik di antara kamu dan lebih kuat di 
antara kamu dan juga lebih mampu memikul urusan 
kamu yang penting-penting dan mengatur sisi kehidupan 
beragama Islam. aku diangkat dalam jabatan ini tidaklah 
sama seperti beliau. Andaikata aku tahu ada orang yang 
lebih kuat daripada aku untuk memikul jabatan ini, maka 
memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai 
daripada memikul jabatan ini. 
 
Sebagai seorang negarawan yang patut diteladani, ia 
telah menggariskan: 
1. Persyaratan bagi calon negara; 
2. Menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara; 
3. Mendorong para pejabat negara agar benar-benar 
memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi 
hak-haknya karena mereka adalah pengabdi rakyat dan 
bagian dari rakyat itu sendiri; 
4. Pejabat yang dipegang seseorang adalah amanah yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan 
rakyat 
5. Mendidik rakyat supaya berani memberi nasihat dan 
kritik kepada pemerintah, pemerintah juga harus 
berani menerima kritik dari siapapun sekalipun 
menyakitkan karena pemerintah lahir rakyat dan untuk 
rakyat; 
6. Khalifah Umar bin Khatthab telah meletakkan dasar-
dasar pengadilan dalam Islam. 
Ia selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-
tokoh Ansar dan Muhajirin, dengan rakyat dan dengan para 
administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-
masalah umum dan kenegaraan. Ia tidak bertindak 
sewenang-wenang dan memutuskan suatu urusan tanpa 
mengikutsertakan warga umat. 
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Di akhir hayatnya, hasil musyawarah atau konsultasi 
khalifah dengan sejumlah pemuka masyarakat Madinah ialah 
terbentuknya “tim formatur” yang bertugas memilih khalifah 
setelah beliau dan menjadi tokoh yang dipandang oleh umat 
Islam yang lain. Konsultasi ini terjadi ketika kondisi beliau 
sedang kritis akibat tikaman enam kali yang dilakukan Abu 
Lu’luah karena dendam, dan hal ini mengakibatkan 
kewafatannya. Pada zaman khalifah Umar bin Khatthab Ra. 
perluasan daerah kekuasaan yang pertama dilakukan di 
ibukota Syria, Damaskus pada tahun 635 M dan setahun 
kemudian yang setelah tentara Bizantium kalah di 
pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah 
kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah umar sebagai 
pengganti dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dengan 
menggunakan kota Syria sebagai basis dan sentral, ekspansi 
diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr ibn 'Ash Ra. 
dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqash Ra. 
yang siap menjalankan tugas. Iskandariah/Alexandria, ibu 
kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, 
Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah dengan 
sebutan sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637 
M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibukota Persia yang tak 
ada henti, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga karena 
kalah dalam peperangan. Pada tahun 641 M, Moshul dapat 
dikuasai. Pada masa Khalifah Umar bin Khatthab Ra., 
wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, 
Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir 
yang telah berhasil jatuh di tangan umat Islam. 
Perluasan daerah yang terjadi dengan cepat, Umar 
bin Khatthab Ra. secepatnya mengatur administrasi 
negara dengan mencontoh administrasi yang sudah 
berkembang terutama di Persia. Administrasi 
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pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah provinsi: 
Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, 
dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu 
didirikan. Sejak itu mulai diatur dan ditertibkan sistem 
pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan 
dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan 
lembaga eksekutif.  
Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin 
Khatthab dalam kedudukannya sebagai kepala negara yang 
tertinggi dan pemuka agama Islam. Untuk menunjung 
kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas 
eksekutif yang telah siap untuk dicanangkan di negara 
Islam, Umar bin Khatthab melengkapinya dengan beberapa 
jawatan yang telah disusun, di antaranya: 
1. Diwan al-kharaj (jawatan pajak) 
2. Diwan alahdats (jawatan kepolisian) 
4. Nazarat al-nafi’at (jawatan pekerjaan umum) 
5. Diwan al-jund (jawatan militer) 
6. Baitul al-mal (baitul mal) 
Umar bin Khatthab Ra. memerintah selama sepuluh 
tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir 
dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang majusi yang 
keluar dari agam Islam, budak dari Persia bernama Abu 
Lu'luah. Pada masa pencarian pengganti kepemimpinan 
Umar bin Khatthab Ra., Ia menunjuk enam sahabat dan 
meminta kesediaan mereka untuk memilih salah satu di 
antaranya menjadi khalifah. Beberapa sahabat tersebut 
adalah Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, 
Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Abdurrahman ibn 'Auf. 
Setelah Umar bin Khatthab Ra. wafat, tim ini 
bermusyawarah akhirnya Utsman bin Affan Ra. lah yang 
dipilih sebagai khalifah. 
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C. Khilafah Utsman Bin Affan 
Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khatthab 
tidak dapat menentukan khalifah penggantinya. Setelah 
peristiwa penikaman Umar oleh Fairuz, Umar bin Khatthab 
mempertimbangkan untuk tidak memilih pengganti 
sebagaimana dilakukan Rasulullah. Namun Umar juga 
berpikir akan meninggalkan wasiat seperti yang pernah 
dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebagai jalan keluar, 
Umar kemudian menunjuk enam sahabatnya menjadi 
Dewan Formatur yang bertugas memilih Khalifah baru. Di 
antaranya yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi 
Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, 
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 
Usai perdebatan yang cukup panjang, akhirnya 
muncul dua nama sahabat yakni Utsman bin Affan dan Ali 
bin Abi Thalib. Untuk menentukan keputusan akhir 
diserahkan kepada ketua Dewan yaitu Abdurrahman bin 
Auf yang kemudian menunjuk Utsman bin Affan sebagai 
Khalifah sebagai khalifah di Madinah. 
Dalam pidatonya, Usman bin Affan menggambarkan 
dirinya sebagai seorang sufi, yang memiliki citra 
kepemimpinan lebih bercorak agama daripada politik belaka 
sebagai dominan. Dalam pidato itu Ustman bin Affan 
mengingatkan beberapa hal yang penting: 
1. Agar umat Islam berbuat baik sebagai bekal untuk hari 
kematian 
2. Agar umat Islam terpedaya kemewahan hidup dunia 
yang penuh kepalsuan 
3. Agar umat Islam mau mengambil pelajaran dari masa 
lalu 
4. Sebagai khalifah ia akan melaksanakan perintah al-
Qur’an dan sunnah rasul 
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5. Di samping itu ia melanjutkan apa yang telah dilakukan 
pendahulunya, serta membuat hal baru yang akan 
membawanya kepada kebajikan 
6. Dan ia memberikan kebebasan kepada umat Islam 
untuk mengkritik apabila ia menyimpang dari ketentuan 
hukum. 
Untuk persoalan administrasi pemerintahan daerah, 
Khalifah Ustman bin Affan mempercayakannya kepada 
seorang gubernur ke dalam 10 provinsi: 
1. Nafi’bin al-Haris al-Khuza’i, amir wilayah Mekkah 
2. Sufyan bin Abdullah al-Tsaqqfi, amir wilayah Thaif 
3. Ya’la bin Munabbih Halif Bani Nauful bin Abd Manaf, 
amir wilayah Shan’a 
4. Abdullah bin Abi Rabiah, amir wilayah a-Janad 
5. Ustman bin Affan bin Abi al-ashal-Tsaqafi, amir wilayah 
Bahrain 
6. Al-Mughirah bin Syu’bah al-tsaqi, amir wilayah Kufah 
7. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy’ari, amir wilayah 
Basrah 
8. Muawiyah bin Abi Sufyan, amir wilayah Damaskus 
9. Umar bin Khatthab bin Sa’ad, amir wilayah Himsh, dan  
10. Amr bin al-Ash al-Sahami, amir wilayah Mesir. 
Sedangkan persoalan kekuasaan legislatif diatur oleh 
Dewan Penasehat Syura sebagai wadah khalifah 
mengadakan musyawarah dengan para sahabat terkemuka. 
Prestasi tertinggi sebagai hasil majelis syura yang 
diraih pada masa pemerintahan Ustman bin Affan adalah 
menyusun al-Qur’an standar, yaitu penyeragaman bacaan 
dan tulisan al-Qur’an. Sampai saat ini, naskah salinan al-
Qur’an tersebut disimpan di rumah istri Nabi. Kemudian 
melalui persetujuan para sahabat, naskah salinan tersebut 
dikirim ke beberapa daerah. Tepat pada abad 644-655 M, 
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Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang 
tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan berhasil 
direbut. Pada periode inilah ekspansi Islam yang pertama 
berhenti. 
Pemerintahan Ustman bin Affan Ra. berlangsung selama 
12 tahun. Pada paruh terakhir masanya, perasaan tidak puas 
dan kecewa tiba-tiba muncul di kalangan umat Islam 
terhadapnya. Perbedaan masa kepemimpinan Utsman bin 
Affan Ra. dengan kepemimpinan Umar bin Khatthab Ra. 
disebabkan karena ada fitnah dan hasutan dari Abdullah bin 
Saba’ Al-Yamani. Abdullah bin Saba’ salah satu kaum yahudi 
berpura-pura masuk Islam dengan menggunakan strateginya 
menyebarkan fitnah kepada kaum muslimin yang baru masuk 
Islam, ia gemar berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat 
lainnya. Akhirnya pada tahun 35 H/1655 M, Utsman bi Affan 
Ra. dibunuh oleh kaum pemberontak yang sebelumnya 
berhasil dihasut oleh Abdullah bin Saba’. 
Pada tahun selanjutnya, pemerintahan Ustman bin 
Affan mulai goyah. Rakyat Kufah, Basrah dan Mesir mulai 
memprotes kepemimpinannya karena dinilai tidak adil. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakannya 
mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang 
terpenting di antaranya adalah Marwan ibn Hakam 
Rahimahullah. Marwan lah yang pada dasarnya dianggap 
oleh orang-orang tersebut yang menjalankan pemerintahan, 
sedangkan Utsman bin Affan Ra. hanya menyandang gelar 
Khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang 
menduduki jabatan penting, dia juga tidak tegas terhadap 
bawahan yang berbuat salah. Harta kekayaan negara, 
dibagi-bagikan oleh kerabat-kerabatnya tanpa pengawasan 
Ustman bin Affan Ra. Beberapa hal tersebut akibat fitnah 
yang ditebarkan oleh Abdullah bin Saba’. 
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Padahal Utsman bin Affan Ra. yang sesungguhnya 
berjasa membangun bendungan untuk menjaga dari 
besarnya arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-
kota. Dia juga membangun jalan, jembatan, masjid dan 
memperluas masjid Nabi di Madinah. 
 
D. Khilafah Ali Bin Abi Thalib  
Pengukuhan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah 
tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah 
pendahulunya. Ia di bai’at di tengah-tengah kekacauan 
karena kematian Ustman bin Affan Ra.. Pertentangan dan 
kebingungan umat Islam Madinah terjadi sebab kaum 
pemberontak yang membunuh Ustman bin Affan Ra. 
mendaulat Ali bin Abi Thalib Ra. supaya bersedia dibai’at 
menjadi khalifah. 
Dalam pidatonya, khalifah Ali bin Abi Thalib Ra. 
memerintahkan agar umat Islam: 
1. Tetap berpedoman teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah 
rasul 
2. Taat dan bertaqwa kepada Allah serta mengabdi kepada 
negara dan sesama manusia 
3. Saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim 
dan umat lain 
4. Terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan 
umum, dan 
5. Taat dan patuh kepada pemerintah. 
Tidak lama setelah itu, Ali ibn Abi Thalib Ra. 
menghadapi Thalhah, Zubair dan Aisyah yang 
memberontak. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau 
menghukum para pembunuh Utsman bin Affan Ra., dan 
mereka menuntut pembelaan terhadap darah Utsman bin 
Affan Ra. yang telah ditumpahkan secara zhalim. Melihat 
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itu, Ali bin Abi Thalib Ra. berusaha menghindari terjadinya 
peperangan dengan mengirim surat kepada Thalhah dan 
Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan 
perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut 
ditolak. Akhirnya, pertempuran dahsyat pun berkobar. 
Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal (Unta), karena 
Aisyah Ra. dalam pertempuran itu menunggang unta, dan 
berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalhah 
terbunuh, sedangkan Aisyah Ra. ditawan dan dikirim 
kembali ke Madinah.  
Dengan demikian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 
Ra. berhasil melalui masa-masa paling kritis karena 
pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari 
pembunuhan Ustman bin Affan Ra. Kemudian Ali bin Abi 
Thalib Ra. menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar 
gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan 
Umar bin Khatthab Ra. pada setiap kesempatan. Sehingga 
ia bisa membenahi dan menyusun arsip negara untuk 
menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor 
pemerintahan negara, serta mengkoordinir polisi dengan 
menetapkan tugas-tugas mereka. Setelah Ali bin Abi 
Thalib Ra. berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, 
Thalhah, dan Aisyah, ternyata kebijaksanaan Ali bin Abi 
Thalib Ra. juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari 
para gubernur di Damaskus, Mu'awiyah Ra., yang 
didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa 
kehilangan kedudukan dan kejayaan.  
Ali bin Abi Thalib Ra. bergerak dari Kufah menuju 
Damaskus dengan sejumlah pasukan tentara yang besar untuk 
melawan pasukan Mu'awiyah Ra. di Shiffin. Pertempuran 
terjadi ini dikenal dengan Perang Shiffin. Perang Shiffin 
diakhiri dengan tahkim (arbitrase), tapi tahkim ternyata tidak 
94| Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah 
 
 
menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya 
golongan ketiga yaitu al-Khawarij. Al-Khawarij adalah orang-
orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib Ra. 
Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib Ra. 
umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu 
Mu'awiyah, Syi'ah (pengikut Abdullah bin Saba’ al-yahudi) 
yang menyusup pada barisan tentara Ali bin Abi Thalib Ra., 
dan al-Khawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin 
Abi Thalib Ra.). Keadaan ini tidak menguntungkan Ali bin Abi 
Thalib Ra. Munculnya kelompok al-Khawarij menyebabkan 
tentaranya semakin lemah, sementara posisi Mu'awiyah Ra.  
semakin kuat. Pada tanggal 20 ramadhan 40 H (660 M), Ali bin 
Abi Thalib Ra. terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij 
yaitu Abdullah bin Muljam. 
Harus diakui ada beberapa kasus dan peristiwa pada 
masa khalifah Ustman bin Affan Ra. dan Ali bin Abi Thalib 
Ra. yang tidak menyenangkan. Tapi perlu dicatat beberapa 
hal yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sebagai 
tauladan dalam memimpin negara Madinah.  
Pertama, pengangkatan empat orang sahabat Nabi 
menjadi Khalifah, dipilih dan diangkat dengan cara yang 
berbeda. Pertama, pemilihan bebas secara terbuka 
dilakukan melalui forum musyawarah dengan tidak 
mengikutsertakan calon. Karena sebelumnya Rasulullah 
Saw. tidak pernah menunjuk siapa calon penggantinya. 
Cara ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar 
Ash-Shiddiq Ra. Di balai pertemuan Tsaqifah Bani 
Syaidah. Kedua, pemilihan dengan cara pencalonan atau 
penunjukan oleh Khalifah sebelumnya dengan 
mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan para 
sahabat terkemuka yang selanjutnya memberitahukan 
kepada umat Islam, dan mereka menyetujuinya. 
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Penunjukan dilakukan tanpa ada unsur atau hubungan 
kekeluargaan. Sebagaimana yang pernah dilakukan saat 
penunjukan Umar bin Khatthab Ra. oleh Abu Bakar Ash-
Shiddiq Ra. Ketiga, pemilihan tim atau Majelis Syura yang 
dibentuk khalifah. Anggota suatu tim bertugas memilih 
salah satu dari beberapa orang menjadi khalifah. 
Sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Ustman 
bin Affan Ra. oleh Khalifah Umar bin Khatthab Ra. yang 
beranggotakan enam orang. Keempat, pengangkatan 
spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat 
pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang 
membunuh Ustman bin Affan Ra. sebagaimana yang 
dilakukan kaum pemberontak dan umat Islam di Madinah 
kepada Ali bin Abi Thalib Ra. 
Kedua, Khulafaur Rasyidin tidak memiliki konstitusi 
khusus sebagai dasar pemerintahan dan pedoman 
penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undangnya adalah 
al-Qur’an dan Sunnah Rasul, hasil ijtihad khalifah, dan 
keputusan Majelis Syura. 
Ketiga, Khulafaur Rasyidin tidak memiliki ketentuan 
terkait masa jabatan bagi masing-masing khalifah dalam 
pemerintahan. Mereka tetap menjabat selama berpedoman 
kepada syariat Islam.  
Keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara Madinah Khulafaur Rasyidin telah melaksanakan 
prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi semua lapisan 
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip 
kebebasan berpendapat, prinsip keadilan sosial dan 
kesejahteraan rakyat.  
Kelima, dasar dan pedoman penyelenggaraan 
pemerintahan negara Madinah adalah al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul, hasil ijtihad penguasa, dan hasil keputusan Majelis 
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Syura. Karenanya corak negara Madinah pada periode 
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Pada periode seabad setelah wafatnya Nabi Muhammad 
Saw., wilayah yang didiami dan dikuasai oleh umat Islam telah 
diperluas sampai ke Pyren dan Maroko di Barat serta Punjab 
dan dekat Samarkan di Timur. Meskipun wilayah kekuasaan 
Islam sudah seluas itu, jabatan khalifah masih dipahami dalam 
terma yang sama dengan kepala dalam satu suku pengembara. 
Kepala suku bangsa pengembara pada periode pra-Islam 
disebut Sayyid yang setiap cabang suku dapat memiliki 
seorang pemimpin. Sayyid pada setiap tingkat memiliki 
kekuasaan yang terbatas dan sedikit melampaui primus 
interperes. Bahkan, dalam pengertian lebih jauh, setiap laki-laki 
dewasa menganggap dirinya sederajat dengan sayyid, dan akan 
merasa tersinggung apabila seorang sayyid lainnya 
memberinya perintah. Secara umum, sayyid tidak dapat 
memerintah anggota suku, tetapi hanya dapat membujuk 
melakukan sesuatu. Masalah-masalah yang belum diatur 
dalam adat-kebiasaan mereka, biasanya diputuskan dalam satu 
majelis atau dewan suku. Di sini, kepribadian seorang sayyid -
biasanya orang yang berusia tua dan keahlian pendekatannya 
memungkinkan dia dapat menggiring keputusan ke yang 
dikehendakinya. Anggota majelis yang berusia lebih muda 
menjadi ragu-ragu menentangnya, dan bahkan tidak berani 
membuka mulut. Seorang sayyid memiliki tanggung jawab 
khusus, untuk memantau hubungan-hubungan keluar 
sukunya, dan informasi yang diperolehnya selama 
menjalankan tugas tersebut dapat membantu memecahkan 
98| Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah 
 
 
berbagai masalah. Kewenangan sayyid juga dibatasi oleh 
kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang diberikan 
kepada orang-orang tertentu. Kepemimpinan dalam perang 
biasanya diberikan melalui suatu keputusan khusus, dan 
biasanya berlaku untuk satu periode saja. Umumnya, 
sebagaimana yang akan terlihat kemudian, bukan sayyid yang 
ditunjuk sebagai panglima perang.  
Sebelum suatu rencana dilaksanakan, terlebih dahulu 
harus dikonsultasikan kepada kahin (peramal), dan untuk 
maksud ini, beberapa kewenangan diberikan kepada sang 
kahin dengan biaya yang dibebankan kepada sayyid. Pada 
akhirnya, berbagai perselisihan yang menyangkut hukum 
adat atau kebiasaan yang ada harus dipecahkan. Jika 
kebijakan sayyid mendapat penghargaan, perselisihan-
perselisihan antar golongan yang terjadi dalam sukunya 
akan dihadapkan kepadanya. Namun, dalam kasus lain, jika 
sayyid tidak sepenuhnya dihargai, penyelesaian perselisihan 
diserahkan kepada orang yang bijaksana dan ikhlas yang 
sudah diterima oleh publik sebagai hakam. 
Sekalipun khalifah Dinasti Umayyah merupakan 
penguasa wilayah yang sangat luas, di Damaskus tetap ada 
orang-orang terkemuka bangsa Arab yang diharapkan dapat 
diminta pendapatnya tentang banyak masalah oleh khalifah, 
sebagaimana halnya dengan orang-orang terkemuka dalam 
sebuah suku yang diminta pendapatnya oleh sayyid pada 
masa pra-Islam. Dalam banyak segi, kenyataan ini 
menyebabkan khalifah mengalami kesulitan meneruskan 
suatu kebijaksanaan secara mantap, khusus dalam periode 
setengah abad terakhir pemerintahan Dinasti Umayyah 
karena terjadinya persaingan antara dua kelompok suku di 
kalangan bangsa Arab. Jika seseorang menyadari sifat dasar 
kelembagaan kemajuan yang dominan di masa Dinasti 
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Umayyah, tidak bisa tidak, yang bersangkutan harus 
menghormati prestasi yang mereka capai. Mu'awiyah 
sendiri adalah seorang keuntungan tertentu yang tidak 
dimiliki oleh sayyid. Salah satu di antaranya ulung. Khalifah 
pada masa itu memiliki yang penting adalah khalifah 
merupakan pemimpin perang, suatu posisi diwarisi dari 
Muhammad. Posisi seperti itu menyebabkan khalifah 
memiliki hak untuk menentukan dan mengangkat 
pembantunya di daerah-daerah taklukan. 
Wewenang khalifah dalam masalah hukum juga tidak 
dipersoalkan. Deranan para pejabat arbiter atau hakam yang 
terdiri dari orang-orang yang berusia lanjut berakhir secara 
alamiah. Adanya penaklukan ke berbagai daerah 
menyebabkan muncul kondisi baru yang lebih kompleks. Hal 
ini mengandung arti, prinsip-prinsip kebiasaan yang berlaku di 
daerah padang pasir tidak bisa lagi dipertahankan lebih lama. 
Dalam perjalanan waktu, kebijakan para hakam kemudian 
digantikan oleh 'pengetahuan' para sarjana dalam sebuah 
‘Lembaga Keagamaan' baru. Sementara, pemerintahan harus 
terus dijalankan seiring munculnya banyak perselisihan yang 
dalam Konstitusi Madinah ditetapkan bahwa perselisihan 
diserahkan kepada Muhammad; berlaku pada tahun-tahun 
terakhir hayatnya Muhammad. 
Praktik ini diteruskan pada zaman para khalifah, 
penyerahan penyelesaian perselisihan kepada para arbiter 
(hakam) juga terus berlanjut, tetapi frekuensinya semakin 
lama semakin berkurang, atau lebih tepat jika dikatakan 
bahwa pilihan untuk pemegang fungsi arbiter secara 
alamiah jatuh kepada khalifah dan gubernur atau wakil dari 
keduanya. Secara khusus, jabatan hakim qadhil muncul pada 
masa Dinasti Umayyah. Pada awalnya, seorang pejabat 
pemerintah dapat menangani perselisihan yang ada, 
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sebagaimana halnya dia menangani tugas-tugas lainnya. 
Tidak ada badan tertentu yang ditunjuk untuk menangani 
masalah-masalah hukum, dan setiap pejabat pemerintah 
(khalifah atau gubernur) membuat keputusan menurut apa 
yang dianggapnya tepat, dan sampai batas-batas tertentu 
diyakini sesuai dengan hukum-hukum al-Qur’an dan 
sepanjang dia pahami dengan baik. Contoh-contoh yang 
dikembangkan oleh Muhammad serta para pendahulunya 
menjadi rujukan untuk memecahkan berbagai perkara. 
Sesuai dengan perkembangan waktu, jabatan hakim 
kemudian menjadi satu jabatan yang secara penuh terpisah 
dari jabatan kepala pemerintahan, tetapi dasar pengambilan 
keputusannya tetap sama. Namun, secara bertahap mulai 
muncul orang-orang yang dapat disebut sebagai ‘spesialis’ 
di antara para hakim-hakim tersebut. 
Sebutan spesialis tersebut tidak diperoleh melalui 
suatu latihan teknis, tetapi melalui upaya penekunan dan 
pencurahan perhatian terhadap masalah-masalah hukum 
serta menciptakan forum pendalaman di antara mereka. 
Khalifah juga terlibat dalam penguasaan kekayaan negara, 
dia misalnya mendapat seperlima bagian dari hasil 
rampasan yang diperoleh dalam satu ekspedisi militer, sewa 
dari keseluruhan daerah-daerah yang telah ditaklukan, 
kemudian pajak perolehan hak pilih dan pungutan-
pungutan wajib lainnya dari kelompok-kelompok yang 
mendapat perlindungan.1  
 
↜oOo↝  
                                                 
1 Watt, Islam Politic and Thought (London Publiher, 1968), hlm. 63-
66. 
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Dari uraian tentang sejarah pemerintahan atau siyasah 
syar'iyah pada masa Nabi Muhammad hingga masa 
Khulafaur Rasyidin, secara substansial menurut Nurol Aen 
dapat disimpulkan bahwa setelah Nabi wafat, kekhalifahan 
selanjutnya dipegang oleh para sahabat. Pada periode ini, 
kekuasaan Islam telah meluas ke luar semenanjung Arabia. 
Akibatnya, kasus-kasus baru yang tidak pernah terjadi pada 
masa Nabi banyak bermunculan. Untuk menyelesaikan 
kasus-kasus ini, para sahabat mencari penyelesaian dengan 
nash-nash syara'. Apabila dalam nash-nash tersebut tidak 
ditemukan solusinya, mereka melakukan ijtihad. Faktor 
inilah yang menyebabkan munculnya berbagai as-siyasat asy-
syar'iyat yang tidak berdasar pada dalil-dalil syara' yang juz'i 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan 
manusia. Dan sejak itu pula as-siyasat asy-syar'iyat ini 
mendapat perhatian yang cukup besar dari para sahabat. 
Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini: Pertama, 
pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. menjadi khalifah 
terjadi kekhawatiran bercampurnya al-Qur’an dengan al-
Hadis serta gugurnya para sahabat penghafal al-Qur’an 
pada masa Perang Yamamah. Atas saran Umar bin 
Khaththab Ra., Abu Bakar menerima untuk 
mengodifikasikan ayat-ayat al-Qur’an yang berserakan itu 
ke dalam satu mushhaf. Dengan adanya usaha yang terpuji 
ini, manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang, 
setidaknya umat Islam tahu inilah al-Qur’an yang 
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diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Kedua, sejarah telah 
mencatat bahwa Umar bin Khaththab Ra. adalah khalifah 
yang banyak sekali melakukan as-Siyasat asy-Syar'iyat. Di 
antaranya, Umar pernah menerapkan bea impor atas dasar 
keseimbangan. Ketiga, pedagang-pedagang non-muslim 
mengenakan bea impor kepada pedagang-pedagang 
muslim. Peristiwa ini terjadi ketika Gubernur Abu Musa 
memberitahukan kepada Umar bin Khattab Ra. bahwa 
pedagang-pedagang non-muslim memungut bea impor 
sebanyak sepuluh persen. Umar berkata, "Ambillah juga dari 
mereka sebagaimana mereka mengambil dari perdagangan 
orang muslim”. Siyasat Umar lainnya yang menarik untuk 
dikaji. Keempat, memberlakukan hukum potong tangan 
terhadap pencuri-pencuri unta pada situasi kelaparan, 
bahkan Umar menghukum pemilik-pemilik unta untuk 
membayar dua kali lipat dari harta unta yang dicuri. Hal ini 
dikarenakan adanya dharurāt dan syubuhāt Betapa 
bijaksananya Umar dalam memimpin rakyat pada saat itu, 
sehingga ia selalu memutuskan perkara secara rasional. 
Kelima, di antara siyasat Khalifah Utsman bin Affan Ra. yang 
dirasakan manfaatnya sampai sekarang adalah keberhasilan 
beliau mempersatukan umat Islam atas satu mushhaf, dan 
disebarkan mushhaf itu serta dibakar mushhaf lainnya. Bila 
penyatuan mushhaf ini tidak dilakukan oleh Usman, niscaya 
akan terjadi perselisihan bacaan ayat-ayat al-Qur’an di 
kalangan kaum muslim. Keenam,1 di antara siyasat Ali dapat 
diketahui ketika beliau ditanya tentang iddah wanita hamil 
yang ditinggal mati oleh suaminya. Ali memutuskan bahwa 
wanita hamil itu harus mengambil iddah yang terpanjang 
kesucian rahim si wanita tersebut. Di antara iddah hamil dan 
                                                 
1 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 56. 
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mati, demi lebih memelihara. Hal lain yang perlu dicatat 
bahwa pada periode ini, produk-produk hukum para 
sahabat sebagai pemegang kekhalifahan tidak banyak 
berbeda dengan produk hukum para fuqaha, kedua produk 
hukum mereka umumnya sejalan. Kalau ternyata ada 
perbedaan dalam memproduk hukum, mereka 
menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Setelah periode 
sahabat berlalu, berikutnya adalah periode mujtahid al-
fuqaha. Pada periode ini para mujtahid melakukan ijtihad 
dengan metode tersendiri. Mereka menetapkan dan 
mempertahankan syarat dan aturan yang diakui syara'. Hal 
ini didorong oleh kehendak mereka kuat untuk tetap 
berpegang teguh kepada dalil-dalil syara' yang juz'i, serta 
didorong oleh keterikatan mereka dengan pendapat-
pendapat pendahulunya. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan bila pada periode ini kebebasan para 
mujtahid menjadi semakin sempit. Mereka kurang 
mempertimbangkan al-maslahat al-mursalat sebagai salah satu 
alternatif pemecahan hukum dalam menghadapi kasus-
kasus baru yang tidak pernah terjadi pada zaman 
Rasulullah, padahal para sahabat Nabi menggunakan al-
maslahat al-mursalat dalam istinbāth al-ahkam dengan tidak 
berdasar pada ketetapan syara' yang mengakui atau 
membatalkannya. Atas kejadian ini, kekuasaan peradilan 
dalam lapangan tasyri' semakın sempit dan terikat untuk 
menetapkan suatu peristiwa yang kadang-kadang di 
dalamnya terkandung kemaslahatan umat. 
Dalam berbagai keadaan, para mujtahid yang 
merasakan kesulitan dan kesempitan dengan berbagai ikatan 
dan kaidah yang telah mereka buat, ingin melepaskan 
keterbelengguan ini dengan cara mengakui istihsan. Sebagai 
contoh, akad al-muzara'at atas ketentuan ijtihad mereka 
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adalah batal, tetapi setelah mereka melihat pentingnya al-
muzara'at ini mereka membolehkannya dengan metode 
istihsān ini. Padahal, istihsan ini adalah bagian dari ruh al-
ijtihad al-fithri yang pernah dilaksanakan oleh ulama salaf. 
Dengan dikesampingkan al-maslahāt al-mursalāt serta 
dibatalkannya berbagai bukti lain dalam pembentukan 
hukum peradilan dan kemudian dibuat metode tertentu 
untuk tercapainya kebenaran, hukum Islam tampak semakin 
terpojok dan tidak mendapat keleluasaan untuk mengatur 
negara dalam rangka meraih kemaslahatan umat. Atas dasar 
pertimbangan ini, permerintah mengambil kebijaksanaan-
kebijaksanaan dari berbagai aturan dan perundang-
undangan yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan 
manusia dengan tidak terikat kepada pendapat-pendapat 
imam mujtahidin. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika 
pada periode ini, muncul dua macam hukum. Pertama, 
hukum-hukum yang digali oleh para mujtahid al-fuqaha dari 
kaidah-kaidah yang mereka buat. Kedua, hukum yang digali 
oleh pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan 
manusia dengan tidak melanggar dalil kulli dan juz'i. 
Dengan dikesampingkannya pendapat para mujtahid 
al-fuqaha tersebut, tampaknya pemerintah melihat bahwa 
produk hukum para mujtahid itu tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman dan tempat serta tidak membawa 
kemaslahatan manusia. Setelah keadaan di atas, lahirnya 
masa taklis, yakni ditutupnya pintu ijtihad yang berakibat 
menyempitnya hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya anjuran dari para mujtahid untuk mengikuti dan 
melaksanakan produk-produk hukum para imam mujtahid 
pendahulunya dengan tidak melihat sedikit pun adanya 
perubahan dan perbedaan situasi dan kondisi yang ada. 
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Karena adanya anjuran para mujtahid ini, jurang 
pemisah antara Geb dengan kemaslahatan semakin tajam 
dalam berbagai persoalan kehidupan manusia. Faktor 
inilah yang menyebabkan pemerintah ketika itu tidak 
memerhatikan lagi fiqh yang tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman dan tempat, dan sebagai gantinya 
dicarikan aturan hukum dari dalil-dalil kulli yang 
permanen dan universal dalam rangka meraih 
kemaslahatan dan menolak kemudharatan demi 
tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Dengan demikian, dengan ditutupnya pintu ijtihad 
pada periode ini, ada dua produk hukum. Pertama, produk 
hukum-hukum mujtahid al-fuqaha yang lama, yang tidak 
dapat melayani kebutuhan umum masyarakat. Kedua, 
produk hukum dari pemerintah yang sesuai sehingga 
dapat melayani kebutuhan umum masyarakat. Dari 
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa: Pertama, 
pada beberapa peristiwa terbukti bahwa produk-produk 
hukum Nabi seluruhnya merealisasikan kemaslahatan. 
Kedua, as-siyasat asy-syar'iyat sebagai salah satu alternatif 
pemecahan hukum untuk berbagai kasus baru yang 
timbul, setelah Nabi wafat, terbukti memberikan andil 
yang besar dalam perkembangan sejarah at-tasyri' al-
islāmi. Ketiga, Sejarah membuktikan bahwa Islam memiliki 
pembagian kekuasaan pemerintahan yang unik di mana 
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa 
ditangani dan berada pada diri seorang khalifah. Pada 
periode sahabat, hukum-hukum yang diproduk oleh as-
siyasāt asy-syar'iyat para sahabat terbukti sejalan dengan 
produk-produk hukum para fuqaha, namun pada periode 
mujtahid, produk-produk hukum pemerintah dengan 
berbagai as-siyasat asy-syar'iyat-nya tidak seluruhnya 
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sejalan dengan produk-produk fuqaha, sekalipun pada 
periode ini, pintu ijtihad tetap terbuka. Berbeda dengan 
periode mujtahid, pada periode taklid pintu ijtihad 
ditutup, dan sebagian besar produk hukum fuqaha tidak 
sejalan dengan produk hukum pemerintah. 
 
↜oOo↝  




SEJARAH LAHIRNYA FIRQOH  
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Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda: 
 
“Orang-orang Yahudi terpecah ke dalam 71 atau 72 golongan, 
demikian juga orang-orang Nasrani, dan umatku akan terbagi 
ke dalam 73 golongan.” (HR. Sunan Abu Daud). 
 
“Umatku akan menyerupai Bani Israil selangkah demi 
selangkah. Bahkan jika seseorang dari mereka menyetubuhi 
ibunya secara terang-terangan, seseorang dari umatku juga 
akan mengikutinya. Kaum Bani Israil terpecah menjadi 72 
golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 
seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk 
surga.”(HR. Sunan Tirmizi). 
 
Melalui hadits tersebut, kita dapat melihat kebenaran 
Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah telah 
mengetahui jika di kemudian masa akan muncul berbagai 
aliran di antara golongan umat Islam. 
Kemudian siapakah satu golongan yang akan masuk 
surga menurut Rasulullah? Rasulullah bersabda: “Kami (para 
sahabat) bertanya, “yang mana yang selamat?” Rasulullah Saw. 
menjawab, “Yang mengikutiku dan para sahabatku.” (HR. Imam 
Tirmizi). Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, “Demi Tuhan yang 
memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya, akan terpecah umatku 
sebanyak 73 firqah, yang satu masuk syurga dan yang lain masuk 
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neraka.” Bertanya para sahabat: “sipakah (yang tidak masuk neraka) 
itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: “Ahlussunnah wal Jamaah.” 
Ketika Rasulullah mulai menyiarkan ajaran Islam di 
Mekkah, kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan yang 
terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem 
pemerintahan dijalankan melalui majelis yang anggotanya 
terdiri atas kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan 
pengaruh mereka dalam masyarakat. 
Tetapi, pada saat Rasulullah diangkat menjadi 
pemimpin, Rasulullah mendapat perlawanan dari kelompok 
pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga 
kepentingan bisnisnya. Akhirnya, Nabi Muhammad Saw. 
bersama para pengikutnya terpaksa meninggalkan Mekkah 
dan pergi (hijrah) ke Yatsrib (sekarang bernama Madinah) 
pada tahun 622 M. ketika masih di Mekkah, Nabi 
Muhammad Saw. hanya menjadi pemimpin agama. Setelah 
hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu 
sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan Islam 
pertama, yakni dengan berdirinya negara Islam Madinah. 
Ketika Nabi Muhammad Saw. wafat pada 632 M, 
daerah kekuasaan Madinah tidak sebatas kota itu saja, tetapi 
meliputi seluruh semenanjung Arabia. Negara Islam waktu 
itu, sebagaimana digambarkan oleh William Montgomery 
Watt dalam bukunya yang bertajuk Muhammad Prophet and 
Statement, sudah merupakan komunitas berkumpulnya 
suku-suku bangsa Arab. Mereka menjalin persekutuan 
dengan Muhammad Saw. dan masyarakat Madinah dalam 
berbagai bentuk. 
Sepeninggal Nabi Muhammad Saw. inilah timbul 
persoalan di Madinah, yaitu siapa pengganti beliau untuk 
mengepalai negara yang baru lahir itu. Dari sinilah, mulai 
bermunculan berbagai pandangan umat Islam. Sejarah 
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meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Siddiq lah yang 
disetujui oleh umat Islam ketika itu untuk menjadi 
pengganti Nabi Muhammad Saw. dalam mengepalai 
Madinah. Selanjutnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq digantikan 
oleh Umar bin Khattab. Kemudian, Umar digantikan oleh 
Utsman bin Affan. 
Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat 
khilafah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari 
Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa 
kepemimpinan Ali merupakan era kekacauan dan awal 
perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit 
perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Usman. 
Di masa pemerintahan khalifah keempat ini, perang 
secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi 
Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini 
telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. 
Sejarah mencatat, paling tidak ada dua perang besar pada masa 
ini, yaitu Perang Jamal (Perang Unta) yang terjadi antara Ali 
dan Aisyah yang dibantu Zubair bin Awwam dan Thalhah bin 
Ubaidillah serta Perang Siffin yang berlangsung antara 
pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. 
Faktor penyulut Perang Jamal ini disebabkan oleh 
adanya profokasi atau adu domba yang dilakukan oleh 
pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. 
Hal ini terjadi ketika pasukan Sayyidatina Aisyah datang ke 
madinah untuk mengajak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk 
mengusut pelaku pembunuhan Khalifah Utsman, karena 
kedatangan Aisyah disertai dengan pasukan yang banyak, 
Khalifah Ali mengira pasukan tersebut datang untuk 
melakukan peperangan sehingga Ali juga menyiapkan 
pasukan dan mengirim utusan untuk bertanya maksud dan 
tujuan pasukan yang datang tersebut. Setelah pasukan 
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Sayyidatina Aisyah menjelaskan maksud dan tujuannya 
datang ke Madinah untuk mengajak kerja sama pengusutan 
kasus pembunuhan Khalifah Utsman. 
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ali dan 
pasukannya merasa senang dan menyambut baik 
kedatangan pasukan Aisyah. Pada malam harinya ketika 
pasukan tersebut tidur di bawah tenda-tenda di kota 
Madinah, dalam kegelapan malam itu ada sekelompok 
orang yang menyelundup dalam dua pasukan Ali dan 
pasukan Aisyah yang sedang istirahat. Mereka ingin 
mengadu domba dengan cara melakukan peperangan 
rekayasa dalam kegelapan malam agar yang terdengar 
hanyalah suara pedang dan pertemburan sehingga terjadi 
kesalahpahaman di antara kedua belah pihak dan mengira 
kalau pasukan mereka sedang diserang oleh pasukan yang 
lainnya, sehingga terjadilah perang dahsyat pada kegelapan 
malam antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukan 
Sayyidatina Aisyah, perang ini dikenal dengan perang Jamal 
karena pasukan perangnya mengendarai unta. Zubair dan 
Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan 
Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. 
Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan 
timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, 
Muawiyah bin Abu Sufyan, yang didukung oleh sejumlah 
bekas pejabat tinggi di masa pemerintahan Khalifah Utsman 
yang merasa kehilangan kadudukan dan kejayaan. 
Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para 
penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan 
dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Murjiah, Muktazilah, 
Asy’ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, 
Jabbariyah, dan Qadariyah. Aliran-aliran ini pada awalnya 
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muncul sebagi akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu 
mengenai perbedaan pandangan dalam masalah 
kepemimpinan dan kekuasaan (aspek sosial dan politik). 
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan 
yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada 
politik menjadi persoalan keimanan. “kelompok Khawarij 
yang akhirnya menjadi penentang Ali menganggap bahwa 
Ali tidak melaksanakan keputusan hukum bagi pihak yang 
memeranginya sebagaimana ajaran al-Qur’an. Karena itu, 
mereka menuduh Ali kafir dan darahnya halal.” kata guru 
besar Filsafat Islam, Prof. Dr. Mulyadi Kartanegara kepada 
Republika. Sementara itu, kelompok yang mendukung Ali 
dan keturunannya (Syiah) melakukan pembelaan atas 
tuduhan itu. Dari sinilah, bermunculan berbagai macam 
aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan 
politik dan akidah (keimanan), muncul pula pandangan 
yang berbeda mengenai al-Qur’an (makhluk atau 
kalamullah), qadha dan qadar, serta sebagainya. 
 
↜oOo↝  







Pada saat Nabi Muhammad Saw. wafat, umat Islam akan 
memutuskan tentang siapakah yang akan menjadi khalifah. 
Semasa hidup, Nabi tidak pernah memberikan wasiat siapakah 
yang kelak akan menjadi penerusnya sebagai pemimpin. 
Musyawarah yang dilakukan antara Muhajirin dan Anshar 
memutuskan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang menjadi 
khalifah pertama setelah Nabi. Namun terdapat beberapa 
golongan yang tidak menyetujui hasil musyawarah tersebut. 
Mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penerus 
kekhalifahan, karena posisi dia sebagai ahlul bait (Keluarga 
Rasulullah, Ali adalah sepupu Rasulullah). Dari sinilah lahirlah 
golongan Syiah yaitu golongan pengikut Ali. Sebagai sepupu 
dan menantu Nabi, mereka menganggap Ali sebagai orang 
yang berhak menjadi khalifah. 
Menurut terminologi, kata Syiah tertuju kepada satu 
sekte (firqah) yang memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi 
Thalib adalah khalifah (pemimpin) pengganti Rasulullah 
tetapi gagal menjadi khalifah karena adanya musyawarah di 
Saqifah Bani Sa’idah antara kaum Anshar dan Muhajirin 
yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. 
Syiah lahir karena adanya sikap simpati dari 
sekelompok golongan terhadap Ali. Kecenderungan 
menganggap bahwa Ali ialah sahabat Nabi yang paling 
utama melekat pada golongan tersebut. Namun, akidah 
Syiah berpijak pada penghinaan, dan pengkafiran terhadap 
para sahabat Rasulullah Saw. 
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Satu di antara sekian kesesatannya, yaitu ikut 
fanatisme terhadap keimamahan Ali bin Abi Thalib. Lalu 
bergulir menjadi akidah (keyakinan) di kalangan Saba’iyah 
(para pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari 
Yaman sekaligus pelopor akidah Syiah), ke dalam bahasa 
yang pertama kali dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan 
dimulai pada Muhammad bin Al-Husaini Al-Mahdi. Inilah 
keyakinan di kalangan Syiah yang mewakili keyakinan sesat 
sebagai bentuk aqidah ar-raj’ah. 
Propagandis Syiah sering melakukan kampanye 
menggunakan penyatuan Sunni-Syiah, dengan tema Ukhwah 
Islamiyah. Sebenarnya ini hanya siasat kaum Syiah agar bisa 
diterima oleh kaum Sunni (Ahlussunnah wal Jama’ah). 
Sementara di Negara Iran sendiri, kaum Sunni tertindas dari 
berbagai segi, termasuk tidak mengizinkan sunni memiliki 
masjid sendiri. 
Setelah Khalifah Utsman bin Affan Wafat, umat Islam 
berani memba’iat Ali menjadi khalifah. Banyak pejabat masa 
pemerintahan Utsman yang dipecat oleh Ali. Selain itu, harta 
orang kaya yang pernah diberikan pada masa Utsman ditarik 
kembali. Karena kebijakan Ali banyak menimbulkan 
kekecewaan para pejabat yang sudah bekerja sejak masa 
Utsman maka terjadi beberapa penolakan terhadap kebijakan 
Ali, salah satunya yaitu pertentangan dari Muawiyah, 
Gubernur Damaskus sekaligus saudara Utsman. Penolakan 
dan pemberontakan ini berujung pada perang yang dikenal 
dengan Perang Shiffin, perang yang terjadi antara pihak 
Muawiyah dan pihak Ali, dalam peperangan ini kedua belah 
pihak ini mengadakan tahkim atau kesepakatan untuk 
mengakhiri perang dan berdamai. Namun karena tahkim tidak 
menyelesaikan masalah, umat Islam terpecah menjadi tiga 
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kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah (pengikut Ali) dan 
Khawarij (golongan yang keluar dari barisan Ali). 
Setelah Ali terbunuh oleh golongan Khawarij dan 
pemerintahan Yazid (anak Muawiyah) naik tahta. Yazid 
menjalankan pemerintahan berinteraksi monarki (kerajaan). 
Kekhalifahan diperoleh dengan cara memperbaiki diplomasi 
dan tidak dengan pemilihan suara terbanyak. Satu pendapat 
mengatakan bahwa Yazid anak Muawiyah dari istri yang 
tidak sah (selir) sehingga kaum Syiah memutuskan Yazid 
menjadi khalifah. 
Saat Yazid naik tahta, penduduk Madinah diminta 
untuk mengambil sumpah untuk setia. Namun ada dua 
orang yang tidak mau bersumpah, yaitu Husein bin Ali dan 
Abdullah bin Zubair. Pada tahun 680 M Husein pindah dari 
Mekkah ke Kufah (Irak) atas permintaan golongan Syiah, 
lalu mereka (golongan Syiah) mengangkat Husein menjadi 
khalifah. Dalam pertempuran di Kuffah Husein terbunuh 
dan dimakamkan di Karbala. 
 
↜oOo↝  







Aliran Khawarij adalah aliran yang keluar dan 
memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka 
memandang Ali telah melakukan kesalahan besar. Mereka juga 
telah mengkafirkan Ali karena melakukan dosa besar berupa 
keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) dalam perang 
Siffin pada tahun 648 M dengan kelompok Muawiyah bin Abu 
Sufyan perihal persengketaan khalifah. Menurut aliran 
Khawarij, Ali termasuk orang yang keluar dari Islam karena 
kesalahan dan dosa besar tersebut dan wajib dibunuh. 
Khawarij adalah salah satu sekte yang memberi banyak 
pengaruh terhadap gerakan ekstremisme dalam tubuh Islam. 
Keberadaan mereka telah mengubah wajah Islam yang 
rahmatan lil alamin menjadi wajah yang intoleran, penuh 
dengan kekerasan dan kebencian terhadap sesama muslim. 
Para sejarawan berbeda pendapat tentang siapa 
sebenarnya yang pantas disebut sebagai Khawarij. 
Terjadinya perpecahan kaum muslimin pasca pembunuhan 
Khalifah Utsman bin Affan secara umum terbagi menjadi 
dua, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib, sang khalifah dan kubu 
yang terdiri dari kelompok Ummul Mukminin Aisyah dan 
pimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan. Kelompok Ummul 
Mukminin Aisyah berhasil tunduk dengan pemerintahan 
Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Perang Jamal yang 
berakhir dengan kemenangan pihak Ali bin Abi Thalib. 
Selanjutnya kubu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi 
penentang Ali dalam perang saudara berikutnya yang 
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dikenal dengan Perang Shiffin. Pada akhir perang ini 
terjadilah yang namanya arbitrase (tahkim) antara dua kubu 
yang bertikai. Hasil akhir arbitrase ini justru membawa 
kemenangan pihak Muawiyah sehingga dia diangkat 
menjadi khalifah selanjutnya (As-Suyuthi, Tarikh al-
Khulafa’, hlm 15). Pasca arbitrase ini Ali bin Abi Thalib 
sendiri tampak enggan mempertahankan statusnya sebagai 
khalifah. Hal ini membuat sebagian besar pengikut Ali bin 
Abi Thalib kecewa dan keluar dari barisan sekaligus mulai 
memerangi Ali. Kelompok inilah yang yang kemudian 
dikenal dengan dengan Khawarij. 
Kelompok Khawarij menganggap Muawiyah sebagai 
orang yang telah kafir dengan alasan Muawiyah telah 
melawan khalifah yang sah. Tetapi di waktu yang sama 
mereka juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena 
menerima hasil Arbitrase. Mereka menganggap semua 
golongan telah kafir kecuali kelompok mereka sendiri. 
Definisi Khawarij seperti di atas merupakan definisi secara 
sempit sehingga bisa dikatakan bahwa Khawarij sudah tidak 
ada lagi selepas matinya seluruh penentang Ali tersebut.  
Pendapat lainnya mendefinisikan Khawarij secara 
lebih luas sehingga mencakup seluruh golongan atau siapa 
pun yang keluar dari dari kubu penguasa yang sah, 
misalnya As-Syahrastani yang berpendapat bahwa 
Khawarij adalah setiap orang yang keluar menentang 
pemimpin yang sah yang telah diputuskan oleh masyarakat 
disebut sebagai Khawarij, baik penentang itu terjadi di 
masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau terjadi setelah 
mereka terhadap para tabiin yang baik dan para pemimpin 
di setiap zaman.1  
                                                 
1 Asyahrastani, al-Milal wa Nihal (Libanon: Dar al-Fikr, TT) hlm. 114. 
Aliran Khawarij |117 
 
 
Dengan definisi yang dikemukakan oleh As-Syahrastani 
ini, maka bisa dikatakan bahwa golongan Khawarij masih tetap 
ada sampai saat ini. Seluruh kelompok pemberontak di suatu 
negara dapat dikatakan Khawarij karena telah melawan 
pemimpin yang sah negara tersebut. Dari dua definisi yang 
telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya 
Khawarij adalah sebuah gerakan politik bukan gerakan agama, 
sebab yang menjadi sorotan utama golongan tersebut adalah 
masalah kepemimpinan politik, namun gerakan ini memakai 
isu-isu agama untuk melawan pemerintah. 
Beberapa nama Khawarij yang dikenal di antaranya 
adalah Al-Hururiyah karena markas mereka yang pertama 
terletak di Hurura’. Mereka juga dikenal dengan as-Syurah 
yang secara harfiah memiliki arti “para pembeli” sebab 
mereka memiliki jargon “kami membeli surga dengan diri 
kami”. Selain itu mereka juga memiliki julukan yang 
sepintas terdengar positif dan netral yakni al-Muhakkimah 
karena mereka berpendapat bahwa “tak ada hukum kecuali 
milik Allah”. Mereka juga dijuluki al-Mariqah yang berarti 
kelompok yang menjauh dari agama dikarenakan 
keberadaan mereka selalu diidentikkan orang-orang yang 
oleh Nabi disebut menjauh dari agama seperti melesatnya 
anak panah dari busurnya. 
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Aliran Murji’ah adalah aliran yang berpendapat bahwa 
orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin dan bukan 
kafir. Adapun mengenai dosa besar yang dilakukannya, hal itu 
menjadi keputusan Allah apakah mau mengampuni atau 
menghukumnya. Asal usul kemunculan aliran ini adalah 
ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan 
Muawiyah bin Abu Sufyan dilakukan arbitrase (tahkim) atas 
usulan Amr bin Ash, seorang laki-laki utusan Muawiyah. 
Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, 
yang pro dikenal dengan Syi’ah dan yang kontra dikenal 
dengan Khawarij. Mereka (Khawarij) berpandangan bahwa 
tahkim bertentangan dengan ajaran al-Qur’an, dengan artian 
tidak bertahkim dengan hukum Allah. Oleh karena itu mereka 
memiliki pandangan bahwa melakukan tahkim adalah dosa 
besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir. 
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kaum 
Khawarij pada mulanya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib 
namun kemudian berbalik arah menjadi musuh dan 
memerangi Ali. Karena ada perlawanan ini, pendukung setia 
Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan bertambah kuat dalam 
membela Ali dan akhirnya mereka merupakan golongan lain 
dalam Agama Islam yang dikenal dengan nama Syi’ah. 
Dalam suasana pertentangan antara Khawarij dan 
Syiah inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap 
netral dan tidak ikut dalam praktek kafir mengkafirkan 
sesama muslim seperti yang sedang terjadi dalam golongan 
yang bertentangan ini. Bagi mereka sahabat-sahabat yang 
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bertentangan ini merupakan orang yang dapat dipercaya 
dan tidak keluar dari jalan yang benar, oleh karena itu 
mereka tidak berpendapat siapa sebenarnya yang salah dan 
keluar dari Islam. Mereka lebih memilih menunda (irja’a) 
yang berarti penyelesaian persoalan ini kelak akan 
diputuskan di hari perhitungan di hadapan Tuhan. 
Gagasan irja’ atau arja’ yang awalnya dikembangkan 
oleh sebagian sahabat dengan tujuan untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian 
politik pada akhirnya berpindah pada permasalahan 
ketuhanan (teologi) yaitu persoalan dosa besar yang 
ditimbulkan kaum Khawarij, mau tidak mau pada gilirannya 
menjadi perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau 
kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi pelaku dosa 
besar, kaum Murji’ah menjatuhkan hukum mukmin. 
Pendapat menghukuman kafir yang dilakukan oleh 
kaum Khawarij terhadap pelaku dosa besar akhirnya 
ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut 
Murji’ah yang berpendapat bahwa palaku dosa besar tetap 
mukmin dan tidak kafir, sementara mengenai dosanya 
diserahkan kepada keputusan Allah kelak, apakah Dia akan 
mengampuninya atau tidak. Aliran Murji’ah menangguhkan 
penilaian terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa 
tahkim pada saat Perang Shiffin di hadapan Tuhan karena 
hanya Tuhan yang tahu mengenai keimanan sesorang. 
Demikian juga dengan orang mukmin yang melakukan dosa 
besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka karena 
selama seorang mukmin masih meyakini bahwa tiada tuhan 
selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah 
dengan kata lain telah bersyahadat yang menjadi dasar 
utama dari iman seseorang makan orang tersebut tetap 
dihukumi mukmin sekalipun telah melakukan dosa besar. 
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Pandangan golongan ini dapat dilihat dari kata 
Murji’ah itu sendiri yang berasal dari kata arja’ yang 
memiliki arti “orang yang menangguhkan, mengakhirkan 
dan memberikan pengharapan”. Menangguhkan berarti 
menunda soal siksaan seseorang di tangan Tuhan, yakni 
jika Allah memaafkan Dia akan langsung memasukkan ke 
dalam surga. Dan mengakhirkan dimaksudkan karena 
mereka memandang bahwa perbuatan atau amal 
merupakan hal yang nomor dua bukan yang pertama. Di 
samping itu ada yang berpendapat bahwa nama Murji’ah 
diberikan kepada mereka karena mereka memberi 
pengharapan bagi orang yang melakukan dosa besar untuk 
masuk surga. 
Golongan Murji’ah berpendapat bahwa yang terpenting 
dalam kehidupan beragama adalah aspek keimanan kemudian 
baru aspek amal. Jika seseorang masih beriman kepada Allah 
dan Rasulullah sekalipun dia telah melakukan dosa besar 
maka dia tetap dihukumi mukmin, terkait masalah hukuman 
bagi dosa besar yang telah diperbuat itu murni menjadi urusan 
Allah kelak di hari pembalasan. 
Pada umumnya kamu Murji’ah digolongkan menjadi 
dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan 
ekstrim. Tokoh-tokoh golongan moderat adalah Hasan bin 
Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah (Imam 
Hanafi), Abu Yusuf dan beberapa ahli hadits. Golongan 
moderat berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa 
besar bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka. Tetapi akan 
dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang 
dilakukannya, dan masih ada kemungkinan bahwa Tuhan 
akan mengampuni dosanya dan tidak dimasukkan ke dalam 
neraka sama sekali. Adapun yang termasuk dalam golongan 
ekstrim adalah al-Jahmiyah, ash-Shalihiyah, al-Yunusiyah, 
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al-Hasaniyah, al-Ghailaniyah, as-Saubaniyah, al-Marisiyah, 
dan al-Karamiyah. 
Pada dasarnya ajaran Murji’ah bersumber dari gagasan 
atau doktrin irja’at atau arja’a yang diaplikasikan dalam banyak 
persoalan, baik persoalan politik atau persoalan teologis. 
Dalam bidang politik, doktrin irja’ diimplementasikan dengan 
sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu 
diekspresikan dengan sikap diam dalam persoalan politik 
sehingga kelompok ini juga dikenal dengan julukan the queitists 
(kelompok bungkam).  
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Aliran ini tidak menerima kedua pendapat di atas 
(Khawarij dan Murji‟ah). Baginya, siapapun orang yang 
memiliki dosa besar ialah bukan termasuk orang kafir dan 
bukan termasuk orang mukmin akan tetapi berada di 
tengah-tengah yang disebut dengan al-manzilah bainal 
manzilatain. Aliran Mu‟tazilah merupakan aliran terbesar 
juga tertua. Aliran ini ikut berperan penting dalam sejarah 
pemikiran dunia Islam. Ajaran-ajaran pokok aliran ini yaitu 
tentang keesaan, keadilan, janji dan ancaman, tempat di 
antara dua tempat, dan yang terakhir menyuruh berbuat 
kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Kelompok 
Mu‟tazilah juga dikenal berpengaruh besar dalam sejarah 
Islam klasik. Kelompok ini sebenarnya sudah ada sejak 
masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, 
sebenarnya kelompok ini berkembang pada masa Dinasti 
Umayyah dan mencapai masa kematangan pada Dinasti 
Abbasiyah. Berbeda dari aliran Islam lain yang lahir dari 
konflik politik, kelompok Mu‟tazilah merupakan kelompok 
yang menjunjung tinggi rasionalitas dan memiliki semangat 
yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. 
Menurut Asy-Syahrastani aliran Mu‟tazilah ini 
berawal dari adanya peristiwa yang terjadi antara Washil 
bin Atha‟ dan Amr bin Ubaid dengan Hasan al-Basri (110 
H/768 M). Saat Washil menghadiri pengajian yang 
disampaikan oleh Hasan Al-Basri di masjid Basrah, Irak. 
Ketika itu datanglah seorang yang bertanya kepada Hasan 
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Al-Basri mengenai pendapat beliau tentang orang yang 
berdosa besar. Karena Hasan Al-Basri masih berpikir, 
akhirnya Washil bin Atha‟ mengungkapkan pendapatnya: 
“Saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar 
bukanlah mukmin dan tidak kafir.” 
Kemudian dia menjauhkan diri dari Hasan Al-Basri dan 
pergi ke tempat lain yang berada di pojok masjid. Di sana 
Washil bin Atha‟ mengulangi pendapatnya di hadapan para 
pengikutnya. Dengan adanya pertiwa tersebut Hasan Al-Basri 
berkata: “Washil menjauhkan diri dari kita (i’tazaala anna).” 
Menurut Asy-Syahrastanni, kelompok yang memisahkan diri 
dari Hasan al-Bisri pada peristiwa itu kemudian disebut 
kaum Mu‟tazilah.  
Doktrin yang dianut Mu‟tazilah biasa dikenal dengan 
al-ushul al-khamsah (Lima dasar-dasar pemikiran). Kelima 
ajaran Mu‟tazilah tersebut adalah at-Tauhid (Ketuhanan), al-
‘Adl (Keadilan Tuhan), al-Waad wa al-Wa’id (Janji dan 
ancaman Tuhan), al-Manzilah bain al-Manzilatain (Posisi di 
antara dua posisi) dan al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy al-
Munkar (menyerukan kepada kebaikan dan mencegah 
terhadap kemungkaran). 
Di antara tokoh pencetus lima prinsip dasar yang 
paling tersohor adalah Al-Jubba‟i. Harun Nasution mencatat 
bahwa Al-Jubba‟i menyatakan bahwa “Tuhan mengetahui 
dengan esensi-Nya”. Menurut Al-Jubba‟i arti pernyataan 
tersebut adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan tidak 
membutuhkan suatu sifat dalam bentuk pengetahuan atau 
keadaan mengetahui. Doktrin tauhid kaum Mu‟tazilah lebih 
lanjut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat 
menyamai Tuhan. Begitu juga dengan sebaliknya, Tuhan 
tidak sama dengan makhluk ciptaannya, Tuhan adalah 
immateri. Oleh karena itu tidak layak bagi Tuhan bila 
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diatribusikan dengan setiap materi atau makhluk. Apapun 
model yang mengkonstitusikan tubuh Tuhan itu tidak dapat 
diterima oleh akal dan tentunya mustahil.  
Konsep „Adl bagi golongan Mu‟tazilah adalah bahwa 
keadilan Tuhan sangat sesuai dengan porsinya. Artinya 
setiap kebaikan selalu lahir dan muncul dari Tuhan. 
Karena tidak mungkin jika Tuhan melakukan hal buruk 
dan kejahatan. Adapun keburukan selalu datang dari 
manusia. Dari cara pandang ini memiliki konsekuensi 
bahwa Tuhan tidak akan mengazab hamba yang tidak 
berbuat dosa dan tidak memberikan pahala bagi yang 
tidak melakukan kebaikan. 
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Aliran Jabariyah memiliki pendapat bahwa manusia 
tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak. 
Jadi menurut mereka semua yang dilakukan oleh manusia 
adalah kehendak Tuhan atau sudah menjadi qada dan qadar 
Tuhan secara penuh. 
Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabara yang berarti 
al-zamahu bi fi’lih, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam 
pekerjaannya. Artinya, manusia tidak memiliki kebebasan 
dan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 
meninggalkan sesuatu. Namun sebaliknya, ia terpaksa 
melakukan kehendak atau perbuatannya sebagaimana telah 
ditetapkan Tuhan sejak zaman azali. Dalam ilmu filsafat 
barat aliran ini disebut Fatalism atau Predestination. 
Paham Jabariyah berpendapat bahwa qada dan qadar 
Tuhan yang berlaku bagi segenap makhluk yang ada di alam 
raya ini tidaklah memberi peluang bagi kebebasan manusia 
untuk berkehendak sesuai dengan keinginannya. Aliran ini 
menganggap semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. 
Oleh karena itu menurut mereka, seseorang menjadi 
mukmin atau kafir adalah murni kehendak Tuhan. 
Jabariyah terbagi atas dua kelompok utama, yaitu: 
pertama, Jabariyah murni atau ekstrim yang dibawa oleh 
Jahm bin Shafwan, paham fatalisme ini beranggapan bahwa 
perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri 
manusia, tanpa ada kaitan sedikit pun dengan manusia, 
manusia tidak memiliki kekuasaan dan pilihan dalam 
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berkehendak. Manusia dipaksa sama dengan gerak yang 
diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Manusia 
dikatakan berbuat bukan dalam arti yang sesungguhnya, 
tetapi dalam arti majasi atau kiasan. Seperti halnya 
perbuatan yang berasal dari benda-benda mati seperti 
pohon yang berbuah, air yang mengalir dan matahari yang 
terbit dan terbenam. Selain itu, menurut mereka pahala dan 
dosa ditentukan sebagaimana halnya dengan semua 
perbuatan. Jika demikian, maka taklif atau pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab juga merupakan suatu 
paksaan. Misalnya ketika seseorang mencuri atau minum 
khamer, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendaknya 
sendiri, akan tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan 
yang menghendaki demikian. Dengan kata lain bahwa ia 
mencuri dan minum khamer bukanlah atas kehendaknya 
sendiri tapi Tuhanlah yang memaksanya untuk berbuat 
demikian. 
Kedua, Jabariyah moderat yang dibawa oleh Al-Husain 
bin Muhammad Al-Najjar. Dia berpendapat bahwa Allah 
berkehendak. Artinya bahwa Dia tidak terpaksa atau 
dipaksa. Allah adalah pencipta dari semua perbuatan 
manusia, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang 
salah, tetapi manusia mempunyai andil dalam perwujudan 
perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri 
manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-
perbuatannya. Dalam hal inilah yang disebut dengan kasb. 
Paham ini juga dibawakan oleh Dhirar bin „Amru. Ketika dia 
mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia pada 
hakikatnya diciptakan oleh Allah dan manusia pada 
hakikatnya manusia memiliki bagian untuk mewujudkan 
perbuatannya. Dengan demikian, menurutnya bisa saja 
sebuah perbuatan dilakukan oleh dua pelaku. 
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Paham Jabariyah moderat ini mengakui adanya 
intervensi manusia dalam perbuatannya karena manusia 
mempunyai bagian yang efektif dalam mewujudkan sebuah 
perbuatan atau tindakan. Manusia dalam paham ini tidak 
lagi berperan seperti wayang yang digerakkan oleh seorang 
dalang. Munculnya aliran ini memiliki kaitan erat dengan 
aliran-aliran kalam sebelumnya yakni Khawarij dan 
Murji‟ah, sementara itu dalam teologi Islam muncul seorang 
bernama Washil bin Atha‟ yang lahir di Madinah tahun 700 
M. Kemudian Washil bin Atha‟ mendirikan aliran baru, 
aliran ini berbeda dengan kedua aliran teologi sebelumnya 
yang dikenal dengan Mu‟tazilah. Pada masa inilah umat 
Islam mempunyai banyak kontak dengan keyakinan dan 
pemikiran dari agama-agama lain dan juga dengan filsafat 
Yunani. Sebagai akibat dari adanya kontak ini muncullah 
dalam Islam paham Qadariyah (free will dan free act) dan 
paham Jabariyah atau fatalisme. 
Paham Jabariyah lahir secara bersamaan dengan 
berkembangnya paham Qadariyah oleh para pengikutnya 
setelah kedua tokoh paham free will ini meninggal dunia. Di 
dalam buku yang berjudul Sahr al-’Uyun disebutkan bahwa 
paham Jabariyah ini berakar dari orang-orang Yahudi di 
Syam, lalu orang Yahudi ini mengajarkan pada sebagian 
umat muslim yang ada saat itu, setelah umat muslim 
mempelajarinya dari orang Yahudi mereka lalu 
menyebarkannya. Akan tetapi perkataan ini tidak berarti 
bahwa paham ini semata-mata muncul dan berakar dari 
Yahudi saja, karena sebelumnya orang Persia juga telah 
mengenal pemikiran tersebut. 
Golongan muslim yang pertama kali mengenalkan 
paham ini adalah Al-Ja‟d bin Dirham, akan tetapi waktu itu 
belum begitu berkembang. Kemudian Jahm bin Shafwan 
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dari Khurasan mempelajari paham ini dari al-Ja‟d bin 
Dirham dan kemudian menyebarluaskannya. Jahm dalam 
aliran ini ialah Jahm yang mendirikan aliran Jahmiyyah pada 
kalangan Murji‟ah. Sehingga paham Jabariyah ini juga 
identik dengan sebutan Jahmiyyah karena berkembang 
setelah disebarluaskan oleh Jahm bin Shafwan. Sebagai 
sekretaris Syuraih ibn Al-Harits, ia turut dalam gerakan 
melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan 
tersebut Jahm bin Shafwan ditangkap dan dihukum mati 
pada tahun 131 H. 
Perbedaan pandangan dan persepsi kedua paham ini 
juga digunakan dalam hal politik. Golongan Murji‟ah 
menganggap bahwa penderitaan rakyat di satu pihak dan 
kekejaman penguasa di pihak lain itu merupakan takdir 
yang memang sudah demikian adanya, seperti dinyatakan 
oleh Yazid bin Muawiyah ketika dia menerima kepala 
Sayyidina Husain bin Abi Thalib dibawa kepadanya di 
kemudian berkata dan langsung menyitir ayat al-Qur‟an QS. 
Ali Imran (3) ayat 26. 
 
Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, 
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendak. Di 
tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
  
Dengan mengemukakan ayat di atas ini, Yazid 
bermaksud mengatakan bahwa apa yang menimpa oleh 
Husain bin Ali yang dibunuh dengan kejam oleh serdadu 
Yazid bin Muawiyah dari Dinasti Umayyah itu adalah sudah 
kehendak dari Tuhan. Bukan kehendak Yazid dan 
serdadunya, hal itu dilakukan Yazid agar umat yang 
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mendukung Husain bin Ali tidak marah atau dendam pada 
Yazid karena itu merupakan takdir yang sudah ditentukan 
oleh Tuhan. Ajaran inilah yang sangat laku di suatu negara 
yang dikuasai oleh diktator tirani. Di antara ayat yang biasa 
dijadikan dasar dari aliran Jabariyah ini, misalnya:  
 
“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak 
pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di kitab 
(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 
  
Selain berbagai argumen teks, mereka juga 
menggunakan argumen-argumen rasio atau akal. Di antara 
dalail-dalil aqli yang digunakan aliran ini ialah: 
Sekiranya manusia menciptakan perbuatan-
perbuatannya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya 
berdasarkan pada kemauannya sendiri, tentulah perbuatan-
perbuatan itu bukan dengan kehendak Allah dan kekuasaan-
Nya. Karena mustahil berpautan dua kehendak dengan satu 
perbuatan dan menjadikan kekuasan Allah terbatas. Dan Allah 
mempunyai sekutu dalam perbuatan-Nya. Hal ini tidak sesuai 
dengan kebesaran Allah, padahal kekuatan dan 
kesempurnaan-Nya adalah mutlak. Jika dianggap manusia 
adalah pelaku yang mempunyai daya pilih apa yang disukai, 
tentu ilmunya meliputi segala perincian apa yang dibuatnya 
sedang Allah berfirman dalam QS. Al-Mulk (97) ayat 17: 
 
“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui 
(yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan); Dan Dia Maha 
Halus lagi Maha Mengetahui?.” 
 
Maka otomatis kalau manusia menciptakan segala 
perbuatannya dengan ikhtiarnya, tentu dia mengetahui 
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perincian dari perbuatan-perbuatannya itu. Ketika melangkah 
dia mengetahui apa yang akan terjadi dari langkahnya 
berikutnya, namun kenyataannya manusia tidak mengetahui 
perincian itu. Kalau begitu tidak dapat dikatakan kalau 
manusia memiliki kekuasaan dan kehendak dalam 
perbuatannya. Begitulah dalil akal yang mereka gunakan. 
Namun, segala perbuatan hanya dinisbatkan atau 
disandarkan kepada yang melaksanakannya bukan kepada 
yang menciptakannya. Sesungguhnya Allah menciptakan 
warna tapi Allah tidak memiliki warna dan Allah sendiri tidak 
bersifat dengan warna-warna itu. Berbagai argumen yang 
dapat diterima akal sehat saling bertentangan dengan argumen 
lainnya. Dalam sejarah teologi Islam, paham Jabariyah 
meskipun tidak identik dengan paham yang diajarkan oleh 
Jahn bin Shafwan atau dengan paham yang dibawa oleh Al-
Najjar dan Dirar, terdapat dalam ajaran Al-Asy‟ariyah. 
 
↜oOo↝  







Kaum ini meliki keterbalikan dengan kaum Jabariyah. 
Kaum ini berpendapat bahwa manusia memiliki 
kemerdekaan dan kebebasan dalam melakukan kehendak 
hidupnya. Jadi segala yang dilakukan oleh manusia berasal 
dari kehendak dan kekuatan manusia dalam melakukan 
pekerjaan atau tindakan.  
Pengertian Qadariyah secara etimologis berasal dari 
bahasa Arab, yaitu qadara yang memiliki arti kekuatan atau 
kemampuan. Adapun secara terminologi Qadariyah adalah 
suatu aliran yang dipercaya bahwa setiap perbuatan manusia 
tidak ada intervensi dari Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa 
setiap orang adalah pencipta dari kegiatan yang mereka 
lakukan sendiri. Ia dapat melakukan atau meninggalkan suatu 
pekerjaan atas kehendaknya sendiri.  
Kaum Qadariyah dalam istilah bahasa Inggris dikenal 
dengan nama free will dan free act. Mereka menggunakan 
dalil-dalil akal dan dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan Hadis) 
untuk memperkuat pendirian mereka. Mereka memiliki 
pandangan “kalau perbuatan manusia dijadikan atau 
diciptakan oleh Tuhan, buat apa ada balasan surga bagi yang 
berbuat baik, dan ada neraka bagi orang yang berbuat 
buruk? Padahal yang menciptakan perbuatan baik dan 
buruk adalah Allah sendiri.” 
Istilah Qadariyah dinisbatkan pada paham aliran ini 
bukan karena aliran ini mengajarkan percaya pada takdir, 
justru sebaliknya faham Qadariyah adalah faham yang 
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mengingkari takdir. Sejarah lahirnya aliran ini tidak 
diketahui secara pasti dan masih menjadi perdebatan. Akan 
tetapi menurut Muhammad Amin, ada sebagian ahli teolog 
yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali 
dimunculkan oleh Ma’bad Al-Jauhani dan Ghilan Ad-








AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH 
 
 
Golongan ini lahir atas reaksi paham-paham 
sebelumnya seperti Mu‟tazilah dan Qadariyah. Aliran ini 
salah satunya menjunjung tinggi kaidah at-Tasamuh 
(Toleran), tidak seperti Mu‟tazilah yang begitu keras dalam 
menyiarkan agama. Aliran ini tidak menjunjung tinggi-
tinggi kekuatan manusia dan juga tidak menyerahkan 
kekuatan sepenuhnya kepada Allah. 
As-Sunnah berasal dari kata sanna yasinnu dan yasunnu 
sannan, dan masnuun yaitu yang disunnahkan. Sedangkan 
sanna amr artinya menerangkan (menjelaskan) perkara. As-
Sunnah juga mempunyai arti at-Thariqah (jalan/metode/ 
pandangan hidup) dan as-Shirah (perilaku) yang terpuji dan 
tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.  
 
“Sungguh kamu akan mengikuti perilaku orang-orang 
sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi 
sehasta.” (HR. Bukhari Muslim).  
 
Dan Rasulullah juga bersabda sebagai berikut: 
 
“Barangsiapa memberi contoh suatu sunnah (perilaku) yang 
baik dalam Islam, maka baginya pahala kebaikan tersebut dan 
pahala orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa 
mengurangi sesuatu apa pun dari mereka. Dan barang siapa 
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Pengertian Jama’ah  
Secara bahasa (etimologi) jama‟ah diambil dari kata 
”jama’ah” yang berarti mengumpulkan sesuatu, dengan 
mendekatkan sebagian dengan sebagian lain. Sama dengan 
kalimat “Jama’tuhu” (saya telah mengumpulkan); “fajtama’a” 
(maka terkumpul). Dan kata tersebut berasal dari kata “ijtima” 
(perkumpulan), lawan kata dari “taffaruq” (perceraian) dan 
juga lawan kata dari “fueqoh” (perpecahan). 
Jama‟ah adalah sekelompok orang banyak atau 
dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul 
berdasarkan satu tujuan. Selain itu juga berarti kaum yang 
bersepakat dalam suatu masalah. (Lihat kamus bahasa: Lisanul 
„Arab, Mukhtaraarush Shihaah dan al-Qaamuusul Muhiith: 
(bab: Jama‟ah). Kelompok kaum muslimin mereka adalah 
pendahulu umat dari golongan para sahabat, tabi‟in dan orang-
orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari 
kiamat, dimana mereka berkumpul bedasarkan al-Qur‟an dan 
as-Sunnah dan mereka berjalan sesuai dengan yang telah 
ditempuh oleh Rasulullah baik secara lahir maupun batin. 
Allah telah memerintahkan kaum mukmin dan menganjurkan 
mereka agar berkumpul, bersatu dan tolong menolong. Allah 
melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan 
permusuhan. Allah Saw. berfirman: “Dan berpeganglah kamu 
semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” 
(Ali Imran: 103). 
Allah berfirman pula, “Dan janganlah kamu menyerupai 
orang-orang yang bercerai-cerai dan berselisih sesudah datang 
keterangan yang jelas kepada mereka.” (Ali Imran: 105). Nabi 
Saw. bersabda, “Sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 
tujuh puluh tiga (golongan), tujuh puluh dua tempatnya di dalam 
neraka dan satu tempatnya di surga, yaitu al-Jama’ah.” (Shahih 
Sunan Abi Dawud oleh Imam Al-Albani). (HR. Abu Dawud 
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No. 4597, Ahmat (IV/102), Al-Hakim (I/128), Ad-Darimi 
(II/241). Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh 
Imam Adz-Dzahabi dari Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. 
Dishahihkan pula oleh Syaikh Al-Albani. Lihat silsilah 
Ahadadiitsish Shahiihah no. 203. 204). 
Beliau juga bersabda, “Hendaknya kalian bersatu, dan 
janganlah bercerai berai karena sesungguhnya syaitan itu bersama 
seorang, dan dia dari dua orang lebih jauh. Barang siapa 
menginginkan di tengah-tengah surga, maka hendaknya ia berjama’ah 
(bersatu)” (HR Ahmad, dalam Musnadnya, dan dishahihkan 
oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sunnah karya Ibnu Abi 
„Ashim). (HR. At-Tirmidzi No. 2165, Ahmad (I/18), lafazh dari 
At-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab 
as-Sunnah karya Ibnu Abi „Ashim dan bersamanya kitab 
Zhilaalul Jannah fi Takhrij as-Sunnah no. 88. 
Seorang sahabat yang mulia bernama „Abdullah bin 
Mas‟ud Ra. berkata, “Al-Jama’ah adalah yang mengikuti 
kebenaran walaupun engkau sendirian.” (Diriwayatkan oleh Al-
Lalika-i dalam kitabnya, Syarah Ushul I‟tiqaad Ahlus 
Sunnah wal Jama‟ah). (Syarah Ushuulil I‟tiqaad karya Al-
Lalika-I no. 160 dan Al-Baa‟its „alaa Inkaaril Bida‟ wal 
Hawaadits hlm. 91-92, tahqiq oleh Syaikh Masyhur bin 
Hasan Salman). 
Jadi Ahlussunnah wal Jama‟ah adalah mereka yang 
berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Saw., para 
sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan 
mereka baik dalam aqidah, perkataan dan perbuatan, juga 
mereka yang istiqomah dalam ber-ittiba’ dan menjauhi 
berbuatan bid‟ah. Mereka itulah golongan yang menang dan 
senantiasa ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Oleh 
karena itu mengikuti para Salafush Shalih berarti akan 
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mendapatkan petunjuk, sedangkan yang berselisih 
terhadapnya berarti kesesatan. 
Ahlussunnah wal Jama‟ah mempunyai karakteristik 
dan keistimewaan, di antaranya: Pertama, mereka 
mempunyai sikap wasathiyah (pertengahan) di antara ifraath 
(melampaui batas) dan tafriith (menyia-nyiakan); dan di 
antara berlebihan dan sewenang-wenang, baik dalam 
masalah aqidah, hukum atau akhlaq. Maka mereka berada di 
pertengahan golongan-golongan lain sebagaimana juga 
umat ini berada di pertengahan antara agama-agama yang 
ada. Kedua, sumber pengambilan pedoman bagi mereka 
hanyalah al-Qur‟an dan as-Sunnah, merekapun juga 
memperhatikan keduanya dan bersikap taslim (menyerah) 
terhadap nash-nashnya dan memahaminya sesuai dengan 
manhaj Salaf. Ketiga, mereka tidak mempunyai iman yang 
diagungkan, yang semua perkataannya diambil dari 
meninggalkan apa yang bertentangan kecuali perkataan 
Rasulullah. Dan ahli sunnah itulah yang paling mengerti 
dengan keadaan Rasulullah baik perkataan dan 
perbuatannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling 
mencintai sunnah, yang paling peduli untuk mengikuti dan 
loyal terhadap pengikutnya. Keempat, mereka meninggalkan 
persengketaan dan pertengkaran dalam agama sekaligus 
menjauhi orang-orang yang terlibat di dalamnya, 
meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam 
permasalahan tentang halal dan haram. Mereka masuk ke 
dalam agama (Islam) secara total. 
Kelima, mereka mengagungkan para Salafush Shalih 
dan berkeyakinan bahwa metode Salah itulah yang lebih 
selamat, paling dalam pengetahuannya dan sangat 
bijaksana. Keenam, mereka menolak ta’wil (penyelewengan 
suatu nash dari makna yang sebenarnya) dan menyerahkan 
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diri kepada syari‟at dengan mendahulukan nash yang 
shahih daripada akal (logika) belaka dan menundukkan akal 
di bawah nash. Kedelapan, mereka memadukan antara nash-
nash dalam suatu permasalahan dan mengembalikan (ayat-
ayat) yang mutasyabihat (ayat-ayat yang mengandung 
beberapa pengertian atau tidak jelas) kepada yang muhkam 
(ayat-ayat yang jelas dan tegas maksudnya). Kesembilan, 
Mereka merupakan figur teladan orang-orang yang shalih, 
memberikan petunjuk ke arah jalan yang benar dan lurus, 
dengan kegigihan mereka di atas kebenaran, tidak 
membolak-balikkan urusan „aqidah kemudian bersepakat 
atas penyimpangannya. Mereka memadukan antara ilmu 
dan ibadah, antara tawakal kepada Allah dan ikhtiar 
(berusaha), antara berlebih-lebihan dan wara’ dalam urusan 
dunia antara cemas dan harap, cinta dan benci, antara sikap 
kasih sayang dan lemah lembut kepada kaum mukminin 
dengan sikap keras dan kasar kepada orang kafir, serta tidak 
ada perselisihan di antara mereka walaupun di tempat dan 
zaman yang berbeda. 
Kesepuluh, mereka tidak menggunakan sebutan selain 
Islam, Sunnah dan Jama‟ah. Kesebelas, mereka peduli untuk 
menyebarkan aqidah yang benar, agama yang lurus, 
mengajarkannya kepada manusia, memberikan bimbingan dan 
nasehat kepadanya serta memperhatikan urusan mereka. 
Keduabelas, mereka adalah orang-orang yang paling sabar atas 
perkataan, aqidah dan dakwahnya. Ketigabelas, mereka sangat 
peduli terhadap persatuan dan jama‟ah, menyeru dan 
menghimbau manusia kepadanya serta menjauhkan 
perselisihan, perpecahan dan memberikan peringatan kepada 
manusia dari hal tersebut. Keempatbelas, Allah Swt. menjaga 
mereka dari sikap saling mengkafirkan sesama mereka, 
kemudian mereka menghukumi orang selain mereka 
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berdasarkan ilmu dan keadilan. Kelimabelas, mereka saling 
mencintai dan mengasihi, saling tolong menolong di antara 
mereka, saling menutupi kekurangan sebagian lainnya. 
Mereka tidak loyal dan memusuhi kecuali atas dasar agama. 
Secara garis besarnya, ahlussunnah wal jama‟ah adalah 
manusia yang paling baik akhlaknya dan sangat peduli 
terhadap kesucian jiwa mereka dengan berbuat ketaatan 
kepada Allah Swt., paling luas wawasannya, luas 
pandangannya, lapang dadanya terhadap persoalan 
khilafiyah atau perbedaan pendapat dan paling mengetahui 
tentang adab-adab dan prinsip-prinsip khilaf. Ahlussunah 
wal jama‟ah adalah suatu golongan yang telah dijanjikan 
akan selamat oleh Rasulullah Saw. di antara golongan-
golongan yang ada. Landasan mereka bertumpu pada 
ittiba‟us sunnah (mengikuti sunnah) dan menuruti apa yang 
dibawa Nabi baik dalam masalah aqidah, ibadah, petunjuk, 
akhlaq dan selalu menyertai jama‟ah muslim. 
Oleh karenanya, maka pengertian Ahlusunnah wal 
Jama‟ah tidak keluar dari makna salaf. Sebagaimana telah 
dikemukakan bahwa salaf adalah mereka yang mengenalkan 
al-Qur‟an dan berpegang teguh dengan as-Sunnah. Jadi salaf 
adalah ahlussunah yang dimaksud oleh Nabi Saw. dan 
ahlussunnah adalah Salafush Shalih dan orang yang 
mengikuti jejak mereka. Inilah pengertian yang lebih khusus 
dari Ahlussunnah wal Jama‟ah. Maka tidak termasuk dalam 
makna ini semua bahwa golongan ahli bid‟ah dan orang-
orang yang mengikuti keinginan nafsunya seperti Khawarij, 
Jahmiyah, Qodariyah, Mu‟tazilah, Murji‟ah, Rafidhah 
(Syi‟ah) dan lainnya dari ahli bid‟ah yang meniru jalan 
mereka. Maka sunnah adalah lawan dari kata bid‟ah, 
sedangkan jama‟ah lawan dari kata firqah (golongan). Itulah 
yang dimaksudkan dalam hadist-hadist tentang kewajiban 
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berjama‟ah dan larangan bercerai-berai. Inilah yang 
dimaksudkan oleh “Turjumanul Qur‟an (juru bicara al-
Qur‟an)” yaitu „Abdullah bin „Abbas Ra. Dalam menafsirkan 
firman Allah Ta‟ala, “Pada hari yang di waktu itu ada muka 
yang putih berseri, dan ada pula maka yang hitam muram”. (Ali 
Imran: 106). Berkata, “Muka yang putih berseri adalah muka 
Ahlussunah wal Jama‟ah dan muka yang hitam muram 
adalah muka ahlil bid’ah dan furqah (perselisihan).”  
 
↜oOo↝  




PEMIKIRAN POLITIK  
ASY‘ARIYAH ATAU SUNNI 
 
 
Menurut Abu Zahroh yang dikutip Suyuti Pulungan, 
pemikiran politik sunni terdapat pada empat prinsip umum 
sebagai berikut.1 
Pertama, berdasarkan keutamaan keturunan. Bahwa di 
dalam suatu hadis mengenai keutamaan bangsa Quraisy 
sebagai berikut: 
 
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. katanya, 
Rasulullah Saw. bersabda, “Manusia telah mengikuti kaum 
Quraisy, baik di dalam masalah kebaikan maupun keburukan, 
keislaman mereka mengikuti keislaman Quraisy dan begitu 
juga kekufuran mengikuti kekufuran kaum tersebut.”2 
 
Menurut Suyuthi Pulungan, hadis di atas menunjukkan 
keutamaan kaum Quraisy. Hal itu berarti tidak seorangpun 
menjadi kepala negara selain berasal dari keturunan Quraisy. 
Tapi dari hadist tersebut perlu ditanyakan lagi, apakah hadis 
tersebut bermakna bahwa kepala negara harus dari Quraisy. 
Menurut penulis, hadis tersebut menunjukkan keutamaan 
kaum Quraisy untuk menjadi pemimpin negara. Karena situasi 
pada waktu itu kaum Quraisy paling unggul dibandingkan 
                                                 
1 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 213-214. 
 2 Pahruddin dan Hambali, “Hadis Tentang Kepemimpinan Bangsa 
Quraisy, Larangan Meminta Jabatan dan Istikhlaf”, Makalah Mahasiswa 
al-Ahwal al-Syaksiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka 
Raya, 2013, hlm. 2. 
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kaum-kaum lainnya. Sehingga yang menjadi illat hukumnya 
adalah keunggulan dari suatu keturunan. Namun, kaum sunni 
tidak lagi memilih kepala negara berdasarkan keturunan.  
Kedua, kepala negara harus di bai’at. Bahwa dengan bai’at 
tersebut terjadilah kontak sosial antara kepala negara dengan 
masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur‟an 
yang berkaitan dengan bai’at. Di antaranya ialah QS. al-Fath: 10, 
at-Taubah: 111, dan al-Mumtahanah: 12. Selain itu terjadi 
sebuah peristiwa bai’at yang pertama yaitu pembaiatan 
khalifah. Yakni sebagaimana yang dikutip A. Djazuli yang 
diceritakan Abnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut3: 
 
Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang 
ansor memuji Allah dan mengajak mereka untuk 
bersatu dan melarang untuk berpecah belah, 
selanjutnya Abu Bakar berkata, “Saya nasihatkan 
kepadamu untuk membai‟at salah seorang di antara 
dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar, 
kemudian Umar berkata, “Demi Allah, akan terjadikah 
itu? Padahal, tuan (Abu Bakar), ada di antara kita, 
tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini, 
tuan adalah yang lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah 
daripada kami, tuanlah Muhajirin yang paling utama, 
tuanlah yang menggantikan Rasulullah mengimami 
shalat, dan shalat adalah rukun Islam yang paling 
utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurusi 
persoalan ini daripada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, 
saya membai‟at tuan.”4 
                                                 
3 Kontrak sosial merupakan suatu teori yang digagas oleh Abu 
Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri (450 H). Bahwa antara kepala 
negara dengan rakyat ada perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban 
kedua belah pihak. Menariknya, teori ini dilahirkan kembali oleh bangsa 
barat pada abad 16 M. Lebih jelasnya, lihat Munawir Sjadzali, Islam dan 
Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 67. 
4 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 
Rambu-Rambu Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66-67. 
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Dalam kaitan pemilihan kepada negara, Al-Mawardi 
sebagai satu di antara beberapa tokoh sunni memberikan 
beberapa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala 
negara. Beberapa syarat tersebut antara lain:  
1. Kredibilitas 
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat 
melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian 
yang timbul dan membuat kebijakan hukum 
3. Panca indera lengkap dan sehat, sehingga dapat 
menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap 
oleh inderanya 
4. Tidak kekurangan anggota tubuh yang dapat 
menghalangi bergerak dan cepat bangun 
5. Visi pemikirannya baik, sehingga ia dapat menciptakan 
kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan 
kemaslahatan bersama 
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang 
membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi 
musuh 
7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy, karena adanya 
nash dan ijma‟ ulama. 
Lebih lanjutnya lagi, Al-Mawardi tidak hanya 
memberikan persyaratan kepada kepala negara. Tetapi juga 
pemilih memiliki syarat-syarat sebagai berikut:5 
1. Kredibilitas 
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu 
mengetahui siapa yang berhak dan pantas memangku 
jabatan kepala negara 
3. Mempunyai pendapat kuat dan hikmah untuk memilih 
                                                 
5 Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran 
Islam, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2000), hlm. 17-18. 
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pemimpin yang kebijakannya dapat mewujudkan 
kemaslahatan umat.6 
Al-Mawardi memberikan syarat-syarat juga bagi 
pemilih karena hanya orang-orang tertentu yang dapat 
memilih pemimpin. Dalam politik Islam, hal ini disebut 
dengan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd. Dalam buku Fiqih Siyasah, ahl 
al-hall al-‘aqd diartikan “orang yang mempunyai wewenang 
untuk melonggarkan atau mengikat”.7 
Lebih lanjutnya J. Suyuthi Pulungan menjelaskan 
sebagai berikut: 
 
“Ahl al-hall wa al-„aqd merupakan suatu lembaga 
pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-
wakil rakyat, dan salah satu tugasnya adalah memilih 
khalifah atau pemimpin negara. Ini menunjukkan bahwa 
sistem pemilihan khalifah perspektif ulama fiqh, dan 
adanya kecenderungan umat Islam generasi pertama 
dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui 
perwakilan.” 
 
Menurut penulis, melihat dari kondisi seperti di 
Indonesia dewasa ini, belumlah siap untuk menggunakan 
sistem demokrasi. Seharusnya digunakan sistem pemilihan 
atau seperti halnya masa Soekarno yang menggunakan sistem 
demokrasi terpimpin.  
Ketiga, prinsip syura. Pemilihan kepala negara 
dilaksanakan melalui musyawarah. Sebagaimana ayat pada 
al-Qur‟an surat asy-Syura: 38, surat Ali Imran: 159. Dan 
beberapa contoh musyawarah yang dilakukan Nabi sendiri. 
Menurut Munawir Sjadzali bahwa Nabi telah membudayakan 
musyawarah di kalangan sahabatnya. Nabi dalam 
                                                 
6 Ibid., hlm. 17. 
7 Ibid., hlm. 67. 
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bermusyawarah tidak hanya menggunakan satu pola saja. 
Beliau juga kerap bermusyawarah hanya dengan sahabat. 
Beliau juga bermusyawarah hanya dengan orang-orang yang 
ahli dalam suatu yang dipersoalkan. Bermusyawarah dalam 
forum yang besar juga dilakukan, khususnya yang 
mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Namun, jika 
beliau mendapat wahyu mengenai suatu yang dipersoalkan, 
maka beliau mengambil langkah sesuai wahyu tersebut. 
Lebih lanjut, Munawir Sjadzali memberikan contoh peristiwa 
musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. 
suatu peristiwa mengenai persoalan posisi pada pertempuran 
Badar sebagai berikut:  
 
“Menjelang pertempuran Badar Nabi memutuskan 
posisi bagi beliau dan pasukan Islam pada suatu tempat 
dekat mata air. Kemudian seorang dari kelompok 
Ansar, bernama Hubab bin Mindhir datang menghadap 
Nabi dan menanyakan apakah keputusan Nabi itu atas 
petunjuk Allah, sehingga beliau dan pasukan Islam 
tidak boleh bergeser dari tempat itu atau keputusan 
tersebut beliau ambil sebagai pemikiran strategi perang 
biasa. Nabi menjawab bahwa keputusan itu semata-
mata perhitungan beliau dan bukan atas petunjuk dari 
Allah. “Kalau demikian halnya,” kata Hubab, “Wahai 
utusan Allah, tempat ini kurang tepat. Sebaiknya kita 
lebih maju ke muka, ke mata air yang paling depan. Kita 
bawa banyak tempat air untuk kita isi dari mata air itu, 
kemudian mata air kita tutup dengan pasir. Kalau nanti 
misalnya terpaksa mundur kita masih dapat minum, 
sedangkan musuh tidak”. Nabi menerima baik saran 
Hubab itu. Beliau bangun dan bergerak maju dengan 
pasukan Islam menuju lokasi yang ditunjukkan oleh 
Hubab.”8 
                                                 
8 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ujaran, Sejarah dan 
Pemikiran (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 16-17. 
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Keempat, keadilan. Hal ini berdasarkan QS. 4; 135, QS. 5: 8 
dan juga beberapa hadis. Di antaranya yang berbunyi 
“Penghuni surga adalah raja yang adil, orang yang lemah 
lembut hatinya dan tak mau mengerjakan yang keji serta 
memperbanyak sedekah”. J Suyuti Pulungan berpendapat 
bahwa keadilan menurut Islam bersifat universal. Baik dalam 
peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. 
Bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil. 
 
↜oOo↝  




PEMIKIRAN POLITIK KHAWARIJ 
 
 
Kelompok Khawarij muncul bersamaan dengan 
mahzab Syi’ah. Keduanya muncul sebagai sebuah mahzab 
pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 
Khawarij adalah kelompok bagian yang memisahkan diri 
dari barisan Sayyidina Ali setelah arbitrase atau tahkim yang 
mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Sayyidina 
Ali dengan Mu’awiyah di Siffin. 
Suatu hal yang aneh, kelompok yang semula 
merupakan sebuah kelompok yang memaksa sayyidina Ali 
untuk menerima tahkim dan menunjuk orang yang menjadi 
hakim atas pilihan mereka ketika Sayyidina Ali pada 
awalnya akan mengangkat Abdullah ibn Abbas, tetapi 
karena desakan pasukan yang keluar (Khawarij) akhirnya 
Sayyidina Ali mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari, kemudian 
menganggap perbuatan tahkim sebagai kejahatan besar. 
Menurut kelompok Khawarij Sayyidina Ali telah menjadi 
kafir karena telah menyetujui tahkim dan menuntut 
Sayyidina Ali untuk bertaubat sebagaimana orang kafir yang 
telah bertaubat. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab 
badui yang masih dangkal cara berfikirnya, sikap keagamaan 
mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan 
pendapat. Abu Zahroh Mengatakan bahwa para pengikut 
kelompok Khawarij pada umumnya adalah orang Arab 
pegunungan yang ceroboh dan berpikiran dangkal, 
beberapa sikap ekstrim ini pula yang membuat kelompok ini 
berpecah menjadi beberapa kelompok. Menurut mereka, hak 
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untuk menjadi khalifah bukan karena keluarga atau kabilah 
tertentu dari kalangan orang Arab, bukan monopoli bangsa 
tertentu tetapi hak sesama manusia. Meskipun mereka 
cenderung ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat, 
namun pandangan mereka yang lebih maju daripada Sunni 
maupun Syi’ah. Mereka dapat menerima pemerintahan Abu 
Bakar, Umar, Ustman pada enam tahun pertama, dan pada 
Sayyidina Ali sebelum menerima arbitrase dengan alasan 
pemerintahan mereka pada masa itu sesuai dengan 
ketentuan syari’at.1 
Sebelum Iqbal membandingkan dengan kelompok Sunni 
dan Syi’ah, Khawarij tidak mengakui hak-hak istimewa orang 
atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. 
Jabatan khalifah bukan monopoli mutlak suku Quraisy seperti 
pandangan Sunni, misalnya pada pandangan Al-Ghazali, Al-
Juwaini, Al-Asqolani, Al-Maududi dan Ibnu Khaldun. 
Ungkapan yang tersirat pada pandangan Ibnu Abi Rabi’ dan 
pandangan Muhammad Rasyid Ridha yang hidup pada masa 
modern, juga bukan hak khusus Sayyidina Ali dan keluarga 
sebagaimana pandangan kaum Syi’ah. Mungkin untuk 
mempertegas masalah ini kita melihat beberapa prinsip yang 
disepakati oleh aliran Khawarij. 
Pertama, pengangkatan khalifah akan sah jika 
berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan 
dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. 
Seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku 
adil, melaksanakan syariat, dan tidak melakukan kesalahan 
dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Jika ia 
menyimpang, maka wajib diberikan hukuman yaitu 
diturunkan dari jabatannya atau dibunuh. 
                                                 
1 Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan 
Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 213. 
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Kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab 
tertentu, bukan monopoli suku Quraisy yang dianut golongan 
lain, bukan pula khusus untuk bangsa Arab yang menafikan 
bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang 
sama. Bahkan aliran Khawarij mengutamakan non-Quraisy 
untuk memegang jabatan khalifah. Karena apabila seorang 
khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariah 
akan mudah dijatuhkan tanpa ada fanatisme yang akan 
mempertahankannya atau keturunan keluarga yang 
mewariskannya. 
Ketiga, yang berasal dari aliran Najdah, pengangkatan 
khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat 
menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi pengangkatan 
seorang imam menurut mereka bukanlah suatu kewajiban 
berdasarkan syara’, tetapi hanya bersifat kebolehan. 
Walaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban 
berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. 
Keempat, setiap orang yang memiliki dosa adalah orang 
kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan 
dosa lainnya, bahkan kesalahan dalam berpendapat 
merupakan suatu dosa, jika pendapat itu bertentangan 
dengan kebenaran. Hal ini mereka lakukan pada Sayyidina 
Ali dan Thalhah, Al-Zubair, dan para tokoh sahabat lainnya, 
yang jelas tentu semua pendapat itu tidak sesuai dengan 
pendapat Khawarij. 
Dari keterangan tersebut, menurut mereka siapa saja 
berhak menjadi khalifah bahkan mereka mengutamakan orang 
selain non-Arab. Dan dari pemikiran di atas, pengikut 
Khawarij berpandangan bahwa pengangkatan khalifah dan 
pembentukan negara merupakan masalah kemaslahatan 
manusia saja, mereka tidak menganggap kepala negara sebagai 
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seorang yang sempurna. Untuk mengontrol tugas-tugas 
pemerintahan, Khawarij menggunakan mekanisme syura.2 
 
↜oOo↝  
                                                 
2 Ibid., hlm. 214. 




PEMIKIRAN POLITIK MU’TAZILAH 
 
 
Kelompok Mu’tazilah ini pada awalnya merupakan 
gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah 
terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa 
pemerintahan Ali.1 Mereka berusaha bersikap lebih rasional 
dalam menanggapi konflik internal umat Islam mengenai 
pengangkatan khalifah yang keempat.2 
Pemahaman dalam kelompok ini baru tertanam sejak 
adanya perbedaan antara Washil bin Atha’ dengan gurunya. 
Hasan Al-Bashri, yaitu pada abad ke II H tentang penilaian 
orang yang melakukan banyak dosa.3 
Dalam hal ini Harun Nasution menjelaskan bahwa 
banyak sekali asal-usul nama Mutazilah. Beberapa ahli telah 
mengajukan pendapat mereka, namun belum ada kesepakatan 
di antara mereka.4 Kelompok Mutazilah selanjutnya 
berkembang menjadi sebuah aliran teologi rasional. Akan 
tetapi sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, 
pemikiran-pemikiran Mutazilah merambat ke lapangan siyasah. 
Misalnya Abd Al-Jabbar yang mengungkapkan pendapatnya 
tentang khalifah. Ia berpandangan bahwa pembentukan 
lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syara’ 
karena nash tidak tegas mempermasalahkan untuk 
                                                 
1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 24. 
2 Ibid. 
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ujaran, Sejarah dan 
Pemikiran (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 218. 
4 Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analis 
Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986) 
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membentuk negara dan Suyuti menambahkan dalam 
karangannya. Melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan 
tuntutan muamalah manusia.5 
Abd Al-Jabar menempatkan kepala negara pada posisi 
yang sama dengan umat Islam lainnya. Menurutnya, kepala 
negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan 
Syiah atau pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku 
Quraisy untuk menduduki kepala negara. Asalkan ia mampu 
melaksanakannya, kepala negara ditentukan berdasarkan 




                                                 
5 J. Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 209. 
6 Ibid. 




POLITIK KETATANEGARAAN SYIAH 
 
 
Sebelum merambah lebih jauh mengenai pemikiran 
politik Syi’ah terasa tidak sah dan nyaman bila tidak 
mengetahui sejarah lahirnya kelompok ini. Mengenai 
kelahiran kelompok Syiah banyak sekali aneka ragamnya. 
Syi’ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni 
yang telah mendominasi dalam percaturan politik Islam 
sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. 
Selanjutnya Munawir Syadzali mengatakan titik awal 
dari lahirnya Syi’ah karena berawal dari ketidaksetujuan 
atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang 
berhak menjadi khalifah adalah Ali. Para ahli penulis sejarah 
sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam sebagian 
menganggap Syi’ah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad 
Saw., yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan 
Muhajirin dan Anshor di Balai pertemuan Saqifah Bani 
Sa’idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang 
dikenal dengan Dar al-Nadwa di Madinah. 
Lebih jauh dijelaskan oleh sebagian ahli sejarah 
menganggap Syi’ah lahir pada masa akhir kekhalifahan 
Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan 
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam Ensiklopedi dijelaskan lebih 
jauh bahwasanya pendapat yang paling populer adalah bahwa 
Syi’ah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak 
pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abu 
Sufyan pada saat Perang Siffin, yang lazim disebut sebagai 
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peristiwa at-Tahkim atau arbitasi.1 Abu Zahroh memperkuat 
pendapat ini dengan mengatakan bahwasanya Syi’ah adalah 
mazhab politik pertama yang lahir dalam Islam, mazhab 
mereka tampil pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan 
kemudian tampil pada awal masa kekhalifahan Ali. 
Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syi’ah ini 
terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini 
disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan 
mereka mengenai sifat imam ma’shum atau tidak dan perbedaan 
di dalam menemukan pengganti imam.2 Kaum Syi’ah 
menetapkan bahwa seorang imam: 
1. Harus ma’shum (terpelihara) dari salah, lupa, dan maksiat. 
2. Seorang imam boleh membuat hal luar biasa dari adat 
kebiasaan. 
3. Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap 
sesuatu yang berhubungan dengan syari’at. 
4. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian 
dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan. 
Tidak seperti kelompok Syi’ah lainnya, Syi’ah Zaidiyah 
tidak menganut paham dan teori imam bersembunyi. Bagi 
mereka Imam harus memimpin umat dan berasal dari 
keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Syi’ah 
Zaidiyah tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan 
orang dan nama tertentu untuk menjadi imam setelah beliau. 
Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki 
seorang imam yang akan menggantikan beliau. 
Terjadinya pengkultusan terhadap diri Ali oleh kaum 
Syi’ah sebagaimana dijelaskan oleh Suyuthi, merupakan 
                                                 
1 Redaksi Ensiklopedi Islam Ringkas, Ensiklopedi Islam Ringkas jilid 
keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 89. 
2 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 125. 
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tidak bisa lepas dari pendapat Khawarij yang mengkafirkan 
Ali sejak peristiwa tahkim (arbitrase). Tentunya untuk 
mengimbangi pernyataan dari kaum yang mereka anggap 
berseberangan dengan mereka ini maka kelompok Syi’ah 
membuat doktrin untuk menyeimbangi hal tersebut, yaitu 
mengangkat dan mengkultuskan pada tingkat ma’shum. Dan 
mendoktrin bahwa Nabi telah berwasiat menunjuk Ali 
sebagai imam untuk menggantikan Nabi.3 
Berkembangnya doktrin Syi’ah dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Pertama, imam-imam Syi’ah, selain Ali Ibn 
Abi Thalib, tidak pernah memegang kekuasaan politik. 
Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki 
integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki 
pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani 
permasalahan politik riil. Kedua, sebagian pengikut syi’ah 
berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak 
pemikiran Syi’ah. Diketahui mereka mendahulukannya 
yakni mengagungkan Raja dan menganggapnya sebagai 
manusia suci. Hal ini terlihat pada salah satu kelompok 
Syi’ah yang mempunyai suatu paradigma bahwa imam Ali 
adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan 
dari Nabi Muhammad sendiri. Ketiga, pengalaman pahit 
yang selalu dialami pengikut Syi’ah dalam percaturan 
politik ikut mempengaruhi. Di antara sekian banyak sekte, 
terdapat 3 sekte besar dan berpengaruh dalam mazhab 
Syi’ah hingga sekarang yaitu: Zaidiyyah, Ismailiyyah 
(Sab’iyyah), dan Imamiyah (Isna’ Asy’ariyah). 
 
↜oOo↝  
                                                 
3 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 211. 




IMAMAH DAN NEGARA 
 
 
Imamah adalah isim mashdar atau kata benda dari 
kata amama yang memiliki arti “di depan.” Sesuatu yang di 
depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam 
kehidupan sehari-hari kata imam sering dimaknai untuk 
menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Secara 
harfiah arti dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di 
depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di 
belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang 
memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah 
lembaga kepemimpinan.1  
Senada dengan perkataan Hasan Ibrahim Hasan yang 
ditulis di dalam bukunya bahwa kata “imam” pada 
dasarnya merupakan kata pinjaman dari imam dalam shalat. 
Atas dasar ini orang-orang Syi‟ah menggunakan kata 
tersebut dengan alasan karena mereka berkeyakinan bahwa 
anggota Ahlul Bait Alawi merupakan keluarga yang 
dikuduskan. Nabi adalah imam dalam shalat dengan asumsi 
bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika 
beliau sakit yang mengantarkannya berpulang ke hadirat 
Allah Swt., maka Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam 
kaum muslimin dalam shalat. Posisi Abu Bakar sebagai 
imam dalam shalat menggantikan Nabi merupakan dalil 
                                                 
1 Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik 
terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah”, dalam Jurnal Ilmu 
Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, hlm. 298. Yang mengutip dari 
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, 
Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 57. 
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yang sangat penting yang menjadi acuan Ahlussunnah 
bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk 
menjadi khalifah sesudah Nabi. Para khalifah telah menaruh 
perhatian besar untuk menjadi imam kaum muslimin dalam 
shalat, karena hal ini merupakan sifat seorang pemimpin. 
Sehingga oleh karenanya menjadi imam dalam shalat 
merupakan tugas sangat utama bagi para gubernur di 
berbagai wilayah Daulat Islamiyah.2 Imamah adalah prinsip 
akidah Islamiyah yang paling penting dan terkenal, 
khususnya di kalangan mazhab syi‟ah. Imamah merupakan 
kaidah dasar akidah kaum muslimin umumnya dan 
khususnya para penganut Syi‟ah.3 
Sedangkan al-khilafah menurut bahasa merupakan 
mashdar dari kata kerja khalafa. Dikatakan khalafahu-khilafatan, 
artinya sebagai pelanjut sesudahnya. Bentuk jamak 
daripadanya adalah khalaif dan khulafa.4 Khalifah “penerus 
Nabi” merupakan jabatan yang dipangku para sahabat setelah 
Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi pun bukanlah siapa yang 
akan menggantikan Muhammad sebagai Nabi, melainkan 
menggantikan sebagai pemimpin umat. Khalifah merupakan 
singkatan dari khalifah Rasulillah. Khalifah adalah penguasa 
tertinggi, khilafah adalah pemerintahannya.5 
Sedangkan al-khilafah menurut istilah yaitu 
kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia 
sebagai pengganti Nabi Saw. Dalam hal ini Ibnu Khaldun 
                                                 
2 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kalam 
Mulia, 2003), Cetakan ke- 1, hlm. 297-298. 
3 Ali Syariati, Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan 
dalam Autentisitas Ideologi dan Agama (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 
2012), Cetakan ke-2, hlm. 3. 
4 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam ... hlm. 276. 
5 Ratu Suntiah dan Maslani, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2017), Cetakan ke-1. hlm. 67-68. 
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berkata, “Al-khilafah adalah membawa seluruh manusia 
sesuai dengan tuntutan syara‟ demi kemaslahatan ukhrawi 
dan duniawi mereka.” Dalam hal ini dunia tidak terkecuali, 
karena seluruh ihwal dunia juga dalam pandangan syara‟ 
dianggap sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan 
akhirat. Dengan demikian, hakikat seorang khalifah adalah 
sebagai pengganti dari pemilik syara‟ (Allah Swt.) yang 
diserahi amanat untuk menjaga agama dan politik dunia.6 
Khilafah (kekhalifahan) seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya adalah sesuatu yang dicadangkan agar sesorang 
menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini, maka orang 
yang menjadi pelanjut Rasulullah dalam melaksanakan hukum 
syara‟ disebut khalifah. Khalifah juga dinamai dengan imam, 
karena seorang khalifah menyerupai seorang imam dalam 
shalat yang harus diikuti dan diteladani oleh makmum. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, “Seorang imam boleh disebut 
khalifah, imam, dan amîrul mu`minin”. Sementara itu Ibnu 
Khaldun menyatakan, “Ketika hakikat kedudukan ini sudah 
kami jelaskan sebelumnya, bahwa imamah adalah wakil dari 
pemilik syariat dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia 
dengan agama, maka ia disebut khilafah dan imamah. 
Sedangkan orang yang melaksanakannya disebut khalifah dan 
imam”. Pendapat ini diambil oleh Muhammad Najib Al-
Muthi‟i dalam At-Takmilah lil Majmu‟ lin Nawawi dalam buku 
ini beliau menjelaskan bahwa “imamah, khilafah dan amirul 
mu`minin adalah sinonim.”7 
Allamah Thabaththaba‟i memiliki pandangan bahwa 
seorang imam telah ditunjuk oleh Allah Swt. sepeninggal 
Rasulullah Saw., dengan tujuan untuk menegakkan budaya 
                                                 
6 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam ... hlm. 276-277. 
7 Abdullah Ad-Damiji, Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam 
Islam (Ummul Qura), hlm. 44. 
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dan hukum-hukum agama dan membimbing umat di jalan 
kebenaran. Itulah sebabnya, konsep imamah lebih banyak 
ditemui dalam literatur Syi‟ah. Dan hal ini kemudian 
menyebabkan konsep imamah justru lebih banyak ditemui 
dalam wilayah kajian akidah, termasuk salah satu masalah 
Ilmu Kalam.8 
Dipandang demikian karena bermula dari masalah 
imamah ini timbul aliran-aliran Ilmu Kalam. Sampai hari ini, 
di kalangan Syi‟ah terdapat ajaran keimanan kepada 
imamah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab Allah, Rasul-
Rasul, Hari Akhir, dan Qadha-Qadar. Pendeknya, pemikiran 
ini muncul dalam ungkapan “Islam sebagai al-dîn wa al-
dawlah,” Islam adalah agama dan negara. Hal ini tentu 
sangat penting untuk memberikan penegasan kepada kaum 
sekuler yang berpandangan bahwa agama adalah agama 
dan negara adalah negara dan di antara keduanya tidak ada 
hubungan sama sekali.9 
Sir Thomas Arnold menyebutkan beberapa aspek yang 
mirip dan berlainan di antara dua sistem pemerintahan yang 
pernah berdiri pada abad pertengahan. Kedua sistem tersebut 
adalah sistem kekhalifahan di Timur dan sistem kekaisaran di 
Romawi yang dikuduskan di Barat, seraya berkata, “Kedua 
sistem tersebut bersandar pada kekuatan agama, dimana 
keduanya bersifat internasional yang berorientasi agar dunia 
bergabung dan berada di bawah benderanya. Hal ini sesuai 
dengan apa yang kita temukan di Barat bahwa di sana terdapat 
                                                 
8 Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik 
terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah”, dalam Jurnal Ilmu 
Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, hlm. 299. 
9 Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik 
terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah” ... hlm. 298-299. 
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dua penguasa salah satunya adalah penguasa zamani 
(penguasa yang dibatasi oleh waktu) yaitu Kaisar. Sedangkan 
yang kedua yaitu penguasa yang bersifat spiritual yaitu Paus. 
Sedangkan kekhalifahan tidak didirikan berdasarkan sistem 
politik sebelum kekhalifahan lahir. Sebab, kekhalifahan adalah 
merupakan sistem baru yang diciptakan oleh situasi dan 
kondisi yang muncul sesudah Islam lahir dan sesudah bangsa 
Arab berkuasa atas negeri Persia. Seorang khalifah adalah 
sebagai penguasa zamani dan spiritual dimana sebagai 
penguasa keagamaan dia tidak melampaui dari sebagai 
pemelihara agama. Kemudian sebagai pelindung agama dia 
berhak untuk menyatakan perang kepada orang-orang kafir 
dan menghukum orang-orang yang menentang agama, juga 
berhak mengimami orang-orang dalam shalat dan 
menyampaikan khutbah Jum‟at. Hal ini berbeda dengan posisi 
Paus yang hanya dianggap sebagai pendeta paling tinggi yang 
berwenang mengampuni kesalahan orang-orang berdosa dan 
sebagai rujukan tertinggi dalam urusan-urusan agama.10 
Mujar Ibnu Syarif, beliau merinci ada tujuh macam 
model pengangkatan Kepala Negara yang dipraktikkan di 
masa awal pertumbuhan Islam, meliputi metode penunjukan 
langsung oleh Allah, metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-
`aqdi, metode penunjukan melalui wasiat, metode pemilihan 
oleh tim formatur atau dewan musyawarah, metode revolusi 
atau kudeta, metode pemilihan langsung oleh rakyat, dan 
metode penunjukan berdasarkan keturunan.11 
Namun, pada masa Khulafaur Rasyidin sistem 
pengangkatan khalifah sedikitnya ada dua cara yang pertama 
                                                 
10 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam ... hlm. 276-277. 
11 Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif 
Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, dalam Jurnal Madania 
Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 43-44. 
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yaitu dengan sistem nash dan pengangkatan (wasiat dari 
khalifah sebelumnya) dan yang kedua pemilihan melalui 
dewan syûrâ atau pemilihan dari ahlul halli wal „aqdi. 
Sebagian kalangan Ahlussunnah wal Jamâ‟ah 
berpendapat bahwa adanya nash untuk Khalifah Abu Bakar 
dan Nabi sudah mewasiatkan khilafah untuk Abu Bakar. 
Kalangan ini terbagi menjadi dua pendapat; 
Pertama, mengatakan nash khofy (samar) pendapat ini 
mengatakan adanya nash samar dan isyarat untuk Abu Bakar 
sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Pendapat 
ini dinyatakan bersumber dari Hasan Al-Bashri dan 
sekelompok ahli hadis juga salah satu riwayat dari Imam 
Ahmad. Pendapat ini mereka sandarkan kepada dalil berikut: 
Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami shalat.  
 
 اَن َث َّدَح َميِىَار ِْبإ ْنَع ُشَمْعَْلْا اَن َث َّدَح َلَاق بَِأ ِنَِث َّدَح َلَاق ٍثاَيِغ ِنْب ِصْفَح ُنْب ُرَمُع
 ِةَلَ َّصلا ىَلَع َةََبظاَوُمْلا َنَْرََكذَف اَه ْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع َدْنِع اَّنُك َلَاق ِدَوْسَْلْا ْنَع
 َضِرَم ا َّمَل ْ َتلَاق َاَلَ َميِظْعَّ تلاَو  ِويِف َتاَم يِذَّلا ُوَضَرَم َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر
 ٍرْكَب َبَأ َّنِإ َُول َليِقَف ِساَّنلِبَ ِّلَصُيْل َف ٍرْكَب َبَأ اوُرُم َلاَق َف َنُِّذَأف ُةَلََّصلا ْتَرَضَحَف
 َْنأ ْعِطَتْسَي َْلَ َكِماَقَم ِفِ َمَاق اَذِإ ٌفيِسَأ ٌلُجَر  ُوَل اوُداَعَأَف َداََعأَو ِساَّنلِبَ َيِّلَصُي
 ُوَبأ ََجرَخَف ِساَّنلِبَ ِّلَصُيْل َف ٍرْكَب َبَأ اوُرُم َفُسُوي ُبِحاَوَص َّنُكَّنِإ َلاَق َف َةَِثلاَّثلا َداَعَأَف
 َّفِخ ِوِسْف َن ْنِم َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُّبَِّنلا َدَجَو َف ىَّلَصَف ٍرْكَب َْيْ َب ىَداَه ُي ََجرَخَف ًة
 ِوَْيلِإ َأَمْوََأف َر َّخَأَت َي َْنأ ٍرْكَب ُوَبأ َدَارََأف ِعَجَوْلا ْنِم ِناَّطَُتَ ِوْيَلِْجر ُُرظَْنأ ِّنَّأَك ِْيَْلُجَر  ُِّبَِّنلا
 ْنَج َلَِإ َسَلَج َّتََّح ِِوب َتُِأ َُّثُ َكَناَكَم َْنأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِشَمْعَْلِْل َلِيق ِوِب
 َنوُّلَصُي ُساَّنلاَو ِِوتَلََصِب يِّلَصُي ٍرْكَب ُوَبأَو يِّلَصُي َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُّبَِّنلا َناََكو
 ْمَع َن ِوِسْأَِرب َلاَق َف ٍرْكَب بَِأ ِةَلََصِب  َو ُوَضْع َب ِشَمْعَْلْا ْنَع َةَبْعُش ْنَع َدُواَد ُوَبأ ُهاَو َدَاز
اًِمئَاق يِّلَصُي ٍرْكَب ُوَبأ َناَكَف ٍرْكَب بَِأ ِراَسَي ْنَع َسَلَج ََةيِواَعُم ُوَبأ 
“Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin 
Ghiyats berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku 
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berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari 
Ibrahim dari Al-Aswad berkata, "Kami pernah bersama 
'Aisyah ketika kami menceritakan tentang masalah 
menekuni shalat berjama'ah dan mengutamakannya. Maka 
Aisyah pun berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang sakit yang membawa pada ajalnya, waktu 
shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan. Beliau lalu 
bersabda (kepada para isterinya): "Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Lalu 
dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah 
orang yang lemah dan mudah menangis (saat membaca al-
Qur'an). Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Tuan 
untuk memimpin orang-orang shalat." Beliau kembali 
mengulangi ucapannya, dan mereka juga memberi jawaban 
yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya 
beliau pun bersabda: “Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf! 
Perintahkanlah Abu Bakar agar memimpin shalat." Maka 
keluarlah Abu Bakar memimpin shalat jama'ah. Beliau 
kemudian merasa agak segar badannya, sehingga beliau 
keluar ke masjid dengan diapit oleh dua orang, seolah aku 
kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Melihat 
kehadiran beliau, Abu Bakar berniat untuk mundur namun 
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mencegahnya dengan 
isyarat agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau 
didudukkan di sisi Abu Bakar." Dikatakan kepada Al-
A'masy, "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat 
mengikuti shalatnya beliau, dan orang-orang shalat dengan 
mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Lalu Al-A'masy 
menjawab 'Ya' dengan anggukkan kepalanya." Abu Daud 
juga meriwayatkannya dari Syu'bah dari Al-A'masy 
sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan, "Beliau 
shalat dengan duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara 
Abu Bakar shalat dengan berdiri." (HR. Al-Bukhari)12 
 
                                                 
12 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhari, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Adzan, Bab: Batasan Sakit untuk 
Tidak Menghadiri Shalat Jama‟ah, Nomor Hadis: 624. 
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As-Suyuthi menjelaskan ulama mengatakan hadis ini 
merupakan dalil paling tegas yang menunjukkan bahwa Abu 
Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat terbaik secara mutlak paling 
berhak atas khilafah dan paling utama memegang imamah. 
Kedua, mengatakan adanya nash sharih (tegas) untuk 
Abu Bakar. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ahli 
hadis, inilah pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri dan dikuatkan 
oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Golongan ini menyandarkan 
pendapatnya pada dalil berikut:  
 
 ُتْع َِسَ ٍديِعَس ِنْب َيََْيَ ْنَع ٍلَلَِب ُنْب ُناَمْيَلُس َنََر َبْخَأ َيََْيَ ُنْب َيََْيَ اَن َث َّدَح َمِساَقْلا
 ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َف ْهاَسْأَراَواَه ْ نَع َُّللَّا َيِضَر ُةَشِئاَع ْتَلَاق َلَاقٍد َّمَُمُ َنْب
 َِّللَّاَو ْهاَيِلُْكث اَو ُةَشِئاَع ْتَلاَق َف ِكَل وُعَْدأَو ِكَل ُرِفْغ َتْسَأَف ٌّيَح َنَأَو َناَك ْوَل ِكاَذ َمَّلَسَو
 ِإ َكِجاَوَْزأ ِضْع َِبب اًِسّرَعُم َكِمْو َي َرِخآ َتْلََلظَل َكاَذ َناَك ْوَلَو تِْوَم ُّب ُِتُ َكُُّنظََلْ ِّنّ
 َلَِإ َلِسُْرأ َْنأ ُتْدََرأ َْوأ ُتْمََهَ ْدَقَل ْهاَسَْأراَو َنَأ َْلب َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَِّنلا َلاَق َف 
 ِْنباَو ٍرْكَب بَِأ ُ َّللَّا َبََْيَ ُتْل ُق َُّثُ َنوُّنَمَتُمْلا َّنََّمَت َي َْوأ َنوُِلئاَقْلا َلوُق َي ْنَأ َدَهْعَأَف ِو
 َنوُنِمْؤُمْلا َبََْيََو ُ َّللَّا ُعَفَْدي َْوأ َنوُنِمْؤُمْلا ُعَفَْديَو 
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah 
mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin 
Sa'id aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad 
mengatakan, Aisyah Radliallahu'anha mengeluh; "Aduh 
(sakitnya) kepalaku!" Lantas Rasulullah Shallallahu 
'alaihiwasallam berujar; "Kalaulah aku masih hidup, niscaya 
aku memintakan ampun untukmu dan mendoakan bagimu!" 
Lantas Aisyah mengatakan; 'Duhai malangnya, demi Allah, 
aku berprasangka engkau menyukai kematianku, kalaulah 
demikian, lebih baik akhir-akhir harimu menjadi pengantin 
di rumah salah satu isterimu.' Lantas Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menyahut: "Bahkan aku, aduh sakitnya 
kepalaku! Saya berkeinginan sekali untuk mengutus utusan 
kepada Abu Bakar dan anaknya dan mewasiatkan 
(kekhilafahan kepadanya), (karena aku tidak suka) orang-
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orang berkata (khilafah untukku atau untuk fulan) atau 
(karena khawatir) orang-orang mengangan-angankannya, 
kemudian aku katakan; 'Allah enggan (kekhilafahan untuk 
selain Abu Bakar), dan orang-orang mukmin menolak (selain 
dia)", atau dengan redaksi; "Allah menolak (selain dia) dan 
orang-orang mukmin enggan (kekhilafahan untuk selain 
Abu Bakar)." (HR. Bukhari)13 
 
Namun, Salihun A. Nasir di dalam bukunya 
berpendapat bahwa memang Nabi Muhammad Saw. 
menyuruh sahabat Abu Bakar menjadi imam shalat pada 
waktu beliau sakit menjelang hari wafatnya. Demikian pula 
Nabi Muhammad Saw. pernah menyuruh sahabat Ali bin 
Abi Thalib untuk menjaga rumahnya ketika beliau pergi 
berperang. Namun demikian, beliau tidak pernah menyebut-
nyebut penggantinya.14 Dikatakan juga oleh Hasan Ibrahim 
Hasan bahwa tidak diperoleh dengan jelas dan tegas nash 
dari Nabi Saw. yang mengemukakan tentang siapa yang 
harus menjadi pemimpin sesudah beliau.15 Dikatakan pula 
oleh Rosi Susanti di dalam skripsinya bahwa, “Selama 
berpuluh-puluh tahun Rasulullah Saw. mengemban tugas 
sebagai Kepala Negara hingga wafatnya, beliau sama sekali 
tidak meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun 
calon-calon pengganti atau penunjukkan pengganti beliau. 
Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas, dan 
mengambil dasar pada perintah al-Qur`an agar segala 
urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat 
dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal 
                                                 
13 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhari, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Hukum-hukum, Bab: Mengangkat 
Khalifah, Nomor Hadis: 6676 
14 Salihun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2012), Cetakan ke-2, hlm. 75. 
15 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam ... hlm. 298. 
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Rasulullah Saw., seleksi dan penunjukan Kepala Negara 
Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari 
kaum muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa 
perintah al-Qur`an tersebut.”16 Wallahu‟alam. 
Adapun contoh dari pengangkatan khalifah atau imam 
berdasarkan penunjukkan dari khalifah sebelumnya adalah 
seperti pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin 
Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukkan 
sesudah memusyawarahkan dengan kaum muslimin. Ketika 
Abu bakar sakit, sahabat yang ada berkumpul dan Abu 
Bakar bertanya kepada mereka, “Apakah kalian akan 
menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti 
saya? Saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik 
dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin 
Khattab sebagai pengganti saya.” Para sahabat menjawab: 
“Kami mendengar dan kami menaatinya.”17 
Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti, 
walaupun Nabi Muhammad Saw. tidak melakukan hal itu 
menjelang wafatnya. Namun ini bukanlah kesesatan, hal ini 
menurut Abd Al-Wahhab Al-Najjar, ketika Rasulullah Saw. 
wafat umat Islam terbagi menjadi dua kelompok dan 
menetapkan pemimpin mesti berasal dari kelompoknya. Hal 
itu terjadi karena Nabi Saw. tidak menentukan penggantinya 
sebelum wafat. Apabila Abu Bakar membiarkan kursi khilafah 
(kepemimpinan) kosong ketika ia meninggal, maka umat Islam 
diperkirakan akan kembali pada perdebatan seperti yang 
terjadi di Saqifah Bani Sa‟idah. Bahkan Jalaluddin As-Suyuthi 
                                                 
16 Rosi Susanti, “Perjuangan HTI dalam Mewujudkan Khilafah 
Islamiyah (Analisis terhadap Aktivitas Akhwat HTI Mahasiswi UIN 
Suska Riau Periode 2013-2014)”. Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014, hlm. 34. 
17 Ratu Suntiah dan Maslani, Sejarah Peradaban Islam ... hlm. 80-81. 
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menjelaskan bahwa kekosongan pemimpin akan melahirkan 
fitnah yang lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan 
dengan adanya fitnah dari orang-orang murtad. 
Dalam rangka menjaga stabilitas negara, agar umat Islam 
terhindar dari perpecahan maka penunjukkan Umar menjadi 
khalifah dilakukan oleh Abu Bakar dan piagam penunjukkan 
itu dibuat sebelum beliau wafat. Kebijakan Abu Bakar akhirnya 
diterima masyarakat dengan baik dan segera membai‟atnya 
secara beramai-ramai. Umar menyebut dirinya khalifah khalifati 
Rasulillah yang artinya adalah “pengganti dari pengganti 
Rasulullah.” Beliau juga memperkenalkan istilah Amirul 
Mu‟minin (komandan orang-orang beriman)18 dan tetap 
menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahannya.  
Dalam sistem pemerintahan khilafah ada sebuah pranata 
yang dikenal dengan Majelis Syura, majelis ini juga dikenal 
ahlul halli wal aqdi. Karena mereka adalah kelompok keahlian 
yang berwewenang menyeleksi dan memilih pimpinan. 
Disebut Majelis Syura karena merupakan badan musyawarah 
atau badan legislatif.19 Contoh pengangkatan khalifah/imam 
dengan sistem ini adalah pengangkatan Utsman bin Affan.  
Umar Ra. menetapkan perkara pengangkatan khalifah di 
bawah majelis syûrâ atau tim formatur yang beranggotakan 
enam orang sahabat terkemuka, ahlul halli wal „aqdi yang 
pertama dalam Islam20 mereka adalah: Utsman bin Affan, Ali 
bin Abi Thalib, Thalhah bin „Ubaidillah, Az-Zubair bin 
Awwam, Sa‟ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. 
Umar Ra. merasa berat untuk memilih salah seorang di antara 
                                                 
18 Ibnu Katsir, Sejarah Lengkap Khulafa‟ur Rasyidin, Terj. Muhammad 
Ahsan bin Usman, (Cikumpa: Senja Media Utama, 2018) Cet. 1, hlm. 233. 
19 Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif 
Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, dalam Jurnal Madania 
Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 43-44. 
20 Ratu Suntiah dan Maslani, Sejarah Peradaban Islam ... hlm. 86. 
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mereka.21 Kemudian beliau berkata, “Aku tidak sanggup 
bertanggung jawab tentang perkara ini, baik ketika aku hidup 
maupun setelah aku mati, jika Allah Swt. menghendaki 
kebaikan terhadap kalian maka Allah akan membuat kalian 
sepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara 
kalian sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas 
penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi kalian”. 
Mereka bermusyawarah di rumah membicarakan 
tentang urusan ini hingga akhirnya hanya terpilih tiga 
kandidat saja. Zubair menyerahkan jabatan khalifah kepada 
Ali bin Abi Thalib, Sa‟ad kepada Abdurrahman bin Auf dan 
Thalhah kepada Utsman bin Affan. Kemudian masing-
masing mereka memberikan khutbahnya yang menyebutkan 
tentang keistimewaannya dan berjanji jika mendapat jabatan 
tidak akan menyimpang dan jika ternyata tidak maka ia 
akan mendengar dan menaati orang yang diangkat.22 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh 
Abdurrahman bin Auf terhadap anggota formatur yang ada 
diperoleh dua calon khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan 
Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya musyawarahnya dewan 
formatur menggangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah 
ketiga setelah Umar bin Khattab wafat.23 
Khusus pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah 
yang menganut model pemerintahan monarki; majelis syûrâ 
tetap ada, tapi fungsinya tak ubahnya sekadar lembaga 
konsultasi yang tidak memiliki wewenang dalam mengangkat 
pemimpin pemerintahan. Meskipun memakai “bungkus” 
                                                 
21 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 38. 
22 Ibnu Katsir, Sejarah Lengkap Khulafa‟ur Rasyidin, Terj. Muhammad 
Ahsan bin Usman (Cikumpa: Senja Media Utama, 2018), Cet. 1, hlm. 412. 
23 Ratu Suntiah dan Maslani, Sejarah Peradaban Islam ... hlm. 86. 
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nama khalifah, namun substansinya jauh berbeda dengan 
pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bila pada masa Khulafaur 
Rasyidin pengangkatan khalifah ditentukan lewat pemilihan 
dan bai‟at, namun di masa Daulah Bani Umayyah dan 
Abbasiyah ditentukan oleh khalifah sebelumnya atau 
diwariskan secara turun temurun.24 
 
Imamah/Khilafah dalam al-Qur`an dan Hadis 
Kata imamah tidak disebutkan di dalam al-Qur`an 
namun dalam surat Al-Baqarah [2]: 124 dan Al-Anbiya [21]: 
73 disebutkan kata “imam” (pemimpin) dan “aimmam” (para 
pemimpin). 
 
                                   
                  
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 
menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan 
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: 
"(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: 
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. al-
Baqarah [2]: 124) 
 
                                    
                 
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan 
telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, 
                                                 
24 Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif 
Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, dalam Jurnal Madania 
Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 43-44. 
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mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada 
Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. al-Anbiya [21]: 73) 
 
Sedangkan kata khalîfah disebut sebanyak dua kali di 
dalam al-Qur`an.25 Di antara ayat al-Qur`an yang berbicara 
tentang khalîfah adalah surat al-Baqarah [52]: 30 yaitu:  
 
                          ... 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi.” (QS. al-Baqarah ayat 30) 
 
Menurut Mustafa Al-Maraghi khalîfah adalah makhluk 
yang Allah diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari 
makhluk sebelumnya untuk melaksanakan perintah Allah 
terhadap umat manusia.26 Sedangkan Ibnu Katsir 
mengartikan khalîfah sebagai orang yang dapat memutuskan 
berbagai masalah pertengkaran yang terjadi dan membela 
orang yang teraniaya dan menegakkan hukum segala 
perbuatan yang keji dan munkar.27 
Makna kekhalifahan dalam kekuasaan politik dapat 
dipahami dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak 
khulafâ. Di antara ayat-ayat yang menggunakan bentuk 
jamak adalah surat al-A‟raf [7]: 69 yaitu: 
 
   ...                              ...   
“… dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah 
menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang 
                                                 
25 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 451. 
26 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Terj. Ansori 
Umar dkk. (Semarang: Thoha Putra, 1989), hlm. 130-131. 
27 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Bahrun Abu Bakar, 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm. 369. 
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berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah 
melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada 
kaum Nuh itu) …” (QS. Al-A‟raf [7]: 69) 
 
Dalam ayat lain disebutkan: 
 
 ...            
 “… dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di 
bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat 
sedikitlah kamu mengingati (Nya).” (QS. An-Naml [27]: 62) 
 
Menurut para mufassir yang dimaksud dengan 
menjadikan manusia sebagai khalîfah ialah menjadikan 
manusia berkuasa di bumi.28 
Beberapa hadis tentang imam/khalifah. 
 
 َلَاق ِزاَّزَقْلا ٍتَار ُف ْنَع ُةَبْعُش اَن َث َّدَح ٍرَفْعَج ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ٍرا َّشَب ُنْب ُد َّمَُمُ ِنَِث َّدَح
 ْنَع ُثِّدَُيَ ُوُتْعِمَسَف َيِْنِس َسَْخَ ََةر ْيَرُى َبَأ ُتْدَعَاق َلَاق ٍِمزاَح َبَأ ُتْع َِسَ  ىَّلَص ِِّبَِّنلا
 ٌّبَِن ُوَفَلَخ ٌّبَِن َكَلَى اَمَّلُك ُءاَيِْبَنْلْا ْمُهُسوُسَت َلِيئَارْسِإ وُن َب ْتَناَك َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا 
 ْي َِبب اوُف َلَاق َنَُرُمَْتَ اَمَف اوُلَاق َنوُر ُثْكَي َف ُءاَفَلُخ ُنوُكَيَسَو يِدْع َب َّبَِن َلَ ُوَّنِإَو ِلَّوَْلْا ِةَع
مُىاَعْر َتْسا ا َّمَع ْمُهُِلئاَس ََّللَّا َّنَِإف ْمُهَّقَح ْمُىوُطَْعأ ِل َّوَْلَْاف 
“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah 
bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far telah bercerita 
kepada kami Syu'bah dari Furat Al-Qazaz berkata, aku 
mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi 
Abu Hurairah Radliallahu 'anhu selama lima tahun dan aku 
mendengar dia bercerita dari Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam yang bersabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka 
selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal 
dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh 
tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para 
                                                 
28 Jazilul Fawaid, Bahasa Politik Al-Qur`an Konsep dan Aktualisasinya 
dalam Sejalah (Depok: Penerbit Azza Media, 2017), Cetakan ke-2, hlm. 71. 
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khalifah yang banyak jumlahnya". Para sahabat bertanya; 
"Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". Beliau 
menjawab: "Penuihilah bai'at kepada khalifah yang pertama 
(lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah 
akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan 
mereka". (HR. Al-Bukhari)29 
 
 ُماَم ِْلْا ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلَُكو ٍعَار ْمُكُّلُك ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَمَو ٍعَار… 
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam 
adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban 
atas rakyatnya …” (HR. Al-Bukhari)30 
 
Kriteria atau sosok seorang pemimpin sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Minimal ada 
empat kriteria yang harus dimiliki dalam diri seorang 
pemimpin. Keempat kriteria tersebut merupakan empat 
kepribadian yang dimiliki oleh para Nabi/Rasul sebagai 
pemimpin umatnya, di antaranya yaitu:  
1. Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, 
berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia 
memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang 
diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang 
dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah swt. 
3. Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang 
melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi 
persoalan yang muncul. 
                                                 
29 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhari, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Hadis-Hadis yang Meriwayatkan 
Tentang Para Nabi, Bab: Bani Israil, Nomor Hadis: 3196. 
30 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhari, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Jum‟at, Bab: Sholat Jum‟at di desa 
dan kota, Nomor Hadis: 844. 
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4. Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung 
jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas 
dan transparansi).31 
Imamah adalah isim mashdar atau kata benda dari 
kata amama yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan 
disebut dengan “imam.” Imamah adalah lembaga 
kepemimpinan. Sedangkan al-khilafah menurut bahasa 
merupakan mashdar dari kata kerja khalafa. Al-khilafah 
menurut istilah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan 
agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Saw. 
Realitas sejarah pada masa permulaan Islam atau periode 
klasik telah mencatat sistem yang diberlakukan dalam 
pengangkatan khalifah atau kepala negara. Pengangkatan Abu 
Bakar sebagai khalifah pertama dipilih oleh forum 
musyawarah (semacam majlis syûrâ) dan dibai‟at oleh 
sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 5 orang, yang 
dikenal dengan nama Bai‟at Saqifah. Mereka adalah Umar bin 
Khattab, Basyir bin Saad, Abu Udaidah, Asid bin Khudair, dan 
Salim. Sementara Umar ibn Khattab sebagai khalifah kedua 
ditetapkan melalui pemilihan langsung dalam suatu bai‟at 
umum. Kemudian pemilihan Usman bin Affan sebagai 
khalifah ketiga ditentukan dengan membentuk tim formatur 
atau ahl al-halli wa al-`aqdi yang terdiri dari enam orang. Mereka 
adalah Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Saad bin Abi 
Waqqas, Abd Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah, 
dan Abdullah bin Umar. Duabelas tahun kemudian Ali bin Abi 
Thalib tampil sebagai khalifah keempat melalui pemilihan dan 
bai‟at dari orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin 
                                                 
31 Tusriyanto, “Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish 
Shihab”, dalam Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 
130-132. 
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maupun Anshor meskipun ada pihak yang menolak, yaitu 
Muawiyah Gubernur Suria yang berasal dari keluarga Utsman. 
Kriteria atau sosok seorang pemimpin sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Minimal ada 
empat kriteria yang harus dimiliki dalam diri seorang 
pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang 
dimiliki oleh para Nabi/Rasul sebagai pemimpin umatnya, 
yaitu: Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh. 
 
↜oOo↝  




AHL AL-HALL WA AL-‘AQD 
 
 
Istilah ahl al-hall wa al-‘aqd mulai timbul dalam kitab-
kitab para ahli tafsir dan ahli fiqh setelah masa Rasulullah 
Saw. Mereka berada di antara orang-orang yang dinamakan 
dengan ash-shahabah.1 Untuk mempelajari ahl al-hall wa al-‘aqd 
secara lebih lanjut, maka kita perlu mengerti apa makna dari 
ahl al-hall wa al-‘aqd tersebut. 
Sebenarnya, pada masa awal pemerintahan Islam, 
istilah ahl al-syura memang lebih populer dan lebih sering 
digunakan dibandingkan dengan istilah ahl al-hall wa al-‘aqd 
sendiri. Pada masa khalifah yang keempat, atau pada masa 
Umar berkuasa, istilah ahl al-Syura ini mengacu kepada 
pengertian “beberapa sahabat yang melakukan musyawarah 
untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih 
pengganti kepala negara.”2 
Ahl al-hall wa al-‘aqd dapat diartikan sebagai orang-
orang yang bertindak sebagai wakil umat. Tugas mereka 
biasanya antara lain adalah memilih khalifah, imam, 
ataupun kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam. 
Secara harfiah, ahl al-hall wa al’aqd dapat diartikan sebagai 
“orang yang dapat memutuskan dan mengikat.”3 Para ahli fiqh 
siyasah mengartikan ahl al-hall wa al-’aqd sebagai “orang yang 
memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan 
                                                 
1 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: AMZAH, 2005), 
hlm. 78. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik 
Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159. 
3 Ibid, hlm. 158. 
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sesuatu atas nama umat (warga negara).”4 Hemat kata, ahl al-
hall wa al-‘aqd merupakan suatu kelompok atau lembaga negara 
yang bertugas sebagai penyalur suara rakyat. Jika dilihat dari 
konteks ke-Indonesiaan, ahl al-hall wa al-‘aqd ini memiliki 
peranan yang hampir sama dengan lembaga legislatif seperti 
DPR dan MPR. 
An-Nawawi dalam Al-Minhaj, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah 
“para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai 
unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan 
kemaslahatan masyarakat.”5 Jika dikutip dari pemikiran Al-
Mawardi6, ia mengatakan bahwasanya ahl al-hall wa al-’aqd atau 
yang biasanya disebutnya dengan ahl al-ikhtiyar adalah “orang-
orang yang dapat melepas dan mengikat.”  
Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al-
‘aqd dengan uli amri yang disebut dalam QS. an-Nisa: 59 
yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu.” 
Muhammad Abduh di sini menafsirkan uli amri atau ahl al-
hall wa al-‘aqd sebagai “sekumpulan orang dari berbagai 
profesi dan keahlian yang ada di dalam masyarakat. Ulil 
Amri yang dimaksud oleh Muhammad Abduh ialah 
“golongan ahl al-hall wa al-‘aqd dari kalangan orang-orang 
Muslim. Mereka itu adalah para amir, para militer, dan 
semua penguasa ataupun pemimpin yang dijadikan 
rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan 
kemaslahatan publik.” Secara lebih lanjut, Muhammad 
Abduh menjelaskan bahwa setiap kesepakatan atau 
keputusan yang dihasilkan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd 
                                                 
4 Ibid. 
5 Muhammad Dhiya Al-Din Al-Rayis, hlm. 170. 
6 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik 
Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 18. 
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tentang suatu urusan atau suatu hukum, maka 
kesepakatan atau keputusan tersebut wajib dijalani oleh 
setiap masyarakat. 
Adapun Rasyid Ridha yang juga berpendapat 
bahwasanya ulil amri adalah ahl al-hall wa al-‘aqd, dan ia pun 
mendefinisikan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai “mereka yang 
mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para 
ulama, pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk 
kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para 
pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik, dan 
juga para tokoh wartawan.”7 
Menurut pemikir politik Islam yang lainnya, yaitu Al-
Razi juga menyamakan pengertian antara ahl al-hall wa al-
‘aqd dan ulil amri sebagai “para pemimpin dan penguasa.”8 
Dengan melihat berbagai penjabaran di atas, dapat kita 
simpulkan bahwa pengertian dari ahl al-hall wa al-‘aqd adalah 
suatu lembaga negara yang terdiri dari orang-orang dari 
berbagai profesi atau pekerjaan, yang bertugas untuk 
menyampaikan aspirasi rakyatnya. Atau dalam hal lain, 
lembaga ini bertugas untuk memilih khilafah, imam, 
pemimpin ataupun penguasa negara. Apabila kita lihat 
dalam konteks Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan 
bahwasanya ahl al-hall wa al-‘aqd ini setara dengan lembaga 
legislatif negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
 
↜oOo↝  
                                                 
7 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, hlm. 181. 
8 Muhammad Al-Razi Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, Tafsir 
Fakhr al-Razi, (Dar al-Fikr), Jilid V, hlm. 149. 




PRAKTIK AHL AL-HALL WA AL-‘AQD 
DI DALAM ISLAM 
 
 
Al-Qur‟an dan Sunnah tidak menyebutkan ahl al-hall 
wa al-‘aqd di dalamnya, akan tetapi hal tersebut terdapat di 
dalam turats fiqh Islam di bidang politik keagamaan dan 
pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar 
menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Qur‟an ada 
dalam mereka yang disebut ulil amri dalam beberapa firman 
Allah, di antaranya yakni1: 
 
“Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di 
antara kamu.” (QS. an-Nisa: 59) 
 
“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil 
amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari 
mereka.” (QS. an-Nisa: 83) 
 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf 
dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-
orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104) 
 
Dengan demikian, fiqh politik Islam telah menciptakan 
sebuah bentuk musyawarah di masa awal timbulnya daulah 
Islamiyah di Madinah, sebagaimana ia juga telah 
menciptakan suatu bentuk konstitusi yang dikenal dengan 
konstitusi Madinah.2 
                                                 
1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 82. 
2 Ibid. 
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Firman Allah untuk membentuk segolongan khusus 
kepada seluruh rakyat adalah sifatnya fardhu ‘ain atau wajib 
perorangan. Setiap orang muslim wajib hukumnya untuk 
mengutus sebagian kaum muslimin yang lain untuk 
bertugas melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar jika tidak 
ditemukan praktik dakwah di dalam masyarakat, seperti apa 
yang kita temukan dari para sahabat.3 
Ditetapkannya ahl al-hall wa al-’aqd adalah untuk 
mencegahnya pemerintahan yang bersifat otoriter, dan 
menjaga setiap hak dan kebebasan individu sebagai warga 
negara.4 
Ahl al-hall wa al-‘aqd memang tidak tertulis jelas di 
dalam al-Qur‟an, akan tetapi pada praktiknya di lapangan, 
dapat kita jumpai pada masa Rasulullah Saw. dan masa 
setelahnya, yaitu ketika masa Khulafaur Rasyidin yang 
semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam 
Islam untuk bermusyawarah dengan dewan 
permusyawaratan, dan tidak bersikap egois yang hanya 
memegang pendapatnya sendiri dalam perkara itu. Juga 
menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan 
pendapat dewan permusyawaratan tersebut.5 Atau dalam 
arti lain, penguasa diwajibkan untuk berunding kepada 
dewan perwakilan rakyat atas keputusan yang akan dibuat, 
serta penguasa harus mementingkan kepentingan rakyat di 
atas kepentingan individu atau kelompok dalam membuat 
keputusan tersebut. Dalam praktik politik baik zaman 
Rasulullah, ataupun Khulafaur Rasyidin, dapat dikatakan 
bahwa mereka hampir selalu mengadakan musyawarah 
                                                 
3 Ibid., hlm. 88. 
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 89. 
5 Ibid., hlm. 78. 
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untuk memutuskan sesuatu apabila suatu persoalan tersebut 
tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 
Musyawarah ini dilakukan dengan para sahabat atau orang-
orang yang dianggap profesional atau telah ahli. Bisa jadi, 
para sahabat yang diajak untuk bermusyawarah inilah yang 
dinamakan dengan ahl al-hall wa al-‘aqd. 
Pada masa kepemimpinannya, Nabi Muhammad Saw. 
selalu menerapkan ajaran-ajaran al-Qur‟an, termasuk 
budaya syura atau musyawarah kepada para sahabat 
ataupun umat muslim yang lainnya. Beliau seringkali 
membuka sesi diskusi, meminta saran dan pertimbangan 
kepada orang-orang yang dianggap ahli atau profesional 
dalam menyelesaikan suatu masalah. Sesi diskusi tersebut 
dapat berupa hanya antara Beliau dengan para sahabat, atau 
bahkan terkadang Beliau melemparkan masalah-masalah 
kepada pertemuan yang lebih besar.6 
Zhafir Al-Qasimi mengatakan bahwa musyawarah 
pada masa Nabi Muhammad Saw. diklasifikasikan menjadi 
tiga bentuk, yakni:  
Pertama, musyawarah yang terjadi atas dasar 
permintaan Nabi Muhammad Saw. sendiri. Contohnya 
yakni ketika sebelum pecahnya Perang Uhud karena 
kebimbangan yang terjadi apakah mereka tetap berdiam diri 
di Madinah sambil menunggu datangnya musuh, ataukah 
pergi keluar Madinah untuk menghadapi musuh. Maka dari 
itu, Nabi Muhammad Saw. mengumpulkan beberapa orang, 
sebagian dari pemuka kaum muslimin dan sebagian yang 
lain pemuka orang-orang yang munafik untuk dimintai 
pendapatnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. selalu 
memberikan kebebasan bagi orang-orang yang dimintai 
                                                 
6 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ujaran, Sejarah, dan 
Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 17. 
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pendapatnya, sekalipun pada akhirnya hasil akhirnya tetap 
ada di tangan Beliau sebagai pimpinan sidang.  
Kedua, musyawarah yang dimulai oleh sahabat sendiri. 
Hal ini terjadi ketika Perang Badar di mana ketika menjelang 
perang tersebut, Nabi Muhammad Saw. menentukan posisi 
Beliau dan para pasukan Islam ialah di suatu tempat di dekat 
mata air, yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi salah 
seorang muslim dari kelompok Anshar, yakni Hubab bin 
Mundhir. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad Saw., apakah 
keputusan tersebut Nabi dapatkan atas petunjuk Allah atau 
justru diputuskan sendiri sebagai pemikiran strategi perang 
sehingga Nabi dan para pasukan yang lain dilarang bergeser 
dari tempat itu. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menjawab 
bahwasanya keputusan tersebut adalah semata-mata Beliau 
yang menentukan, bukan atas perintah Allah. Mengetahui 
jawaban Nabi Muhammad Saw. yang demikian, maka seorang 
muslim tadi pun memberi usulan bahwasanya akan lebih baik 
apabila mereka maju ke muka, di mata air yang paling depan, 
kemudian membawa banyak perbekalan air dari mata air 
tersebut sebelum mata air tersebut ditutup dengan pasir. Hal 
ini bertujuan apabila mereka terpaksa mundur, mereka masih 
dapat mendapat asupan air minum, sedangkan musuh tidak. 
Dengan rendah hati, Nabi Muhammad Saw. menerima saran 
yang baik dan masuk akal tersebut, dan kemudian 
memerintahkan para pasukan Islam menuju lokasi yang 
ditunjukkan oleh Hubab.7 
Ketiga, yaitu bentuk musyawarah yang posisinya 
menempati antara kedua bentuk yang telah dijabarkan di 
atas, yaitu gabungan bentuk pertama dan kedua. Dalam arti 
lain, Nabi Muhammad Saw. baru akan mengambil suatu 
                                                 
7 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ujaran, Sejarah, dan 
Pemikiran ... hlm. 17. 
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tindakan musyawarah pada saat menjelang saat-saat 
pelaksanaan. Salah satu peristiwa yang dapat digolongkan ke 
dalam klasifikasi yang ketiga ini ialah pada saat Nabi 
Muhammad Saw. membuat keputusan untuk mengadakan 
perdamaian dengan Kaum Gathafan ketika Perang Khandaq 
dengan catatan Nabi Muhammad Saw. telah menjanjikan 
sepertiga hasil buah-buahan dari kota Madinah diberikan 
kepada sekutunya apabila mereka bersedia menarik pasukan 
mereka dari perang tersebut. Saat janji itu akan dilaksanakan, 
Rasul pun terlebih dahulu meminta usul atau nasihat dari 
Sa‟ad ibn Mu‟az dan Sa‟ad ibn „Ubadah mengenai hal 
tersebut. Akan tetapi, kedua sahabat itu menolak dengan 
alasan yang masuk akal, sehingga Nabi Muhammad Saw. 
pun membatalkan rencana awalnya tersebut. 
Jika dilihat dengan penjabaran di atas, pada masa 
Rasulullah tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Rasulullah 
telah menerapkan ahl al-hall wa al-‘aqd di mana peranan ahl 
al-hall wa al-‘aqd dalam konteks ini adalah para sahabat 
Rasul. Sekalipun Rasulullah Saw. adalah seorang pemimpin 
yang berkuasa pada masa itu, akan tetapi Rasul sama sekali 
tidak egois. Rasulullah tetap menerima saran dari para 
sahabat selama saran tersebut merupakan suatu kebaikan. 
Dapat dilihat bahwasanya Rasulullah di sini sebagai seorang 
pemimpin ialah meletakkan kepentingan bersama atau 
rakyat di atas kepentingan individu atau kelompok. 
Setelah Nabi Muhammad Saw. meninggal dunia, maka 
kepemimpinan umat Islam digantikan oleh seorang khalifah 
sebagai “penyambung” tugas Nabi Saw. Beberapa orang 
khalifah yang dibai‟at selama masa tersebut yaitu di 
antaranya Abu Bakar Ash-Siddiq, Umar bin Khattab, 
Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi 
Thalib. Mereka biasa dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, 
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yang berarti orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti 
atau pemimpin yang benar, yang lurus ataupun cerdas, serta 
memperoleh petunjuk (hidayah), serta arif dan bijaksana.  
Khalifah yang pertama di bai‟at setelah Nabi 
Muhammad Saw. meninggal adalah Abu Bakar Ash-Siddiq. 
Ketika itu Beliau dipilih dengan cara musyawarah oleh 
kaum Muhajirin dan Anshar. Musyawarah tersebut 
dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan pemimpin umat 
muslim. Pada akhirnya mereka pun bersepakat bahwa 
karena Nabi Muhammad Saw. adalah orang yang berasal 
dari kaum Muhajirin atau keturunan Quraisy, maka 
penggantinya pun harus berasal dari kaum yang sama. 
Maka dari itu terpilihlah Abu Bakar Ash-Siddiq sebagai 
khalifah pertama karena dianggap pantas untuk 
menggantikan Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin.  
Pada masa Abu Bakar ini, Beliau selalu menyelesaikan 
perkara dengan cara bermusyawarah apabila Beliau tidak 
menemukan cara penyelesaiannya di dalam al-Qur‟an 
maupun Sunnah. Beliau mengajak para sahabat untuk 
bermusyawarah dengan tujuan untuk mencapai suatu 
keputusan, dan apabila setelah keputusan tersebut telah 
ditetapkan, maka ia pun menggunakan keputusan tersebut 
sebagai suatu solusi penyelesaian dari perkara yang ada.8 
Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah 
kedua menggantikan Abu Bakar Ash-Siddiq. Menjelang 
masa-masa akhir kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Siddiq 
mengadakan musyawarah untuk menunjuk khalifah 
berikutnya yang akan menggantikan dirinya karena pada 
saat itu Beliau sudah dalam keadaan sakit parah. Dengan 
berdasarkan wasiat Beliau yang juga disetujui oleh suara 
                                                 
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 
... hlm. 79. 
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mayoritas, maka terpilihlah Umar sebagai khalifah kedua 
menggantikan Abu Bakar Ash-Siddiq. 
Sama seperti Abu Bakar, Umar pun memiliki orang-
orang khusus dari para ulil amri.9 Di akhir masa 
kepemimpinan Umar bin Khattab, Beliau membentuk badan 
formatur atau panitia pemilihan (Election Committee)10 yang 
beranggotakan enam orang sahabat Nabi, di antaranya yaitu 
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 
Auf, Saad bin Abi Waqas, Thalhah bin Abdullah, dan 
Abdullah bin Ummar. Mereka dipilih atas pertimbangan 
kapabilitas dari masing-masing tokoh. Badan formatur ini 
memilih calon khalifah dengan atas musyawarah dan 
pertimbangan dari sahabat-sahabat Anshor, Muhajirin, dan 
ketua-ketua kaum yang ada di Madinah hingga terpilihlah 
Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar 
dan Umar bin Khattab. Bahkan setelah kekuasaan Utsman 
berakhir, penerapan ahl al-hall wa al-‘aqd pun masih terlihat 
pada zaman Ali ketika pada masa itu pun masih sering 
diselenggarakannya musyawarah oleh Ali dan para sahabat. 
Bahkan ketika pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai 
khalifah pun, hal tersebut dilakukan secara bermusyawarah. 
Dapat disimpulkan di sini bahwasanya penerapan ahl 
al-hall wa al-‘aqd harus berlandaskan kebebasan dan demi 
kemaslahatan umum agar terciptanya kestabilan kondisi, 
serta tercapainya tujuan yang baik secara bersamaan karena 
sulit apabila pada praktiknya¸ ahl al-hall wa al-‘aqd tidak 
berlandaskan dua azas tersebut. 
 
↜oOo↝  
                                                 
9 Ibid., hlm. 78. 
10 John L. Elposito, Islam dan Politik, hlm. 10. 







Menurut Al-Mawardi arti Wuzarah menurut bahasa 
adalah kebebanan dari kata al-Wizru yang memikul beban 
kepala negara. Dan selanjutnya diambil dari kata al-Wazar yang 
artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu 
kembali pemikiran/pendapat dan pertolongan Wazir-nya.1 
Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat 
pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak 
zaman Pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh pada masa 
Mesir kuno, Bani Israil dan Persia Kuno. Dalam sejarah 
Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari 
peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu 
tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad 
Saw. Pada masa Umar, dinasti Bani Umayyah dan Bani 
Abbas memiliki perbedaan peran dalam wazir. Pada masa 
Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga 
kementerian negara.  
Wazir pertama yang diangkat oleh Abu Al-„Abbas As-
Saffah pada masa ini adalah Abu Salamah Al-Khallal. 
Kepadanya khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas 
kenegaraan. Dia menjalankan tugas-tugasnya atas nama 
khalifah. Berdasarkan perbedaan peran dalam hal wazir 
maka Al-Mawardi membagi kementerian ini menjadi dua 
bentuk, yaitu wazir al-tafwidh dan wazir al-tanfidz. Wazir al-
tafwidh adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas 
                                                 
1 Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran 
Islam, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 23. 
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dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik 
negara. Di sini ia berperan sebagai perdana menteri. Wazir 
tanfidz hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang 
diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidz. 
Kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazir tafwidh. 
Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada 
pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-
Islam. Wizarah ini telah dikenal pada masa Mesir kuno, Bani 
Israil dan Persia kuno. Menurut A. Jazuli, keberadaan wizarah 
di dalam pemerintahan didasarkan pada: Pertama, 
berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 
apabila wazir itu diperbolehkan untuk membantu 
menyelesaikan masalah-masalah kenabian, maka 
keberadaannya untuk mengurus masalah pemerintahan tentu 
lebih diperbolehkan. Kedua, karena alasan yang sifatnya 
praktis, yaitu kepala negara tidak mungkin sanggup 
melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat 
sendirian tanpa ada yang membantunya yaitu wazir. Dengan 
adanya para menteri yang membantu kepala negeri di dalam 
mengurus umat, maka hal tersebut mempermudah kepala 
negara dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan 
meminimalisir terjadinya kekeliruan serta kesalahan dalam 
tugas. Dalam Ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata 
wazir merupakan kata yang berasal dari Persia kuno untuk 
"hakim" yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Kata 
ini bermakna konotasi, "pemikul beban" atau “menteri", dan 
akhirnya digunakan secara umum dalam Islam. 
Kata "wizarah" terambil dari kata al-waz, yang berarti 
al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir 
memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. 
Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-




babasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai 
pengertian yang sama. 
Kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira", yang 
berarti orang yangmemutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, 
maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah 
negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya 
berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi 
kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. 
Sedangkan Al-Mawardi memberikan penjelasan lebih 
terperinci mengenai tiga pendapat tentang asal usul wizar. Dari 
segi bahasa Wizarah diambil dari kata a-wizru yang berarti 
“beban” karena wazir sendiri memiliki beban dan tugas yang 
diberikan oleh kepala negaranya. 
Diambil dari kata al-wazar, yang berarti al-malja' 
(tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan 
al-Qur'an (js Y S) "Sekali-kali tidak". Tak ada tempat kembali 
(perlindungan) pada hari kiamat. Dinamakan demikian, 
karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan 
pendapat wazir-nya sebagai tempat kembali untuk 
menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. 
Diambil dari kata al-aznı, yang artinya al-zhuhr (punggung), 
karena kepala negara dikuatkan dan didukung oleh wazir-
nya, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang 
punggungnya." Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir 
yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan. Ini sesuai 
dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang 
punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, 
sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri 
ditopang oleh punggung. Pengertian wazir sebagai 
pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan al-
Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu 
Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada 
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Fir'aun, sebagai dalam firman Allah dalam al-Qur'an, surat 
25, al-Furqan, ayat 35, “Dan Kami jadikan saudaranya, 
Harun, sebagai pembatunya dalam (menghadap Fir'aun).” 
Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik 
pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala 
negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak 
mampu menangani seluruh permasalahan politik dan 
pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya 
dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala 
negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, 
sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang 
berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap 
wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan 
kepala negara dalam mengurus pemerintahan. 
Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan 
yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir 
adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-
tugas kenegaraan. Sebelum masa Bani Abbas, wizarah 
memang telah ada, tapi belum terlembaga. Pada zaman nabi, 
yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau di antaranya 
adalah Abu Bakar, dan pada masa Abu Bakar, ia dibantu 
oleh Umar. Pada masa Bani Umayyah wazir hanya berfungsi 
sebagai penasehat. Pada masa Bani Abbas, di bawah 
pengaruh kebudayaan Persia, wazir ini mulai dilembagakan. 
Dalam pemerintahan As-Shaffah, wazir yang diangkatnya 
adalah Abu Salamah Al-Khallal ibn Sulaiman Al-
Hamadzani. Wazir ini bertugas sebagai tangan kanan 
khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas 
nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat 
pengawal pemerintahan, kepala daerah, bahkan hakim. 




(Diwan), seperti Departemen Perpajakan (Diwan al-Khavaj), 
Departemen Pertahanan (Diwan al-Lairy), dan Departemen 
Keuangan (Diwan Bait al-Mal). Kepala departemen (Shahib al-
Diwan) ini kadang kadang disebut juga dengan wazir. 
Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-
masing wazir ini merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani 
Abbas yang disebut dengan Diwan al-Aziz. Berdasarkan hal ini, 
Al-Mawardi pada waktu itu membagi wazir menjadi dua 
bentuk. Pertama, wazir tafwidl yaitu wazir yang memiliki 
kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan 
kenegaraan. la juga merupakan koordinator kepala-kepala 
departemen. Wazir Ini dapat dikatakan sebagai Perdana 
Menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidl ini, maka 
orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang 
kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz yaitu wazir yang 
hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan 
yang digariskan oleh wazir tafwidl. la tidak berwenang 
menentukan kebijaksanaan sendiri. Kekuasaan wazir tafwidl 
lebih besar dari wazir tanfidz, dan kekuasaan seorang wazir 
perlu dibedakan dengan kekuasaan kepala negara. 
Perbedaannya adalah: Pertama, kepala negara bisa menunjuk 
penggantinya, seperti kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar, 
wazir tafwidl tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Kedua, 
kepala negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung 
kepada rakyatnya, wazir tafwidl tidak bisa. Ketiga, kepala negara 
bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwidl, 
dan wazir tafwidl tidak bisa memecat orang-orang yang 
diangkat imam. Dari beberapa hal yang dikemukakan Al-
Mawardi di atas, barangkali wazir tafwidl bisa didefinisikan 
dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta 
diserahi tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan 
pemerintahan sesuai dengan pendanaan dan dari beberapa hal 
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yang dikemukakan Al-Mawardi di atas, barangkali wazir 
tafwidl bisa didefinisikan dengan orang yang diminta 
bantuannya oleh imam serta diserahi tugas untuk mengatur 
dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan 
pendapatnya dan ijtihadnya. Oleh karena itu, persyaratan wazir 
tafwidl sama dengan persyaratan kepala negara kecuali syarat 
suku Quraisy bukanlah syarat bagi wazir tafwidl menurut Al-
Mawardi. 
Sedangkan wazir tanfidz derajatnya lebih rendah dari 
wazir tafwidl, karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh 
imam, ia merupakan penengah antara imam dan 
masyarakat. Wazir tanfidz tidak mempunyai kekuasaan 
penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah 
kepala negara, yang bertugas untuk: 
1. Menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam. 
2. Melaksanakan perintah dari imam. 
Dr. Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Fiqh Al-lslam wa 
Adillatuhu mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang 
harus dimiliki seorang wazir tanfidz, yaitu amanah, jujur, tidak 
tamak, ramah, mempunyai daya ingat yang kuat dan tidak 
termasuk orang yang mementingkan hawa nafsu, dengan 
syarat-syarat tersebut diharapkan seorang wazir dapat 
melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang bathil. 
Demikianlah garis besar pembahasan tentang wazir 
tafwidl dan wazir tanfidz menurut para ulama. Meskipun ada 
sarjana-sarjana yang menyamakan wazir tafwidl dengan 
perdana menterí dan wazir tanfidz dengan menteri-menteri 
lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah sama persis 
demikian, sebab sudah tentu konteliasi politik zaman Daulah 
Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Satu hal 
barangkali bisa ditarik dari konsep tentang wazir ini adalah 




menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada 
para pembantunya, dengan tujuan agar tugas-tugas imam 
yang cukup menteri ini masuk dalam kekuasaan eksekutif 
yang mencakup kepala negara, perdana memteri, menteri dan 
pegawai kementerian. Kepala negara adalah penghubung 
antara tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Hanya kepada kepala negara lah seluruh tugas dan kekuasaan 
eksekutif diserahkan, dan hanya dia sendirilah yang akan 
mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya di depan majelis 
permusyawaratan yang dengan perantaraannya pula 
menyampaikan tanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan 
para menteri pada saat ini tidak lebih hanya sekedar para 
pembantu administratif yang diangkat atas kebijaksanaan 
kepala negara sendiri, dan semata-mata bertanggungjawab 
kepadanya. Di sini sejarah Rasulullah Saw. memperkuat 
pendapat tentang hal tersebut di atas, dimana beliau tidak 
pernah sekalipun mempergunakan istilah "wazir" kecuali 
dengan arti seorang pembantu kepala negara dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. 
Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad 
Saw. sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-
tugas yang tidak terpusat pada beliau. Dalam piagam 
Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang 
berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Tetapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori 
pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam 
prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan 
yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan 
mampu. Timbulnya masalah yang dihadapi dan 
perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta 
pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah Nabi 
menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai 
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katib (sekretaris), sebagai amil (pengelola zakat) dan sebagai 
qadli (hakim). Untuk pemerintahan daerah, Nabi mengangkat 
seorang wali, seorang qadli, dan seorang amil untuk beberapa 
daerah dan provinsi. 
Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai 
pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh 
Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan 
kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan 
peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Di 
antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya 
menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke 
Madinah. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar juga di 
samping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan 
sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai 
persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, 
Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami 
umat Islam shalat berjama'ah. 
Wazir pada masa Khulafa‟ur Rasyidun dapat dilihat 
pada peran yang dimainkan oleh Umar bin Khattab pada 
Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan 
kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu 
setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar menyerahkan 
urusan peradilan. Namun, meskipun prakteknya telah 
dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal. 
Pada masa khilafah Abu Bakar, beliau sangat menjunjung 
tinggi musyawarah. Abu Bakar selalu melaksanakan 
musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh 
Madinah sebelum mengambil keputusan mengenai sesuatu. 
Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di 
Madinah ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, 
dan Utsman bin Affan sebagai katib (sekretaris), dan Abu 




bidang kemiliteran beliau mengangkat panglima-panglima 
perang. Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu 
Bakar, peran sebagai wazir dimainkan oleh Utsman bin Affan 
dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar lebih banyak 
melakukan musyawarah meminta pendapat dari kedua 
sahabat ini untuk menentukan kebijaksanaan politik sesuai 
dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan 
Islam, Umar melakukan berbagai perbaikan sistem 
pemerintahan negara. Pada masa Umar, sejalan dengan 
perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah 
pembentukan lembaga-lembaga formal semacam 
departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Umar 
mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan profesional 
untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. Namun 
demikian, pada masa ini juga belum dikenal istilah "wazir" 
sebagai pembantu kepala negara. Lembaga-lembaga formal 
ini hanya disebut dengan diwan dan orang yang duduk 
mengepalainya disebut shahib diwan. 
Khalifah Umar dalam merekrut para pejabat dan 
pegawai negara terkenal sangat selektif. Beliau 
mengutamakan orang yang mempunyai kecakapan dan 
kemampuan untuk menduduki suatu jabatan dan amat 
memperhatikan aspirasi rakyat bila hendak mengangkat 
pejabat. Umar juga menunjuk Muhammad bin Maslamah, 
orang yang dipercayainya berintegrasi tinggi, untuk 
memangku jabatan pengawas umum. Tugasnya 
mengadakan dan meneliti kebenaran pengaduan rakyat dan 
melaporkan temuan-temuannya kepada khalifah. 
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, seperti para 
khalifah sebelumnya, pemegang kekuasaan tertinggi berada di 
tangan khalifah sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan 
eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif di pusat dibantu oleh 
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sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan bin Hakam. Selain 
sekretaris negara, khalifah Utsman juga dibantu oleh pejabat 
pajak, kepolisian, dan pejabat keuangan. 
Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya 
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik panggung politik 
dan pemerintahan adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Maka 
dimulailah masa Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti Bani 
Umayyah juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam 
pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang 
berubah dari sistem yang demokratis egalitarian (syura) 
menjadi monarki absolut. Di samping itu, sistem suksesi juga 
tidak dilakukan melaluí musyawarah, tetapi melalui warisan 
atau penunjukan kepala sebelumnya. Pada masa ini juga 
belum dikenal kata wazir . Dinasti ini hanya melanjutkan dan 
menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman 
Umar. Hanya saja, pelaksana lembaga kenegaraan dinamakan 
dengan katib, al-hajib, dan diwan. 
Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara 
baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Pada 
masa ini lembaga al-katib terdiri dari katib al-rasail (sekretaris 
negara), katib al-khara (sekretaris pendapatan negara, katib al-
jund (sekretaris militer), al-hajib (pengawal dan kepala rumah 
tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun 
yang ingin bertemu dengan khalifah. Sedangkan diwan atau 
departemen terdiri dari diwan al-rasail (departemen yang 
mengurus surat-surat negara), diwan al-khatim (departemen 
pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua 
keputusan khalifah), diwan al-kharaj (departemen pendapatan 
negara), diwan al-barid (departemen pelayanan pos) dan diwan 





Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memperoleh 
definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang 
penguasa. Wazir tafwidl yang terkenal pada masa Bani Abbas 
adalah keluarga Al-Bamarki. Khalifah Harun Ar-Rasyid 
mengangkat Yahya bin Khalid Al-Bamarki dan memberinya 
kewenangan yang besar dalam pemerintahan. "Aku 
menyerahkan urusan kenegaraan ini kepadamu untuk 
mengatur rakyat. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang 
menurutmu benar. Engkau boleh mengangkat atau memecat 
siapa yang kau anggap perlu", demikian pesan Harun Ar-
Rasyid kepadanya. Khalifah Ar-Rasyid kemudian 
memberinya stempel khusus (stempel negara). Dengan 
demikian, urusan kenegaraan semuanya berada di tangan 
Yahya. Setelah Yahya meninggal, wazir tafwidl ini dipegang 
oleh puteranya Ja'far Al-Bamarki. Pada masanya bahkan ia 
memegang kekuasaan keuangan negara. Dalam masa 
pemerintaharn Al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu 
berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara 
pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu 
kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan 
(Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka 
dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak 
hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar Amir al-
Umara atau Sulthan, inilah yang pada dasarnya berkuasa 
pada ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada 
kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun 
yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan 
kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah, 
meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. 
Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu 
mereka miliki. Barangkali, pandangan Sunni tentang al-
Aimmah min Quraisy (Kepemimpinan umat dipegang oleh 
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suku Quraisy). Kalau mereka melakukan kudeta merebut 
kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam 
masyarakat. Oleh sebab itu, mereka merasa lebih aman 
berperan di belakang layar mengendalikan khalifah. 
Pada masa Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai 
untuk lembaga kementrian negara. 
Wazir pertama yang diangkat waktu itu oleh Abu Al-
Abbas As-Shaffah adalah Salamah Al-Khallal. Kepadanya 
khalifah melimpahkan tugas tugasnya atas nama khalifah. 
Begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini, 
sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-
pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubenur), dan hakim. 
Pada masa Harun Ar-Rasyid, wazir yang terkenal adalah 
keluarga Al-Barmaki. Harun mengangkat Yahya ibn Khalid Al-
Barmaki sebagai wazir negara dan setelah Yahya meninggal, 
posisinya digantikan oleh putranya Ja'far Al-Barmaki. 
Pada masa Bani Abbas, wazir demikian berperan 
sebagai koordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki 
fungsi dan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan perbedaan 
peran di atas, Al-Mawardi membagi kementerian ini 
menjadi dua bentuk, yaitu wazir al-tafwidl dan wazir al-
tanfidz. Wazir al-tafwidl adalah menteri yang memiliki 
kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan-
kebijaksanaan politik negara. Di sini ia berperan sebagai 
Perdana Menteri. Inilah peran yang dimainkan Abu Salamah 
dan keluarga Al-Bamarki di atas. Tugas dan kewenangannya 
yang begitu luas, sebagaimana digambarkan Al-Mawardi, 
antara lain adalah memutuskan suatu hal menurut 
pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan 
menyatakan perang. Singkatnya, Al-Mawardi menegaskan 




dapat dilakukannya. Di samping itu, wazir tafwidl ini juga 
dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan 
kepada kepala negara tugas-tugas yang telah 
dilaksanakannya. Ini dimaksudkan supaya tidak berlaku 
sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, 
kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat wazir 
tafwidl kalau ternyata bertindak menyeleweng dari tugasnya. 
Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan 
tanggungjawab wazir tafwidl, maka syarat yang harus 
dipenuhinya harus sama dengan syarat kepala negara. Wazir 
tafwidl haruslah seorang mujtahid, karena ia harus 
mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan 
ijtihadnya. Wazir kedua, wazir tanfidz. Wazir ini hanyalah 
pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala 
negara atau wazir tafwidl. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari 
wazir tafwidl. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala 
negara, wazir tanfidz juga dapat menyampaikan saran dan 
pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, wazir ini 
hanyalah merupakan penghubung antara kepala negara dan 
rakyat. Wazir tanfidz inilah yang menerjemahkan dan 
melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh 
kepala negara atau wazir tafwidl agar dapat dipahami dan 
diterima oleh masyarakat luas. Karena kekuasaarnya yang 
terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun 
relatif lebih longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai 
mujtahid. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, 
jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat 
ingatan, dan cerdas dan serta tidak memperturutkan hawa 
nafsu. Di samping itu, karena kekuasaannya yang terbatas, 
maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih 
longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. 
Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak 
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materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, 
dan cerdas dan serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Di 
samping itu, wazir tanfidz juga tidak diharuskan seorang 
muslim. Non muslim dapat memegang jabatan ini kalau 
memang memiliki kemampuan untuk itu. 
Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, agaknya Al-
Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan 
ekseptabilitas dalam pengangkatan wazir tanfidz. 
Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami 
interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau dewan 
menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
negara. Secara umum, terdapat dua model kementrian yang 
dipraktikkan di dunia Islam. Pertama, adalah model presidentil. 
Dalam model ini, para menteri bertanggungjawab kepada 
presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka 
semua berkedudukan sama. Contoh model ini adalah 
sebagaimana yang diterapkan oleh negara Indonesia sekarang 
dan Mesir. Kedua, adalah model parlementer. Dalam model ini 
menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang 
dan berkuasa di parlemen. Karenanya, kabinet bertanggung 
jawab kepada DPR, tidak kepada presiden. Di samping itu, 
ialah seorang di antara mereka ada yang bertugas sebagai 
Perdana Menteri yang mengkoordinir semua menteri. Contoh 
negara berdasarkan Islam yang menerapkan model ini antara 
lain adalah Malaysia dan Pakistan. Indonesia juga pernah 
menerapkan model ini pada masa demokrasi liberal pada 
tahun 1950-an. Dalam sistem ini, presiden atau raja hanya 
bertindak sebagai simbol. 
Menurut Yusuf Musa, kepala negara merupakan orang 
yang paling bertanggung jawab dalam mengurus warganya. 
Namun sudahlah logis, bila dia sendiri saja tidak sanggup 




para pembantu hakim, gubernur, komandan pasukan, dan 
para pejabat dan lain-lain, untuk mengurus seluk beluk 
negara dan umat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, ia 
berkewajiban secara baik memilih pembantunya dan 
mengangkat orang yang paling tepat di antara orang-orang 
yang mampu melaksanakan tugas. Ia tidak boleh memilih 











Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah 
yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok 
yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah 
negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, 
dan adat-istiadat masuk di dalamnya. Dalam pembahasan 
siyasah dusturiyah ada empat konsep yang dibahas di 
dalamnya yaitu konstitusi, legislasi, ummah serta syura dan 
demokrasi. Dalam pembahasan ini akan dibahas secara ringkas 
mengenai masing-masing konsep siyasah dusturiyah tersebut. 
Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. 
Secara terminologi, dustur mengandung arti kumpulan kaidah 
yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama 
dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang 
tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang 
diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 
adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 
hukum, tanpa membeda-beda stratifikasi sosial, kekayaan, 
pendidikan dan agama. 
Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat 
istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka 
pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat 
dari itu, kemudian banyak rakyat yang memberontak sehingga 
selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan 
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undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman 
dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam 
kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut 
juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan 
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. 
Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri’iyah 
digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau 
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 
kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-
tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah). 
Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthah al-
tasyri’iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah 
Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan 
dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang 
telah diturunkan Allah Swt. dalam syari‟at Islam. 
Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini 
terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para 
pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga 
legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat 
di dalam nash al-Qur‟an dan Sunnah, undang-undang yang 
dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri’iyah adalah undang-undang 
Ilahiyah yang disyari‟atkan-Nya dalam al-Qur‟an dan 
dijelaskan oleh Nabi Saw. Kedua, melakukan penalaran kreatif 
(ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak 
dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif 
adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, 
lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan 
mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan 
anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara 
kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. 
Dalam terminologi Islam, istilah “ummah” 
mengandung arti sebuah konsep yang unik dan tidak ada 
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padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada mulanya, 
kalangan pemikir politik dan orientalis Barat mencoba 
memadankan kata “ummah” dengan kata nation (bangsa) 
dan nation-state (negara bangsa). Akan tetapi, padanan ini 
dianggap tidak tepat dan akhirnya dipadankan pula dengan 
kata community (komunitas). Meskipun demikian term 
“komunitas” juga tidak terlalu tepat untuk disamakan 
dengan term ummah. 
Kata ummah berasal dari kata amma-yaummu yang berarti 
menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar kata ini lahir 
antara lain kata umm yang berarti „ibu” dan imam yang 
bermakna “pemimpin”. Kedua-duanya merupakan teladan, 
tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat. 
Menurut Ali Syari‟ati makna ummah terdiri dari tiga kata yaitu 
gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dengan demikian 
kata ummah berarti “jalan yang jelas”, yaitu “sekelompok 
manusia yang bermaksud menuju jalan”. 
Ada lima ciri-ciri yang menggambarkan ummah. 
Pertama, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan 
keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, 
memiliki kitab yang satu (al-Qur‟an) dan memiliki 
pengabdian yang satu pula yaitu kepada Allah. Kedua, Islam 
yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan 
semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat 
universal maka secara alamiah umat Islam juga bersifat 
organic. Keempat, Islam tidak mendukung ajaran kolektivitas 
komunisme, dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, 
berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang 
digariskan Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan 
Barat seperti nasionalisme dan teritorialisme yang 
didasarkan pada batasan-batasan wilayah, darah, warna, 
kulit dan bahasa. 
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Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara 
etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. 
Kemudian dalam bahasa Indonesia kata syura menjadi 
“musyawarah” yang berarti segala sesuatu yang dapat 
diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk 
pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Agar prinsip syura 
ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ditentukan 
Allah, setidaknya musyawarah harus mempertimbangkan 
tiga hal, yaitu masalah apa saja yang menjadi lapangan 
musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta 
bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan. 
Sebagaimana halnya syura di atas, demokrasi juga 
menekankan unsur musyawarah dalam mengambil 
keputusan. Demokrasi juga menekankan sebagai bentuk 
kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat-sebagaimana didefinisikan. Menurut Sadek, ada tujuh 
prinsip utama dalam demokrasi, yaitu: 
1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak 
mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. 
2. Pelaksanaan pemilu -dalam bahasa politik Indonesia-
yang luber dan jurdil. 
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan 
kontrol minoritas. 
4. Sejalan dengan prinsip ketiga, partai politik memegang 
peranan yang penting. 
5. Demokrasi meniscayakan pemisahan kekuasaan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. 
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas 
melakukan perbuatan. 
Selain itu ada prinsip-prinsip demokrasi yang dapat 
disejajarkan dengan syura dalam Islam. Pertama, tauhid 
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sebagai landasan asasi; kedua, kepatuhan hukum; ketiga, 
toleransi warga; keempat, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh 
wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; kelima, 
penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ada 
empat bagian konsep-konsep dalam siyasah dusturiyah, yaitu 
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 
legislasi yaitu mengenai proses perumusan undang-undang), 
dan demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 
perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi 
pelaksana undang-undang tersebut. 
 
↜oOo↝  







Kata ummah, atau dalam bahasa Indonesia disebut 
dengan umat, merupakan suatu istilah yang tidak asing 
dalam masyarakat. Menurut M. Quraish Shihab1 dalam 
bukunya, kata ummah diambil dari kata amma-yaummu yang 
diartikan sebagai menuju, menumpu, dan meneladani. 
Kemudian Ia juga mengatakan bahwa dari akar yang sama 
lahir kata um yang dapat diartikan sebagai “ibu” dan imam 
yang bermakna “pemimpin”. Kedua kata tersebut memiliki 
makna sebagai seorang teladan, tumpuan pandangan, dan 
harapan dari anggota masyarakat.2 
Menurut Iswahyudi3 dalam bukunya mencatatkan, al-
Qur‟an menyebut kata ummah 51 kali dalam bentuk kata 
mufrad (tunggal) dan 13 kali dalam bentuk jamak (kata plural) 
dalam berbagai varian struktur yang mengiringinya, dimana 
setiap kata dalam al-Qur‟an, memiliki makna yang berbeda 
ditentukan oleh lingkungan yang mengitarinya atau struktur 
kata yang melingkupinya.4 Kemudian Ia tambahkan, 
penjelasan kata ummah sendiri memiliki arti tunggal. 
Sedangkan bentuk jamaknya ialah umam, yang berasal dari 
akar katanya umma, ya‟ummu, amman, artinya “menuju” 
“menjadi”, “ikutan”, dan gerakan”. Secaral eksikal kata 
                                                 
1 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai 
Persoalan Umat (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), hlm. 325. 
2 Ibid., hlm. 325. 
3 Iswahyudi, Masyarakat High Politics: Refleksi Masyarakat Ummah 
dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm. 47. 
4 Ibid., hlm. 48. 
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ummah memiliki tiga pengertian5 yakni, pertama, suatu 
golongan manusia (jama‟ah), kedua setiap kelompok manusia 
yang dinisbatan kepada seorang Nabi, ketiga setiap generasi 
manusia sebagai suatu umat. 
Bentuk-bentuk ummah yang diisyaratkan al-Qur‟an 
sebagaimana dikutip dari pengertian yang disebutkan para 
pemikir muslim di atas, menunjukkan bahwa ummah 
memiliki konsep yang universal, sebagai suatu kelompok 
masyarakat yang dinamis, memilki kebersamaan 
(solidaritas), dinamis sebagai suat gerakan untuk mencapai 
tujuan bersama, didasari oleh kepentingan bersama. 
Untuk merumuskan konsep ummah dari berbagai varian 
struktur yang mengiringi kata ummah dalam al-Qur‟an, dan 
dengan makna yang berbeda yang ditentukan oleh lingkungan 
yang mengitarinya atau struktur kata yang melingkupinya, 
pendekatan yang lebih jelas dapat dilihat dari pemikiran 
tauhid Al-Faruqi yang dikutip oleh Abdul Fatah dalam buku 
Kewarganegaraan dalam Islam (Tafsir baru tentang konsep 
umat),6 mengelompokkan lima kategori konsep ummah yakni, 
ummah wahidah, ummah wasaath, ummah muqtashidah, ummah 
muslimah, dan khayrummah. 
Pengertian kelima konsep tersebut sebagaimana 
dicatatkan oleh Abdul Fatah adalah sebagai berikut. Pertama, 
dalam buku Abdul Fatah dijelaskan bahwa istilah Ummah 
Wahidah adalah bagian dari ide kesatuan yang berperan 
penting dalam pengertian ummah yang sangat umum 
digunakan dalam al-Qur‟an. Masih dijelaskan dalam buku 
Abdul Fatah, sebutan Ummah Wahidah dalam al-Qur‟an itu 
                                                 
5 Ibid., hlm. 49. 
6 Abdul Fatah, Kewarganegaraan dalam Islam: Tafsir Baru Tentang 
Konsep Umat, (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 




merujuk pada dua hal pokok;7 ia menunjuk kepada 
kemanusiaan sebagai suatu komunitas agamawi secara 
menyeluruh dan total. Dan merujuk pada golongan yang 
khusus (Ahl al-Kitab: Yahudi, Kristen dan Islam).8 
Kedua, konsep ini muncul pada masa periode Madinah. 
Dimana pada masa itu konsep ummah sebagai komunitas 
agamawi sudah semakin berkembang lebih lanjut. Abdul 
Fatah mengatakan,9 jika pada masa lampau, ummah itu 
menolak utusan Allah [(QS. al-Mu‟min (40): 5; al-Naml (27): 
83; dan al-Ankabut (29): 18, yang semuanya berasal dari 
periode Mekkah)], maka, konsep ummah itu sudah 
berkembang menjadi lebih eksklusif, lebih sadarkan 
keistimewaannya untuk mencapai maksud Allah yang 
universal, yang dikenakan kepada orang muslim sebagai 
ummah yang “par excellence”pada masa periode Madinah. 
Ketiga, dalam buku Abdul Fatah juga dipaparkan 
bahwa sasaran ungkapan istilah ini pada surat al-Maidah (5): 
66 adalah bukan ditujukan kepada umat Islam. Akan tetapi 
entitas tertentu di kalangan Ahl al-Kitab. Kemudian posisi 
ummah tersebut merupakan suatu minoritas. Pada dasarnya 
ummah muslimah merupakan sebuah kelompok yang saleh, 
suatu komunitas moral yang tidak hanya mendengar 
hukum-hukum Allah tetapi juga mengamalkannya serta 
mempraktekkannya dengan taat.10 Pada periode Mekkah, 
belum ada ayat yang menunjuk kepada kaum muslim secara 
jelas. Namun, ada yang menunjuk kepada orang muslim 
yang berada pada proses perkembangan sebagaimana 
                                                 
7 Ibid., hlm. 83. 
8 Ibid., hlm. 84. 
9 Ibid., hlm. 88. 
10 Ibid., hlm. 95. 
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menuntut pada tradisi dan umat agama lainnya pada ayat 
periode Mekkah tersebut. 
Kelima, sebutan ini tercantum dalam QS. Ali „Imran (3): 
110: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah”. Ayat ini berisi 
tentang penjelasan model masyarakat terbaik dan menurut 
ayat ini ciri utama dari masyarakat terbaik itu adalah 
terdapatnya mekanisme kelembagaan untuk melaksanakan 
amr ma‟ruf dan nahy munkar, serta penduduknya beriman.11 
Pelaksanaan amr ma‟ruf dan nahy munkar tersebut juga 
merupakan sebaga identitas masyarakat terbaik (khayrummah). 
Konsep umat terbaik dalam al-Qur‟an dijelaskan dalam 
surat Ali Imron ayat 110: 
 
                             
                                   
           
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli 
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik” (QS. Ali Imran ayat 110).  
 
Predikat dari Allah Swt. untuk Umat Muhammad Saw. 
Firman Allah Swt. di atas merupakan pernyataan dari 
Allah Swt. bahwa umat Sayyidina Muhammad Saw., yakni 
kaum muslimin, sebagai umat yang terbaik di antara umat 
manusia di muka bumi. Menurut Imam Qurthubi dan Imam 
                                                 




Ibnu Katsir, predikat tersebut sama dengan predikat 
“ummatan wasathan” yang Allah sebut dalam firman-Nya:12 
 
                           
          
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 
Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqarah ayat 143) 
 
Menurut Ibnu Abbas Ra., sebagaimana dikutip Imam 
Al-Qurthubi, kelompok orang yang berpredikat umat 
terbaik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-
orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, yang ikut 
dalam Perang Badar, dan ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. 
Namun Umar bin Khaththab mengatakan bahwa siapa saja 
yang beramal seperti mereka, levelnya seperti mereka.  
Dalam lafazh   ة َُّمأ َرْيَخ ُْمتْنُك, ungkapan tersebut ditujukan 
kepada umat Nabi Muhammad Saw. Lafazh  ُْمتْنُك (fi‟il madli) 
tidak dimaksudkan untuk menyatakan keadaan kaum 
muslimin pada masa lalu, melainkan bermakna (antum), 
artinya: demikianlah Allah Swt. membentuk kalian. Hal ini 
sama seperti firman Allah Swt.: “Wa kaana Allaahu samii‟an 
bashiira.” Yang tentu tidak diartikan bahwa Allah Swt. dulu 
Maha Mendengar dan Maha Melihat, sedangkan sekarang 
sudah tidak demikian keadaannya. Maha suci Allah dari 
yang demikian. Oleh karena itu, Imam Az-Zamakhsyari 
dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dalam ilmu Allah 
kalian adalah umat terbaik. Dan juga bisa diartikan bahwa 
kalian disebut-sebut di kalangan umat-umat terdahulu 
                                                 
  12 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghy Jus 
4 (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 143. 
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sebagai khairu ummah. Tentang tidak perlu 
dipertentangkannya apakah yang terbaik di antara umat 
Islam ini, yang awal ataukah yang akhir, Imam Al Qurthubi 
dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat hadits 
bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:  
 
 هرخآ مأ يرخ ولوأ يردي لا رطلماك تيمأ 
“Umatku bagaikan hujan, tak diketahui, yang lebih baik itu 
yang pertama ataukah yang terakhir” (HR. Abu Dawud 
At-Thayalisi dan Abu Isa At-Tirmidy). 
 
Lafazh  ِساَّنلِل ْتَجِرُْخأ  merupakan sifat dari khairu ummah, 
yang artinya ditampilkan atau dimenangkan atas manusia. 
Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin bukan 
dibangkitkan untuk umat Islam semata, melainkan untuk 
seluruh umat manusia. Sebagaimana Rasulullah Saw. diutus 
untuk seluruh umat manusia, kaum muslimin pun 
mengikuti perjuangan beliau Saw., yakni mengemban 
risalah Islam ke seluruh umat manusia.  
Tafsiru al-mufradat: Kuntum: kalian dijadikan dan 
diciptakan. Ukhrijat: umat yang ditampakkan, sehingga 
membeda dan diketahui. Kalian adalah umat yang paling baik 
di alam wujud sekarang, karena kalian adalah orang-orang 
yang melakukan amar ma‟ruf dan nahi mungkar. Kalian 
adalah orang-orang yang beriman secara benar, yang bekasnya 
tampak pada jiwa kalian, sehingga terhindarlah kalian dari 
kejahatan, dan kalian mengarah kepada kebaikan. Padahal 
sebelumnya kalian adalah umat yang dilanda kejahatan dan 
kerusakan. Kalian tidak melakukan amar ma‟ruf dan nahi 
mungkar, bahkan tidak beriman secara benar. 13 
                                                 
13 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu 




Bagian pertama pada himpunan ayat ini meletakan 
kewajiban yang berat di atas pundak kaum muslimin di 
muka bumi, sesuai dengan ketinggian kedudukan jama‟ah 
ini, dan sesuai dengan posisi istimewanya yang tidak dapat 
dicapai oleh kelompok lain. Pengungkapan kalimat dengan 
menggunakan kata “ukhrijat” dikeluarkan, dilahirkan, 
diorbitkan dalam bentuk mabni lighoiril-fa‟il (mabni lil majhul) 
perlu mendapatkan perhatian. Perkataan ini mengesankan 
adanya tangan pengatur yang halus, yang mengeluarkan 
umat ini, dan mendorongnya untuk tampil dari kegelapan 
keghaiban dan dari balik bentangan tirai yang tidak ada 
yang mengetahui apa yang dibaliknya itu kecuali Allah. Ini 
adalah sebuah kalimat yang menggambarkan adanya 
gerakan rahasia yang terus bekerja dan yang merambat 
dengan halus. Suatu gerakan yang mengorbitkan umat ke 
panggung eksistensi. Umat yang mempunyai peranan, 
kedudukan dan perhitungan khusus. 
Inilah persoalan yang harus dimengerti oleh umat Islam 
agar mereka mengetahui hakikat diri dan nilainya, dan 
mengerti bahwa mereka itu dilahirkan untuk maju ke garis 
depan dan memegang kendali kepemimpinan karena mereka 
adalah umat yang terbaik. Tuntunan pertama dari posisi ini 
ialah memelihara kehidupan dari kejahatan dan kerusakan. 
Untuk itu mereka harus memiliki kekuatan sehingga 
memungkinkan mereka memerintahkan kepada kebaikan dan 
mencegah kemungkaran, karena mereka adalah sebaik-baik 
umat yang dilahirkan untuk manusia. Mereka menempati 
posisi sebagai “Khairu Ummah” sebaik-baik umat bukanlah 
mereka berbaik-baikan, pilih kasih, secara kebetulan dan 
serampangan -Maha suci Allah dari semua itu. Mujahid, 
sebagaimana dikutip Imam Al-Qurthubi, mengatakan bahwa 
keunggulan umat Islam itu dengan syarat memenuhi sifat-sifat 
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yang disebut dalam ayat itu. Ada tiga sifat yang dimiliki oleh 
umat pengemban risalah Muhammad Saw. ini yang menyertai 
predikat anugerah Allah Swt. sebagai umat yang terbaik, 
yakni: (1). Menyuruh kepada yang ma‟ruf, (2). Mencegah dari 
yang munkar, (3). Beriman kepada Allah Swt., sebagaimana 
terdapat dalam lafazh:14 
 
  َللّ ابِ أنوُن امْؤ ُت أو ار أكْنُمْلا انأع أنْو أه ْ نأ ت أو افوُرْع أمْل ابِ أنوُرُمْأتَ 
“Kalian menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah”. 
 
Itulah tiga sifat yang menjadi unsur-unsur kebaikan 
umat Muhammad Saw. Sehingga dapat dipahami bahwa 
iman kepada Allah Swt. harus melekat lebih utama sebelum 
dua hal yang lain, yakni amar ma‟ruf dan nahi munkar. 
Demikian pula, umat yang shalih beriman kepada risalah 
Islam. Sebab aktivitas amar ma‟ruf dan nahi munkar tidak 
ditentukan oleh tradisi masyarakat, melainkan oleh syariat 
yang diturunkan Allah Swt. Menurut Imam Az-
Zamakhsyari, penyebutan iman kepada Allah Swt. dalam 
ayat ini berarti juga termasuk iman kepada segala yang 
diwajibkan oleh iman kepada Allah Swt., seperti iman 
kepada Rasul-Nya, Kitab-Nya, hari kebangkitan, hari 
perhitungan, pahala dan siksa, dan lain-lain. Menurutnya, 
jika tidak disertai iman kepada itu semua belum terhitung 
sebagai iman kepada Allah Swt. Beliau melandasinya 
dengan firman Allah Swt.:  
 
“ … mereka mengatakan: “Kami beriman kepada yang 
sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, 
serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan 
                                                 




(tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), 
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami 
telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan 
yang menghinakan (QS. an-Nisa ayat 150-151). 
 
Dalam konteks kekinian, ketertarikan sebagian umat 
Islam –lantaran kedangkalan mereka terhadap pengertian 
aqidah Islam sebagai pandangan hidup mereka- kepada 
ideologi dan sistem hidup selain Islam, seperti sosialisme, 
komunisme, sekularisme, kapitalisme, dan lain-lain 
pandangan hidup yang bertentangan dengan Islam, bisa 
menjadikan mereka tergelincir dari keimanan kepada Allah 
Swt. yang sebenarnya. Dan pada gilirannya, mereka tak 
bakal menemukan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di 
bawah naungan Islam. Apalagi mendapatkan gelar umat 
terbaik. Sungguh jauh panggang dari api!15 Dalam mengulas 
ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
menyertakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad bahwa Durrah binti Abi Lahab berkata bahwa 
seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw. sewaktu beliau 
berpidato di atas mimbar: “Siapakah orang yang terbaik, ya 
Rasulullah? Rasulullah Saw. menjawab: 
 
 ال ْمُهُل أصْوأأأو ار أكْنُ
لما انأع ْمُىا أه ْنأأأو 
افْوُرْع أمْل ابِ ْمُىُرُمآأو 
َا اللّ ْمُىاأق ْتأأأو ْمُُىأأر ْقأأ اسَانلا ُر ْ ي أخ ام ْْ َرل  
“Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak 
membaca, paling bertaqwa kepada Allah Swt., paling giat 
melakukan amar ma‟ruf nahi munkar dan paling suka 
bersilaturrahmi.” 
 
Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang 
yang terbaik adalah yang banyak pengertiannya (karena 
aktivitas membacanya) dan paling memiliki sikap taqwa, 
                                                 
15 Ibid., hlm. 13. 
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yakni menjalankan perintah Allah Swt. dan larangan-Nya. 
Itu secara pribadi. Secara komunal, dia berperan 
menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar, yakni membentuk 
sistem agar perintah dan larangan Allah Swt. menjadi 
standar umum di masyarakat dalam rangka mengatur 
interaksi antar individu anggota masyarakat. Juga ia paling 
gemar melakukan silaturrahmi, meningkatkan hubungkan 
antar karib kerabat yang merupakan salah satu kewajiban 
Islam. Ringkas kata, dia adalah orang yang senantiasa 
berbuat baik dalam pandangan syari‟at Islam, baik untuk 
dirinya, maupun untuk umat manusia. 16 
Secara garis besar, Imamah ialah kepemimpinan dan 
sering juga kita sebut sebagai khalifah (pemimpin). Pengertian 
Imamah muncul dalam historis Islam sebagai sebuah sebutan 
bagi institusi politik sebagai pengganti fungsi urusan agama 
dan politik. Pemimpin pemangku jabatan dalam imamah 
disebut imam, yang berasal dari kata „amma yang berarti 
“menjadi ikutan” yang berarti Imam harus menjadi ikutan, atau 
yang menjadi contoh untuk diteladani oleh umat, pengikutnya. 
Kemudian, ummah sebagai sebuah masyarakat atau komunitas, 
karena memiliki tujuan dan kepentingan bersama memerlukan 
Imam –Pemimpin sebagai pelaksana yang menjalankan 
Imamah (kepemimpinan sebagai sebuah institusi). Imam yang 
diangkat dan dipilih dari kalangan ummah, memegang amanah 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ummah sebagai 
yang dipimpin harus taat dan tunduk kepada imam sehingga 
antara ummah yang memerlukan kepemimpinan memiliki 
keterkaitan dan hubungan yang saling memerlukan dan saling 
membutuhkan. Antara imamah dan ummah mempunyai sebuah 
ikatan yang saling ketergantungan dan saling menentukan, 
                                                 




sesuai posisi masing-masing. Sistem dan proses pengangkatan 
yang memunculkan imam dari kalangan ummah bisa melalui 
musyawarah dan dibai‟at. 
Kata ummah, atau dalam bahasa Indonesia disebut 
dengan umat, merupakan suatu istilah yang tidak asing 
dalam masyarakat. Menurut M. Quraish Shihab dalam 
bukunya, kata ummah diambil dari kata amma-yaummu yang 
diartikan sebagai menuju, menumpu, dan meneladani. 
Kemudian Ia juga mengatakan bahwa dari akar yang sama 
lahir kata um yang dapat diartikan sebagai “ibu” dan imam 
yang bermakna “pemimpin”. Kedua kata tersebut memiliki 
makna sebagai seorang teladan, tumpuan pandangan, dan 
harapan dari anggota masyarakat Jelaslah kini mengapa 
kaum muslimin disebut Allah Swt. sebagai  َة َُّمأ رْيَخ  (umat 
terbaik) dan اًطَسَو ًة َُّمأ (umat yang adil dan pilihan), yakni 
lantaran umat ini beriman kepada Allah Swt. yang telah 
menurunkan syariat Islam yang paripurna (QS. al-Maidah: 
3) kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., serta senantiasa 
menegakkan pelaksanaan syariat Islam yang menjadi rahmat 
bagi seluruh alam (rahmatan lil „alamin) dengan aktivitas 
”amar ma‟ruf nahi munkar”. Jika umat ini masih memiliki 
unsur-unsur kebaikan umat tersebut, maka predikat terbaik 
dan pilihan tersebut tentu masih lekat. Sebaliknya jika sifat 
itu hilang, layaklah predikat itu tak tersandang lagi. 
 
↜oOo↝  







Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu 
menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil 
sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu 
telah memberikan definisi syura, di antara mereka adalah Ar-
Raghib Al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai 
proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi 
antara peserta syura. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki 
mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta 
pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura 
saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. 
Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar 
fiqh kontemporer di antaranya adalah proses menelusuri 
pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk 
mencapai solusi yang mendekati kebenaran.1  
Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, kita 
dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan 
berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi 
argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh 
para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi 
yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang 
diharapkan dapat terealisasikan.2  
Islam telah menuntun umatnya untuk bermusyawarah, 
baik itu di dalam kehidupan individu, keluarga, 
bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan individu, 
                                                 
1 Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir 
Ibnu Katsir Jilid II ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 14.  




para sahabat sering meminta pendapat Rasulullah Saw. 
dalam masalah-masalah yang bersifat personal. Sebagai 
contoh adalah tindakan Fathimah yang meminta pendapat 
kepada Nabi Saw. ketika Mu‟awiyah dan Abu Jahm 
berkeinginan untuk melamarnya (HR. Muslim: 1480). 
Dalam kehidupan berkeluarga, hal ini diterangkan 
dalam surat al-Baqarah ayat 233, dimana Allah berfirman, 
“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan“ (QS. al-Baqarah: 233). 
Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksud dari firman 
Allah (yang artinya), ”Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” 
adalah apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih 
sebelum bayi berumur dua tahun, dan keduanya 
berpendapat hal itu mengandung kemaslahatan bagi bayi, 
serta keduanya telah bermusyawarah dan sepakat 
melakukannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dengan 
demikian, faedah yang terpetik dari hal ini adalah tidaklah 
cukup apabila hal ini hanya didukung oleh salah satu 
orangtua tanpa persetujuan yang lain. Dan tidak boleh salah 
satu dari kedua orangtua memilih untuk melakukannya 
tanpa bermusyawarah dengan yang lain  
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, al-
Qur‟an telah menceritakan bahwa syura telah dilakukan oleh 
kaum terdahulu seperti kaum Sabaiyah yang dipimpin oleh 
ratunya, yaitu Balqis. Pada surat an-Naml ayat 29-34 
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menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh Balqis 
dan para pembesar dari kaumnya guna mencari solusi 
menghadapi Nabi Sulaiman ‘alahissalam. 
Demikian pula Allah telah memerintahkan Rasulullah 
Saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam 
setiap urusan. Allah Ta‟ala berfirman, “Maka disebabkan rahmat 
dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu, Karena itu ma’afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Ali 
Imran: 159). 
Di dalam ayat yang lain, di surat asy-Syura‟ ayat 38, 
Allah Ta‟ala berfirman, “Dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, 
sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka” (QS. asy-Syura‟: 36-39). 
Maksud firman Allah Ta‟ala (yang artinya), “Sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” 
adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai 
mereka saling bermusyawarah mengenai hal itu agar mereka 
saling mendukung dengan pendapat mereka seperti dalam 
masalah peperangan dan semisalnya (Tafsir al-Quran al-
‘Azhim 7/211). 
Seluruh ayat al-Quran di atas menyatakan bahwasanya 
syura (musyawarah) disyari‟atkan dalam agama Islam, 
bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah 
sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa 




“Sesungguhnya Allah Ta‟ala memerintahkan Nabi-Nya 
bermusyawarah untuk mempersatukan hati para 
sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah 
beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam 
permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, 
baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, 
permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, 
selain beliau Shallallahu‟ alaihi wa sallam tentu lebih patut 
untuk bermusyawarah” (As-Siyasah asy-Syar’iyah hlm. 126). 
Sunnah Nabi Saw. pun menunjukkan betapa Nabi Saw. 
sangat memperhatikan untuk senantiasa bermusyawarah 
dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan terutama 
urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. 
Beliau pernah bermusyawarah dengan para sahabat pada 
waktu Perang Badar mengenai keberangkatan menghadang 
pasukan kafir Quraisy. Selain itu, Rasulullah Saw. pernah 
bermusyawarah untuk menentukan lokasi berkemah dan 
beliau menerima pendapat Al-Mundzir bin „Amr yang 
menyarankan untuk berkemah di hadapan lawan. Dalam 
Perang Uhud, beliau meminta pendapat para sahabat 
sebelumnya, apakah tetap tinggal di Madinah hingga 
menunggu kedatangan musuh ataukah menyambut mereka di 
luar Madinah. Akhirnya, mayoritas sahabat menyarankan 
untuk keluar Madinah menghadapi musuh dan beliau pun 
menyetujuinya. Dalam masalah lain, ketika terjadi peristiwa 
hadits al-Ifki, Rasulullah Saw. meminta pendapat Ali dan 
Usamah perihal ibunda Aisyah Ra. Demikianlah, Nabi Saw. 
juga bermusyawarah dengan para sahabatnya baik dalam 
masalah perang maupun yang lain. Ibnu „Athiyah mengatakan, 
“Syura merupakan aturan terpenting dalam syari‟at dan 
ketentuan hukum dalam Islam” (Al-Muharrar Al-Wajiz). Apa 
yang dikatakan oleh beliau mengenai syura benar adanya 
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karena Allah Ta‟ala telah menjadikan syura sebagai suatu 
kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai 
persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan 
orang lain. Selain itu, Allah pun telah menjadikan syura sebagai 
salah satu nama surat dalam al-Quran al-Karim. Kedua hal ini 
cukup untuk menunjukkan betapa syura memiliki kedudukan 
yang penting dalam agama ini. 
Amir Al-Mukminin, Ali Ra. juga pernah menerangkan 
manfaat dari syura. Beliau berkata, “Ada tujuh keutamaan 
syura, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide 
yang brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga dari celaan, 
selamat dari kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta 
mengikuti atsar (dalil)” (Al-Aqd Al Farid hlm. 43) Urgensi dan 
faedah syura banyak diterangkan oleh para ulama, di antaranya 
imam Fakhr Ad-Din Ar-Razy dalam Mafatih Al-Ghaib. Secara 
ringkas beliau menyebutkan bahwa syura memiliki faedah 
antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, musyawarah yang 
dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan para sahabatnya 
menunjukkan ketinggian derajat mereka (di hadapan nabi). 
Hal ini membuktikan besarnya cinta para sahabat kepada Nabi 
Muhammad Saw. dan kerelaan mereka dalam menaati beliau. 
Jika beliau tidak mengajak mereka bermusyawarah, tentulah 
hal ini merupakan bentuk penghinaan kepada mereka. 
1. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas 
dalam benak seseorang pendapat yang mengandung 
kemaslahatan dan tidak terpikir oleh Waliy al-Amr 
(penguasa). Al-Hasan pernah mengatakan, “Setiap kaum 
yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga 
mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam 
permasalahan mereka”.3  
                                                 




2. Al-Hasan dan Sufyan ibn „Uyainah mengatakan, 
“Sesungguhnya Nabi diperintahkan untuk 
bermusyawarah agar bisa dijadikan teladan bagi yang lain 
dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi umatnya” 
3. Syura memberitahukan kepada Rasulullah Saw. dan juga 
para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan 
pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta 
untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan 
keikhlasan mereka dalam menaati beliau. Dengan 
demikian, akan nampak baginya tingkatan mereka 
dalam keutamaan. 
Telah disebutkan sebelumnya bahwa buku ini 
berusaha untuk memaparkan sisi-sisi perbedaan antara syura 
dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan 
antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya 
tidaklah tepat. Karena mengingat makna syura ialah 
meminta pendapat (thalab ar-ra’yi), sehingga ia merupakan 
sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan 
merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam 
(Nizham as-Siyasah al-Islamiyah). Sedangkan demokrasi 
adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan 
untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem 
pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan 
pendapat (Syura bukan demokrasi karya M. Shiddiq al-Jawi). 
Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita 
membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dengan 
demokrasi itu sendiri. 
 
↜oOo↝ 




SYURA DAN DEMOKRASI: 
PERBANDINGAN DAN PERBEDAAN 
 
 
Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam yang 
salah satu landasannya adalah syura dengan sistem 
demokrasi terangkum ke dalam poin-poin berikut: Pertama, 
umat (rakyat) dalam suatu sistem demokrasi dapat 
didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang menempati 
suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu di dalamnya 
berkumpul dikarenakan kesadaran untuk hidup bersama, 
dan di antara faktor yang membantu terbentuknya umat 
adalah adanya kesatuan ras dan bahasa.1 Sedangkan dalam 
sistem Islam, kata umat memiliki definisi yang berbeda 
dengan sebelumnya. Karena ketika mendefinisikan umat, 
Islam tidaklah terbatas pada faktor kesatuan wilayah, ras, 
dan bahasa. Namun, umat dalam Islam memiliki definisi 
yang lebih luas karena akidah Islamiyah-lah yang menjadi 
tali pengikat antara setiap individu muslim tanpa membeda-
bedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, meski 
kaum muslimin memiliki beraneka ragam dalam hal ras, 
bahasa, dan wilayah, mereka semua adalah satu umat, satu 
kesatuan dalam pandangan Islam.2  
Kedua, Sistem demokrasi hanya berusaha untuk 
merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materil demi 
mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan 
militer. Sistem ini tidaklah memperhatikan aspek ruhiyah. 
                                                 
1 Nizham, … hlm. 489.  
2 Asyuara, … hlm. 25.  
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Berbeda dengan sistem Islam yang tetap memperhatikan 
faktor-faktor tersebut tanpa mengesampingkan aspek 
ruhiyah diniyah, bahkan aspek inilah yang menjadi dasar 
dan tujuan dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, aspek 
ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan kemaslahatan manusia 
yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di 
belakangnya.3 Ketiga, di dalam sistem demokrasi, rakyat 
memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun 
dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. 
Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat 
dimentahkan, demikian pula peraturan baru yang sesuai 
dengan keinginan dan tujuan masyarakat dapat disusun dan 
diterapkan. Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh 
kendali berpatokan pada hukum Allah Swt. 
Masyarakat tidak diperkenankan menetapkan suatu 
peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan 
hukum Islam yang telah diterangkan-Nya dalam al-Quran 
dan lisan Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Demikian 
juga dalam permasalahan ijtihadiyah, suatu peraturan 
dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang sesuai 
dengan syari‟at.4 Kewenangan majelis syura dalam Islam 
terikat dengan nash-nash syari‟at dan ketaatan kepada 
waliyul amr (pemerintah). Syura terbatas pada permasalahan 
yang tidak memiliki nash (dalil tegas) atau permasalahan 
yang memiliki nash namun indikasi yang ditunjukkan 
memiliki beberapa pemahaman. Adapun permasalahan 
yang memiliki nash yang jelas dan dengan indikasi hukum 
yang jelas, maka syura tidak lagi diperlukan. Syura hanya 
dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan 
nash-nash syari‟at. 
                                                 
3 Asyuara, ... hlm. 25. 
4 An-Nazhariyaat as-Siyaasiyah al-Islamiyah … hlm. 338. 
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Ibnu Hajar mengatakan, “Musyawarah dilakukan 
apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat nash syar‟i 
yang menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum 
mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang sama 
antara melakukan atau tidak. Adapun permasalahan yang 
hukumnya telah diketahui, maka tidak memerlukan 
musyawarah.5 Adapun dalam demokrasi, kewenangan 
parlemen bersifat mutlak. Benar undang-undang mengatur 
kewenangannya, namun sekali lagi undang-undang tersebut 
rentan akan perubahan.6 Syura yang berlandaskan Islam 
senantiasa terikat dengan nilai-nilai akhlaqiyah yang 
bersumber dari agama. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut 
bersifat tetap dan tidak tunduk terhadap berbagai perubahan 
kepentingan dan tujuan. Dengan demikian, nilai-nilai 
tersebutlah yang akan menetapkan hukum atas berbagai 
aktivitas dan tujuan umat. Di sisi lain, demokrasi justru 
berpegang pada nilai-nilai yang relatif/nisbi karena dikontrol 
oleh beraneka ragam kepentingan dan tujuan yang diinginkan 
oleh mayoritas.7 Demokrasi memiliki kaitan erat dengan 
eksistensi partai-partai politik, padahal hal ini tidak sejalan 
dengan ajaran Islam karena akan menumbuhkan ruh 
perpecahan dan bergolong-golongan. Syari‟at Islam telah 
menggariskan batasan-batasan syar‟i yang bersifat tetap dan 
tidak boleh dilanggar oleh majelis syura. Berbagai batasan 
tersebut kekal selama Islam ada. Adapun demokrasi tidak 
mengenal dan mengakui batasan yang tetap. Justru aturan-
aturan yang dibuat dalam sistem demokrasi akan senantiasa 
                                                 
5 Ibnu Hajar Syarah Sahih Bukhari (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 
TT), hlm. 3291.  
6 Asy Syura’ wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah (Libanon: Dar al-Kutub 
al-Ilmiah TT), hlm. 427-428.  
7 Asy Syura’ wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah … hlm. 427-228.  
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berevolusi dan menghantarkan pada tercapainya hukum yang 
mengandung kezhaliman menyeluruh yang dibungkus 
dengan slogan hukum mayoritas.8 Demokrasi menganggap 
rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu 
negara yang berdasar pada hukum mayoritas, suara 
mayoritaslah yang memegang kendali pensyari‟atan suatu 
hukum dalam menghalalkan dan mengharamkan. Adapun di 
dalam sistem syura, rakyat tunduk dan taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin.9  
Syura bertujuan untuk menghasilkan solusi yang 
selaras dengan al-Haq meski bertentangan dengan suara 
mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih 
mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara 
mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran.10 Kriteria 
ahli syura sangatlah berbeda dengan kriteria para konstituen 
dan anggota parlemen yang ada dalam sistem demokrasi. 
Al-Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli syura, beliau 
mengatakan, “Pertama, memiliki akal yang sempurna dan 
berpengalaman; Kedua, intens terhadap agama dan bertakwa 
karena keduanya merupakan pondasi seluruh kebaikan; 
Ketiga, memiliki karakter senang memberi nasehat dan 
penyayang, tidak dengki dan iri, dan jauhilah 
bermusyawarah dengan wanita; Keempat, berpikiran sehat, 
terbebas dari kegelisahan dan kebingungan yang 
menyibukkan; Kelima, tidak memiliki tendensi pribadi dan 
dikendalikan oleh hawa nafsu dalam membahas 
permasalahan yang menjadi topik musyawarah.11  
                                                 
8 Fiqh Asyuaro ... hlm. 12. 
9 Asy Syura’ la ad-Dimuqratiyah ... hlm. 40-41.  
10 Hukm ad-Dimuqratiyah, hlm. 32. 
11 Al-Ahkam as-Sulthaniyah … hlm. 6. 
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Adapun dalam sistem demokrasi, setiap warga negara 
memiliki porsi yang sama dalam mengemukakan pendapat, 
baik dia seorang kafir, fasik (pelaku maksiat), zindik, 
ataupun sekuler. Al-„Allamah Ahmad Muhammad Syakir 
mengatakan, “Di antara konsep yang telah terbukti dan 
tidak lagi membutuhkan dalil adalah bahwasanya 
Rasulullah Saw. telah memerintahkan para pemangku 
pemerintahan setelah beliau untuk bermusyawarah dengan 
mereka yang terkenal akan keshalihannya, menegakkan 
aturan-aturan Allah, bertakwa kepada-Nya, menegakkan 
shalat, menunaikan zakat dan berjihad di jalan-Nya. 
Rasulullah Saw. telah menyebut perihal mereka dalam 
sabdanya, “Hendaklah yang dekat denganku (dalam shaf shalat) 
adalah mereka yang cerdas serta berakal” (HR. Muslim: 974). 
Mereka bukanlah kaum mulhid (atheis), bukan pula 
mereka yang memerangi agama Allah, tidak pula para 
pelaku maksiat yang tidak berusaha menahan diri dari 
kemungkaran, dan juga bukan mereka yang beranggapan 
bahwa mereka diperbolehkan menyusun syari‟at dan 
undang-undang yang menyelisihi agama Allah serta mereka 
boleh menghancurkan syari‟at Islam. Ahli syura 
mengedepankan musyawarah dan nasehat kepada 
pemimpin serta mereka wajib untuk menaatinya dalam 
permasalahan yang diperintahkannya. Dengan demikian, 
kekuasaan dipegang oleh pemimpin. Pemimpinlah yang 
menetapkan dan memberhentikan majelis syura bergantung 
pada maslahat yang dipandangnya. Sedangkan dalam 
demokrasi, kekuasaan dipegang oleh parlemen, pemimpin 
wajib menaati dan parlemen memiliki kewenangan 
memberhentikan pemimpin dan menghalangi orang yang 
kredibel dari pemerintahan. 
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Apabila terdapat nash syar‟i dari al-Quran dan hadits, 
maka ahli syura wajib berpegang dengannya dan 
mengesampingkan pendapat yang menyelisihi keduanya, 
baik pendapat tersebut merupakan pendapat minoritas 
ataupun mayoritas. Al-Bukhari berkata dalam shahih-nya, 
“Para imam/pemimpin sepeninggal Nabi Saw. 
bermusyawarah dengan orang-orang berilmu yang amanah 
dalam permasalahan yang mubah agar mampu menemukan 
solusi yang termudah. Apabila al-Quran dan hadits telah jelas 
menerangkan suatu permasalahan, maka mereka tidak 
berpaling kepada selainnya dalam rangka mengikuti Nabi 
Saw. Abu Bakar telah berpandangan untuk memerangi kaum 
yang menolak membayar zakat, maka Umar pun 
mengatakan, “Bagaimana bisa anda memerangi mereka 
padahal Rasulullah Saw. telah bersabda, “Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa 
ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka darah 
dan harta mereka telah terjaga kecuali dengan alasan yang 
hak dan kelak perhitungannya di sisi Allah Ta‟ala.” Maka 
Abu Bakar pun menjawab, “Demi Allah, saya akan 
memerangi orang yang memisah-misahkan sesuatu yang 
justru digabungkan oleh Rasulullah Saw.” Kemudian Umar 
pun mengikuti pendapat beliau. 
Abu Bakar tidak lagi butuh pada musyawarah dalam 
permasalahan di atas, karena beliau telah mengetahui 
ketetapan Rasulullah terhadap mereka yang berusaha 
memisahkan antara shalat dan zakat serta berkeinginan 
merubah aturan dan hukum dalam agama. Adapun di 
dalam demokrasi, maka nash-nash syari‟at tidaklah berharga 
karena demokrasi dibangun di atas asas al-Laadiniyah/al-
’Ilmaniyah (ateisme). Oleh karenanya, demokrasi seringkali 
menyelisihi berbagai ajaran prinsipil dalam agama Islam 
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seperti penghalalan riba, zina, dan berbagai hukum yang 
tidak sejalan dengan apa yang diturunkan Allah Ta’ala. 
Kesimpulannya adalah tidak ada celah untuk menyamakan 
antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah untuk 
seluruh hamba-Nya dengan sebuah sistem dari manusia 
yang datang untuk menutup kekurangan, namun masih 
mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai 
permasalahan, namun dia sendiri merupakan masalah yang 
membutuhkan solusi. Meskipun ada persamaan antara syura 
dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian 
kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat 
substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang 
syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-Basyar 
(Rabb manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi 
merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang 
tentunya tidak lepas dari kekurangan. Wallahu al-Muwaffiq. 
 
↜oOo↝  




NEGARA HUKUM  
DAN SIYASAH SYARIYAH 
 
 
Negara dalam bahasa inggris berarti state, Belanda 
berarti staat, atau Perancis berarti etat. Secara terminologi, 
negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok 
masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, untuk 
hidup bersama dalam suatu kawasan, dan mempunyai 
pemerintahan yang berdaulat.1 Negara hukum adalah 
negara yang menegakkan supremasi hukum yang dalam 
pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. 
Dalam negara hukum penguasa tidak bisa berbuat menurut 
kehendak dan kemauanya saja, karena segala tindak-tanduk 
dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-
peraturan perundang-undangan.2  
Negara hukum bersandar kepada keyakinan 
kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang 
adil dan baik. Ada dua unsur negara hukum, pertama 
hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah 
tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu 
norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah. 
Kedua adalah norma objektif itu harus memenuhi syarat 
bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat 
                                                 
1 Kamaruddin Hidayat dkk., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic 
Education) Edisi Ketiga Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani 
(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 91. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 
Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 231. 
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dipertahankan berhadapan dengan ideologi hukum. Hukum 
menjadi setiap landasan semua tindakan negara. 3 
Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan 
dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu: 
1. Demi kepastian hukum  
2. Tuntutan perlakuan yang sama  
3. Legitimasi demokrasi 
4. Tuntutan akal budi. 
Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan 
kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku 
dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Adapun 
tipe negara hukum itu terbagi menjadi tiga yaitu negara 
hukum yang menghendaki supaya negara berstatus pasif atau 
warga negara harus tunduk pada peraturan negara. Kedua, 
negara hukum formil atau division of power. Negara hukum 
formil ini merupakan negara yang mendapatkan pengesahan 
dari rakyat segala tindakan penguasa memerlukan bentuk 
hukum tertentu yang harus berdasarkan kepada undang-
undang. Negara hukum formil disebut juga negara 
demokratis yang berlandaskan undang-undang. Ketiga, 
negara hukum materiil atau seperation of power. Negara 
hukum materiil merupakan perkembangan dari negara 
hukum formil yakni tindakan penguasa harus harus 
berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas 
yaitu dalam negara hukum materiil tindakan penguasa 
dalam keadaan mendesak demi kepentingan warga negara 
dibenarkan bertindak menyimpang atau berlaku asas 
opportunitas.4 Pelaksanaan negara hukum berbeda pada 
                                                 
3 Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi (Jakarta timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2013), hlm. 74. 
4 Risnawati, Makalah Negara Hukum (Pamulang: Universitas 
Pamulang, 2012), hlm. 1-2. 
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setiap negara sesuai dengan kondisi sosial, geografis 
wilayah, budaya dan kesepakatan di antara rakyat dengan 
pemimpin mereka.  
Menurut Thahir Azhari sebagaimana yang penulis 
kutip dari salah literatur yang penulis ambil menyatakan 
ada lima jenis atau konsep negara hukum yang berkembang 
yaitu: Pertama, ide negara hukum mulai populer sejak abad 
ke-17 M yang pada saat itu dunia Barat dikuasai raja dan 
kaum bangsawan yang bersifat absolut. Mereka dapat 
melakukan apa saja yang mereka inginkan, ironisnya sikap 
arogan dan absolutisme raja didukung oleh gereja yang juga 
mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dari raja. 
Kejadian ini menimbulkan perlawanan dari kalangan 
pemikir barat dan rakyat jelata.  
Pemberontakan pertama dikenal dengan Revolusi 
Perancis 1789 dan menimbulkan kebencian terhadap gereja 
sehingga membuahkan sikap pemisahan antara politik dan 
agama bersamaan hal ini banyak pemikir Barat yang 
mengemukakan hal ihwal negara hukum. Stahl 
merumuskan empat unsur negara hukum yakni pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara 
berdasarkan trias politica, pemerintahan diselenggarakan 
berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan 
administrasi negara yang bertugas mengatur dan menangani 
kasus melanggar hukum oleh pemerintah. 
Konsep rechtstaat di dunia barat khususnya di Eropa 
Kontinental berlandaskan pada filsafat liberal sekuler yang 
individualistik yang mencampakkan agama sama sekali dari 
kehidupan politik. Adapun pada negara-negara Anglo 
Saxon berkembang suatu konsep negara hukum yang rule of 
law menekankan tiga unsur utama pemerintahan yaitu: 1. 
Supremasi hukum 2. Persamaan di hadapan hukum 3. 
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Konstitusi yang didasarkan atas hak perseorangan. Sosialist 
legality adalah konsep negara yang dianut oleh negara-
negara sosialist-komunis dalam rangka mengimbangi 
konsep rule of law dan dari Anglo Saxon. Hukum 
ditempatkan di bawah sosialisme. Konsep socialist legality, 
rule of law dan rechstaat sama-sama memberikan kebebasan 
dalam hal tertentu. Jika konsep pertama memberikan 
kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada individu 
sementara socialist legality individu diletakkan pada posisi 
terbawah dan memberikan kekuasaan sebebas-bebasnya 
kepada penguasa untuk melakukan eksploitasi dan 
menegakkan konsep ini dengan kekerasan dan kekuatan 
senjata. Konsep negara hukum pancasila agaknya berdiri di 
antara konsep negara barat yang terlalu memberikan 
kebebasan individu dan memisahkan agama dari negara 
dengan sosialis-komunis yang menempatkan kekuasaan 
memiliki andil yang besar dan posisi rakyat di bawah negara 
dan menolak agama sama sekali. Konsep Pancasila 
mengakui kebebasan individu berdasarkan UUD 1945 Pasal 
28 meskipun pemerintah berhak menguasai sumber-sumber 
daya alam yang ada untuk kepentingan kemakmuran rakyat 
dan tidak memisahkan agama dengan negara walaupun 
tidak menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi 
namun negara mengatur masalah agama di bawah 
koordinasi Departemen Agama (Kementrian Agama).5 
Islam dan negara sejatinya memiliki hubungan yang 
begitu erat, hal ini terlihat pada beberapa sarjana orientalis 
yang meyakini bahwa ajaran Islam tidak hanya mengenai 
ajaran semata tetapi juga mengatur permasalahan negara 
sebagaimana apa yang penulis kutip dari salah satu literatur 
                                                 
5 H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80.  
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bahwa C.A. Nollino menyatakan “Muhammad telah 
meletakkan dasar agama bersamaan dengan meletakkan 
dasar negara pada waktu yang sama”. Di kalangan jumhur 
ulama dikatakan bahwa Islam mengharuskan adanya agama 
dan pemerintah, meskipun jumlahnya kecil namun ada juga 
yang hanya mmbolehkan saja. Syekih Muhammad Syaltout 
menyatakan hubungan negara dan agama saling berkaitan 
melalui ungkapan: 
 
 نيدلاف .ءانباباةدعلقلا طابترا ملاسلاا في ايربك اطابترا ةلودلابا نيدلا اطبت ري اذكه و
 روصت نكيملا امك نيد لاب ماسلاا ةل ود روصت نكيملاو اههجومو ةل ودلا ساسا
سا ن وكي لا ذئنيح هنلا ةل ولا ةسايسو اوتلجا حيجوت نم اغرف ملاسلاا نيدلالام.  
“Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya 
pengarahan dari masyarakat dan politik negara, karena 
apabila demikian negara itu tidak bersifat Islami.” 
 
Muhammad Yusuf Musa menjelaskan bahwa Nabi 
telah memikirkan perkara negara ini semenjak beliau masih 
di Mekkah, beliau menunjuk kepada Bia’at Aqabah II 
sebagai bukti, sehingga menghasilkan interpretasi bahwa 
negara pertama bagi orang Arab dan kaum Muslim pertama 
adalah di Madinah namun, ada sarjana yang menolak bahwa 
negara dan agama (Islam) terpisah satu sama lain yakni Ali 
Abd Al-Raziq di dalam kitabnya Al-Islam wa Ushul Al-Hukm 
yang menyatakan: 
1. Tidak ada nash di dalam al-Qur’an dan Hadist. 
2. Adalah kenyataan bahwa yang dirasakan yang 
dikuatkan dengan akal dan disaksikan oleh sejarah masa 
dahulu dan masa kini bahwa syia’ar Islam, merupakan 
manifestasi agama-Nya sejak semula tidaklah 
tergantung kepada macamnya pemerintahan.6 
                                                 
6 H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah ... hlm. 83.  
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Negara dalam Islam tidak dapat disamakan dengan 
teokrasi seperti yang dipahami di Barat. Dalam teokrasi, 
penguasa memegang mandat dari Tuhan sementara dalam 
nomokrasi Islam kepala negara (penguasa) menjalankan 
negara dengan berdasar kepada hukum syari’at yang 
diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya 
Muhammad Saw. Maka penguasa melaksanakan apa saja 
yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dalam 
nomokrasi Islam, kepala negara bukanlah sosok untouchable 
man, dia sama dengan warga negara lainnya yang tidak 
kebal di mata hukum, kepala negara hanyalah orang yang 
didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting sehingga 
semua tindakannya dapat dikontrol oleh masyarakat.  
Sumber ajaran Islam yakni al-Qur’an dan Sunnah tidak 
mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus 
dijalankan oleh negara, Islam hanya mengatur yang umum 
saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi 
Islam di antaranya: Allah Swt., menegaskan bahwa manusia 
diciptakan sebagia khalifah yang akan memakmurkan bumi 
ini. Sebagaimana hadis Nabi berikut: 
 
 ار مكلكهتيعر نع لواسم مكلك و ع.  
“Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan ditanya 
atas yang kalian pimpin. Prinsip kekuasaan sebagai amanah”. 
 
Allah memerintahkan agara manusia amanah dalam 
melaksanakan tugas dipundaknya. (QS. an-Nisa ayat 58) oleh 
karena itu Islam tidak menoleransi berbagai bentuk 
penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sangat 
banyak ayat al-Qur’an yang menegaskan pentingnya 
menegakkan keadilan. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, 
Allah tidak hanya menggunakan kata al-„adl saja, tetapi juga 
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kata al-wazn/al-mizan, al-qisth, dan as-wasath. Ini menunjukkan 
bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senatiasa 
diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. 
Musyawarah disebutkan secara tegas di dalam al-Qur’an di 
tiga ayat yaitu (al-Baqarah 2: 33, al-Imran 3: 159 dan asy-Syura 42: 
38). Musyawarah ini diapit di dalam al-Qur’an dengan 
penjelasan tentang orang yang yang mendirikan shalat dan 
menafkahkan sebagian hartanya sama dengan orang 
mematuhi seruan Allah. Allah Swt., Meletakkan kewajiban 
mematuhi pemimpin diposisikan pada peringkat ketiga setelah 
kewajiban mematuhi Allah dan Rasulnya asal tidak 
bertentangan dengat perintah Allah Swt.7 
 
↜oOo↝  
                                                 
7 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah … hlm. 235. 







Mengkaji negara tidak bisa dilepaskan dengan masalah 
pemerintahan. Pemerintah menurut Sively adalah 
sekelompok rakyat yang di dalamnya negara mempunyai 
otoritas tertinggi menjalankan aktivitas atas nama negara, 
negara mempresentasikan konsep abstrak, pemerintah 
mempresentasikan bentuk konkret. Otoritas negara 
dijalankan oleh pemerintah, fungsi negara ditegakkan oleh 
pemerintah, hukum negara yang dibuat, dideklarasikan dan 
dilaksanakan pemerintah. Pemerintah merupakan actual 
steering negara atau badan eksekutif negara. 
Pemegang kekuasaan yakni pemerintah, ulil al-amri 
atau wulatul amri memiliki kompetensi menerapkan hukum 
Allah Swt. dan membuat berbagai peraturan hukum yang 
tidak diatur dalam syariat dan tidak bertentangan dengan 
syariat itu sendiri. Adapun pembuat syariat atau yang 
menetapkan hukum syara’ adalah hak Allah Swt. Dalam 
politik Islam dikenal tiga jenis hokum, yaitu 1) Hukum 
syariat; hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Swt. 
dan Rasul-Nya. 2) Produk ijtihad atau hasil pemahaman 
para mujtahid terhadap dalil syariat (fiqh). 3) Hasil 
pemahaman umarâ (pemerintah) terhadap dalil tersebut 
yang disebut siyasah syar’iyyah yang dalam bentuk 
perundang-undangan (hukum qânuni). Hukum ini 
ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang tidak bersifat 
kekal kecuali hal yang mendasar dan perlu dipertahankan. 
Secara hierarkis, hukum yang tertinggi adalah hukum 
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syariat yakni al-Qur’an dan hadits. Namun jika tidak 
ditemukan dalam ketentuan syariat maka diperlukan kajian 
ijtihad dalam penemuan dan penetapan hukum. Kategori 
hukum syariat dan hukum qonuni baru dikenal pada saat 
para mujtahid dan fuqoha menetapkan berbagai kriteria 
mengenai ijtihad. 
Pengertian siyasah syar’iyyah dapat disimpulkan 
dengan 4 unsur, yaitu institusi pemerintah yang 
menjalankan aktivitas pemerintahan masyarakat sebagai 
pihak yang diatur kebijaksanaan dan hukum yang menjadi 
instrumen pengaturan masyarakat. Cita-cita ideal dan tujuan 
yang hendak dicapai. Makna istilah, fiqh siyasah atau 
siyasah al-syar'iyyah diartikan sebagai berikut: Pertama, 
Menurut Ahmad Fathi: Pengurusan kemaslahatan umat 
manusia sesuai dengan ketentuan syara’ (Ahmad Fathi 
Bahantsi dalam al-siyasah al-jinaiyyah fial-syari'at al-
Islamiyah). Kedua, Menurut Ibnu 'Aqil, dikutip dari 
pendapat Ibnu Al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah 
perbuatan yang membawa manusia menjadi lebih dekat 
pada kemaslahatan dan lebih jauh menghindari mafsadah 
(keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak 
menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. 
Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi 
adalah kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan 
jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia 
maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari 
Muhammad Saw., baik tampil secara khusus maupun secara 
umum, datang secara lahir maupun batin. Menurut Abd 
Wahab Al-Khallaf, "Siyasah syar'iyyah adalah pengurusan 
hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara 
menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari 
kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas 
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syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, 
walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama 
Mujtahid". Maksud Abd Wahab tentang masalah umum 
negara antara lain adalah: 
1. Pengaturan perundangan-undangan negara. 
2. Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan. 
3. Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan 
pelaksanaannya, dan 
4. Urusan dalam dan luar negeri. 
Meminjam istilah untuk negara kita adalah penguasa 
sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias 
politika) dan rakyat atau warga negara. 
Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah 
dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan 
bahwa pengertian Fiqh Siyasah atau Fiqh Syar’iyyah ialah 
“ilmu yang mempelajari hal–ihwal seluk– eluk pengatur 
ihwal umat, negara dengan bentuk-bentuk hukum, 
pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah 
sejalan dengan dasar–dasar ajaran syariat untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat.” Tujuan utama yang 
hendak dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab 
Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara 
yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam 
menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil 
guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di 
segala zaman dan di setiap negara. 
Objek pembahasan siyasah syar’iyyah adalah berbagai 
aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan bernegara 
yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat 
universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai 
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peraturan dan perundangan dan undang-undang yang 
dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok 
ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat 
manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. 
Menurut Prof. Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi 
Tematis Dunia Islam: Ajaran, fiqh siyasah adalah salah satu 
disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan 
umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, 
berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh 
pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Dalam 
istilah dunia modern fiqh siyasah ini disebut juga sebagai ilmu 
tata negara yang berdasarkan ajaran Islam, ujar Prof. Sukardja.  
Dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang 
mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan 
tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan 
bernegara al-Qur’an mengajarkan antara lain prinsip tauhid, 
permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, 
keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati 
antar sesama manusia. Tetapi al-Qur’an tidak menetapkan satu 
sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam, 
kapan dan di mana pun mereka berada. Kajian mengenai 
sistem dan tata laksana pemerintahan itu berkembang dan 
berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke 
masa yang lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang 
berbeda-beda. Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini 
bisa ditemukan dalam fiqh (hukum) Islam, yang sumber 
utamanya adalah al-Qur’an dan sunah. Istilah yang digunakan 
untuk menyebut bidang ini adalah fiqh siyasah. Istilah lainnya 
adalah siyasah syar'iyyah al-khilafah (pemerintahan), dan al-
ahkam as-sultaniyah (hukum pemerintahan). 
 
↜oOo↝  







Sebelum Islam datang kedamaian antar bangsa sudah 
menjadi cita-cita di dunia. Untuk mewujudkan keinginan 
tersebut yang menjadi faktornya adalah perjanjian antar 
negara dan adat kebiasaan. Dua hal tersebut mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap hubungan perdamaian pada 
saat itu. Meskipun hakikatnya hubungan yang terjadi antar 
negara adalah peperangan. Yang selau ada diberikan 
tuntutan untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk 
berperang, baik dalam hal memberikan serangan senjata 
ataupun membuat benteng perlindungan untuk melindungi 
dari serangan musuh. Pada abad ke III sebelum masehi 
perjanjian Fir’aun dengan raja asia kecil ini menurut Ameer 
bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Fir’aun merupakan 
perjanjian tertua di antara dua negara yakni berisi 
penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi 
warga yang lari dari daerah asalnya.  
Kota merupakan kesatuan negara. Hal ini terjadi pada 
masa romawi kuno. Setiap negara kota seperti Sparta, dan 
lain-lain merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri 
pada masanya, hubungan negara satu dengan yang lain 
terikat oleh perasan suatu negara, suatu warga, suatu 
bahasa, dan suatu agama. J.G. Strake mengatakan bahwa 
sumbangan yang diberikan oleh yunani kuno terhadap 
hukum internasional relatif kurang.  
Pada masa kurang lebih dari 700 tahun Islam telah 
berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di 
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Damaskus, Mesir sampai di Andalusia. Di beberapa kota 
juga terdapat perguruan tinggi yaitu Andalusia, Cordoba, 
Mesir, dan Baghdad. Dalam perguruan tinggi tersebut 
bahwa mahasiswa yang belajar bukan hanya pada kalangan 
muslim tetapi juga Kristen.  
Dunia Islam memiliki tokoh internasional. Yang paling 
terkenal yakni Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (132-189 
H), murid dari Imam Abu Hanifah, dan guru Imam As-
Syafi’i. Al-Syaibani mengarang buku yang berjudul Al-Siyar 
Al-Kabir. Dalam kitabnya terdapat pembicaraan tentang 
status orang asing dan para duta besar. Pembagian dunia 
oleh negeri damai, negeri netral, dan negeri yang 
menyerang. Hukum Islam mempunyai pengaruh terhadap 
hukum internasional karena memiliki beberapa alasan yakni: 
1) Peradaban yang ada pada zaman dahulu mempunyai 
pengaruh yang besar bagi hari kemudian, dengan demikian 
secara tidak langsung bahwasanya Islam telah memberikan 
pengaruh terhadap bangsa-bangsa barat, 2) Islam pada saat 
berperang menunjukkan kriteria kemuslimannya meskipun 
pada musuh-musuhnya, prinsip etika tetap digunakan 
dalam perang Islam. 
Baron Michel salah satu guru besar hukum 
internasional pada akademik ilmu negara di Den Haag 
bahwasanya waktu kuliah pada tahun 1926 Victoria (1480-
1546) dan Suarez (1558-1617) dianggap sebagai penulis 
terbaik pada masanya dan digunakan sebagai dasar-dsar 
hukumnya dan itu diambil dari Islam.  
Dauliyah berarti daulat, kerajaan, kewenangan. 
Sedangkan siyasah dauliyah berarti kekuasaan suatu negara 
yang mengatur dalam hubungan Internasional, masalah 
teritorial, nasionalistis, ektradisi, tahanan, pengasingan 
tawanan politik, pengusiran negara asing. Selain mengurus hal 
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tersebut, juga mengurus tentang kaum dzimmi, perbedaan 
agama, akad timbal balik dan sepihak dengan dzimmi, hudud, 
qishash. Dapat dikatakan politik hukum Internasional. 
Kesatuan umat manusia merupakan hal yang urgent meskipun 
dalam konteksnya terdapat perbedaan baik agama, suku, ras. 
Namun tetap sama di hadapan Allah. Oleh karena itu 
perbedaan manusia harus disikapi dengan hak positif yakni 
dengan memberikan kelebihan dan melengkapi 
kelemahannya. Sejatinya manusia adalah umat yang satu. 
Ketika terjadi perselisihan maka Allah mengutus Nabi sebagai 
pemberi peringatan dan menurunkan bersama dengan kitab-
kitab yang benar, untuk menjawab tentang perselisihan yang 
dibahas. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang 
telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara 
mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang 
beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu 
dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang 
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. 
Kedua, keadilan, ajaran Islam telah menganjurkan 
untuk bersikap adil baik dalam diri sendiri ataupun 
keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita 
wajib untuk berbuat adil. Terdapat ayat-ayat al-Qur’an yang 
berbicara tentang keadilan yakni: Hai orang-orang yang 
beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Manusia mempunyai otoritas kemanusiaan yang sama, 
dalam mewujudkan keadilan adalah mutlak menyamakan 
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manusia di hadapan hukum. Manusia merupakan subjek 
hukum, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Barang 
siapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki ataupun 
perempuan dan dalam keadaan beriman maka mereka akan 
masuk surga dan tidak disiksa sedikitpun. Kehormatan 
manusia, setiap manusia mempunyai kehormatan manusia 
sehingga tidak diperbolehkan untuk menghina manusia 
yang lain. Kehormatan manusia ini dikembangkan menjadi 
kehormatan komunitas dan dikembangkan lagi menjadi 
negara.  
Realisasi dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas 
merupakan kerja sama kemanusiaan, dimana kerja sama di 
setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini 
diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antara 
individu maupun antara negara di dunia. Sebetulnya 
kemerdekaan bagi sendiri adalah yang mampu melawan 
hawa nafsunya serta mengendalikannya dalam keimanan 
dan akal sehat. Kebebasan bukan bersifat mutlak artinya 
kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, 
terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi. 
Kebebasan mempunyai beberapa arti, mulai dari kebebasan 
berfikir beragama, menyatakan pendapat, kebebasan 
menuntut ilmu, dan memiliki harta. 
Sikap yang baik merupakan pondasi moral di dalam 
hubungan muamalah, antara umat dan antar bangsa di 
dunia. Selain itu, diterapkan juga terhadap seluruh makhluk 
Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna. Terdapat 
ungkapan kami hendak memberi karunia terhadap orang-
orang yang tertindas di bumi (Mesir) dan hendak 
menjadikannya mereka pemimpin dan orang yang mewarisi 
bumi. Maksudnya negeri Syam dan Mesir waktu itu 
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merupakan kedua negeri yang pernah dikuasai oleh Fir’aun, 
setelah Fir’aun ini runtuh negeri ini dikuasai oleh Israil.  
 
↜oOo↝  








Asas hubungan internasional adalah damai. Selain 
kewajiban terhadap negara lain, yakni terkait hak-hak yang 
harus dihormati ketika bertempat pada negara lain yang 
kemungkinan tetangga dan melakukan perjanjian 
internasional. Abdul Wahab Khalaf ini mengatakan bahwa 
hubungan internasional ini ada dua tahap yakni mengacu 
pada ayat perang yakni surat al-Baqarah: 216, an-Nisa’: 65, 
at-Taubah: 29. Rasulullah Saw. bersabda, “Saya 
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, dan 
mengeluarkan zakat.” Dari kelompok pertama dapat 
disimpulkan bahwa hukum asal hubungan internasional 
adalah perang. Pendapat yang kedua adalah berkebalikan 
yakni hukum asal hubungan internasional adalah damai. 
Perang mempunyai alasan yakni untuk membela kebenaran 
dan menolak kedzaliman, menghindari fitnah dalam rangka 
mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam al-
Qur’an dan Hadis.  
Hubungan internasional di masa perang. Sebab 
terjadinya perang di antaranya: 1) Mempertahankan diri dari 
kitab-kitab sejarah tarikh, yakni cara Nabi Muhammad untuk 
menghimpun kekuatan ketika mempertahankan Madinah atas 
serangan suku Quraisy. Pada saat di Madinah bukan Nabi 
yang memberikan serangan tetapi musuhnya Nabi yang 
menyerang ke Madinah. Pada saat Fathu Mekkah ini, 
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Rasulullah datang ke Mekkah bukan untuk perang yakni 
sebagai pemberi amnesti umum disertai dengan penghormatan 
terhadap tokoh-tokoh Mekkah seperti Abu Sofyan yang pada 
saat itu masih kafir. 2) Dakwah dalam rangka perang terjadi 
akibat jaminan jalannya dakwah. Artinya dakwah untuk 
membela kebenaran tidak boleh untuk ditindas dari penguasa 
manapun. Islam merupakan agama yang tidak mengenal 
pemaksaan, hal ini telah dijelaskan bahwa Islam tidak 
menghendaki pemaksaan beragama. Apabila seorang 
penguasa memberikan tindasan dan paksaan terhadap 
agamanya kepada orang muslim maka itu adalah penguasa 
yang dzalim. Perilaku seperti ini yang ditunjukkan oleh 
penguasa Persia dan Romawi pada saat itu, yang mana tidak 
memberikan kebebasan terhadap rakyatnya untuk memeluk 
agama yang diyakininya. Menurut jumhur ulama bahwasanya 
negara dibagi menjadi dua bagian yakni Darul Islam dan Darul 
Harb. Ulama safi’iyah ini menambahlan kategori Dar al-‘Had 
selain keduanya yang telah disebutkan. Dar al-‘had merupakan 
negara-negara yang berdamai dengan darul Islam, melalui 
perjanjian tersebut maka semua penduduk dar ‘had tidak boleh 
diganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiannya. 
Meskipun pada hakikatnya penduduknya tidak beragama 
Islam, mereka tetap mendapat perlindungan seperti orang 
Islam sebagimana mestinya. A. Djazuli mengatakan 
bahwasanya pembagian dunia pada masa saat ini adalah al-
Alam al-Islami yang terdiri dari Daulah Islamiyah, Baladah 
Islamiyah, al-Alam al-‘Ahd yakni negara-negara yang berdamai 
dengan negara Islam.  
Dalam pembagian darul Islam beberapa ulama memiliki 
paradigma yang berbeda. Terdapat ulama yang membagi darul 
Islam berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, ada 
juga yang di lihat dari sisi keamanan warganya menjalankan 
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syariat Islam. Selain itu, terdapat juga ulama yang memandang 
bahwasanya pembagian darul Islam dibagi berdasarkan sisi 
pemegang kekuasaan tersebut. Salah satu tokoh madzad 
Hanafi yakni Imam Abu Yusuf berpendapat bahwasanya 
pembagian darul Islam berdasarkan hukum yang berlaku di 
dalamya, meskipun mayoritasnya warga non muslim. Al-Harb 
mengatakan adalah negara yang tidak memberlakukan hukum 
Islam, meskipun sebagian penduduknya beragama Islam. 
Pemikiran modern yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb 
memandang bahwa negara yang menerapkan hukum Islam 
adalah darul Islam, tanpa diberlakukannya persyaratan 
penduduk yakni muslim. Perbedaan ini bertolak belakang 
dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang 
mensyaratkan penduduknya harus muslim. Dari sisi 
keamanan warganya harus melaksanakan syariat Islam. 
Perbedaan darul Islam dan darul Harbi ini Imam Abu Hanifah 
memandang dari segi aman yang dirasakan penduduknya. Jika 
merasakan aman maka negara tersebut merupakan negara dar 
Islam dan begitu juga sebaliknya jika tidak merasakan 
keamanan maka dikatakan darul Harbi.1 
Berdasarkan sisi pemegang kekuasaan negara. Salah 
satu tokoh madzab Syafi’i mengatakan bahwa suatu negara 
dipandang sebagai darul Islam apabila dipimpin oleh orang 
muslim. Menurut Javid Iqbal bahwasanya darul Islam 
merupakan negara yang mana dipimpin oleh pemegang 
kekuasaan orang muslim. Mayoritas penduduknya 
beragama Islam dan menggunakan hukum Islam sebagai 
undang-undangnya. Karena pada hakikatnya kekuasaan 
tertinggi ada di tangan Allah, maka darul Islam harus 
menjunjung tinggi supremasi hukum Islam. Selain itu, 
                                                 
1 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 78. 
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masyarakat muslim diperintahkan untuk mengikuti hukum 
Islam sehingga menurut hukum Islam pemimpin 
pemerintahan juga harus Islam. 
Pada masa modern, ciri-ciri tersebut telah bergeser. 
Artinya suatu negara darul Islam adalah negara yang 
didominasi penduduknya adalah muslim. Meskipun 
hakikatnya negara tersebut tidak menjalankan sepenuhnya 
hukum Islam seperti Mesir dan Indonesia. Selain itu, ciri-ciri 
hukum Islam pada suatu negara merupakan hal yang urgent 
dalam suatu negara disebut darul Islam meskipun tidak 
sepenuhnya mayoritas beragama Islam. Seperti contoh Iran, 
Malaysia, dan Pakistan. Kriteria inilah yang dijadikan OKI 
dalam menetapkan hukum Islam.  
Pada tingkat kesuciaannya wilayah bahwa hak-hak 
non muslim untuk menetap pada suatu wilayah. Maka 
wilayah darul Islam terbagi menjadi 3 yakni tanah suci, hijaz, 
dan selain keduanya. Yang dimaksud dengan tanah suci 
yakni tanah Mekkah dan wilayah sekitarnya. Di dua wilayah 
ini yakni Mekkah dan Madinah orang non muslim dilarang 
untuk menetap, bahkan untuk di kota Mekkah orang non 
muslim dilarang di sekitar Masjidil Haram. Non muslim 
sama sekali tidak boleh ke Mekkah dan memasukinya. 
Namun menurut pendapatnya Abu Hanifah bahwasanya 
kafir dzimmi dan mu’ahid boleh untuk memasuki Mekkah 
selama tidak untuk menetap di sana. 
Untuk kota Hijaz boleh untuk ke sana dengan kurun 
waktu 3 hari. Karena pada waktu itu Umar memberikan izin 
orang Yahudi untuk memasuki kota tersebut untuk urusan 
dagang tetapi maksimal tiga hari. Al-Ahkam al-Shulthaniyah 
menjelaskan bahwasanya jika lebih dari 3 hari maka akan 
dikenai hukuman.  
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Wilayah dan negara Islam lainnya boleh melakukan 
akad dzimmah dengan non muslim. Dengan ketentuan 
kurun waktu sesuai dengan perjanjian yang telah 
ditetapkan. Darul Harbi menurut Muhammad Iqbal dalam 
bukunya terbagi menjadi tiga bagian yakni negara yang di 
dalamnya tidak terpenuhi unsur darul Harbi, negara yang di 
dalamnya terpenuhi satu unsur darul Harbi dan negara yang 
dikategorikan darul Harbi. Negara yang tidak memenuhi 
unsur darul Harbi artinya di dalamnya adanya masyarakat 
non muslim sebagai pemberlaku hukum Islam. Negara yang 
memenuhi salah satu unsur darul Harbi yakni wilayah yang 
dikuasai non muslim dan hukum yang berlakunya hukum 
Islam meskipun sedikit. Negara dikategorikan negara darul 
Harbi artinya negara yang mana di dalamnya penduduknya 
non Islam dan tidak memberlakukan hukum Islam.2 
 
↜oOo↝  
                                                 
2 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan 
Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 45. 
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Dengan mempunyai landasan agama yang diyakini 
setiap individu, mempertimbangkan negara yang menjadi 
tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian 
dengan pemerintahan Islam, maka ulama fiqh ini membagi 
kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non 
muslim. Yang tergolong non muslim yakni ahl dzimmi, 
musta’min, harbiyun. Penduduk darul Islam terdiri atas 
muslim, ahl al-dzimmi dan musta’min, sedangkan penduduk 
darul Harbi terdiri atas muslim dan harbiyun.  
Pada tempat menetapnya, seorang muslim dibedakan 
menjadi dua yakni, 1) Yang menetap pada darul Islam. Yang 
termasuk dalam kategori ini adalah orang Islam yang 
menetap sementara waktu di darul Islam sebagai musta’min 
dan tetap komitmen dalam pemerintahan Islam serta 
mengikuti hukum-hukumnya. 2) Muslim yang tinggal di 
darul Harbi dan tidak mempunyai keinginan untuk pergi ke 
darul Islam. Status mereka menurut Imam Syafii bahwa harta 
benda dan jiwanya mereka harus tetap terpelihara. Menurut 
Abu Hanifah, mereka termasuk penduduk harbiyun, karena 
berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya 
harta benda dan jiwanya tidak terjamin keamanannya. 
Dzimmah berarti perjanjian atau jaminan. Disebut 
perjanjian karena mempunyai perjanjian kepada Allah dan 
Rasulnya. Serta jaminan di mana dapat perlindungan dari 
warga Islam untuk dilindungi. Secara tidak langsung mereka 
masuk dalam ketegori darul Islam. Kafir dzimmah diberi 
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keyakinan untuk tetap berada pada agamanya masing-
masing. Namun, untuk mendapatkan perlindungan maka 
diperlukan adanya syarat, di antaranya: 1) Membayar jizyah, 
tetap memegang teguh hukum Islam di ranah publik. 
Landasan ini ada dalam QS. at-Taubah: 29. Terdapat unsur-
unsur yang ditetapkan yakni, 1) Non muslim, baligh, 
berakal, laki-laki, bukan budak, tinggal di darul Islam, dan 
mampu membayar jizyah. Yang dimaksud non muslim yakni 
ahl kitab, murtad, dan orang musrik. Abu Bakar ibnu Ali Al-
Jashshash yang dikutip oleh Dr. Muhammad Iqbal dalam 
bukunya Fiqih Siyasah berpendapat bahwa Ahl dzimmi yakni 
Yahudi dan Nasrani serta Majusi. 2) Kebanyakan para ulama 
tidak memperbolehkan orang-orang murtad untuk tergolong 
pada dzimmi dengan pemerintahan Islam. Berdasarkan 
firman Allah QS. al-Fath (48): 16 yang berarti, “Kamu perangi 
mereka, atau mereka sendiri menyerah masuk Islam.” 3) Ulama 
berbeda pendapat mengenai kebolehan menerima orang 
musyrik sebagai ahl al-zimmi. Mazhab Syafi’i, Hambali, 
Zahiri, dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa 
pemerintahan Islam tidak boleh menerima orang musyrik 
yang bukan ahl al-Kitab sebagai ahl al-zimmi dan memungut 
jizyah mereka. Mereka berlandaskan pada QS. at-Taubah: 9: 
5 yang berarti, “Perangilah orang-orang musyrik di mana pun 
kamu bertemu dengan mereka. Sedangkan Imam Malik, Al-Auza’i 
dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa jizyah boleh 
diambil dari orang non-muslim mana pun, tanpa memandang 
mereka sebagai ahl al-Kitab atau bukan. 
Berdasarkan pendapat Ahli Fiqh bahwa musta’min 
adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan 
mendapatkan jaminan kemanan dari pemerintah pusat. 
Menurut Al-Dasuki yang dikutip oleh Muhammad Iqbal 
dalam bukunya Fiqih Siyasah, berpendapat bahwasanya 
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terdapat titik kesamaan yang ada pada mu’ahid dan 
musta’min. Yang mana sama-sama mendapatkan 
perlindungan. Beberapa ulama mempunyai paradigma yang 
berbeda terkait dengan keberlakuan hukum keamanan. 
Menuruit imam Syafi’i bahwa masanya itu tidak sampai 
empat bulan. Menurut madzab Maliki bahwa perjanjian itu 
tidak terikat ruang dan waktu, maka dalam waktu empat 
bulan akan berakhir dengan sendirinya. Menurut madzhab 
Hanafi dan Syiah Zaidiyah maksimal selama satu tahun. 
Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal 
yakni paling lama empat tahun.  
Kafir Harby merupakan jenis kafir di mana tidak terdaftar 
dalam ketegori dzimmah kaum muslim, baik orang itu kafir 
mu’ahid atau musta’im, ataupun bukan kafir mu’ahid atau 
musta’im. Jika dilihat pada konteks hukum kafir harbi terbagi 
menjadi tiga yakni kafir harbi hukman, artinya de jure, kafir 
harbi fi’lan atau secara de facto yakni orang yang tengah 
berperang atau memerangi kaum muslim. 
Siyasah dauliyah yakni kekuasaan kepala negara yang 
negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, 
nasionalitas, ektradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, 
pengusiran warga asing. Selain itu juga mengurus 
permasalahan kaum dzimmi, perbedaan agama, akal timbal 
balik, dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishosh. 
Siyasah dauliyah mempunyai beberapa dasar di antaranya al-
adalah, musawah, karomah insyaniyah, tasamuh, kerja sama 
kemanusiaan, hurriyah, dan akhlakul karimah. Hubungan 
internasional sendiri terbagi menjadi dua kategori yakni dalam 
waktu damai dan dalam waktu perang. Jumhur ulama’ 
membagi wilayah Islam yakni dengan Darul Islam dan Darul 
Harbi. Dalam tingkat kesucian wilayah dan hak non muslim 
untuk menetapkan di wilayah darul Islam maka dibagi 
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menjadi tiga wilayah yakni tanah suci, hijaz, dan selain 
keduanya. Sedangkan darul Harbi terbagi menjadi tiga yakni 
negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur pokok darul 
Islam, negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok 
darul Islam, dan negara yang dikategorikan sebagai darul Harbi. 
Berdasakan agama yang diyakini oleh seseorang bahwasanya 
negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada tidaknya 
ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka para 
ulama fiqh membagi kewarganegaraan muslim dan non 
muslim. Orang non muslim terdiri dari ahl al-zimmi, musta’min, 
dan harbiyun. Penduduk darul Islam terdiri dari muslim, ahl al-
zimmi dan musta’min dan Penduduk darul Harbi terdiri dari 
muslim dan harbiyun. 
 
↜oOo↝ 








Setelah sampai di Madinah, Rasulullah mulai melakukan 
cara strategis antara lain: Pertama yaitu membangun masjid 
yang biasanya disebut sebagai Masjid Nabawi. Kedua, yaitu 
menjadikan persaudaraan kaum muslimin yang tidak 
mengenal latar belakang keluarga, suku, ras, dan golongan. 
Yang ketiga yaitu membuat traktak yang bisa disebut dengan 
Madinah Charter atau Piagam Madinah yang berisikan suatu 
persatuan antara umat yang Islam dan umat non Islam, 
perjanjian suatu perdamaian, dan perjanjian suatu kerja sama. 
Prinsip-prinsip tersebut merupakan butir-butir yang sangat 
penting yang meliputi al-musawah atau persamaan kedudukan 
sebagai warga, al-hurriyyah atau kebebasan berlandaskan 
syari’at, al-adalah atau suatu keadilan, al-ukhuwwah atau 
persaudaraan, dan yang terakhir adalah at-tasamuh atau 
bertoleransi. Dalam pembangunan metode dan struktur 
pemerintahannya di sinilah tempat pemerintahan Islam atau 
bisa disebut khilafah.1 
                                                 
1 Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw. sejak 
tahun ke 3 hijriyah telah mengirimkan beberapa utusan (envoys) ke 
negara-negara lain. Demikian juga pada tahun ke 9 hijriyah Nabi 
Muhammad Saw. telah menerima duta dan utusan-utusan dari negara-
negara lain, sehingga tahun ini terkenal dengan julukan tahun duta-duta. 
Hamodurrahman, 1976: 90-92 dan Altaf Gauhar, 1983: 225-228 dan 241, 
dalam H.M. Daud Ali dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan 
Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 92. Delegasi yang diterima 
Rasulullah Saw. pada tahun ke 9 hijriyah (April 630-Maret 631) adalah 
dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa’ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani 
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Suatu pemerintahan Islam yang melakukan hubungan 
internasional pada masa khilafah Islam yang memiliki pusat 
di Madinah. Dengan cara mengirimkan para diplomatnya 
dengan menyampaikan suatu da’wah Islam yang diajukan 
kepada penguasa di dunia lain. Di antaranya ditujukan 
kepada Najasy yang bertempat di Habsyah atau Ethiopia, 
Hiroklius atau penguasa Romawi (Roma). Kisra yang 
merupakan penguasa Persia (Iran), Muqauqus yang 
bertempat di Yaman, dan lain-lain.12 
Da’wah tersebut semakin berkembang sehingga bisa 
sampai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Sehingga tidak 
hanya mendapatkan suatu kemenangan dalam merekrut 
seorang manusia dalam Islam, tetapi dalam Islam semakin 
tersebar ke seluruh dunia seperti Persia, Mesir, Yerussalem, 
Romawi, dan sebagainya yang ada dalam pangkuan Islam. 
Oleh karena itu, terjadilah suatu interaksi antar manusia, 
kelompok, dan suatu Negara yang tidak dapat dihindari, dan 
tuntutan kepada aturan juga jelas bagi aktivitas yang mereka 
lakukan sehingga bisa menjadi suatu keharusan dan kewajiban 
dalam bentuk suatu kesepakatan, perjanjian dan aturan yang 
dapat mewujudkan menjadi hukum internasional. Hal tersebut 
merupakan suatu tata hukum dengan ketentuan-ketentuan 
yang dapat mengatur pergaulan antara negara dan dalam 
mewujudkan suatu rangka dalam mengatur terbentuknya 




                                                                                                         
Hanifa, Raja-Raja Himyar, dan dari Kinda. Afzal Iqbal, Diplomacy in Early 
Islam (terjemahan), (2000), hlm. 49-74. 
2 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 89.  









Sejak kita mengenal hukum internasional yang dapat 
berasal dari beberapa pendapat para ahli hukum, yuriprudensi, 
dan suatu perjanjian internasional yang berasal dari Barat. 
Dapat disimak yang telah diungkapkan oleh “Bapak hukum 
internasional” yaitu Hugo Grotius yang menyatakan bahwa 
hukum internasional sudah tumbuh sejak lahirnya suatu 
masyarakat manusia di belahan bumi ini, tetapi ilmu yang 
komplit telah ada sejak hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan 
agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw. 
yang bersumber dari al-Qur’an yang di dalamnya memuat 
ajaran prinsip-prinsip hukum internasional. Sehingga hal 
tersebut dibenarkan oleh Baron Michele de Tubb yang 
merupakan seorang guru besar di bidang ilmu hukum 
internasional pada Akademi Ilmu Negara yang bertempat di 
Den Haag yang ditegaskan dalam pidatonya bahwa 
sesungguhnya dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang 
diletakkan oleh agama Islam, yang bertalian dengan hukum 
perang dan damai disebut war and peace.1 
Sebagai contoh dalam bidang hukum laut yang 
menganjurkan adanya suatu ketetapan dalam hukum 
internasional tentang laut bebas dan batas-batas landas 
                                                 
1 Ali Mansur, Assyari’atul Islamiyyatu wal Qanunut Dalliyu al’am 
(1965), hlm. 31-42 dalam L. Amin Widodo, Fiqih Siasah dalam Hubungan 
Internasional (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 6-7. 
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kontingen bagi suatu negara, sehingga sejak di zaman Daulah 
Umayyah pada abad 9 sebelumnya. Penetapan daerah lautan 
bebas dan batas-batas landasan kontingen daerah pantai di 
tetapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal tersebut 
dapat terjadi karena adanya suatu perizinan untuk melarang 
pedagang-pedagang Eropa Selatan yang ingin masuk ke pantai 
Afrika Utara dengan membawa suatu barang dagangan dan 
juga minta perizinan untuk menarik bea cukai bagi para 
pedagang kaum muslimin di pantai Afrika di masa gubernur 
Afrika Utara. Berlandaskan pada QS. al-Baqarah (2): 85-86 yang 
melarang untuk menghalangi suatu pelayaran di lautan bebas 
dan menarik bea cukai, kecuali apabila masuk daerah landas 
kontinen harus sesuai dengan fakta perjanjian internasional 
yang sudah disepakati antara bangsa-bangsa yang mengenal 
daerah “lautan tertutup”. Dalam buku Hukum Internasional 
dapat dijelaskan bahwa para ahli hukum internasional di 
Eropa yang sudah mengakui suatu kenyataan sebagai bukti 
sejarah yang menyatakan bahwa hukum Islam telah menjadi 
suatu sumber penting bagi dasar-dasar hukum internasional 
yang ada pada saat sekarang yang ditulis oleh Armanizi. 
Seorang penulis Perancis terkenal juga mengakui bahwa 
renaissance oleh Gustave Lebon di Eropa pada abad ke 9 setelah 
lahirnya Islam, maka bisa andil besar yang sudah diberikan 
merupakan datang dari suatu peradaban Islam.2 
Menurut Islam, hukum internasional secara umum 
meliputi seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun 
damai. Pelaksanaannya juga dapat diimplementasikan 
dalam tiga wilayah. Yang pertama, Darul Islam adalah suatu 
negara Islam yang menerapkan syari’at Islam. Yang kedua 
yaitu Darul Harbi adalah negara kafir yang memerangi 
                                                 
 2 T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, Hukum Antar Golongan dalam Fiqih 
Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1391 H/1971 M), hlm. 118-123. 
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negara Islam. Yang ketiga adalah Darul ‘Ahdi adalah suatu 
negara yang mengadakan perjanjian perjanjian damai 
dengan negara Islam. Saling menghormati pakta-pakta dan 
traktat-traktat hal ini terdapat dalam surat al-Anfaal ayat 58:  
 
                  
Artinya: Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan 
(terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka 
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang 
jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. 
 
Dan juga terdapat pada surat at-Taubah ayat 5 yang 
berbunyi: 
 
                                
                                   
                       
Artinya: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka 
perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu 
temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di 
tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan 
melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah 
kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.  
 
Dan juga pada surat sama pada ayat 7:  
 
            
                
Artinya: Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi 
Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali 
dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian 
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(dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka 
selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu 
berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa. 
 
 Sedangkan dalam surat an-Nahl ayat 91:  
 
                                    
                         
Artinya: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu 
berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah 
diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 
saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat. 
 
Sedangkan dalam surat al-Isra ayat 34 juga dijelaskan: 
 
                  
     
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia 
dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggunganjawabnya. 
 
Kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan kehormatan 
dan integrasi internasional. Hal ini dimulai dengan 
pembahasan pada surat an-Nahl ayat 92:  
 
                                      
                                        
                
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Artinya: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, 
menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah 
(perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan 
adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari 
golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, 
dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa 
yang dahulu kamu perselisihkan itu.  
 
Sedangkan yang ketiga, adalah keadilan internasional. 
Ada dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:  
 
                            
                                      
          
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 
sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu 
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan.  
 
Sedangkan yang keempat adalah menjaga perdamaian. 
Ada dalam Surat al-Anfaal ayat 61:  
 
                                    
Artinya: Dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  
 
Sedangkan yang kelima, adalah menghormati 
kenetralan negara-negara lain (non combatants). Ada dalam 
surat an-Nisa ayat 89 yang berbunyi:  
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                                   
                                    
                 
Artinya: Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana 
mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan 
mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka 
penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan 
Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah 
mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu 
ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan 
jangan (pula) menjadi penolong.  
 
Dan Surat an-Nisa ayat 90 yang berbunyi:  
 
                                   
                                              
                                      
Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan 
kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah 
ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada 
kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk 
memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah 
menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka 
terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi 
jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu 
serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah 
tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan 
membunuh) mereka.  
 
Sedangkan yang keenam adalah larangan terhadap 
eksploitasi imperialis. Ada dalam al-Qur’an Surat an-Nahl 
ayat 92 yang berbunyi:  
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                                  
                                      
                      
Artinya: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan 
yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan 
kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah 
(perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan 
adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari 
golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji 
kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat 
akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu 
perselisihkan itu. 
 
Sedangkan yang ketujuh, memberikan perlindungan dan 
dukungan kepada orang-orang Islam di negara lain. Ada 
dalam al-Qur’an surat al-Anfaal ayat 72:  
 
                                  
                                 
                               
                         
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan 
Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman 
dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu 
satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-
orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada 
kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum 
mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta 
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, 
maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap 
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kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. 
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  
 
Yang kedelapan, bersahabat dengan kekuasaan-
kekuasaan netral. Ada dalam al-Qur’an surat al-
Mumtahanah ayat 8 dan 9: 
 
                                     
                        
Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 
berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu 
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8) 
 
Yang kesembilan, kehormatan dalam hubungan 
internasional. Ada dalam al-Qur’an surat ar-Rahman ayat 60: 
 
             
Artinya: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan 
(pula).  
 
Yang kesepuluh, persamaan keadilan untuk para 
penyerang. Ada dalam QS. al-Baqarah ayat 194, an-Nahl 
ayat 126, asy-Syura ayat 40-42: 
 
                                      
                                    
Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu 
yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu 
barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah 
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kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 194) 
 
                                    
Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah 
dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 
kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya 
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. an-
Nahl: 126) 
 
                
                
               
Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 
serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka 
pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak 
menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-
orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu 
dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-
orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui 
batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang 
pedih. (QS. asy-Syura: 40-42) 
 
Selain itu Islam menegaskan bahwa hak asasi manusia 
baik yang muslim maupun non muslim, laki-laki maupun 
perempuan dilindungi undang-undang.  
Yang pertama, hak hidup. Ada dalam QS. al-Isra ayat 33 
dan al-An’am ayat 151: 
 
                                        
                        
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Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu 
(alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra: 33) 
 
                   
              
                 
    
Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang 
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 
terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami 
akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan 
janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu 
supaya kamu memahami(nya). (QS. al-An’am: 151) 
 
Yang kedua, hak Milik. Ada dalam (QS. al-Baqarah ayat 
188, an-Nisa ayat 29): 
 
                                         
                  
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
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kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188) 
 
                                  
                                     
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (QS. an-Nisa: 29) 
 
Yang ketiga, perlindungan kehormatan. Ada dalam QS. 
al-Hujurat ayat 11-12: 
 
                                  
                                  
                                 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, 
boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 
jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 
dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-
orang yang zalim. (QS. al-Hujurat: 11) 
 
                                    
                                
                          
Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Islam dan Realitasnya |265 
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka 
itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di 
antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat: 12) 
 
Yang keempat, keamanan dan kesucian kehidupan 
pribadi (QS. an-Nur ayat 27 dan al-Hujurat ayat 12): 
 
                               
                        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. an-Nur: 27) 
 
                                    
                                
                          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka 
itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di 
antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat: 12) 
 
Yang kelima, keamanan Kemerdekaan pribadi. Ada 
dalam QS. al-Hujurat ayat 6: 
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                                           
            
Arti: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan 
teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurat: 6) 
 
Yang keenam, perlindungan dari hukuman penjara yang 
sewenang-wenang. Ada dalam QS. al-An’am ayat 164: 
 
                                    
                                        
Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan 
selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. 
Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 
Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 
diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".  
 
Yang ketujuh, hak untuk memprotes kelaliman (tirani). 
Ada dalam QS. an-Nisa ayat 148, al-Maidah ayat 78-79 dan 
Ali Imran ayat 110: 
 
                                       
Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang 
diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang 
dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. (QS. an-Nisa: 148) 
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                          
                        
                  
Artinya: Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil 
dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian 
itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas, 
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar 
yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang 
selalu mereka perbuat itu. (QS. al-Maidah: 78-79) 
 
Kedelapan, kebebasan ekspresi. Ada dalam QS. at-
Taubah ayat 71: 
 
                                    
                                      
                    
Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong 
bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 
Yang kesembilan, kebebasan hati nurani. Ada dalam QS. 
al-Baqarah ayat 256: 
 
                                      
                                
Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
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beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 
Yang kesepuluh, status warga negara non muslim dalam 
negara Islam dilindungi (Hadits Riwayat Abu Dawud).  
Yang kesebelas, kebebasan berserikat. Ada dalam QS. 
Ali Imran ayat 104-105: 
 
                                      
               
Arti: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-
orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104) 
 
                                          
       
Arti: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang 
bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang 
jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat siksa yang berat. (QS. Ali Imran: 105) 
 
Yang keduabelas, kebebasan berpindah. Ada dalam QS. 
al-Baqarah ayat 84-85: 
                                     
              
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari 
kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu 
(membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu 
(saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian 
kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu 
mempersaksikannya.” (QS. al-Baqarah ayat 84) 
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                                      
                                 
                                     
                                   
                   
Artinya: “Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu 
(saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada 
kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu 
terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi 
jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus 
mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. 
Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab (Taurat) dan 
ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi 
orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan 
dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka 
dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak 
lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS. al-Baqarah: 85) 
 
Yang ketigabelas, persamaan hak dalam hukum. Ada 
dalam QS. an-Nisa ayat 1 dan al-Hujurat ayat 13: 
 
                                   
                                 
          
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya 
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa: 1) 
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                                       
                        
Arti: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat ayat 13) 
 
Yang keempatbelas, hak mendapatkan keadilan. Ada 
dalam QS. Asy-Syura ayat 15: 
 
                                    
                                   
                              
Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) 
dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan 
janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: 
"Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah 
dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. 
Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-
amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada 
pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan 
antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)". 
 
Yang kelimabelas, hak mendapatkan kebutuhan dasar 
hidup manusia. Ada dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19: 
 
                 
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
mendapat bagian. 
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Yang keenambelas, hak mendapatkan pendidikan. Ada 
dalam QS. Yunus ayat 101:3 
 
                             
      
Artinya: Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit 
dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah 
dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang 
yang tidak beriman". 
 
Dalam hubungan internasional Islam yang 
berdasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut: Pertama, 
yaitu hubungan internasional yang berlandaskan pada 
prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia 
yang harus berdasarkan pada doktrin sebagai berikut: 1) 
Umat manusia dan bangsa di dunia yang berasal dari Nabi 
Adam As. 2) Al-Qur’an yang menetapkan ketentuan asasi 
agar manusia bisa menghormati perjanjian perdamaian 3) 
Perang yang dalam keadaan khusus, yaitu apabila keamanan 
dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh. 4) 
Agama Islam yang melarang untuk memaksa dan kekerasan. 
5) Islam mengajarkan dengan memulai hubungan 
perorangan. Kedua, agama Islam yang memerintahkan agar 
memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian 
internasional. Ketiga, ketika zaman Nabi Muhammad Saw. 
yang dilaksanakan dengan cara pertukaran duta atau bisa 
disebut utusan atau envoys.4 
                                                 
3 Syekh Syaukat Hussain, Human Right in Islam (terjemahan) 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59-95. 
4 H.M. Daud Ali dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan 
Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 87-92. 
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Dalam pandangan Islam adanya suatu praktek 
hubungan internasional, yaitu 1) Negara yang ada dalam dunia 
Islam. 2) Negara yang ada di bagian Barat maupun Timur yang 
dianggap Darul Kuffar dan statusnya menurut hukum Islam 
termasuk Darul Harb. 3) Diperbolehkan untuk mengadakan 
sebuah perjanjian bertetangga dengan baik yang meliputi 
perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi, perjanjian ilmiah, 
dan perjanjian yang diperbolehkan menurut Islam. 4) Negara 
yang tidak ada hubungan perjanjian dengan negara khalifah 
dan imperialis yang serakah ingin menguasai wilayah kaum 
muslim yang dapat ditinjau dari segi hukum. 5) Negara yang 
melakukan peperangan terhadap umat akan ditetapkan sikap 
siaga  sesuai  dengan  asas  (QS. an-Nisa: 141, al-Baqarah: 194) 
6) Tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian 
kerja sama militer atau pakta pertahanan militer dengan negara 
lain yang di dalamnya memberikan fasilitas militer. 7) Dilarang 
untuk untuk meminta bantuan militer kepada negara maupun 
pasukan kafir termasuk dalam mengambil pinjaman/hutang 
dan menyerahkan urusan ke negara kafir.5 
Pelaksanaan hubungan internasional harus dengan 
komitmen politik bebas aktif terkhusus bagi negeri-negeri 
muslim yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan 
kepentingan bersama dan membela umat Islam serta untuk 
memajukan Islam. Dapat dilihat bahwa sangat diperlukan 
suatu pemerintahan yang peduli terhadap penerapan yang 
sesuai dengan syara Islam serta pemimpin Islami dan sistem 
pemerintahan yang mandiri. 
 
↜oOo↝  
                                                 
5 Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir (terjemahan) (2002), hlm. 111-118. 








Dalam pandangan Islam, terdapat hubungan yang saling 
berkaitan antara kepemimpinan dan konsep negara. Seorang 
penulis menyatakan sumber tertulis bagi pandangan Islam 
yang bertema “Adagium”. Adagium berarti tidak ada agama 
tanpa adanya suatu kelompok atau masyarakat, tidak ada 
masyarakat jika tanpa adanya suatu kepemimpinan serta tidak 
ada kepemimpinan tanpa adanya sang pemimpin. Pemimpin 
dalam Islam berarti seorang pejabat yang bertanggung jawab 
tentang penegakan perintah-perintah Islam dan untuk 
mencegah larangannya yang dikemukakan oleh Amar Ma’ruf 
Nahi Munkar. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus 
memiliki kekuasaan yang efektif yang dapat dinyatakan 
sebagai wewenang kekuasaan efektif (Sa’ukah) oleh Munas 
Ulama tahun 1957. 
Munas mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia 
merupakan suatu penguasa pemerintahan yang sementara 
dengan kekuasaan efektif (Waliyyu al-amri daharuri bi- al 
sa’ukah). Kata untuk sementara berarti adanya pengganti Imam 
yaitu kepala pemerintahan. Tetapi tidak tertulis dalam dalil 
naqli karena adanya suatu pertimbangan rasional yang 
meragukan keabsahan tersebut. Kata sementara diartikan oleh 
beberapa orang bahwa kata sementara bisa berarti sebelum 
datangnya hari kiamat yang dinyatakan oleh Munas dan 
mereka yang dibius dalam konsep negara Islam dapat 
dinyatakan hanya untuk kepresidenan Bung karno.  
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Sebuah negara yang bukan Islam dianggap tidak 
memiliki suatu ajaran sehingga konsep tersebut dinyatakan 
tidak memiliki konsep Islam sehingga konsep tersebut tidak 
memiliki suatu keabsahan dalam pandangan Islam. Seiring 
berjalannya waktu selama hampir dua puluh tahun tenyata 
konsep tersebut salah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal 
tersebut disebabkan karena kelangkaan konsep Islam tentang 
suatu negara. Pandangan tersebut dapat berlaku untuk 
kepemimpinan negara atau kepemimpinan formal maupun 
masyarakat (non formal). Sehingga dapat ditinjau orientasi 
yang diserahkan kepada kita untuk dirumuskannya. 
Islam tidak pernah membedakan kepemimpinan negara 
dan masyarakat serta bentuk dan batas waktunya dalam 
pandangan Islam “orientasi seorang pemimpin yang 
berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang 
dipimpin”. Hal tersebut juga tidak memikirkan format 
kenegaraan atau kemasyarakatan yang dapat melatarbelakangi 
kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, bisa berhubungan 
dengan kepemimpinan negara Islam dalam proses 
demokratisasi. Kepemimpinan dalam negara Islam bersifat 
otoriter atau demokratis dengan sistem pemerintahan Raja, 
kepentingan ulama dan para sesepuh masyarakat atau 
community leaders. Sehingga sebuah kepemimpinan harus bisa 
mendatangkan suatu kesejahteraan langsung pada masyarakat 
yang memiliki legitimasi dalam pandangan Islam. 
Suatu masalah kesejahteraan yang menyangkut 
kemerdekaan dapat berbicara dan berpendapat tentang 
kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua 
warga negara di dalam undang-undang. Sehingga kita bisa 
terjebak dalam anggapan kesejahteraan hanya menyangkut 
kenyataan yang lahir belaka serta kepemilikan benda, usia 
hidup rata-rata dan lainnya. Sehingga hal tersebut dapat 
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menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan rakyat 
dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat menciptakan 
suatu keadilan. 
Suatu keresahan akan timbul jika terjadinya suatu proses 
transisi kepemimpinan di dunia, negara, dan masyarakat. 
Sehingga dapat menyebabkan kegagalan upaya-upaya 
terorisme yang dapat mengatasnamakan agama Islam. 
Diharuskan kepada pakar masyarakat muslim di seluruh 
belahan dunia untuk tetap mensosialisasikan pengenalan dan 
identifikasi sehingga mencegah munculnya terorisme di Islam. 
Sehingga terjadi suatu pengeboman dan penyerangan yang 
terjadi di Afghanistan dan Irak yang dinyatakan oleh Presiden 
Amerika Serikat George W. Brush. Jr. untuk menurunkan 
diktaktor Saddam Husein dari jabatan kepresidenan Irak. 
Kenyataannya pertimbangan tersebut ada karena adanya 
geopolitik internasional di Amerika yang dapat mengambil 
tindakan terhadap Irak. Hal tersebut dikarenakan Saudi Arabia 
menyimpang politik luar negeri Amerika Serikat yang 
merupakan penghasil minyak bumi (BBM) nomor satu di 
dunia, maka harus dicarikan kekuatan pengimbang 
terhadapnya. Pilihan tersebut terjadi pada Irak yang 
merupakan penghasil minyak bumi kedua terbesar saat ini. 
Seorang Presiden Saddam harus diganti karena tidak 
akan mungkin mengikuti politik luar negeri A.S. yang 
dianggap sebagai “kekuatan jahat” oleh Evil Forve. Saddam 
dianggap sebagai kekuatan jahat karena tidak akan mengikuti 
kekuatan politik luar standar moral ganda atau double morality 
yang membuat istilah politik sangat buruk. Hal tersebut tidak 
dikenakan atas pemimpin Saudi Arabia yang negara tersebut 
tiap tahunnya dapat menghukum mati dua ribu orang 
sehingga dianggap sebagai negara oposan. Jika menyangkut 
kesejahteraan lahir dan batin suatu rakyat maka dibentuklah 
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sebuah karya termulya tentang politik oleh Presiden A.S. John 
F. Kennedy. 
Sebuah kepemimpinan dalam Islam haruslah 
berorientasi pada pencapaian kesejahteraaan orang banyak. 
Sehingga dapat dikenal sebagai kebijakan dan tindakan 
pemimpin yang terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat 
yang dipimpin (Tasharruf Al-Imam Manuthan bi Al-maslalah). 
Jika dalam suatu kepemimpinan tidak berorientasi pada hal 
tersebut maka akan selalu bertentangan dalam pandangan 
Islam mengenai kepemimpinan. Sebuah kepemimpinan dapat 
dinilai dalam sebuah gerakan yang dalam konteks 
pembicaraannya menganai kesejahteraan. Dalam bahasa Arab 
bisa disebut Al-Maslahah Al-Ammah atau dalam bahasa 
Indonesianya berati kepentingan umum.  
Dalam Islam tidak menganggap adanya konsep baku 
tentang suatu kepemimpinan dan bagaimana sang pemimpin 
ditetapkan. Kepemimpinan sebuah organisasi. Dapat 
ditetapkan melalui pemilihan konggres tetapi masih adanya 
suatu faktor keturunan yang dapat mewarisi suatu 
kepemimpinan seperti yang dialami oleh penulis sendiri. 
Sebuah konsep kemaslahatan Islam harus membentuk sebuah 
kehidupan yang dalam garis keturunannya dapat mewarisi 
kepemimpinannya. Jika ada seorang pemimpin yang tidak 
memahami tugas dan kewajibannya dan hanya asyik dalam 
kekuasaan yang diperolehannya maka sebuah kepemimpinan 
akan menjadi lemah. Apalagi hal tersebut disebabkan oleh 
tekanan-tekanan dari luar yang menjadikan seorang pemimpin 
takut maka akan runtuh negeri ini. Dalam kemimpinan sangat 
mudah untuk mendengarkan tetapi tidak mudah jika 
dilakukan. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang bijaksana 
dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat. 
 
↜oOo↝  







Siyasah maliyah dapat dipahami secara etimologi dan 
terminologi. Secara etimologi didefinisikan sebagai politik ilmu 
keuangan. Sedangkan secara terminologi, siyasah maliyah 
adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran 
keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa 
menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. 
Jika merujuk pada hukum fiqh siyasah, maka kita 
menggunakan konsep 3 hal utama yakni rakyat, harta, dan 
pemerintah serta mereduksi kesenjangan antara kalangan 
atas dan kalangan bawah. “Hukum tanpa moral dapat jatuh 
kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat 
menimbulkan ketidakpastian” sehingga produksi, distribusi, 
dan konsumsi akan berada pada koridornya bila keimanan 
dan moral dijadikan dasar yang mana akan diperoleh hasil 
seperti kepastian dan keadilan. Realisasi dari adanya hukum 
tersebut di antaranya seperti infaq, shadaqah, zakat, wakaf 
dan penetapan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan 
nash syar'iah seperti bea cukai dan kharaj. Maka sangat 
penting jika hal yang berkaitan dengan keluar masuknya 
keuangan negara di dalam lembaga dipercayakan kepada 
orang-orang yang amanah karena hal tersebut bukan hal 
yang mudah melihat sejarah telah banyak contohnya orang-
orang yang pada posisi ini dipercayai kemudian menjadikan 
kepercayaan itu sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan 
kepentingan pribadi atau kepentingan khusus. Isu ini 
termasuk kategori penting sehingga perlu mengkaji fiqh 
siyasah maliyah yang berkaitan dengan keuangan negara. 
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Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada dua 
sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan 
perang. Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan 
bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, 
ditambahkannya jizyah. Sehingga jika hal-hal tersebut telah 
diatur maka kesejahteraan bersama antar masyarakat akan 
terbangun, baik berupa pengaturan keuangan masuk maupun 
pengaturan keuangan keluar secara rinci dan transparan. 
Yusuf Qhardawi menambahkan bahwa pajak juga 
termasuk sumber pendapatan negara, sebagai tambahan 
dana untuk pembiayaan negara. Abdul Wahhab Khallaf juga 
berpendapat bahwa harta pusaka termasuk dari sumber 
keuangan negara. 
Ketentuan syariat mengenai Baitul Mal telah diatur 
dalam al-Qur’an dan hadis. Pada dasarnya tidak ada 
ketentuan syar’i yang diperoleh hanya dari atsar para 
Khulafaur Rasyidin. Posisi Baitul Mal sebagai lembaga 
penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung 
jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam 
pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah 
menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam. 
Dalam praktek penyelenggaraan negara yang pernah 
dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan 
Umar bin Khattab, pengelolaan harta kekayaan negara dari 
Baitul Mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang 
khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, terlebih untuk 
keperluan pribadi, jika tidak dalam keadaan benar-benar 
memerlukannya. Kedua khalifah itu memiliki prinsip lebih 
baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi 
keperluannya dan keluarganya, daripada menggunakan harta 
kekayaan negara dari Baitul Mal. Ironisnya, keadaan demikian 
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berbeda dengan masa pemerintahan Utsman bin Affan. 
Utsman begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara 
dari Baitul Mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya 
maupun untuk keperluan keluarganya yang kebetulan menjadi 
pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al-Arqam, 
kepala Baitul Mal pusat di Madinah, menolak permintaan 
Khalifah Utsman bin Affan. Bukan hanya sampai di situ, 
Abdullah bin Al-Arqam memilih mengundurkan diri dan 
berhenti sebagai kepala Baitul Mal. Dari peristiwa tersebut, di 
samping mengingat pentingnya posisi lembaga Baitul Mal di 
dalam sistem negara Islam, kami mengajukan beberapa usul 
sebagai berikut: Lembaga Baitul Mal adalah badan otonom 
yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara. 
Pemimpin dalam mengurusi mal dipilih melalui 
majelis syura, yang mana kepemimpinan itu sejajar seperti 
lembaga eksekutif dan yudikatif dan memiliki perwakilan di 
setiap daerahnya, pemilihan pemimpin di sini tidak akan 
ada jika tidak melalui majelis syura dan di majelis ini pula 
yang bisa memberhentikan apabila terdapat kerancuan di 
belakang. Oleh karenanya kewajiban lembaga adalah 
mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara 
dan menyimpannya bahkan lembaga perlu pula untuk teliti 
dalam pengeluaran yang sekiranya penting atau tidak. 
Dalam memenuhi tanggung jawabnya mencari sumber-
sumber dana atau pendapatan, Baitul Mal tidak berjalan 
sendiri, di mana ada kolaborasi dari departemen keuangan 
yang terdapat di lembaga eksekutif. Untuk pembuatan list data 
kebutuhan apa saja itu dilakukan oleh lembaga eksekutif 
bersama Baitul Mal sebelum disetujui oleh majelis syura. 
Setelah proses pembentukan anggaran maka Baitul Mal juga 
mengawasi apakah telah sesuai anggaran yang dikeluarkan 
untuk perencanaan tersebut dan untuk controling dilakukan 
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pihak eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Apabila 
ditemukan penyelewengan anggaran dalam hal ini Baitul Mal 
bisa memberikan tindakan tegas melalui mahkamah agung 
dan sidang pengadilan. 
Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab ”Al-Bada’i” 
mengatakan ada empat macam harta yang dimasukkan pada 
kas negara (Baitul Mal). Pertama: harta zakat binatang ternak, 
pertanian dan harta yang dipungut dari para pedagang 
muslim. Kedua: harta dari pajak tanah, upeti dari setiap 
pembayar pajak, harta shadaqah karena terjadi perdamaian 
antara Bani Hijran, Bani Hilal dan Bani Taghlin dan harta 
yang dipungut dari para pedagang non muslim (seperti 
orang-orang kafir zimmi, musta’min dan orang-orang kafir 
yang memerangi umat Islam). Keempat: harta pusaka milik 
orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan 
ahli waris, atau meninggal suami atau istri. 
Kedua, pos penyaluran jenis harta yang pertama adalah 
sebagaimana penyaluran zakat bagi 8 muzakki sesuai dengan 
penjelasan Allah Swt. yang termuat dalam firman-Nya: 
“sesungguhnya zakat-zakat itu, bagi orang-orang fakir dan 
miskin, dan seterusnya”. Kemudian, penyaluran harta yang 
kedua yang meliputi harta seperlima dari rampasan perang, 
hasil tambang dan rikaz telah saya kemukakan dalam kitab 
“Biografi’, sebagaimana Allah Swt. menegaskan dalam kitab-
Nya: ketahuillah! Sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh 
sebagai rampasan perang”. 
Ketiga, zakat yang berupa pajak dan sejenisnya adalah 
dipergunakan untuk menyamaratakan dan menumbuh 
suburkan agama Islam dan memperbaiki kepentingan-
kepentingan umat Islam, seperti dipergunakan untuk 
menggaji para pejabat, para hakim, para ulama yang diberi 
tugas memberikan fatwa, para prajurit, para penjaga jalan, 
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orang-orang yang membangun masjid-masjid, benteng-
benteng dan dipergunakan untuk membiayai perbaikan 
sungai-sungai yang tak seorang pun berhak memilikinya itu. 
Mengenai harta jenis keempat ialah dipergunakan untuk 
memberikan dana pengobatan bagi orang-orang fakir dan 
miskin yang sedang menderita sakit, untuk membeli kain-
kain kafan yang diberikan kepada orang-orang yang 
meninggal dunia, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai 
harta sama sekali, untuk membiayai kehidupan anak yang 
ditemukan di jalan serta membayar diyat bila dia 
mengerjakan tindakan kriminal, untuk membiayai 
kehidupan orang yang sudah yang tidak mampu bekerja, 
karena tidak ada orang yang menanggungnya, dan lain 
sebagainya. Atas dasar itu, maka seorang pemimpin wajib 
menyalurkan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang 
berhak menerimanya. 
Keempat, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran 
harta untuk Allah Swt. dan untuk membela agama Allah Swt. 
adalah bahwa harta tersebut disalurkan demi untuk 
kepentingan umum yang tidak untuk satu jenis kepentingan 
tertentu saja. Semuanya dikembalikan kepada Allah Swt. 
Dengan demikian, seluruh sumber keuangan negara Islam 
sama-sama dipergunakan demi kepentingan umum. Hanya 
saja setiap penyaluran sumber keuangan itu tidak menetapkan 
secara pasti terhadap kepentingan umum. Hal ini hanya 
disebutkan sebagian jenis kemaslahatan dengan harapan dapat 
mengalihkan pandangan agar tertuju kepadanya dan juga 
untuk mengingatkan kepada semua pihak penguasa supaya 
mereka tetap memeliharanya sebaik mungkin. 
Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas 
setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang 
artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran negara 
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(dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab 
sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan 
melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka 
memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, 
baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, 
kehormatan dan agama. Jizyah merupakan harta umum yang 
dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil 
setiap satu tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan 
nash al-Qur’an. Allah Swt. berfirman: 
 
                                 
                            
                 
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-
Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada 
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 
sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at-Taubah: 29) 
 
Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli 
tafsir mendefinisikan Jizyah ialah pajak per kepala yang 
dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang 
bukan Islam, sebagai imbangan keamanan bagi diri mereka. 
Kaitannya dengan penetapan jizyah bagi kelompok non 
muslim ini, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, 
antara lain: pertama, orang-orang Arab musyrik. Dalam hal 
ini ulama sepakat untuk tidak mengambil atau menerima 
jizyah dari mereka, sebab bagi mereka hanya ada dua pilihan 
yaitu masuk Islam atau diperangi. 
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Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai golongan ahlul 
kitab berdasarkan ketetapan nash al-Qur’an, sehingga dari 
kelompok ini diterima pengeluaran jizyah-nya. Orang-orang 
Majusi dan Shabi’un dapat diterima jizyah-nya berdasarkan 
kesepakatan sahabat, karena Rasulullah-pun sendiri 
berdasarkan riwayat beberapa hadist pernah menerima dan 
mengambil jizyah dari kelompok ini. Orang-orang non muslim 
lainnya seperti penyembah patung dan sebagainya tidak ada 
ketetapan yang pasti untuk pengambilannya, baik yang berasal 
dari al-Qur’an maupun al-Hadis. 
Dalam hal ini masalah penerimaannya adalah bersifat 
ijtihadi, tergantung pada kemaslahatan dan pertimbangan 
yang berwenang (ulil amri). Dengan demikian yang 
dimaksud dengan ahlu dzimmah di sini adalah setiap warga 
negara Islam dari kalangan non muslim yang berasal dari 
golongan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), ataupun yang 
berasal dari kelompok non ahlul kitab seperti Majusi, Shamiri 
maupun Shabi’ah, baik yang berasal dari bangsa Arab 
ataupun yang lainnya seperti Bani Tughlab dan Najran. 
Dinamakan demikian karena mereka menjadi tanggungan 
kaum muslimin untuk memberikan perlindungan atas jiwa, 
kehormatan dan harta mereka. 
Jizyah ditinjau dari kadarnya ada dua macam, yaitu: 
pertama, jizyah shulhiyah. Jizyah shulhiyah yaitu jizyah yang 
dikenakan berdasarkan perdamaian sudah tentu kadarnya 
sesuai dengan apa yang disepakati. Rasulullah Saw. pernah 
melakukan jizyah yang semacam ini dengan Nasrani Najron 
yaitu dengan membayar persalinan pakaian. Umar pernah 
pula melakukannnya dengan mewajibkan mereka dengan dua 
kali lipat dari yang diambil dari muslim. Kedua, Jizyah Ghair 
Shulhiyah. Jizyah ghair shulhiyah dalam hal ini membagi 
golongan dzimmi menjadi tiga kriteria, yaitu golongan orang-
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orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham. Golongan 
menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham. 
Golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka 
dikenakan 12 dirham (Menurut pendapat Imam Hanafi). 
Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka 
berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang 
memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, 
yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan 
menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir. 
Menurut As-Syafi’i, jizyah ditentukan minimalnya 1 
dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada 
pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam 
Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada 
kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad 
Saw. dan pada masa Khalifah Abu Bakar, penetapan besar 
kadar jizyah ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut 
keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan 
kerelaan yang bersangkutan. Barulah pada masa Umar bin 
Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan 
tiga kategori penduduk pembayar jizyah yang berbeda, yang 
kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi 
seperti yang dipaparkan di atas. 
Di samping itu, ia juga menetapkan bahwa daerah-
daerah yang menggunakan mata uang emas, seperti Mesir 
dan Syiria, pembayaran jizyah-nya dalam bentuk uang emas 
(dinar). Sedangkan untuk wilayah yang menggunakan mata 
uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan 
beberapa daerah lain, pembayaran jizyah-nya dengan 
menggunakan dirham dengan perbandingan satu dinar 
ditetapkan sama dengan 12 dirham. 
Harta fai’ adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum 
muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan 
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pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta 
tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang 
terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu 
takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga 
mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda 
mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang 
mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-
orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri 
kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim 
berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. 
Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan 
sebagian dari tanah dan harta benda mereka –contohnya 
adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang 
beragama Yahudi. Inilah makna fai’ yang dimaksud oleh 
firman Allah Swt. dalam surat al-Hasyr, yaitu: 
 
                                        
                        
“Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk 
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun 
dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang 
memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu”. (QS. Al-Hasyr: 6) 
 
Hal ini telah terjadi pada harta Bani Nadlir dan Fadak, 
yang diperoleh tidak dengan pengerahan pasukan berkuda 
maupun unta kaum muslim. Oleh karena itu harta ini benar-
benar menjadi milik Rasulullah Saw. Harta ini sebagian 
dibelanjakan oleh beliau saat masih hidup untuk keperluan 
keluarganya selama setahun, dan sisanya dijadikan oleh 
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beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata 
yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Setelah 
beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melanjutkan apa yang 
telah beliau lakukan. 
Harta fai’ adalah salah satu pos pendapatan Baitul Mal 
dalam Daulah Khilafah. Harta fai’ sendiri bisa diperoleh 
ketika Daulah Khilafah telah ditegakkan. Sebelum Khilafah 
ada, maka konsep fai’ belum bisa diterapkan. Karena itu 
termasuk kebijakan negara. Di antara pembagian dan 
prosedur pembagian harta fai’ antara lain: 1/5 
(ditashorufkan) dan 4/5 diperuntukkan bagi para pejuang 
perang. Para pejuang yang sudah gugur. Hal-hal yang 
berkaitan dengan kemaslahatan orang mu`min. 
Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak 
tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non muslim 
dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat 
Islam. Kharaj pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah 
Perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah Saw. memberikan 
dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap 
memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan 
sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam 
sejarah pemerintah Islam, kharaj merupakan sumber 
keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas 
(pemerintah), bukan oleh sekelompok orang. Kharaj dapat 
dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding 
(proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama 
dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil 
pertanian, misalnya seperdua, sepertiga atau seperlima dari 
hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan 
atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah 
anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan 
atau laki-laki, muslim atau non muslim. Kewajiban 
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membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen 
yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali setahun. 
Jumlah pajak yang pernah dipraktikan dalam 
pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial 
masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah 
pertaniannya. Khalifah Umar, misalnya menetapkan jumlah 
kharaj sawad al-iraq dengan ketentuan satu dirham untuk 
setiap jarib dan satu qafidz gandum untuk tanah yang terdiri 
dari sejumlah sungai dan kanal. Untuk tanah sawad, 
komposisi jumlah pajak per-jarib adalah sebagai berikut: 
anggur: 10 dirham, kurma: 8 dirham, tebu: 6 dirham, 
gandum: 4 dirham, kapas: 5 dirham.1 
Menyangkut teknis pengumpulan kharaj biasanya 
dilakukan oleh sebuah tim atau dewan yang diberi wewenang 
oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, 
Sa’d bin Abi Waqqash menetapkan pengumpulan dan 
pembayaran pajak tanah sawad dikoordinir oleh para tuan 
tanah. Bahkan pada tahun 20 H, Umar membentuk satu 
lembaga kementerian khusus (Diwan al-Khawaraj) yang 
dipercayakan melakukan tugas pengumpulan pajak hasil 
bumi. Menurut Sayyid Sabiq, ulama Mesir kontemporer, jika 
kharaj ini merupakan sewa tanah maka ukuran atau besarnya 
pajak diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. 
Karenanya kharaj bisa berubah sesuai dengan perubahan 
situasi, kondisi dan waktu serta tempat. Ketentuan ini tidak 
harus mengacu kepada kebijaksanaan Umar. 
 
↜oOo↝  
                                                 
1 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 90. 
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Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang 
paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang 
harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. 
Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan 
dan produktivitas. Menurut Ibn Khaldûn, penetapan pajak 
harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan 
syariah. Seperti pada pajak, tanah, kharâj, jizyah, dan lain-lain. 
Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan. Beliau 
juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah 
dalam perekonomian, yang nantinya diikuti oleh Keyness. Ia 
berpendapat, "Penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan 
juga oleh penurunan belanja pemerintah". Alasannya adalah 
negara sebagai pasar paling besar, ibu semua pasar, dasar 
semua perdagangan, substansi dari semua pemasukan dan 
pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah merosot dan volume 
perdagangan kecil, secara alami pasar yang tergantung akan 
menunjukkan hal yang sama, atau lebih hebat lagi. Selanjutnya, 
uang selalu beredar di antara raja dan rakyatnya. Oleh karena 
itu, apabila raja menyimpan atau menahan uangnya, maka 
kerugian akan menimpa rakyat. Sunah Allah berlaku atas 
hamba-hamba-Nya. 
Selanjutnya meminjam uang. Sebagaimana dipahami 
sekarang ini pada perekonomian modern, utang 
merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga 
seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak 
ditunjang dengan hutang luar negeri. Perlu dipahami 
bahwa dalam perekonomian saat ini, hutang sebagai 
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kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat 
kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun 
juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga 
mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau 
bahkan menghindari kondisi utang.1 
Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk tidak berutang, 
baik individu maupun kolektif (negara). Apalagi dalam 
konteks negara, kita dihadapkan pada situasi di mana 
sebuah negara Islam memiliki fungsi untuk menyebarkan 
dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara 
mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi 
negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana 
mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti 
itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada 
akibat dililit oleh utang. 
Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam 
dana dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya, namun 
harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat 
perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa 
di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih 
besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. 
Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan 
secara terus-menerus. 
Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah 
Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada 
beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam 
menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan 
pada tahun kedelapan hijriyah.  
Pertama, zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan 
pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang 
                                                 
1 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 78. 
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tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan 
unsur penting karena sistemnya penunaiannya yang bersifat 
wajib (obligatory zakat system), sedangkan tugas negara adalah 
sebagai ‘âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan 
kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan 
perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam 
negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara 
berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara 
memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan 
berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk 
mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan 
keadaan masyarakat yang secara umum lemah 
perekonomiannya. Mencoba memperbandingkan dengan 
sistem konvensional, maka pemasukan zakat sangat tergolong 
kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada 
posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat 
telah secara langsung dan signifikan telah mengurangi beban 
negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan 
aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan 
pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial 
lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama 
dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan 
minimal rakyat. 
Kedua, ghanîmah. Ghanîmah merupakan pendapatan 
negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam 
peperangan. Distribusi hasil ghanîmah secara khusus diatur 
langsung dalam al-Qur’an surah al-Anfâl ayat 41. empat 
perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, 
sedangkan seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, 
Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum 
miskin dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian 
modern, pos penerimaan ini boleh saja menggolongkan 
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barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara 
sebagai barang ghanîmah.  
Ketiga, khumus. Khumus atau seperlima bagian dari 
pendapat ghanîmah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan 
oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat digunakan 
sebagai biaya pembangunan. Meskipun demikian, perlu 
hati-hati dalam penggunaannya karena aturan 
pembagiannya telah jelas, seperti pada ayat di atas. Khumus, 
juga bisa diperoleh dari barang temuan (harta karun) 
sebagaimana terjadi pada periode Rasul. Ulama Syiah 
mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus 
dikenakan khumus sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni, 
beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta 
rampasan perang saja. ‘Uman Abû 'Ubayd menyatakan 
bahwa yang dimaksud khumus itu bukan hasil perang saja, 
tapi juga barang temuan dan barang tambang. Dengan 
demikian, di kalangan ulama Sunni ada sedikit 
perkembangan dan memaknai khumus. 
Keempat, fay’. Fay’ adalah sama dengan ghanîmah. Namun 
bedanya, ghanîmah diperoleh setelah menang dalam 
peperangan. Sedangkan, fay’ tidak dengan pertumpahan 
darah. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay’ 
adalah pendapatan negara selain dari zakat. Jadi termasuk di 
dalamnya: kharâj, jizyah, ghanîmah, ‘usyur, dan pendapatan-
pendapatan dari usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih 
mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini 
yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa 
Rasulullah Saw.  
Kelima, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang hanya 
diberlakukan bagi warga negara non muslim yang mampu. 
Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah udzur, 
cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan 
292| Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah 
 
terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, 
negara harus memenuhi kebutuhan pendidik bukan muslim 
tersebut sebagai akibat ketidakmampuan mereka memenuhi 
kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela 
dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan 
fungsi pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak 
terbatas hanya kepada penduduk muslim saja.2 Jizyah ini bisa 
disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non 
muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan 
perlindungan dari pemerintah Islam, maka dengan jizyah 
tersebut bisa menjadi imbalannya. Perlindungan yang 
dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak 
luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk muslim 
sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang 
harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat.  
Keenam, kharâj. Kharâj merupakan pajak khusus yang 
diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang 
dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, kharâj sebagai pajak tanah 
dipungut dari non muslim ketika Khaybar ditaklukkan. 
Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik 
menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai 
pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil 
produksi kepada negara. Jumlah dari kharâj bersifat tetap, yaitu 
setengah dari hasil produksi. Kharâj adalah pajak terhadap 
tanah, yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, perbedaan 
mendasar antara sistem kharâj dan sistem PBB adalah kharâj 
ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas 
dari tanah (land productivity), dan bukan berdasarkan zona 
sebagaimana dalam aturan sistem PBB (zona strategi). Hal 
                                                 
2 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ... 
hlm. 56 
Sumber Keuangan Negara Islam |293 
 
 
ini bisa jadi dalam sistem kharâj, tanah yang bersebelahan, 
yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami 
buah anggur, mereka harus membayar kharâj yang berbeda. 
Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharâj adalah 
pemerintah. Secara spesifik, besarnya kharâj ditentukan 
berdasarkan tiga hal, yaitu karakteristik tanah/tingkat 
kesuburan tanah, jenis tanaman (termasuk marketability dan 
quantity), dan jenis irigasi.  
Kharâj ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat 
baik orang-orang muslim maupun orang-orang non muslim. 
Pertama, ‘usyur. ‘Usyur merupakan pajak khusus yang 
dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara 
Islam (barang impor). Pada masa Rasul, ‘usyur hanya 
dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada 
barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah Saw. 
berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, 
walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia 
menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak 
perjanjian dengan pelbagai suku menjelaskan hal tersebut. 
Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di 
wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-
menukar barang. Menurut Umar bin Khattâb, ketentuan ini 
berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang 
sama juga dikenakan pajak ini. Dan jika dikenakan besarnya 
juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain 
atas barang Islam yang diekspor.  
Kedua, infaq, sedekah, dan wakaf. Infaq, sedekah, dan 
wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi 
kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Swt. 
semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk 
melancarkan proyek-proyek pembangunan negara. 
Penerimaan ini sangat tergantung pada kondisi spiritual 
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masyarakat secara umum. Diyakini ketika keimanan 
masyarakat begitu baik, maka penerimaan negara melalui 
instrumen ini akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat 
buruk, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan 
relatif kecil. Ketiga, lain-lain.  
Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, 
ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder. Fiskal 
pemerintahan masa Rasul, di antaranya: Pertama, uang tebusan 
untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu 
tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. Kedua, pinjaman- 
pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk 
pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari 
Judhaimah atau sebelum Pertempuran Hawazin 30.000 dirham 
dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian 
dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyyah 
(sampai waktu tidak ada perubahan). Ketiga, nawaib, yaitu 
pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada 
kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi 
pengeluaran negara selama masa darurat. Dan ini pernah 
terjadi pada masa Perang Tabuk. Keempat, amwâl fadhlâ, yaitu 
bersumber dari harta kaum muslimin yang meninggal tanpa 
meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum 
muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada 
kabar berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh 
dari qurban dan kaffârah.3 
Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel 
seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, 
hibah, atau hadiah dari negara sesama Islam serta bantuan-
bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara 
luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia. Dalam 
                                                 
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan 
Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 65 
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konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan 
memiliki pos penerimaan yang cukup variatif. Misalnya 
berupa penerimaan devisa dan berupa keuntungan dari 
badan usaha milik negara (BUMN). BUMN tersebut tentu 
saja harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga 
dapat mendatangkan hasil yang optimal. Dalam khasanah 
ideal pemerintah Islam, pengelolaan usaha-usaha milik 
negara tidak melibatkan penguasa secara langsung dalam 
kegiatan perekonomian pasar. Hal tersebut akan cenderung 
membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efisien. 
Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme relatif akan terjadi, 
jika para pemimpin atau pejabat negara juga berperan 
sebagai pelaku pasar. Abû Bakar Ash-Shiddiq, sebagai 
khalifah pertama, pernah mengingatkan sahabatnya ‘Umar 
bin Khattâb untuk tidak berniaga (bertani), karena cukup 
baginya upah sebagai pejabat negara yang diberikan oleh 
bayt al-mâl kepadanya. Abû Bakar Ash-Shiddiq menyadari 
betul bahwa sukar bagi siapapun untuk dapat berlaku adil 
dan maksimal pada masing-masing perannya, jika pada saat 
yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang 
otoritas politik dan sebagai saudagar. Dalam pos 
pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh 
fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, 
maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, 
pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan 
keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. 
Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara 
Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. 
Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau 
karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. 
Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang 
besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang 
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tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi 
barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja 
pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas 
ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar 
begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa 
penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada 
kesejahteraan rakyat. 
Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat 
dibagi dua. Yaitu, karakateristik pengeluaran terikat dan 
pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat 
adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan 
dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, 
khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang 
terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan 
selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas 
zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq. Sementara, 
pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan dan 
sich. Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar 
subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang 
menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan 
dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi 
menjelaskan karakterisitik belanja publik sesuai dengan tiga 
macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan 
syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan 
syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan 
pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan 
keadaaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah 
keputusan syura. Anggaran pendapatan dan belanja yang baik 
adalah apabila terjadi keseimbangan antara anggaran 
pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi 
penerimaan kurang daripada pendapatan maka akan terjadi 
Sumber Keuangan Negara Islam |297 
 
 
defisit. Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada 
pendapatan maka terjadi surplus. 
Masalah muncul bila yang terjadi adalah defisit. Oleh 
karena itu, harus mengambil dari biaya defisit. Di kalangan 
ekonom muslim, terdapat perbedaan pandangan, ada yang 
membolehkan, dan ada pula yang tidak. Menurut Abd. 
Mannan, tidaklah pantas menolak pembiayaan defisit sebagai 
suatu ketentuan. Karena hasil dari pada biaya defisit tersebut 
diperuntukkan untuk kesejahteraan masyakat serta membuka 
lapangan kerja yang luas. Mekanisme yang dapat diambil 
ditempuh dalam pembiayaan defisit adalah dengan 
mekanisme Mudhârabah, Musyârakah, dan Murâbahah. Dengan 
demikian, pola tersebut dapat pula diatur berdasarkan laba 
dan partisipasi sosial. Di samping itu, pemerintah Islam juga 
dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat 
investasi atau obligasi bersasarkan pembagian laba dan 
kerugian. Pada masa awal-awal Islam, pendapatan negara 
bersumber dari beberapa instrumen yang dianggap sebagai 
pajak, di antaranya: zakat, ghanîmah, jizyah, dan ‘usyur. Namun 
tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah Islam boleh 
saja mengambil unsur-unsur pendapatan lainnya bila 
dibutuhkan (mendesak). Penggunaan dana ini diperuntukkan 
untuk membiayai kebutuhan dan program pokok pemerintah. 
Sedangkan sumber dana lain dianggap sebagai unsur 
pelengkap yang dapat digunakan untuk kemasalahatan umum 
masyarakat warga negara. Sumbernya yang bersifat sukarela 
adalah untuk menambal pos-pos anggaran yang masih 
kekurangan dana. Ada pula sumber lain yang sifatnya 
kondisional, sesuai dengan situasi dan perkembangan 
keadaan, seperti pembagian harta rampasan perang yang 
seperlimanya diperuntukkan buat negara. 
 
↜oOo↝  








Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam 
mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang 
dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip Islam tentang 
kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk 
mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas 
distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-
nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan 
fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi 
perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang 
disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. 
Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan 
sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karena tujuan 
pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat 
manusia secara keseluruhan. Kebijakan fiskal menurut 
ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai 
ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial 
dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun 
ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah 
pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan 
sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Sistem pajak 
proposional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan 
berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya 
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pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem 
irigasi, maupun jenis tanaman.1 
Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan 
bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan, 
yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, 
sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. 
Menurut Gusfahmi, pengeluaran negara memiliki prinsip 
yang harus ditaati oleh ulil amri, yakni sebagai berikut: 
Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah 
ditetapkan langsung oleh Allah Swt. 
 
“Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 
hatinya (mu‟allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 
untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha bijaksana.” (QS. at-Taubah: 60) 
 
Pada ayat tersebut, Allah Swt. langsung menentukan 
tujuan penggunaan dari pendapatan zakat, yaitu asnaf yang 
delapan. Demikian pula misalnya dengan ghanimah, hanya 
ditujukan untuk lima kelompok dalam ayat tersebut. 
 
“Ketahuilah, sesungguhnya apa saya yang dapat kamu 
peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 
seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 
beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan 
kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di 
hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.” (QS. al-Anfaal: 41) 
                                                 
1 Saeban, Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam (Bandung: 
Pustaka Setia, 2008), hlm. 67. 
300| Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah 
 
Apabila ada kewajiban tambahan, maka harus digunakan 
untuk tujuan semula kenapa ia dipungut. Kebutuhan, secara 
umum dapat dibagi dua, yaitu: (1) Kebutuhan negara dan (2) 
Kebutuhan individu. Kebutuhan negara adalah kebutuhan 
yang pengadaannya difardukan kepada negara (Baitul Mal), 
dimana negara wajib mengadakannya melalui sumber-sumber 
pendapatan tetap, seperti: shadaqah, ghanimah, dan fay‟i. 
Pendapatan ini digunakan untuk kepentingan negara dan hal-
hal yang menjadi tanggungan negara, seperti mengadakan 
keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan 
individu adalah kebutuhan yang pengadaannya difardukan 
kepada kaum muslimin. Dalam keadaan darurat dan terjadi 
kekosongan/kekurangan Baitul Mal, khalifah berhak untuk 
mengambil harta individu, untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan mereka sendiri (kaum muslim) seperti keamanan, 
kesehatan dan pendidikan, yang tidak terpenuhi oleh kas 
negara, lalu dipungutlah pajak (dharibah). Uang pajak itu harus 
digunakan untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri, 
misalnya: membuat jalan raya, sekolah-sekolah, menggaji 
aparat keamanan dan lain-lain. Adanya pemisahan antara 
pengeluaran yang wajib diadakan di saat ada atau tidaknya 
harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat 
adanya harta. 
Menurut Nabhani, tidak semua jenis pengeluaran 
harus diadakan, melainkan tergantung sifat masing-masing 
pengeluaran itu. Ada pengeluaran yang wajib diadakan, 
walaupun tidak ada dana yang tersedia di Baitul Mal, 
sehingga Khalifah harus meminjam atau memungut pajak. 
Sebaliknya, ada pengeluaran yang hanya diadakan bila 
diadakan bila dana itu ada, seperti zakat. Berikut contoh-
contoh pengeluaran yang dimaksud. Zakat dalam Baitul Mal 
berada di tempat tersendiri, terpisah dengan mata anggaran 
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lain. Ia adalah hak orang tertentu yang akan dibelanjakan 
hanya terhadap mereka, berdasarkan ada dan tidak adanya. 
Pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan 
mendanai jihad adalah di saat ada maupun tidak adanya 
harta. Baitul Mal adalah pihak yang wajib menangani 
kekurangan atas fakir, miskin, ibnu sabil atau untuk 
mendanai jihad. Pembelanjaan (pengeluaran) seperti ini 
tidak ditentukan berdasarkan ada atau tidak adanya harta, 
melainkan sebagai hak yang bersifat paten (harus 
disediakan), baik di saat ada ataupun tidak di Baitul Mal. 
Apabila harta ada, maka seketika wajib dikeluarkan. Bila 
tidak ada harta, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan 
karena pembelanjaannya ditangguhkan, maka negara bisa 
(harus) meminjam, untuk disalurkan seketika itu juga, 
berapapun hasil pengumpulannya dari kaum muslimin. 
Pengeluaran untuk kompensasi, harus dibayar di saat ada 
maupun tidak adanya harta. Pengeluaran ini adalah biaya 
yang harus dibayar negara untuk kompensasi atau hak 
orang-orang yang memberikan jasanya, lalu mereka 
meminta harta sebagai upah atas jasanya. 
Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, 
bukan untuk kompensasi adalah di saat ada maupun tidak 
adanya harta. Pembelanjaan kelompok ini diberikan untuk 
barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah 
dihasilkan. Contohnya: jalan raya, air, bangunan masjid, 
sekolah, rumah sakit, dan masalah lainnya yang adanya 
dianggap vital di mana umat akan mengalami penderitaan. 
Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan 
kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi. Contohnya adalah 
pembuatan jalan baru, ketika jalan lain sudah ada, membuka 
rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan 
rumah sakit yang ada, dan sebagainya. Hak untuk 
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mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan 
adanya harta, bukan pada saat tidak ada. Pembelanjaan 
karena adanya unsur keterpaksaan (darurat) semisal ada 
peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti: paceklik, 
angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh. 
Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan 
seketika itu juga. Apabila harta itu tidak ada, maka 
kewajiban dipikul oleh kaum muslimin seketika itu juga. 
Kemudian harta itu diletakan di Baitul Mal untuk disalurkan 
kepada yang berhak. Pengeluaran haruslah ditujukan untuk 
hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros dan 
Islam mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk 
karena dengan penimbunan itu, kekayaan tidak dapat 
beredar dan manfaat pengunaannya tidak dapat dinikmati si 
pemakai dan masyarakat. Allah Swt. berfirman: 
 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” (QS. al-Furqan: 67) 
 
Dasar penyusunan anggaran pada masa ini adalah 
berapa penghasilan yang diterimalah yang menentukan 
jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan. Kecuali dalam 
keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, 
untuk ini dikenakan pungutan khusus atau sumbangan. 
Kebijakan anggaran ini tidak berorientasikan pertumbuhan 
karena ketika itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan 
ekonomi dalam arti modern. Jadi dapat disimpulkan, konsep 
anggaran berimbang atau surpluslah yang merupakan 
praktik yang berlaku di masa Islam periode awal. Karena 
kebutuhan negara masih sederhana, maka pendapatan 
negara dari zakat dan infaq sudah memenuhi kebutuhan. 
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Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi 
perubahan yaitu mulai memakai anggaran defisit dan 
meninggalkan kebijaksanaan anggaran berimbang, yang 
dianggap tidak berorientasi pada pertumbuhan. Ada tiga 
ekonom Islam yang sama-sama setuju dengan konsep 
anggaran defisit, yaitu menurut Mannan, sebuah negara 
Islam modern harus harus menerima konsep anggaran 
modern (sistem anggaran defisit) dengan perbedaan pokok 
adalah dalam hal penanganan defisit (kekurangan) anggaran 
itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan 
pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang 
direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-
cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi 
struktur pajak atau dengan mengambil kredit (utang) dari 
sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri (Bank 
Dunia, IMF, ADB, dan lain-lain). Pemilihan konsep anggaran 
defisit ini tentunya akan memerlukan tambahan dengan cara 
meminjam. Untuk itu terdapat tiga sumber pinjaman 
tradisional bagi kebanyakan negara Islam yaitu bank sentral, 
bank umum, dan masyarakat (obligasi). 
Namun, utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari 
pihak pemberi utang (kreditor) yang akan dapat 
mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehormatan dan 
kedaulatan negara muslim. Kemudian, yang tak kalah 
pentingnya adalah utang itu harus tanpa bunga (riba), yang 
akan memberatkan pihak yang berutang (debitur). 
Menurut Umer Chapra juga setuju dengan anggaran 
pembelanjaan defisit, namun dengan solusi yang berbeda 
dengan Mannan. Chapra berpendapat bahwa negara-negara 
muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu 
mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran 
negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter 
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dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan meningkatkan 
pajak, karena pinjaman akan membawa kepada riba. Dan 
pinjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun 
hanay menangguhkan beban sementara waktu dan akan 
membebanai generasi yang akan datang dengan beban yang 
berat yang tidak semestinya mereka pikul. Menurut Zallum, 
ia setuju dengan anggaran defisit, dengan solusi yang hampir 
sama dengan Chapra, yaitu defisit diatasi dengan penguasaan 
BUMN dan Pajak. Zallum mengatakan bahwa2 anggaran 
belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah 
meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-
perkara yang harus disubsidi. Pendapatan Baitul Mal dari 
sumber-sumber (tradisional) seperti fay‟i, jizyah, kharaj, „ushr, 
dan khumus. Kadangkala tidak memadai untuk menutupi 
pengeluaran negara yang semakin berkembang. Oleh karena 
itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu 
menutupi kebutuhan pembelanjaan Baitul Mal, baik dalam 
kondisi ada harta maupun tidak. Kewajiban tersebut 
berpindah kepada kaum muslim pada saat Baitul Mal kosong. 
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran 
belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat 
yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan 
menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat 
yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk 
mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi 
melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan 
pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara 
tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-
nilai karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai 
kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. 
                                                 
2 Umar Capra, Islam and the Economic Challenge (London Publisher 
1992), hlm. 67.  
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Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara 
telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt.; Apabila ada 
kewajiban tambahan, maka harus digunakan untuk tujuan 
semula kenapa ia dipungut; Adanya pemisahan antara 
pengeluaran yang wajib diadakan di saat ada atau tidaknya 
harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat 
adanya harta; pengeluaran harus hemat. Ada dua macam 
kebijakan pengeluaran yaitu pada masa awal pemerintahan 
Islam dengan konsep anggaran berimbang dan kebijakan 
pengeluaran di masa periode modern pemerintahan Islam 
dengan konsep anggaran defisit. 
 
↜oOo↝  




KEBIJAKAN FISKAL NEGARA ISLAM 
 
 
Ketika Nabi Saw. berhasil membangun sebuah negara 
di Madinah, nash al-Qur’an dan as-Sunnah mulai 
menyinggung kebijakan fiskal. Ada tujuh sumber 
penerimaan negara pada masa Nabi Saw. Pertama, zakat 
yang dipungut dari umat Islam yang mampu. Kemampuan 
diukur menurut takaran harta yang wajib dizakatkan (nisab). 
Kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapat dari rampasan 
perang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfal: 1 
yang artinya:  
 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu 
kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada 
Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu” 
(QS. al-Anfal: 1) 
 
Tradisi rampasan pada masa klasik masih dibenarkan 
di samping karena belum adanya kesepakatan dunia 
internasional, juga masih mengentalnya tradisi kesukuan. 
Ketiga, al-fay’, yaitu harta yang diambil dari orang-orang non 
muslim tanpa kekerasan atau peperangan, bahkan dengan 
perdamaian dan perjanjian sesuai dengan surat al-Hashr: 6 
yang artinya:  
 
Dan apa saja harta rampasan (fa‟i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk 
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun 
dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang 
Kebijakan Fiskal Negara Islam |307 
 
 
memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa 
saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas 
segala sesuatu. (QS. al-Hasyr: 6) 
 
Pengertian al-fay’ ini mencakup tiga sumber 
penerimaan negara, yaitu al-jizyah, al-kharraj dan al-ashur. Al-
Jizyah telah diberlakukan sejak masa Nabi Saw., sementara 
kedua sumber yang terakhir mulai diberlakukan sejak 
kekhalifahan Umar bin Khattab. Keempat, al-jizyah, yaitu 
pungutan yang dikenakan atas umat ahl al-Kitab yang 
mampu. Sesuai dengan surat al-Taubah 29 yang artinya:  
 
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak 
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), 
(yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, 
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 
mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at-Taubah: 29) 
 
Kelima, harta wakaf yaitu harta yang berasal dari umat 
Islam yang digunakan untuk kepentingan umum semata-
mata karena Allah. Keenam, harta sedekah dari umat Islam 
(al-Baqarah: 177). Jenis harta ini sering digunakan Nabi Saw. 
ketika nash kebijakan fiskal di atas belum diturunkan. 
Ketujuh, hutang dari umat Islam. 
Sumber-sumber penerimaan di atas berlangsung 
hingga kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidhiq. Administrasi 
pengelolaannya pun masih sederhana, yakni harta yang baru 
diterima langsung didistribusikan. Jalur distribusinya pun 
juga telah ditentukan oleh syariah sehinga pemerintah tidak 
melakukan ijtihad kecuali ijtihad interpretatif, menafsirkan 
nash tersebut sesuai dengan kebijakannya. Harta zakat 
didistribusikan kepada delapan jalur yaitu orang-orang 
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fakir, orang-orang miskin, para pengelola zakat, kaum 
mu’allaf, para budak, orang-orang yang berhutang, para 
pejuang di jalan Allah dan para musafir (at-Taubah: 60). 
Seperempat bagian harta al-ghanimah diprioritaskan untuk 
militer, sementara seperlimanya untuk jalur berikut: Allah, 
Rasul Allah Saw., para kerabatnya, orang-orang miskin, 
anak-anak yatim dan para musafir (al-Anfal: 41). Begitu pula 
jalur distribusi harta al-fay’, sama dengan al-ghanimah. Hanya 
saja, tentara tidak mendapat bagian dari al-fay’. 
Menurut penulis, seluruh distribusi harta negara di atas 
pada dasarnya hanya digunakan untuk kepentingan umum 
dan negara dengan memprioritaskan pada masyarakat yang 
lemah. Jalur untuk Allah dapat diartikan untuk agama Allah. 
Jalur untuk Nabi Saw. dan kerabatnya telah berhenti seiring 
dengan wafatnya Nabi Saw. dan kerabatnya. Bagian untuk 
orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para musafir 
menunjukkan distribusi harta negara untuk kesejahteraan, 
sedangkan bagian untuk para tentara merupakan distribusi 
untuk pertahanan dan keamanan negara. Hal yang sama 
dapat ditunjukkan oleh delapan jalur distribusi harta zakat di 
atas. Ketika umat Islam mampu menaklukan kerajaan Persia 
dan Romawi pada khalifah Umar, mereka memperoleh harta 
rampasan perang yang melimpah. Kenyataan itu mendorong 
Umar untuk membentuk perbendaharaan negara yang 
disebut Bayt al-Mal. Dalam Bayt al-Mal tersebut, jumlah 
tunjangan rakyat yang dianggarkan setiap tahun. Penentuan 
jumlah tunjangan tersebut didasarkan pada loyalitas rakyat 
kepada Islam. Kebijakan ini berbeda dengan Nabi Saw. dan 
Khalifah Abu Bakar. 
Di samping tunjangan atau subsidi, Bayt al-Mal juga 
menyediakan dana untuk mencukupi kebutuhan para 
pegawai negara dan tentara. Sejak pemerintahan Umar pula, 
Kebijakan Fiskal Negara Islam |309 
 
 
tentara tidak lagi memiliki harta rampasan perang yang 
tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Meski begitu, 
harta tetap menjadi hak pemiliknya dengan dibebani 
pembayaran pajak al-kharraj. Pengeluaran untuk proyek 
pembangunan juga digalakkan, terutama menyangkut 
sarana kepentingan umum. Dalam hal ini, Abul Khoir Mohd. 
Jalaludin mengemukakan lima bidang distribusi keuangan 
negara Islam. Pertama, menjaga keamanan baik internal 
maupun eksternal. Kedua, pembiayaan administrasi negara. 
Ketiga, mempertahankan tingkat kehidupan pokok 
masyarakat. Keempat, meningkatkan infrastruktur negara. 
Kelima, membantu para korban bencana alam. Selain Bayt al-
Mal, Khalifah Umar juga memungut pajak al-kharraj dan 
pajak al-„ashur. Al-kharraj merupakan pajak yang dipungut 
atas tanah yang dikerjakan, sementara al-„ashur dikenakan 
atas barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Kedua 
pungutan tersebut dikenakan atas muslim maupun non 
muslim serta menghindari pungutan berganda atas umat 
muslim yang telah membayar zakat perdagangan. 
 
↜oOo↝  
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Sejarah atau perjalanan pembentukan sistem di 
Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap.  
Pertama, sistem pemerintahan periode 1945-1949 
menggunakan sistem kesatuan, dan pemerintahan berbentuk 
republik dipimpin presiden yang berlandaskan pada 
konstitusi UUD 1945.  
Kedua, sistem pemerintahan periode 1949-1950 adanya 
Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan 
delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa 
kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia 
sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali 
kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 
1949, sistem pemerintahan yang digunakan adalah 
parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan 
maka sistem pemerintahan saat itu disebut parlementer semu.  
Ketiga, sistem pemerintahan periode 1950-1959 bentuk 
negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dengan 
bentuk pemerintahan republik di bawah sistem 
pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada 
konstitusi UUDS 1950. UUDS 1950 adalah konstitusi yang 
berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
Pemilihan umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara 
demokratis, namun Konstituante gagal membentuk 
konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada 5 Juli 1959 pukul 
17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang 
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diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi 
dekrit presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali berlakunya UUD 
1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dekrit 5 juli 1959 
menjadi tonggak baru politik Indonesia. Soekarno 
menempati posisi sangat dominan dan menjadi pusat 
kekuasaan. Lembaga yang dibentuk atas dasar keinginan 
Soekarno dan sekaligus merehabilitasi kekuasaannya yang 
selama lebih dari satu dekade tidak dinikmatinya.  
Keempat, sistem pemerintahan periode 1959-1965. Pada 
periode ini Indonesia menganut sistem demokrasi 
terpimpin. Pandangan pertama, Syafi’i Ma’arif, demokrasi 
terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai 
“Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan 
kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, 
kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin 
Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai 
demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan 
hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang 
kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap 
eksekutif. Kekuatan politik pada masa ini terbagi dalam dua 
kelompok besar yakni kelompok yang mendukung 
demokrasi terpimpin yang diwakili oleh PNI, NU, Parkindo, 
Partai Katolik dan PKI, sementara yang menentang adalah 
Masyumi dan PSI. Tidak hanya kalangan Islam (Masyumi) 
yang menentang demokrasi terpimpin, tetapi juga para 
intelektual terkemuka seperti Moh. Hatta seorang tokoh 
yang memiliki komitmen tegas dan konsisten kepada 
demokrasi menyebutkan bahwa tindakan Soekarno itu 
bertentangan dengan Pancasila, karena jelas-jelas merobek 
prinsip-prinsip demokrasi yang begitu kokoh tercantum 
dalam UUD. Bahkan tidak sejalan dengan prinsip gotong 
royong yang didengungkan Soekarno. 
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Kelima, sistem pemerintahan masa orde baru (1968-
1998). Pada Tahun 1968 MPR resmi melantik Soeharto 
sebagai Presiden kedua negara Indonesia dengan masa 
jabatan 5 tahun di mana Soeharto menggantikan posisi 
Presiden Soekarno. Pada praktiknya Presiden Soeharto 
dipilih berturut-turut dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 
1998. Pemilihan Presiden pada masa itu tampak sekali tidak 
demokratis karena yang terpilih ulang adalah Presiden 
Soeharto dan Presiden Soeharto berhasil menduduki jabatan 
sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. 
Dalam bidang politik Presiden Soeharto mengawali 
masa jabatannya dengan mendaftarkan lagi Indonesia 
sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1966. 
Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang 
merupakan dampak dari Krisis Finansial Asia sehingga 
perekonomian Indonesia hancur salah satu akibatnya adalah 
kurs rupiah terjun bebas dari Rp 2.500 sampai Rp 20.000 
sehingga terjadi inflasi menyebabkan investor-investor asing 
menarik semua sahamnya dan tidak mempercayai Indonesia 
sebagai negara tempat mereka menanamkan sahamnya. 
Situasi yang sulit yang melanda bangsa Indonesia 
mempengaruhi semua bidang dan berakhirlah masa 
pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan demo 
besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa (Tragedi 
Trisakti). Melihat masyarakat yang memberontak maka 
Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri sebagai 
Presiden Indonesia pada 21 Mei tahun 1998. Dari kategori 
kepemimpinan Soeharto di atas dapat kita analisa lagi 
bagaimana sistem pemerintahan orde baru. Masa orde baru 
merupakan masa yang terkenal dengan Pembangunan 
Nasional yang begitu pesat. Masa orde baru terfokus dengan 
penerapan Pancasila dalam segala bidang. 
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Beberapa sistem pemerintahan masa reformasi 
ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 
21 Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Jabatan presiden 
kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. Dr. Ir. Ing. B.J. 
Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena 
tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap 
pemerintahan orde baru. Bergulirnya reformasi yang 
mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap 
awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi 
merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini 
akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun. 
Masa reformasi merupakan masa transisi, dapat kita lihat 
penerapan sistem pemerintahan Presidensial pada masa itu 
mulai bangkit dengan tumbuhnya proses demokrasi. Asas 
Sentralisasi berubah menjadi asas Desentralisasi, di mana 
penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya 
penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah hal ini 
membawa dampak positif yaitu pembangunan di daerah 
akan lebih terfokus. 
Pemerintahan Prof. Dr. Ir. Ing. B.J Habibie tidak 
berlangsung lama dimulai tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir 
pada tanggal 20 Oktober 1999. Beliau hanya menjalankan 
kepemimpinan transisi dan tidak mau dipilih lagi pada 
pemilihan Presiden berikutnya. Perubahan yang dilakukan 
Presiden B.J Habibie adalah membangun pemerintahan yang 
transparan dan dialogis. Beliau membebaskan para tahanan 
politik dan mengurangi kontrol kebebasan berpendapat dan 
kegiatan organisasi. Gaya kepemimpinan Presiden B.J 
Habibie adalah ramah dan supel di kalangan media massa. 
Prof. Dr. Ir. Ing B.J Habibie kemudian digantikan oleh Kyai 
Haji Abdurrahman Wahid yang lebih terkenal dengan nama 
Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur sistem politik 
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lebih demokratis, lebih menghargai HAM, menghargai 
perbedaan agama, suku, ras dan adat. Masa pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung dari tahun 1999 
sampai dengan 2001 dan digantikan dengan wakil 
presidennya yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 
2004 diadakan pemilu secara langsung dan yang 
memperoleh suara terbanyak adalah Susilo Bambang 
Yudhoyono sehingga Susilo Bambang Yudhoyono resmi 
dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia keenam 
menggantikan Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2009 
diadakan pemilu dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dipercaya masyarakat untuk menjabat sebagai presiden 
ketujuh bangsa Indonesia untuk periode 2009-2014. Pada 
masa reformasi dalam bidang politik mulai banyak terjadi 
pembenahan struktur pemerintahan (reformasi birokrasi), 
mulai banyak bermunculan partai politik baru dan PNS 
(abdi negara) dilarang untuk ikut berpolitik. Dalam bidang 
ekonomi terjadi banyak pembenahan dan sekarang 
Indonesia sedang bersaing dengan ekonomi global. Dalam 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
memberikan alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu 
dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) agar 
mempermudah masyarakat yang kurang mampu dalam 
membiayai kehidupan ekonomi. 
Dalam kenyataannya sebagian dari syariat Islam 
khususnya yang menyangkut hukum kekeluargaan telah 
berjalan di Indonesia selama berabad-abad, sekalipun belum 
ada kodifikasi hingga masa kolonialisme. Ketika Belanda 
dalam hal ini VOC menjajah Indonesia, pengadilan terpisah 
bagi golongan Eropa dan pribumi diperkenalkan. Untuk 
golongan pribumi, hukum adat diterapkan, dengan 
pembagian wilayah Indonesia ke dalam beberapa yuridiksi 
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berdasarkan kriteria kultural dan linguistik di berbagai 
wilayah ini diidentifikasi dan diklasifikasi 19 sistem hukum 
adat yang berbeda. Pada ranah politik, isu penerapan syariat 
Islam telah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang 
kemerdekaan Indonesia. Perdebatan serius dalam BPUPKI 
pada pertengahan 1945 tentang dasar dan filsafat negara 
berjalan alot. Gagasan negara berdasarkan Islam, dengan 
implikasi pemberlakuan syariat Islam, yang diperjuangkan 
sebagian anggota BPUPKI, dan negara sekuler yang 
diperjuangkan anggota lain, akhirnya mencapai kompromi 
dalam bentuk piagam Jakarta (22 Juni 1945) dirumuskan 
sebuah panitia kecil yang diketuai Sukarno. Piagam Jakarta 
sebenarnya merupakan mukaddimah bagi konstitusi yang 
diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya pancasila 
sebagai dasar negara diakui, dengan tambahan tujuh kata 
dalam butir pertamanya, yakni (ketuhanan) dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Namun dalam pertemuan mendadak pada 18 
Agustus 1945, ketujuh kata tersebut disepakati 
penghapusannya dalam pancasila dan UUD 1945. Dalam 
pancasila sila Ketuhanan mendapat atribut tambahan “Yang 
Maha Esa” untuk mengakomodasi tuntutan wakil-wakil 
umat Islam. Dengan kompromi terakhir ini, perjuangan 
menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam yang 
memberlakukan syariat menjadi tidak mungkin karena 
bertentangan dengan UUD 1945 yang telah disepakati. 
Pada masa Indonesia modern, hubungan Islam dan 
kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada 
era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa 
memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan 
gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung, namun 
kandas terbentur oleh kondisi sosio politik ketika itu. Pada 
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era-era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang 
dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa, bahwa kalau 
mereka memberikan kesempatan kepada politik Islam untuk 
berkembang maka berpotensi untuk membahayakan 
bangunan bangsa Indonesia yang majemuk. Di Indonesia 
sekalipun Islam tidak merupakan dominasi pemenangan 
agama secara formal tetapi ia merupakan salah satu sumber 
hukum bagi pembentukan hukum nasional. Pada kurun 
waktu terakhir, secara material dan formal pelaksanaan 
hukum perdata bagi umat Islam sudah diatur berdasarkan 
hukum Islam, yang diturunkan dari syari’at hukum Islam. 
 
↜oOo↝  
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